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Diterbitkan  oleh  CENTRE  FOR  STRATEGIC  AND  INTERNATIONAL  STUDIES 
(CSIS)  sebagai  jurnal  berkala  untuk  menyajikan  tulisan-tulisan  tentang  berbagai  masa- 
lah  nasional  dan  internasional.  ANALISIS  adalah  suatu  forum  terutama  untuk  para 
staf  peneliti  CSIS  sendiri.  Tetapi  sumbangan  tulisan  dari  luar  CSIS  akan  dipertimbang- 
kan  untuk  dimuat  sesuai  dengan  kebutuhan.  Isi  tulisan-tulisan  yang  dimuat  dalam 
ANALISIS  sepenuhnya  menjadi  tanggungjawab  pribadi  penulis  masing-masing. 


Mulai  tahun  1989  CSIS  menggunakan  logo  baru:  Nalar  Ajar 
Terusan  Budi.  Logo  berbentuk  sebuah  piringan  cekung  berukiran 
bola  dunia  yang  melatarbelakangi  gambaran  orang  tanpa  busana 
duduk  memangku  buku  terbuka  beralaskan  kain  lampin.  Tangan 
kiri  menunjuk  ke  buku  dan  tangan  kanan  menunjuk  ke  atas  meng- 
gambarkan  orang  yang  sedang  menguraikan  pengetahuan  yang 
ditimba  dari  buku.  Ketelanjangan  gambar  orang  di  tengah  piringan  melambangkan 
keterbukaan  budi  -  tiadanya  sikap  a  priori  ~  pada  warga  CSIS,  seperti  pada  para  analis 
umumnya,  dalam  kegiatan  studinya.  Gambar  ini  menunjukkan  kegiatan  belajar  dan 
mengajar  atau  menguraikan  pikiran,  sebagaimana  para  analis  CSIS  melakukan  studi 
dan  menguraikan  pikiran  mereka  kepada  siapa  saja  yang  membutuhkannya.  Sedang- 
kan  bola  dunia  melambangkan  alam  jagad  raya  yang  menjadi  cakrawala  dan  lingkup 
CSIS  berada  dan  berkarya.  Kalimat  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  yang  tertera  pada 
lingkaran  piringan  adalah  surya  sengkala:  cara  merangkai  kata  dalam  tradisi  Jawa  un- 
tuk menandai  suatu  tahun  penting  menurut  peredaran  matahari  dan  sekaligus  menge- 
mukakan  makna  yang  terkandung  dalam  peristiwa  yang  tahunnya  ditandai  itu.  Nalar 
menurut  tradisi  Jawa  itu  berwatak  1,  Ajar  berwatak  7,  Terusan  berwatak  9,  dan  Budi 
berwatak  1.  Sebagaimana  lazimnya  sengkala  dibaca  dalam  urutan  terbalik:  1971,  tahun 
CSIS  berdiri.  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  juga  menggambarkan  alam  pikiran,  dan  hakikat 
kegiatan  CSIS.  CSIS  sebagai  lembaga  profesi  keilmuan,  yang  didukung  oleh  kreativitas 
individu,  pada  hakikatnya  mempunyai  kegiatan  intelektual  yang  bukan  hanya  meng- 
analisa  kebenaran  tetapi  juga  terpanggil  untuk  menunaikan  kewajiban  sosialnya. 
Makna  Nalar  Ajar  Terusan  Budi  adalah  bahwa  bagi  CSIS,  bernalar,  belajar  serta  meng- 
uraikan pikiran  adalah  kelanjutan  wajar  dari  budi  yang  arif.  Logo  ini  dituangkan  da- 
lam wujud  piringan  perunggu  oleh  G.  Sidharta. 
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Pengantar  Redaksi 


TULISAN  Jusuf  Wanandi  menjelaskan  bagaimana  perkembangan  hubungan  antara 
Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet  di  kawasan  Asia-Pasifik  berikut  akibatnya  bagi 
negara-negara  di  kawasan  termasuk  Indonesia.  Dalam  rangka  ini  dikemukakan  per- 
lunya  perumusan  strategi  baru  yang  berlandaskan  kerjasama  ekonomi  di  Pasifik  seperti 
yang  dirintis  oleh  Pacific  Economic  Cooperation  Conference  (PECQ  selama  ini. 

Implementasi  Pancasila  mungkin  akan  merupakan  pekerjaan  yang  tidak  pernah  selesai. 
Pranarka  mengajukan  beberapa  hal  yang  berhubungan  dengan  implementasi  Pancasila  ini. 
Tentang  apa  dan  mengapa  hams  diimplementasikan.  Dan  bagaimana  jalan  mengimplemen- 
tasikannya  sesuai  dengan  tuntutan  perkembangan  zaman  yang  terus  berubah. 

Sayidiman  Suryohadiprojo  menguraikan  bahwa  maksud  integrasi  nasional  adalah  untuk 
mewujudkan  harmoni  atau  keselarasan  antara  kebhinnekaan  dan  ketunggalikaan  bangsa  In- 
donesia. Tulisannya  ini  berusaha  mengemukakan  hal- hal  yang  bersangkutan  dengan  pemba- 
ngunan  poiitik  yang  menghasilkan  integrasi  nasional  itu. 

Soemitro  mengemukakan  bahwa  dalam  menghadapi  abad  XXI  atau  mulai  tahun  1993, 
hendaknya  setiap  aspirasi  yang  menghendaki  perubahan  dan  pembaruan  hams  dilakukan 
secara  berencana  dan  terkendali  agar  tidak  membingungkan  dan  mengakibatkan  disintegrasi 
bangsa.  Dengan  demikian  pada  akhir  Rencana  Strategi  Pembangunan  Jangka  Panjang  II, 
bangsa  Indonesia  harus  sudah  menjadi  bangsa  yang  kuat  ekonomi  dan  poiitik  sehingga  da- 
pat  memberi  arti  pada  posisi  silangnya  dan  pemilikan  atas  sumber  daya  yang  sangat  luas. 

Hardi  meninjau  peranan  partai  poiitik  secara  historis,  serta  mengungkapkan  pelbagai 
faktor  yang  menyebabkan  kelemahannya  baik  karena  faktor  intern  maupun  ekstern.  Juga  ia 
mengajukan  pandangan  mengenai  perlunya  pelaksanaan  pembaruan  sedini  mungkin,  agar 
partai  poiitik  semakin  dewasa  dan  bertanggungjawab  dalam  pembangunan  bangsa. 
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M.  Riza  Sihbudi  mengkaji  permasalahan  yang  dihadapi  Partai  Demokrasi  Indonesia 
(PDI)  serta  masa  depan  partai  ini,  terutama  setelah  cukup  berhasil  dalam  Pemilu  1987.  la 
mengemukakan  beberapa  masalah  menonjol  yang  dihadapi  oleh  partai  ini,  yaitu  konflik  in- 
tern serta  identitas  partai  di  samping  kemandirian,  demokratisasi  dan  rekrutisasi. 

Sebagaimana  aalam  enam  penerbitan  sebelumnya  secara  tetap  disajikan  Ringkasan  Pe- 
ristiwa  Kegiatan  ASEAN,  maka  pada  penerbitan  inipun  kegiatan  yang  sama  tetap  disajikan, 
yaitu  sampai  bulan  Desember  1989.  Keseluruhan  kegiatan  ini  diasuh  oleh  Sudibyo  bersama 
Yoyok  Ariessusanto  dan  F.  Andrea  sebagai  anggotanya. 


Maretl990 


REDAKSI 


Hubungan  Timur-Barat 
dan  Dampaknya 
pada  Kawasan  Asia-Pasifik 

Jusuf  WANANDI 


Pendahuluan 


DAL  AM  karangan  ini  akan  dijelas- 
kan  bagaimana  perkembangan  hu- 
bungan antara  Amerika  Serikat  dan 
Uni  Soviet  di  kawasan  Asia-Pasifik,  baik 
yang  sedang  berlaku  sekarang  maupun  yang 
akan  berkembang  di  masa  depan.  Lalu  akan 
diuraikan  akibat-akibat  yang  akan  timbul 
dari  perkembangan- perkembangan  tersebut 
untuk  kawasan  Asia-Pasifik,  termasuk  un- 
tuk  Indonesia. 

Dalam  perkembangan  hubungan  terse- 
but diasumsikan  bahwa  hubungan  antara 
Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet  di  kawasan 
Asia-Pasifik  akan  mengikuti  perkembangan 
hubungan  mereka  secara  global.  Hal  ini  ber- 
arti  bahwa  perkembangan  hubungan  Ameri- 
ka Serikat  dan  Uni  Soviet  di  Eropa,  yang 
masih  merupakan  titik  sentral  dari  persaing- 
an  kedua  negara  adikuasa  semenjak  Perang 
Dunia  II,  akan  berpengaruh  pada  kawasan 
kita  pula,  sehingga  dari  permulaan  harus 
diamati. 


Pengaruhnya  hubungan  Amerika  Serikat 
dan  Uni  Soviet  di  kawasan  Asia-Pasifik  pasti 
dirasakan  pula  oleh  masing-masing  negara 
di  kawasan,  dan  Indonesia  bukanlah  suatu 
kekecualian.  Karena  itu  perlu  diuraikan  apa 
pengaruhnya  dan  bagaimana  Republik  Indo- 
nesia melakukan  reaksi  terhadap  perkem- 
bangan hubungan  tersebut. 

Akhirnya  perlu  dilakukan  spekulasi  ba- 
gaimana perkembangan  yang  terbaik  seperti 
yang  dapat  diduga  oleh  penulis  untuk  ka- 
wasan Asia-Pasifik,  dihhat  dari  sudut  kepen- 
tingan  Indonesia. 

Perkembangan  Hubungan  Amerika 
Serikat  dan  Uni  Soviet  Secara  Global 

Jelas  bahwa  sedang  terjadi  suatu  situasi 
detente  11  antara  Amerika  Serikat  dan  Uni 
Soviet  yang  jauh  lebih  mendasar  dan  berarti 
untuk  masa  depan  dibandingkan  dengan  na- 
sibnya  detente  I  dalam  tahun  197Q-an. 

Sebab-sebabnya  terletak  pada  perkem- 
bangan dalam  negeri  masing-masing  negara 
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adikuasa,  dan  terutama  sebagai  akibat  kema- 
cetan-kemacetan  ekonomi  Uni  Soviet.  Keter- 
gantungan  sistem  perekonomian  sentralnya 
pada  perkembangan  politik,  membawa  aki- 
bat kemandekan-kemandekan  yang  sangat 
mendasar,  sehingga  persaingan  persenjataan 
dengan  anggaran  belanja  pertahanan  yang 
tinggi  (diperkirakan  antara  15-20'?'b  dari 
GNP)  tidak  dapat  lagi  dipertahankan  karena 
dapat  mengakibatkan  ambruknya  secara  to- 
tal perekonomian  Uni  Soviet  sendiri. 

Karena  itu  satu-satunya  jalan  untuk  da- 
pat melakukan  perubahan  struktur  ekonomi 
ialah  dengan  mengurangi  anggaran  belanja 
pertahanan  Uni  Soviet,  dan  untuk  mencapai 
tujuan  itu  hams  dilakukan  peredaan  kete- 
gangan  dan  pencegahan  konflik  dengan 
Amerika  Serikat. 

Karena  itu  Uni  Soviet  mengusulkan  ber- 
bagai  macam  inisiatif  di  bidang  perlucutan 
senjata  dan  pengawasannya,  dimulai  dari 
Intermediate- range  Nuclear  Forces  (INF) 
untuk  intermediate  missiles,  sampai  pada 
persenjataan  strategis,  dan  yang  konven- 
sional  untuk  teater  Eropa. 

Dari  peredaan  ketegangan  itu  diharap- 
kan  oleh  Uni  Soviet  akan  terjadi  hubungan 
ekonomi  yang  lebih  meningkat  dengan  nega- 
ra-negara  Barat,  sehingga  mereka  mendapat- 
kan  kredit,  barang-barang  konsumsi  dan 
teknologi  untuk  memperbaiki  perekonomi- 
annya  yang  begitu  sekarat.  Usaha  dan  ke- 
bij akan- kebij akan  baru  ini  menjadi  lebih 
mendulam  dan  diajukan  secara  dramatis 
oleh  kepemimpinan  baru  Uni  Soviet  di  ba- 
wah  Gorbachev. 

Tanpa  kepribadian  dan  kepemimpinan- 
nya  Uni  Soviet  tetap  akan  menghadapi 
masalah-masalah  mendasar  yang  sama. 
Jelas,  siapa  pun  yang  memimpin  Uni  Soviet 
di  masa  yang  akan  datang  hams  mengambil 


tindakan  dan  kebij  akan  drastis  seperti  yang 
diusulkan  Gorbachev  dalam  bentuk  pem- 
bahan  stmktur  perekonomian  (perestroika), 
keterbukaan  sistem  politik  (glasnost)  dan 
new  thinking  dalam  kebij  akan  luar  negeri. 
Yaitu,  mengatur  hubungan  internasional 
Uni  Soviet  berdasarkan  perkembangan  hu- 
bungan yang  nyata  dan  riil  demi  meredakan 
ketegangan  dan  sekaligus  membantu  pereko- 
nomian Uni  Soviet  di  masa  yang  akan  da- 
tang. 

Hanya  Gorbachev  memberikan  suatu  di- 
mensi  keberanian  dan  teater  pada  usul-usul 
pembahan  kebij  akan- kebij  akan  Uni  Soviet 
tersebut  sehingga  lebih  terasa  dan  lebih  jauh 
daripada  suatu  kepemimpinan  Uni  Soviet 
yang  kolektif  ataupun  yang  lebih  lemah. 

Walaupun  perubahan  kepemimpinan 
Uni  Soviet  tidak  akan  membawa  pembahan- 
pembahan  pada  kenyataan  dan  perkem- 
bangan obyektif  yang  dihadapi  Uni  Soviet 
dan  jawaban-jawaban  yang  akan  diberikan 
terhadapnya  tidak  dapat  lain  daripada  ha- 
nya secara  garis  besarnya  saja  untuk  waktu 
dekat  ini,  namun  hal  itu  belum  berarti 
bahwa  Uni  Soviet  akan  lebih  "jinak"  atau- 
pun "mudah"  untuk  dihadapi. 

Pertama-tama  adalah  karena  kekuatan 
militernya  masih  sangat  besar  dengan  per- 
senjataan nuklir  yang  lengkap.  Dan  meski- 
pun  Gorbachev  telah  mengambil  keputusan- 
keputusan  sepihak  untuk  mengurangi  pa- 
sukan  konvensionalnya  di  Eropa  Tengah, 
tetapi  kenyataannya  dia  masih  memiliki  ang- 
katan  perang  terbesar  di  dunia  dengan 
.25.000  senjata  nuklir. 

Kalaupun  ideologi  Marxisme-Leninisme 
akan  bertambah  pudar,  bagaimanapun  Uni 
Soviet  sebagai  negara  besar  masih  dapat 
menjadi  ancaman  yang  riil.  Apalagi  perkem- 
bangan dalam  negerinya  dan  sekutu-sekutu- 
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nya  di  Eropa  Timur  yang  sedang  tidak  me- 
nentu,  dan  dapat  menyebabkan  suatu  ledak- 
an  yang  besar  di  Eropa  dengan  akibat-akibat 
yang  dahsyat,  karena  kekuatan  militer  Uni 
Soviet  masih  demikian  besarnya. 

Padahal  opini  publik  di  Barat  sedang 
mengalami  euphoria  (perasaan  gembira 
yang  berlebihan)  dan  kekacauan  yang  tidak 
menentu  dalam  mencari  strategi  baru  untuk 
menggantikan  kebijakan  containment  yang 
telah  demikian  berhasil  menghadapi  Uni 
Soviet  selama  45  tahun.  Misalnya  anggaran 
belanja  pertahanan  Amerika  Serikat  telah 
dipotong  secara  riil  dalam  5  tahun  terakhir, 
dan  suasana  yang  sama  dihadapi  oleh  nega- 
ra-negara  di  Eropa  Barat. 

Dalam  opini  rakyat  Amerika  Serikat 
maka  untuk  sementara  ini  ancaman  terbesar 
bukan  lagi  datang  dari  Uni  Soviet  melainkan 
dari  Jepang.  Begitu  pula  jawaban  negara- 
negara  Barat  terhadap  perkembangan  di  Uni 
Soviet  dan  Eropa  Timur  terutama  ditekan- 
kan  pada  bidang  perlucutan  dan  pengawas- 
an  persenjataan  karena  masih  terbawa  oleh 
kebijakan  containment  tersebut.  Padahal 
persoalan  yang  mungkin  dihadapi  ialah  ba- 
ngaimana  mengatur  hubungan  yang  stabil  de- 
ngan Uni  Soviet  yang  sedang  menghadapi 
masalah  lepasnya  negara-negara  Eropa 
Timur  dari  pengaruhnya  dan  bagaimana 
pula  mengatasi  gejolak-gejolak  dalam  neg&- 
rinya  tanpa  menyebabkan  berseraknya  im- 
perium  Uni  Soviet  di  masa  depan. 

Di  lain  pihak  Amerika  Serikat  pun  se- 
dang mengalami  tekanan-tekanan  ekonomi 
dalam  negerinya,  yang  juga  membutuhkan. 
perubahan  struktur  tertentu,  meskipun  tidak 
separah  perkembangan  ekonomi  Uni  Soviet. 
Tetapi  yang  lebih  diperlukan  lagi  ialah  pemi- 
kiran-pemikiran  baru  dari  Amerika  Serikat 
sebagai  pemimpin  negara-negara  Barat, 
menghadapi  Uni  Soviet  dan  Eropa  Timur 


yang  sedang  mengalami  perubahan- perubah- 
an yang  mendasar  dan  sekahgus  mengatur 
hubungan- hubungan  baru  dengan  negara- 
negara  sekutunya  sendiri  baik  di  Eropa  mau- 
pun  di  Pasifik,  karena  kemampuan  dan  per- 
kembangan yang  pesat  dari  negara-negara 
sekutunya  itu,  baik  di  bidang  ekonomi  mau- 
pun  politik. 

Hubungan  yang  bi-polar  semenjak  Pe- 
rang  Dunia  II  telah  dijawab  dengan  contain- 
ment oleh  Amerika  Serikat  dan  sekutu- seku- 
tunya dengan  berhasil.  Yang  dibutuhkan  un- 
tuk masa  depan  ialah  jawaban  terhadap  per- 
kembangan multipolarity  di  bidang  ekono- 
mi dan  politik,  serta  bidang  keamanan,  yaitu 
berdasarkan  suatu  perimbangan  baru  di  an- 
tara  negara-negara  besar. 

Dalam  hal  ini  maka  pakta-pakta  militer 
NATO  dan  Warsawa  masih  perlu  diperta- 
hankan  untuk  sementara,  tetapi  akhirnya 
perlu  dipikirkan  bahwa  tirai  besi  di  Eropa 
akan  ambruk  dan  adanya  pola  pendekatan 
antara  kedua  negara  Jerman  akan  membuat 
suatu  zona  negara-negara  netral  di  Eropa 
Tengah. 

Bagaimana  perkembangan  tersebut  akan 
mempengaruhi  kawasan  Asia-Pasifik? 

Hingga  kini,  perhatian  utama  peredaan 
ketegangan  antara  Timur  dan  Barat  teruta- 
ma ditujukan  di  kawasan  Eropa,  karena  me- 
mang  di  sanalah  pertentangan  tersebut  ter- 
pusatkan  semenjak  Perang  Dunia  II  selesai. 

Di  kawasan  Eropa  pula  pertentangan  ter- 
sebut diwujudkan  dalam  bentuk  teater  mili- 
ter yang  jelas  di  mana  kedua  belah  pihak  ter- 
gabung  dalam  pakta-pakta  militer,  yaitu 
NATO  dan  Pakta  Warsawa. 

Berlainan  adalah  keadaan  strategis  di  ka- 
wasan Asia-Pasifik,  di  mana  pertentangan 
Barat  dan  Timur  memang  terasa  pula  semen- 
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jak  berakhirnya  Perang  Dunia  II  dan  men- 
jadi  nyata  semenjak  Perang  Korea  dilancar- 
kan  pada  tahun  1948,  tetapi  bentuknya  lebih 
kompleks  dan  tidak  diwujudkan  dalam 
suatu  teater  yang  jelas.  Komplikasi  disebab- 
kan  pula  oleh  negara-negara  yang  tidak  ter- 
masuk  ke  dalam  suatu  blok  tetapi  memegang 
peran  yang  penting  secara  regional,  yaitu 
Cina  dan  Republik  Indonesia  yang  non- 
aligned. 

Alasan  lain  ialah  perimbangan  yang  asi- 
metris  antara  kekuatan  Amerika  Serikat  di 
kawasan  yang  mengandalkan  diri  pada  ke- 
kuatan maritim  dengan  strategi  forward  de- 
ployment dan  strategi  maritimnya,  sedang- 
kan  Uni  Soviet  merupakan  suatu  kekuatan 
kontinental. 

Untuk  sementara  maka  peredaan  kete- 
gangan  terutama  masih  dipusatkan  pada  ka- 
wasan Eropa,  meskipun  beberapa  perkem- 
bangan  telah  terjadi  di  kawasan  Asia-Pasi- 
fik,  tetapi  belum  dalam  hubungan  pokok  an- 
tara Uni  Soviet  dan  Amerika  Serikat. 

Hal  itu  dapat  dimengerti  karena  memang 
seperti  diuraikan  di  atas,  gerakan  detente  II 
ini  dimulai  oleh  kebutuhan  Uni  Soviet  untuk 
memperbaiki  ekonominya  yang  benar-benar 
macet  dan  pada  suatu  tahap  tertentu  juga 
diperlukan  oleh  Amerika  Serikat  (dan  seku- 
tu-sekutunya)  untuk  dapat  lebih  meningkat- 
kan  kesejahteraan  rakyatnya  terutama  mela- 
lui  perubahan  struktur  ekonominya. 

Padahal  Uni  Soviet  di  bawah  Gorbachev 
tentu  mempunyai  prioritas  utama  untuk 
memperbaiki  struktur  ekonominya,  dan 
mengatasi  masalah-masalah  dalam  negeri 
yang  bertubi-tubi  muncul  sebagai  akibat 
usaha  perubahan  dan  keterbukaan  di  bidang 
politik  (glasnost)  yang  membarenginya. 
Masalah-masalah  yang  sedang  dihadapi  me- 


reka  memang  besar  dan  sulit,  seperti  me- 
numbuhkan  sektor  swasta  atau  koperasi, 
menciptakan  perangkat  moneter  dan  fiskal 
baru,  dan  memberikan  inisiatif  pada  usaha- 
usaha  di  luar  perencanaan  sentral. 

Dan  terutama  mengatasi  hambatan-ham- 
batan  yang  diciptakan  vested  interest  bi- 
rokrasi  dan  partainya  terutama  di  bagian 
bawah  dan  menengah,  serta  mengajak 
rakyatnya  berani  mengambil  inisiatif- inisia- 
tif baru  dalam  bidang  produksi  memang  ti- 
daklah  mudah.  Di  bidang  politik  dihadapi 
masalah  negara-negara  bagian  Baltik  yang 
menghendaki  kemerdekaan  atau  otonomi 
yang  luas,  seperti  pula  Ukraina,  negara- 
negara  di  bagian  Asia,  serta  perang  antara 
Armenia  melawan  Azerbaijan. 

Begitu  pula  pemogokan-pemogokan 
buruh  tambang  di  mana-mana  mengancam 
usaha  Gorbachev  untuk  mengatasi  keku- 
rangan-kekurangan  produktivitas  perekono- 
mian  Uni  Soviet  dan  usaha-usahanya  mem- 
perbaiki tingkat  penghidupan  rakyatnya. 

Meskipun  dia  kelihatannya  secara  politis 
dominan  dalam  hirarki  partai  dan  kenega- 
raan  di  Uni  Soviet,  namun  inasih  saja  kaum 
konservatif  menunggu  kegagalannya  untuk 
dapat  menggantikannya.  Maka  masalah  po- 
litical survival  masih  menjadi  masalah  yang 
penting  pula  baginya. 

Kedua,  yang  menjadi  perhatian  utama- 
nya  pula  ialah  Eropa  Timur  seperti  telah  diu- 
raikan di  atas.  Eropa  Timur  memang  mau 
dijadikan  oleh  Uni  Soviet  tirai  besi  untuk 
menghalangi  Jerman  apabila  menyerbu  Uni 
Soviet  di  masa  depan,  sehingga  dianggap 
vital  oleh  Uni  Soviet  bagi  keamanannya.  Te- 
tapi dengan  perkembangan  yang  terjadi  da- 
lam dua  tahun  terakhir  ini  sebagai  akibat 
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kebijakan-kebijakan  Gorbachev  memberi 
kebebasan  masing-masing  negara  sosialis 
menentukan  jalan  dan  strategi  pembangun- 
annya  sendiri,  maka  Polandia  dan  Hongaria 
telah  mencapai  suatu  perkembangan  yang  ti- 
dak  pernah  dapat  terduga  terjadi  dalam 
waktu  sesingkat  itu.  Yaitu,  telah  mengubah 
pemerintahan  di  Polandia  sehingga  dipegang 
oleh  solidaritas  yang  non- sosialis,  dan  di 
Hongaria  terciptanya  suatu  perubahan  nega- 
ra sosialis  dengan  kemungkinan  suatu  peme- 
rintahan non- sosialis  akan  memegang  peme- 
rintahan setelah  Pemilu  tahun  1990  ini. 

Kejadian-kejadian  dan  perkembangan 
yang  penting  di  Jerman  Timur  ialah  Egon 
Krenz  menggantikan  Honecker  sebagai  pe- 
mimpin  partai  komunis  namun  pemerintah- 
an belum  tentu  dapat  diterima  oleh  rakyat 
Jerman  Timur.  Dan  karenanya  keadaan  dan 
perkembangan  di  sana  masih  belum  menen- 
tu  dan  masih  dapat  membahayakan  kestabil- 
an  seluruh  Eropa,  karena  merupakan  lan- 
dasan  pokok  kebijakan  dibaginya  Eropa 
oleh  Uni  Soviet.  Di  samping  itu  pengaruh- 
nya  terhadap  penyatuan  Jerman  dan  masa- 
lah  yang  dapat  ditimbulkannya  yang  akan 
mengubah  seluruh  perimbangan  dan  kesta- 
bilan  Eropa  semenjak  Perang  Dunia  II  me- 
mang  dapat  terjadi. 

Yang  terpenting  bagi  Uni  Soviet  dalam 
seluruh  perkembangan  di  Eropa  Timur  itu 
ialah  bagaimana  menjaga  agar  perubahan- 
perubahan  di  sana  jangan  sampai  mengaki- 
batkan  ancaman  bagi  keamanan  Uni  Soviet. 
Untuk  sementara  hal  itu  berarti  bahwa  nega- 
ra-negara  tersebut  tetap  tergantung  dalam 
Pakta  Warsawa  namun  untuk  masa  jauh  ke 
depan  Eropa  Tengah  hendaknya  menjadi 
suatu  gugusan  yang  netral,  agar  tidak  perlu 
dikhawatirkan  oleh  Uni  Soviet  akan  menjadi 
ancaman  untuk  keamanannya. 


Pengaruh  Hubungan  Timur-Barat  di 
Kawasan  Asia-Pasifik 

Pemikiran-pemikiran  baru  mengenai  per- 
kembangan Eropa  Tengah  dan  masalah  per- 
satuan  Jerman  dengan  segala  akibatnya  bagi 
Masyarakat  Eropa  tahun  1992  dan  perkem- 
bangan yang  belum  jelas  dan  menentu  di 
Eropa  Timur  kiranya  menjadi  masalah  ter- 
penting dewasa  ini,  bukan  hanya  di  Eropa 
tetapi  juga  untuk  seluruh  dunia.  Mengingat 
pentingnya  kawasan  tersebut  bagi  perkem- 
bangan Eropa  di  masa  depan  dan  juga  untuk 
hubungan  Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet 
pada  waktu- waktu  mendatang  yang  akan 
mempunyai  dampak  pula  bagi  keamanan  di 
kawasan  Asia-Pasifik. 

Tetapi  hal  itu  tidak  berarti  bahwa  di 
kawasan  Asia-Pasifik  tidak  ada  samasekali 
kemajuan  dalam  hubungan  Uni  Soviet  dan 
Amerika  Serikat,  ataupun  dalam  usaha  un- 
tuk mencapai  kestabilan  dan  perdamaian. 

Hanya  usaha-usaha  tersebut  tidak  selalu 
dilakukan  karena  hubungan  Uni  Soviet  dan 
Amerika  Serikat,  meskipun  dalam  berbagai 
konflik  regional  sudah  mulai  ada  pendekat- 
an  dari  kedua  negara  adikuasa  untuk  turut 
mengatasi  dan  menyelesaikannya.  Atau  mi- 
nimal jangan  mengakibatkan  konfrontasi 
antar  mereka.  Atau  jangan  sampai  meng- 
hambat  hubungan  antar  negara  adikuasa  di 
bidang-bidang  lain.  Misalnya,  perlucutan 
senjata  dan  hubungan  detente,  seperti  per- 
nah terganggu  pada  pertengahan  tahun 
1970- an,  yang  mengakibatkan  detente  per- 
tama  yang  dimulai  Nixon-Kissinger  menjadi 
batal  dan  menghambat  diterimanya  Perjan- 
jian  SALT  II  oleh  Senat  Amerika  Serikat 
dan  opini  rakyatnya  pada  akhir  tahun  1970- 
an. 

Sudah  dua  kali  Gorbachev  mengemuka- 
kan  pidato  penting  tentang  hubungan  Uni 
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Soviet  dengan  kawasan  Asia-Pasifik  yang  di- 
anggapnya  makin  penting  yaitu  di  Vladivos- 
tok pada  tahun  1986  dan  di  Krasnoyarsk 
pada  tahun  1988.  Tetapi  kelihatannya  belum 
mendapat  tanggapan  dari  Amerika  Serikat 
secara  baik  karena  tidak  dianggap  mengan- 
dung  usul-usul  yang  cukup  realistis  untuk 
mengatasi  hambatan-hambatan  yang  ada 
dalam  hubungan  antara  kedua  negara  adi- 
kuasa. 

Dalam  pidatonya  di  Vladivostok,  yang 
mengusulkan  suatu  konperensi  keamanan  a 
la  Helsinki  di  Eropa  dianggap  tidak  tepat 
karena  situasi  di  Asia-Pasifik  jauh  berbeda 
dengan  keadaan  di  Eropa.  Sedangkan  dalam 
pidato  keduanya  di  Krasnoyarsk,  dengan 
usul-usulnya  untuk  mengatasi  ketegangan 
dengan  Amerika  Serikat  di  kawasan  ini  ti- 
daklah  realistis,  karena  khusus  ditujukan 
untuk  mengurangi  ketegangan  dan  kompe- 
tisi  dengan  Amerika  Serikat  di  bidang  mari- 
tim  saja,  yang  justru  menjadi  strategi  an- 
dalan  Amerika  Serikat  dan  karenanya  dito- 
lak  mereka  karena  dianggap  bukanlah  usul 
yang  sungguh-sungguh. 

b'i  lain  piiiak  Amerika  Serikat  pun  belum 
mempunyai  pemikiran-pemikiran  baru  ba- 
gaimana  menggantikan  strategi  containment 
terhadap  Uni  Soviet  dengan  suatu  strategi 
baru  yang  memperhitungkan  pula-  multi- 
polarity  yang  telah  terjadi  di  kawasan  Asia- 
Pasifik  ini.  Hingga  kini  kedudukan  dan  per- 
imbangan  kekuatan  Amerika  Serikat  dan 
Uni  Soviet  di  kawasan  ini  menguntungkan 
Amerika  Serikat,  baik  di  bidang  militer,  apa- 
lagi  di  bidang  politik  dan  ekonomi,  sehingga 
tidak  ada  insentif  bagi  mereka  untuk  memu- 
lai  suatu  pemikiran  strategi  yang  baru  sama- 
sekali.  Apalagi  Uni  Soviet  telah  banyak  me- 
narik  armada  Pasifiknya  ke  Utara  dan  teru- 
tama  menempatkannya  di  Lautan  Oth- 
skhotz,  sehingga  secara  operasional  hanya 


sepertiga  dari  kehadiran  armada  tersebut 
berada  di  seluruh  kawasan  Pasifik  lainnya. 

Padahal  banyak  pula  kemajuan  di  ka- 
wasan yang  bersifat  positif  bagi  Amerika  Se- 
rikat, yaitu  sekutu-sekutu  dan  kawan- 
kawannya  telah  dapat  berkembang  dengan 
pesat,  dan  telah  mempunyai  suatu  keperca- 
yaan  pada  diri  sendiri  yang  tinggi,  serta  ke- 
mampuan  ketahanan  yang  membaik.  Dan 
karenanya  mereka  berkeinginan  dan  berke- 
mampuan  untuk  meningkatkan  pertahanan- 
nya  tetapi  tetap  dalam  rangka  berbagi  beban 
dengan  Amerika  Serikat.  Misalnya  Jepang, 
Korea  Selatan,  Australia  dan  pada  tahap  ter- 
tentu  beberapa  anggota  ASEAN.  Karena  ke^ 
terbatasan  Amerika  Serikat  dalam  soal  ang- 
garan  pertahanannya,  dan  mengingat  per- 
kembangan  di  kawasan  yang  positif  untuk 
Amerika  Serikat  dan  sekutunya,  maka  perlu 
dipersiapkan  mereka  bersama  suatu  strategi 
baru  di  mana  kehadiran  pasukan  Amerika 
Serikat  secara  teratur  dan  bertahap  dapat  di- 
kurangi  sesuai  dengan  strategi  baru  tersebut. 
Kesemuanya  dilakukan  bersama  sekutu  dan 
temannya,  dan  dalam  suatu  kerangka  perlu- 
cutan  dan  pengawasan  persenjataan  dengan 
Uni  Soviet  di  masa  yang  akan  datang. 

Yang  terpenting  ialah  persekutuan  an- 
tara Amerika  Serikat  dan  Jepang  untuk  ka- 
wasan Asia-Pasifik.  Mengingat  keduanya 
telah  dapat  meletakkan  suatu  kerjasama 
yang  komplementer  dan  berbagi  beban  seca- 
ra memadai.  Maka,  mereka  terutama  dapat 
menahan  kekuatan  maritim  Uni  Soviet  di 
Laut  Othskhotz  pada  masa  perang  dan  me- 
lakukan  pengawasan  terhadap  kegiatan 
kapal  selam  Uni  Soviet  di  sekitar  Jepang 
sampai  dengan  jarak  1 .000  mil  ke  Tenggara. 

Persekutuan  itu  pun  penting,  karena 
akan  mengurangi  secara  riil  kekhawatiran 
negara- negara  di  kawasan  Asia-Pasifik  ter- 
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hadap  kekuatan  militer  Jepang  sebagai  aki- 
bat  sejarah  Perang  Dunia  II  yang  telah  per- 
nah  dirasakan  sendiri  ekses-eksesnya  oleh 
negara-negara  di  kawasan. 

Di  samping  itu  hubungan  bilateral  terse- 
but  sangat  penting  peranannya  di  bidang 
ekonomi  dan  kemakmuran  yang  telah  dica- 
pai  di  kawasan  ini,  karena  kedua  negara 
merupakan  sumber  kapital  dan  teknologi 
serta  pasar  bagi  negara-negara  lain  di  kawa- 
san. 

Bagaimana  hubungan  terpenting  ini  akan 
dipengaruhi  oleh  detente  antara  Amerika 
Serikat  dan  Uni  Soviet  tentu  vital  untuk 
diamati  dan  dipikirkan  terus  demi  kestabilan 
dan  perdamaian  di  kawasan. 

Hingga  kini  persekutuan  itu  dapat  berta- 
han,  didukung  oleh  mayoritas  opini  rakyat 
kedua  negara,  karena  dianggap  memang 
perlu  untuk  kepentingan  nasional  mereka 
masing-masing.  Dan  Uni  Soviet  yang  terus 
melakukan  peningkatan  kekuatan  armada 
Pasifiknya  di  kawasan  dan  belum  mau  me- 
lengkapi  hubungannya  dengan  Jepang  de- 
ngan  suatu  perjanjian  perdamaian  telah 
membantu  memperkuat  opini  rakyat  Jepang 
untuk  meneruskan  persekutuan  dengan 
Amerika  Serikat  dan  lebih  meningkatkan 
kemampuan  SDF  (Self  Defense  Forces)  se- 
suai  dengan  rencana  Defence  Agency  tahun 
1976  dan  mission  yang  diberikan  Amerika 
Serikat. 

Tetapi  ketegangan  yang  sedang  terjadi 
dengan  Amerika  Serikat  karena  trade  defi- 
cit, dan  persaingan  teknologi  canggih  akan 
menekan  hubungan  strategis  di  masa  yang 
akan  datang.  Yaitu,  seperti  sudah  terlihat 
dalam  masalah  "ko-produksi"  pesawat  tem- 
pur  FSX,  sehingga  memang  perlu  diperhati- 
kan  pula  dan  diselesaikan  oleh  kedua  belah 
pihak,  karena  fase  di  mana  dapat  terus  dipi- 


sahkan  bidang  ekonomi  dari  bidang  militer 
dalam  hubungan  kedua  negara  sudah  tidak 
mungkin  lagi  dipertahankan. 

Jepang  sendiri  sedang  mengalami  fase 
perkembangan  politik  yang  tidak  menentu, 
di  mana  Partai  Demokrasi  Liberal  (LDP)  ke- 
hilangan  mayoritas  di  Upper  House  dan  se- 
makin  merosotnya  perolehan  kursi  di  Lower 
House,  walaupun  masih  tetap  mayoritas. 
Dengan  demikian  Jepang  akan  sulit  meme- 
nuhi  permintaan  Amerika  Serikat  untuk 
lebih  lagi  berbagi  beban  dalam  bidang  perta- 
hanan  di  kawasan  dan  untuk  membuka  lebih 
lebar  lagi  pasar  dalam  negerinya,  karena 
tekanan-tekanan  dari  sebagian  rakyatnya 
yang  vested  interest  seperti  petani,  pemilik 
toko  dan  sebagainya.  Keadaan  itu  justru 
dapat  menimbulkan  suatu  ketegangan  terus- 
menerus  dengan  Amerika  Serikat  dan  dalam 
jangka  menengah  dapat  mengganggu  perse- 
kutuan yang  demikian  vitalnya. 

Apalagi  kalau  partai  sosialis  yang  me- 
nang  dalam  Pemilu  di  Upper  House  bebe- 
rapa  bulan  yang  lalu  dapat  menempa  koalisi 
mayoritas  di  Lower  House  nanti  setelah 
Pemilu,  padahal  kebijakan-kebijakannya  di 
bidang  pertahanan  dan  persekutuan  dengan 
Amerika  Serikat  masih  tidak  berubah  dan 
sangat  pasifis  sifatnya. 

Meskipun  perubahan-perubahan  kelihat- 
annya  masih  sedikit,  namun  perlu  diamati 
terus  perkembangan  politik  di  Jepang  yang 
mulai  tidak  menentu  itu  semenjak  krisis 
yang  dihadapi  LDP  dengan  jatuhnya  Takes- 
hita. 

Sikap  Uni  Soviet  terhadap  Jepang  perlu 
mendapat  perhatian,  terutama  karena  Gor- 
bachev akan  melakukan  kunjungan  ke  sana 
pada  tahun  1991  nanti.  Hingga  kini  memang 
Gorbachev  belum  mengusulkan  sesuatu 
yang  berarti  dalam  hubungan  Uni  Soviet  de- 
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ngan  Jepang,  padfahal  Jepang  lebih  daripada 
RRC  dapat  merupakan  lawan  yang  tangguh 
bagi  Uni  Soviet,  Terutama  Jepang  bersama 
Amerika  Serikat  ataupun  sendirian  di  masa 
depan,  dapat  menjadi  sumber  kapital  dan 
teknologi  bagi  pembangunan  Siberia  dan 
bagian  timur  (Asia)  dari  Uni  Soviet. 

Keadaan  itu  terjadi  karena  Gorbachev 
belum  dapat  memusatkan  perhatiannya 
pada  Jepang.  Atau  memang  masalah 
Northern  Territories  Jepang  merupakan 
persoalan  yang  cukup  pelik  baginya  berhu- 
bung  harus  mengorbankan  wilayah  yang 
strategis  penting.  Hal  mana  dapat  menim- 
bulkan  masalah- masalah  dengan  daerah- 
daerah  Uni  Soviet  lainnya  yang  juga  dapat 
menjadi  tuntutan  negara-negara  lain  untuk 
dikembalikan  atau  menghendaki  kemerde- 
kaannya  sendiri  terlepas  dari  Uni  Soviet. 

Tetapi  mungkin  pula  Gorbachev  yang 
terdesak  sekali  di  dalam  negerinya  dapat 
mengusulkan  hal-hal  yang  spektakuler  ter- 
hadap  Jepang  tanpa  memberikan  sesuatu 
yang  langsung  pada  Jepang.  Misalnya  dia 
dapat  mengusulkan  agar  dua  kepulauan  ter- 
dekat  dengan  Jepang  (Habomei  dan  Shiko- 
tan)  diserahkan  kembali  pada  Jepang  se- 
dangkan  yang  dua  lagi  demikian  vitalnya 
bagi  keamanan  Uni  Soviet,  akan  digantung- 
kan  pada  peredaan  ketegangan  di  Asia 
Timur,  termasuk  usahanya  agar  Jepang  me- 
lepaskan  diri  dari  maritime  strategy  dan 
horizontal  escalation  strategy  Amerika  Seri- 
kat di  Asia-Pasifik,  atau  dengan  tegas  men- 
jalankan  kebijakan  "3  nos"  dalam  nuclear 
armament,  yaitu  tidak  memiliki,  tidak  mem- 
produksi  dan  tidak  mengijinkan  masuknya 
senjata  nuklir  ke  dalam  wilayah  Jepang. 

Dapat  pula  dia  mengakui  kedaulatan  Je- 
pang atas  keempat  pulau  di  Utara,  tetapi 
meminjamnya  untuk  10  tahun,  dengan  usul 
untuk  menghapuskan  di  kedua  belah  pihak 


persenjataan  yang  ditiimpuk  cfi  wilayah  ter- 
sebut.  Dengan  demikian  membuat  Jepang 
lambat-laun  melepaskan  diri  dari  aliansinya 
dengan  Amerika  Serikat. 

Berbagai  skenario  dapat  dipikirkan  yang 
dapat  diusulkan  Gorbachev,  dan  tergantung 
dari  perhitungan  dan  situasi  dalam  negeri- 
nya, apa  yang  akan  dapat  dilakukannya. 
Tindakan-tindakannya  itu  yang  pada  dasar- 
nya  bermaksud  mengembalikan  langsung/ 
tidak  langsung  keempat  pulau  di  Utara,  de- 
ngan quid  pro  quo  strategis  yaitu  agar  Je- 
pang melepaskan  diri  dari  berbagai  strategi 
Amerika  Serikat  (tanpa  segera  harus  mele- 
paskan aliansi  pertahanannya  dengan  Ame- 
rika Serikat),  dan  ekonomis,  yaitu  memban- 
tu  Uni  Soviet  membangun  bagian  Asia-nya 
dan  menerima  partisipasi  mereka  dalam  di- 
namik  kawasan  Asia-Pasifik  itu  sendiri. 

Persoalan  pokok  yang  dapat  terjadi  ialah 
bahwa  usul-usul  tersebut  akan  menimbulkan 
perdebatan   sengit   dalam    opini  rakyat 
Jepang,  karena  hingga  sekarang  belum  ada 
kesungguhan  di  pihak  pemimpin  Jepang  un- 
tuk memikirkan  lebih  lanjut  pengembalian 
keempat  pulau  tersebut  dengan  kofnpromi- 
kompromi  yang  perlu  dilakukan  oleh  Je- 
pang. Yang  jelas  dapat  diduga  dan  diper- 
siapkan  ialah  bahwa  Uni  Soviet  akan  menca- 
ri  kompromi  tentang  keempat  pulau  tersebut 
betapapun  sulitnya  Gorbachev  memperoleh- 
nya  di  Moskow.  Maka  Jepang  harus  mem- 
persiapkan  opini  rakyatnya  tentang  kemung- 
kinan-kemungkinan  tersebut  agar  pemerin- 
tahnya  tidak  akan  mendapat  tekanan-tekan- 
an  dari  opini  rakyatnya  untuk  mengurangi 
hubungan  strategis  yang  sudah  ditempa  de- 
ngan Amerika  Serikat  hingga  kini.  Hal  ini 
perlu  diperhatikan  karena  ketegangan  di  bi- 
dang  ekonomi  dan  khususnya  perdagangan 
telah  membuat  sikap  elite  rakyat  Jepang  ter- 
hadap  Amerika  Serikat  tidak  selalu  simpatik 
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meskipun  hal  tersebut  belum  berpengaruh 
terhadap  dukungan  aliansi  dengan  Amerika 
Serikat  di  bidang  pertahanan. 

Di  lain  pihak  Amerika  Serikat  dan  Je- 
pang  hams  mengatasi  ketegangan-ketegang- 
an  yang  timbul  karena  beradanya  dua  buda- 
ya  yang  makin  lama  makin  interdependen  di 
segala  bidang.  Yaitu,  ekonomi,  politik  dan 
keamanan  yang  sedang  mengalami  suatu 
proses  penyesuaian  baik  di  dalam  negeri 
masing-masing  maupun  dalam  lingkungan 
regional  di  kawasan  Asia-Pasifik  ataupuh 
global. 

Proses  penyesuaian  tersebut  merupakan 
perkembangan  yang  terpenting  di  kawasan 
Asia-Pasifik,  terutama  bagi  kestabilan  dan 
perdamaian  di  kawasan  ini.  Proses  itu  tidak 
mudah,  karena  secara  strategis  mereka  ada- 
lah  sekutu  tetapi  secara  ekonomis  mereka 
memiliki  unsur  kompetisi  yang  besar. 

Karena  itu  yang  dibutuhkan  dari  kepe- 
mimpinan  Amerika  Serikat  justru  suatu  pan- 
dangan  strategis  baru  yang  dapat  mencakup 
perubahan-perubahan  di  kawasan.  Dan  ini 
mencakup  baik  kemampuan  dan  perubahan 
Amerika  Serikat  sendiri,  maupun  perubah- 
an-perubahan dari  kedudukan  dan  kemam- 
puan teman  atau  sekutunya  terutama  Je^ 
pang,  tetapi  juga  Korea  Selatan,  ASEAN, 
Australia  dan  New  Zealand,  di  samping  per- 
kembangan dan  perubahan  yang  terjadi  de- 
ngan Uni  Soviet  dan  Cina. 

Dalam  pandangan  strategis  tersebut  da- 
pat  diperkirakan  bagaimana  containment 
policy  diubah.  Yaitu,  melalui  perundingan- 
perundingan  dengan  Uni  Soviet  tentang  per- 
lucutan  dan  pengawasan  senjata,  termasuk 
Confidence  Building  Measures  (CBM),  yang 
pasti  harus  meliputi  pula  pada  akhirnya  pe- 
nindingan  tentang  kekuatan  maritim  secara 
lebih  sungguh-sungguh  daripada  yang  diu- 


sulkan  oleh  Uni  Soviet  hingga  kini.  Perun- 
dingan-perundingan  dengan  Uni  Soviet  yang 
pada  prinsipnya  bersifat  bilateral  harus  pula 
dilakukan  dengan  banyak  konsultasi  dan 
musyawarah  bersama  para  sekutu  dan  te- 
man-temannya. 

Di  samping  itu  Amerika  Serikat  perlu 
pula  melakukan  musyawarah  dengan  para 
sekutu  dan  teman- temannya  mengenai  ber- 
bagi  beban  dan  tugas,  yang  meliputi  beban 
untuk  membayar  kehadiran  sebagian  militer 
Amerika  Serikat  di  Jepang,  penarikan  mun- 
dur  pasukan-pasukan  Amerika  Serikat  di 
Korea  Selatan  yang  dibarengi  dengan  ke- 
mandirian  komando  dari  pasukan-pasukan 
Korea  Selatan.  Hal  itu  meliputi  pula  usaha 
mempertahankan  pangkalan  Subic  Bay  dan 
Clark  Field  di  Filipina  dalam  rangka  penggu- 
naannya  secara  bersama  oleh  pasukan  Ame- 
rika Serikat  dan  Filipina.  Penggunaan  fasi- 
litas  di  Singapura  untuk  repair  dan  main- 
tenance tetap  penting,  sebagian  untuk  mem- 
bantu  secara  politis  tetap  dipertahankannya 
pangkalan- pangkalan  di  Filipina  dan  mem- 
bantu  proyeksi  kekuatan  Amerika  Serikat  ke 
Lautan  Hindia  bila  fasilitas-fasilitas  di  Fili- 
pina dihapuskan. 

Dukungan  yang  mulai  diberikan  oleh 
Presiden  Aquino  untuk  dipertahankannya 
pangkalan- pangkalan  Amerika  Serikat  di  Fi- 
lipina dan  bantuan  parlemen  untuk  mau  me- 
lakukan suatu  referendum  bila  perundingan- 
perundingan  dengan  Amerika  Serikat  telah 
selesai  sebelum  Senat  akan  meratifikasikan- 
nya,  menunjukkan  ada  lebih  banyak  harap- 
an  bahwa  pangkalan- pangkalan  tersebut  da- 
pat  dipertahankan.  Namun  fleksibilitas 
Amerika  Serikat  tentang  masa  berlakunya 
perjanjian  baru,  penguasaan  dan  yurisdiksi 
pangkalan- pangkalan  tersebut,  pembatasan 
wilayahnya  serta  kompensasi  yang  memadai 
masih  sangat  diperlukan. 
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Dukungan  ASEAN  terhadap  pangkalan- 
pangkalan  tersebut  jelas  dimulai  dari  fasili- 
tas  yang  diberikan  Singapura  pada  Amerika 
Serikat,  sampai  pada  dukungan- dukungan 
pribadi  dari  Indonesia,  di  samping  dukung- 
an publik  dari  Muangthai  dan  Malaysia. 

Pangkalan-pangkalan  di  Filipina  terse- 
but penting  terutama  untuk  tujuan  politik. 
Yaitu,  memberikan  kemantapan  pada  nega- 
ra-negara  di  Asia-Pasifik  akan  kestabilan 
dan  perdamaian  di  kawasan.  Dengan  demi- 
kian  kehadiran  negara  adikuasa  yang  benign 
yaitu  Amerika  Serikat  memberikan  kesem- 
patan  pada  negara- negara  tersebut  untuk 
memusatkan  perhatiannya  pada  pemba- 
ngunan  nasionalnya  terutama  pembangunan 
ekonomi. 

Pangkalan-pangkalan  tersebut  penting 
pula  secara  strategis  untuk  mendukung 
pangkalan-pangkalan  Amerika  Serikat  di 
Jepang  dan  kedudukan  Armada  VII  di  Asia 
Timur  dengan  repair  facilities  dan  pusat  lo 
gistik,  serta  sebagai  landasan  yang  sama 
(yaitu  logistik  dan  repair)  untuk  proyeksi  ke- 
mampuan  militer  Amerika  Serikat  ke  Laut- 
an  Hindia  dan  Teluk  Parsi. 

Pangkalan-pangkalan  tersebut  memang 
sukar  diganti  karena  luasnya,  letak  geogra- 
fis,  pelabuhannya  yang  alamiah  dan  teruta- 
ma karena  tenaga  kerjanya  yang  terlatih  dan 
murah.  Tetapi  bila  perlu  sekali,  untuk  meng- 
gantikan  sebagian  besar  fungsi-fungsinya, 
meskipun  tidak  sebaik  Subic  dan  Clark,  ma- 
ka  Amerika  Serikat  dapat  memikirkan  se- 
jumlah  fasilitas  lain  yang  membujur  mulai 
Okinawa  di  Jepang  sampai  Freemantle  di 
Australia  Barat.  Ongkos  peralihan  yang  da- 
hulu  dianggap  tinggi  sekali  kalau  harus 
menggantikannya  dengan  tuntas  di  satu  tem- 
pat,  dengan  demikian  tidak  diperlukan.  Dan 
menurut  perkiraan  ongkos-ongkos  pemin- 
dahan  tersebut  akan  memakan  antara  3-4 


milyar  dollar  Amerika  Serikat. 

Dengan  penyesuaian-penyesuaian  dalam 
perjanjian  baru  tentang  pangkalan-pangkal- 
an Amerika  Serikat  tersebut,  maka  untuk 
jangka  waktu  10  tahun  ASEAN  diberi  waktu 
untuk  mulai  mengisi  kekosongan-kekosong- 
an  yang  mulai  terasa  di  kawasan  Asia-Pasi- 
fik dan  Asia  Tenggara  khususnya.  Karena 
kehadiran  Amerika  Serikat  secara  militer  di 
kawasan  ini  memang  telah  berkali-kali  dise- 
suaikan  semenjak  Perang  Vietnam  selesai 
pada  tahun  1975,  bahkan  sebenarnya  semen- 
jak Doktrin  Guam  dicanangkan  oleh  Nixon 
pada  tahun  1969.  Meskipun  penyesuaian  se- 
lama  Perang  Vietnam  tidak  terlalu  dirasakan 
karena  konflik  yang  berkelanjutan. 

Semua  negara  di  kawasan  ini  sedikit  ba- 
nyak  telah  menyesuaikan  diri,  baik  berupa 
berbagi  beban  seperti  dalam  hal  Jepang  dan 
Australia  serta  Korea  Selatan  maupun  de- 
ngan peningkatan  kerjasama  regional  seperti 
dalam  hal  ASEAN  terutama  setelah  KTT  I* 
dan  melalui  peningkatan  anggaran  belanja 
pertahanannya  masing-masing  di  kawasan. 

ASEAN  telah  menjawab  tantangan  terse- 
but dengan  ide  dan  cita-cita  Zone  of  Peaces 
Freedom  and  Neutrality  (ZOPFAN)  yang 
menghendaki  terciptanya  orde  regional  un- 
tuk kawasan  Asia  Tenggara,  di  mana 
ASEAN  hams  menciptakan  hubungan  yang 
baik  dan  positif  dengan  negara- negara  Asia 
Tenggara  lainnya  dan  hubungan  yang  seim- 
bang  dengan  negara- negara  besar.  Kemu- 
dian  ide  ini  dibarengi  dengan  SEA  NWFZ 
untuk  kawasan  Asia  Tenggara,  meskipun 
diakui  bahwa  ide- ide  tersebut  merupakan 
sasaran  jangka  panjang. 

Di  masa  depan  memang  perlu  diperhi- 
turigkan  apakah  ide  ZOPFAN  dan  NWFZ 
tersebut  akan  memadai.  Atau  justru  karena 
pengunduran  Amerika  Serikat,  secara  wajar 
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perlu  pula  diciptakan  suatu  kerjasama 
ASEAN  di  bidang  pertahanan,  sehingga  pa- 
ling sedikit  kekosongan  kekuatan  yang  akan 
diakibatkannya  dapat  diisi  oleh  negara-ne- 
gara  ASEAN  sendiri.  Hams  diakui  bahwa 
hal  ini  memerlukan  waktu  dan  uang,  karena 
harus  dapat  mencapai  kemampuan  melaku- 
kan  ASW  (A  nti- Submarine  Warfare)  apa- 
bila  mau  dan  mampu  mempertahankan  Sea 
Lanes  of  Communication  (SLOC)  yang  vital 
di  kawasan  Asia  Tenggara  ini.  Dalam  hal 
perangkat-perangkat  persenjataan  maka  di- 
butuhkan  bantuan  dan  alih  teknologi  dari 
Jepang  kepada  ASEAN,  bila  ASEAN  setuju 
melakukan  pengamanan  SLOC  tersebut, 
dan  bila  memang  diperlukan  dalam  berbagi 
beban  demi  kestabilan  dan  perdamaian  ka- 
wasan. Hal  ini  lebih  dapat  diterima  daripada 
pengamanan  SLOC  tersebut  diserahkan 
pada  Jepang,  bila  Amerika  Serikat  sendiri 
tidak  sanggup  lagi  melakukannya  pada  awal 
abad  ke-21,  dalam  suatu  skenario  di  mana 
pangkalan-pangkalan  di  Filipina  harus  di- 
tinggalkan  oleh  Amerika  Serikat  karena  ber- 
akhirnya  perjanjian  baru  nanti. 

Kerjasama  ASEAN  di  bidang  pertahan- 
an memang  baru  dalam  tahap  pelontaran  ide 
dan  yang  sampai  kini  sudah  terjadi  dan  di- 
laksanakan  adalah  kerjasama  bilateral  dan 
kadang-kadang  trilateral. 

Masalah  pokok  yang  harus  diselesaikan 
lebih  dahulu  antar  ASEAN  untuk  menempa 
suatu  kerjasama  di  bidang  pertahanan  ialah 
mempersatukan  persepsi  tentang  ancaman 
untuk  kawasan  Asia  Tenggara.  Konflik 
Kamboja  telah  membuat  persepsi  ini  terpe- 
cah-pecah,  di  mana  Muangthai  mengandal- 
kan  Cina  karena  ancaman  pasukan  Vietnam 
di  perbatasannya  dengan  Kamboja  sebagai 
akibat  penyerbuan  pasukan-pasukan  Viet- 
nam ke  sana  semenjak  akhir  tahun  1978. 

Di  lain  pihak  Republik  Indonesia  dan 
Malaysia  berpendapat  bahwa  Vietnam  haruj 


diajak  berteman,  mengingat  ide  ZOPFAN 
hendak  menciptakan  suatu  orde  regional, 
supaya  nantinya  dapat  menahan  tekanan 
dari  negara  besar  mana  pun  di  kawasan, 
terutama  dari  Cina  negara  besar  satu-satu- 
nya  yang  berada  di  kawasan  itu  sendiri. 

Maka  itu  penyelesaian  konflik  di  Kam- 
boja tersebut  akan  dapat  mengembalikan 
persepsi  yang  sama  tentang  ancaman  dan 
pandangan  tentang  bagaimana  menghadapi- 
nya  melalui  penciptaan  suatu  orde  regional 
yaitu  ZOPFAN  tadi. 

Kerjasama  di  bidang  pertahanan  dapat 
pula  dilakukan  di  luar  kerangka  ASEAN  se- 
perti  yang  dikehendaki  oleh  ASEAN  Con- 
cord yang  diterima  pada  KTT  I  di  Bali  pada 
lahun  1976.  Untuk  itu  hal- hal  yang  dapat  di- 
lakukan terutama  tukar-menukar  intelijen 
mengenai  berbagai  macam  ancaman,  mela- 
kukan berbagai  macam  latihan  di  berbagai 
bidang  militer,  termasuk  di  laut  dan  udara 
serta  koordinasi  dalam  soal  procurement 
hardwares  yang  diperlukan.  Yang  sudah  ter- 
jadi ialah  tukar-menukar  siswa  untuk  berba- 
gai macam  pendidikan  di  masing-masing 
angkatan  bersenjata. 

Selain  ASEAN,  maka  Australia  pun  se- 
dang  menyesuaikan  diri  menghadapi  an- 
caman kontinentalnya  dengan  Defence 
White  Paper  tahun  1987.  Di  mana  mereka 
mengubah  strategi  pertahanan  demi  mencip- 
takan kemampuan  menghalau  penyerbuan 
ke  bagian  utara  Australia.  Di  samping  itu 
yang  terutama  adalah  menciptakan  suatu  ka- 
wasan pengamanan  di  Asia  Tenggara  dan 
Pasifik  Selatan  di  mana  mereka  berkepen- 
tingan  untuk  bersama  negara- negara  di  seki- 
tarnya  (yaitu  negara- negara  ASEAN  dan 
negara- negara  Pasifik  Selatan),  di  mana 
Australia  mempunyai  Five  Power  Defence 
Arrangement  (FPDA)  dengan  Malaysia  dan 
Singapura  serta  secara  bilateral  kerjasama 
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dengan  Republik  Indonesia  dan  Muangthai 
serta  Brunei,  sedangkan  dengan  PNG  mem- 
punyai  suatu  perjanjian  pertahanan  yang  se- 
rupa  dengan  Five  Power  Defence  Arrange- 
ment (FPDA)  tersebut. 

Kerjasama  dan  pakta  pertahanan  dengan 
Amerika  Serikat  tentu  masih  merupakan  hal 
yang  penting  bagi  Australia  terutama  dalam 
menghadapi  ancaman  dari  Uni  Soviet,  ter- 
masuk  ancaman  nuklirnya.  Sayangnya  New 
Zealand  telah  membekukan  hubungannya 
dengan  ANZUS,  karena  telah  melarang  ka- 
pal-kapal  bertenaga  atau  bersenjata  nuklir 
mampir  pada  pelabuhan-pelabuhan  di  sana, 
sehingga  secara  praktis  tidak  ikut  lagi  dalam 
usaha  pertahanan  dengan  Amerika  Serikat. 
Desakan  opini  rakyatnya  untuk  tidak  me- 
nambah  kapal-kapal  frigate  pada  pasukan 
konvensionalnya  akan  membuat  kerjasama 
bilateral  pertahanan  dengan  Australia  juga 
tidak  efektif,  sehingga  sulit  dapat  diandal- 
kan. 

Pada  pihak  lain,  Gorbachev  mulai  men- 
jalankan  politiknya  terhadap  Asia  dengan 
menormalisasikan  hubungannya  dengan 
RRC  pada  bulan  Mei  1989  yang  lalu,  setelah 
tiga  hambatan  yang  diajukan  RRC  dapat 
diatasinya.  Yang  terakhir  di  antaranya  ada- 
lah  penarikan  mundur  pasukan  Vietnam 
dari  Kamboja.  Usaha  normalisasi  hubung- 
annya dengan  ASEAN,  yaitu  dengan  mene- 
kan  Vietnam  menarik  diri  dari  Kamboja,  se- 
benarnya  merupakan  suatu  fungsi  dari  hu- 
bungannya dengan  Cina.  Karena  hubungan 
tersebut  memang  penting  sekali  untuk  dinor- 
malisasi  agar  pasukan- pasukannya  di  per- 
batasan  Cina  dapat  ditarik  atau  dibubarkan 
untuk  dapat  mengurangi  anggaran  pertahan- 
annya.  Begitu  pula  Uni  Soviet  telah  mulai 
membuka  hubungan  informal  dan  perda- 
gangan  dengan  Korea  Selatan,  dan  untuk  itu 
telah  mendesak  Korea  Utara  agar  jangan 


menyerbu  Korea  Selatan.  Meskipun  pembe- 
rian  persenjataan  pada  Korea  Utara  diting- 
katkan  demi  mendapat  beberapa  fasilitas 
militer,  termasuk  hak  untuk  melakukan  pe- 
nerbangan  di  atas  wilayah  Korea  Utara. 

Tetapi  seperti  dikatakan  di  atas,  karena 
masih  tertahan  oleh  urusan  dan  perkeni- 
bangan  dalam  negeri  serta  Eropa  Timur  ma- 
ka  perhatian  Uni  Soviet  terhadap  kawasan 
Asia-Pasifik  masih  terbatas.  Meskipun  Uni 
Soviet  sangat  menginginkan  berpartisipasi 
secara  politis  dan  ekonomis  di  kawasan  ini. 
Namun  perangkat  dan  kebijakannya  untuk 
kawasan  ini  masih  sangat  terbatas,  sehingga 
perkembangan  hubungannya  dengan  nega- 
ra-negara  di  kawasan  dibatasi.  Misalnya 
usul-usulnya  untuk  Confidence  Building 
Measures  (CBM),  perlucutan  dan  pengawas- 
an  persenjataan  dengan  Amerika  Serikat  ma-' 
sih  belum  dianggap  serius  karena  sangat  be- 
rat  sebelah.  Padahal  Amerika  Serikat  berke- 
pentingan  pula  akan  proses  detente  II  dija- 
lankan  pula  di  kawasan  ini  asal  benar-benar 
dilakukan  secara  reaiistis.  Kedua,  hubungan 
Uni  Soviet  dengan  Jepang  penting  untuk  di- 
normalisasi  dengan  pengembalian  kepulau- 
an  di  utara.  Karena  Jepang  penting  bagi  ne- 
gara-negara  di  sekitarnya,  maka  apa  yang 
dimintanya  harus  ikut  didukung  yang  Iain- 
lain.  Ketiga,  perangkat- perangkat  dan  kebi- 
jakan-kebijakan  ekonomi  Uni  Soviet  belum 
memadai  dan  belum  berkembang.  Akibat- 
nya  mereka  sulit  berpartisipasi  dalam  per- 
kembangan ekonomi  di  kawasan  dalam 
waktu  yang  dekat  ini. 

Pada  umumnya  dapat  dikatakan  bahwa 
dewasa  ini  Uni  Soviet  lebih  terbuka  untuk 
mau  mengawasi  konflik-konflik  regional 
agar  tidak  menjadi  konflik  dari  kekuatan 
adikuasa  pula.  Untuk  menjaga  agar  bantuan 
mereka  dalam  konflik  tersebut  tidak  akan 
mengakibatkan  hubungan  Uni  Soviet  de- 
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ngan  Amerika  Serikat  dalam  bidang-bidang 
lain,  termasuk  dalam  perlucutan  dan  penga- 
wasan  persenjataan  menjadi  rusak.  Hal  ini 
misalnya  kelihatan  dalam  masalah  penarik- 
an  mundur  di  Afghanistan,  penyelesaian  Na- 
mibia dengan  Angola,  masalah  Kamboja 
(juga  dalam  hubungannya  dengan  Cina), 
perang  Iran-Irak,  dan  dalam  soal  bantuan 
untuk  Nikaragua.  Meskipun  lebih  kom- 
pleks,  hal  yang  sama  dapat  pula  diharapkan 
dalam  masalah  pertentangan  di  jazirah  Ko- 
rea. Hal  itu  tidak  berarti  bahwa  Uni  Soviet 
telah  melupakan  sasarannya  untuk  mencari 
pengaruh  di  Dunia  Ketiga,  tetapi  mau  mem- 
batasi  ongkos  yang  harus  dibayarnya  untuk 
pengaruh  tersebut  baik  dalam  bentuk  jum- 
lah  bantuan  ekonominya  maupun  dalam  hu- 
bungan  dengan  Amerika  Serikat  yang  harus 
dikorbankan. 


Penutup 

Kalau  dilihat  perkembangan  kawasan 
Asia-Pasifik  dewasa  ini,  maka  tanda-tanda 
bahwa  detente  II  juga  akan  menjalar  ke  ka- 
wasan ini  cukup  banyak,  meskipun  masih 
akan  membutuhkan  waktu  sebelum  berkem- 
bang  penuh  secara  lebih  konkrit  dalam  hu- 
bungan  Amerika  Serikat  dan  Uni  Soviet  ke- 
lak.  Tanda-tanda  bahwa  proses  de-ideologi- 
sasi  dan  multipolaritas  juga  terjadi  dengan 
pesat  di  kawasan  dalam  hubungan  Amerika 
Serikat  dan  Uni  Soviet  dan  dengan  negara- 
negara  lain,  terutama  dalam  usaha  Uni  So- 
viet untuk  menjadi  anggota  yang  penuh  dari 
kawasan  yang  dinamis  ini  di  bidang  politik 
dan  ekonomi,  dan  tidak  hanya  di  bidang  mi- 
liter. 

Gorbachev  telah  dua  kali  mengadakan 
pidato  khusus  yang  diarahkan  ke  kawasan 


ini,  lalu  di  Vladivostok  telah  diadakan  pula 
pertemuan  pada  tahun  1988  untuk  tokoh- 
tokoh  kawasan  Pasifik  untuk  mengajak  be- 
kerjasama  dengan  Uni  Soviet  membangun 
kawasan  Timur  Jauh-nya  sambil  mencari 
jalan  bagaimana  Uni  Soviet  harus  berpartisi- 
pasi  di  kawasan  Asia-Pasifik  yang  dinamis 
itu.  Mereka  telah  membentuk  pula  suatu 
Komite  Nasional  PECC  (Pacific  Economic 
Cooperation  Conference)  yang  terdiri  dari 
tokoh-tokoh  penting  di  Uni  Soviet,  dan 
Menlu  Shevernadze  telah  mengadakan  kun- 
jungan-kunjungan  ke  kawasan  untuk  mena- 
rik  perhatian  ASEAN,  AustraUa  dan  Pasifik 
Selatan  serta  Jepang  pada  usaha  Uni  Soviet 
yang  baru  ini.  Dan  tentu  Uni  Soviet  telah 
pula  menormahsasikan  hubungannya  de- 
ngan-Cina  dan  mulai  mengadakan  perda- 
gangan  dengan  Korea  Selatan. 

Amerika  Serikat  di  lain  pihak  belum  da- 
pat  menemukan  ide-ide  baru  dalam  kerang- 
ka  proses  de-ideologisasi  dan  multipolaritas 
yang  terjadi,  setelah  kebijakan  containment 
telah  begitu  berhasil  selama  40  tahun  ter- 
akhir  ini.  Tetapi  pada  akhirnya  Uni  Soviet 
tidak  dapat  mengelakkan  proses  ini  yang  di- 
barengi  pula  dengan  lebih  menonjolnya  fak- 
tor  dan  hubungan  ekonomi  dalam  pergaulan 
internasional. 

Karena  Amerika  Serikat  berpendapat 
bahwa  kedudukannya  di  kawasan  ini  jauh 
lebih  baik  dan  menguntungkan  baik  secara 
militer,  apalagi  di  bidang  politik  dan  eko- 
nomi maka  Amerika  Serikat  masih  mempu- 
nyai  waktu  untuk  menyusun  bersama  teman 
dan  sekutunya  suatu  strategi  baru  untuk 
masa  depan  kawasan.  Hanya  kalau  hal  ini 
digantungkan  pada  administrasi  Bush  saja, 
pasti  tidak  akan  memadai  karena  mereka 
terkenal  akan  kelambatan  dan  kehati-hatian- 
nya.  Oleh  karenanya  perlu  pula  digerakkan 
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selunih  opini  para  pemimpin  di  sana,  terma- 
suk  Kongres,  media  massa  dan  para  cende- 
kiawan.  Karena  meskipun  Amerika  Serikat 
memang  lebih  menguntungkan  kedudukan 
dan  pengaruhnya  di  kawasan  namun  terda- 
pat  tanda-tanda  bahwa  untuk  masa  depan 
belum  tentu  semuanya  akan  tetap  berjalan 
lancar.  Hal  itu  terutama  karena  ketidakpas- 
tian  perkembangan  politik  dan  perubahan- 
perubahan  masyarakat  di  Jepang  yang  keli- 
hatan  dengan  menangnya  Partai  Sosialis  Je- 
pang (JSP)  dalam  pemilu  Upper  House  yang 
lalu,  dan  perubahan-perubahan  strategi  di 
Cina  karena  tragedi  Tienanmen  dan  lebih 
berkuasanya  kelompok-kelompok  yang 
konservatif  di  Cina.  Terdapat  pula  kemung- 
kinan  pertarungan  kekuasaan  yang  belum 
selesai  di  sana  berlangsung  sampai  terjadi 
alih  generasi  dalam  5-10  tahun  mendatang. 


Tetapi  tugas  merumuskan  strategi  baru, 
yang  sebenarnya  dapat  dilandaskan  pada 
perkembangan  ekonomi  yang  pesat  di  ka- 
wasan, hams  merupakan  tantangan  bagi  se- 
mua  negara  yang  menghendaki  perdamaian 
dan  kestabilan  di  kawasan  dan  bisa  dimulai 
dengan  melaksanakan  ide  kerjasama  ekono- 
mi di  Pasifik.  Usaha-usaha  ke  arah  itu  seper- 
ti  terjadi  dalam  PECC  dan  dalam  usaha  PM 
Hawke  di  Canberra  bulan  November  1989 
untuk  mengatur  kerjasama  yang  serupa  di 
antara  pemerintahan  di  kawasan  yang  mem- 
punyai  ekonomi  terbuka. 

Ide  kerjasama  ekonomi  inilah  yang  me- 
rupakan jawaban  dari  negara- negara  yang 
terbuka  ekonomi  dan  politiknya  untuk  men- 
jawab  usul-usul  Gorbachev  tentang  keaman- 
an  dan  perdamaian  di  kawasan  Pasifik. 


Implementasi  Pancasila 


A.M.  W.  PRANARKA 


Arti  Kata  Implementasi 


SEBELUM  kita  melangkah  lebih  lanjut 
mengembangkan  gagasan  dan  pemi- 
kiran  mengenai  implementasi  Pancasi- 
la, terlebih  dahulu  baiklah  kita  mengadakan 
presisi  pengertian,  agar  kita  tidak  terperang- 
kap  dalam  semantic  confusion.  Semantic 
confusion  ini  tidak  jarang  menjadi  salah 
satu  sumber  terjadinya  berbagai  confusion 
lainnya,  seperti  misalnya  intellectual  confu- 
sion, academic  confusion,  political  confu- 
sion, perbedaan  pendapat  dan  lain  sebagai- 
nya. 

Implementasi  adalah  cangkokan  dalam 
bahasa  Indonesia  dari  kata  Inggris  imple- 
mentation. Dan  kata  Inggris  implementation 
itu  berasal  dari  kata  bahasa  Latin  imple- 
mentum.  Kata  implementum  akarnya  adalah 
kata  kerja  dalam  bahasa  Latin  implere, 
yang  berarti:  mengisi,  memenuhi,  yang  da- 
pat  mempunyai  arti  fisik  maupun  non-fisik: 
mengisi  gelas,  memenuhi  gelas,  atau  mengisi 
konsep,  memenuhi  amanat  dan  sebagainya. 


Maka  itu  implementasi  berarti:  kegiatan 
mengisi,  kegiatan  memenuhi.  Bahkan  ka- 
dang-kadang  implementasi  diartikan  sebagai 
usaha  menuntaskan,  mengakhiri.  Implemen- 
tasi karena  itu  kerap  disinonimkan  dengan 
istilah  aplikasi,  realisasi,  operasionalisasi. 
Kata  implement  dalam  bahasa  Inggris  masih 
juga  mempunyai  arti  lain  lagi,  yaitu  sarana 
atau  alat  untuk  sesuatu. 

Mengenai  istilah-istilah  tersebut,  walau- 
pun  tampaknya  ada  kesamaan,  perlu  kira- 
nya  dikaji  secara  kritikal,  karena  dapat  saja 
terjadi  suatu  operasionalisasi  yang  sesung- 
guhnya  bukan  realisasi.  Hal  ini  menjadi  pen- 
ting  apabila  yang  dibicarakan  adalah  imple- 
mentasi dalam  hubungannya  dengan  hal-hal 
yang  bersifat  non-fisik. 

Berbicara  mengenai"  implementasi  Pan- 
casila pada  hakikatnya  adalah  berbicara  ten- 
tang  istilah  implementasi  dalam  arti  non- 
fisik.  Implementasi  Pancasila  tidak  dapat  di- 
artikan sebagai  mengisi  Pancasila.  Bila  kita 
menggunakan  pengertian  ini  maka  Pancasila 
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hanya  akan  menjadi  sekedar  wadah  fisik 
semesta,  dengan  isi  substansi  yang  dapat  ber- 
variasi  dan  tidak  menentu. 

Dalam  hubungannya  dengan  Pancasila 
kata  implementasi  kiranya  lebih  tepat  bila 
diartikan  sebagai:  kegiatan  memenuhi  ama- 
nat.  Amanat  tersebut  adalah  amanat  dasar- 
nya  bangsa  Indonesia.  Apa  yang  diimple- 
mentasikan?  Mengapa  hams  diimplementa- 
sikan?  Bagaimana  jalan  untuk  mengimple- 
mentasikan? 

Implementasi  adalah  suatu  tindakan, 
suatu  keaktifan  yang  sifatnya  transitif,  bu- 
kan  intransitif.  Maka  implementasi  itu  akan 
selalu  berarti  implementasi  sesuatu.  Maka 
yang  hams  diketahui  terlebih  dahulu  tentu 
saja:  apakah  sesuatu  yang  hams  diimple- 
mentasikan  itu.  Terkait  dengan  ini  selanjut- 
nya  adalah  pertanyaan:  mengapa  hams  di- 
implementasikan,  dan  kemudian  bagaimana 
jalan  implementasi  tersebut. 

Karena  yang  kita  bicarakan  adalah  im- 
plementasi Pancasila,  maka  pertanyaan 
dalam  hal  ini  adalah:  apakah  itu  Pancasila, 
mengapa  Pancasila  hams  diimplementasi- 
kan  dan  bagaimana  jalan  mengimplementa- 
sikan  Pancasila  itu. 


Apa  Itu  Pancasila? 

Pancasila  yang  diimplementasikan  itu 
adalah  ideologi  nasional  bangsa  Indonesia, 
dasar  negara  kesatuan  Republik  Indonesia 
dan  nilai-nilai  kultural  pandangan  hidup 
bangsa  Indonesia.  Pancasila  yang  diimple- 
mentasikan adalah  satu-satunya  asas  kehi- 
dupan  berbangsa,  bermasyarakat  dan  berne- 
gara  bangsa  Indonesia. 


Dengan  demikian  perlu  kejelasan  me- 
ngenai  Pancasila  yang  mana  yang  diimple- 
mentasikan. Agama  Budha  mempunyai 
ajaran  yang  disebut  Pancasila.  India  mem- 
punyai doktrin  Pan-shil.  Di  samping  itu  ada 
banyak  naskah,  banyak  tulisan,  banyak 
uraian  mengenai  Pancasila.  Kenyataan  se- 
perti  ini  pernah  menimbulkan  masalah,  yang 
dapat  disebut  sebagai  problem  heterogenitas 
Pancasila,  khususnya  sumber  dan  tafsiran- 
nya. 

Dalam  hal  ini  perlu  sekali  kejelasan  bah- 
wa  Pancasila  yang  diimplementasikan  itu 
adalah  Pancasila-nya  bangsa  Indonesia  (jadi 
bukan  Pancasila-nya  orang  per  orang),  dan 
karena  itu  sumber  pokoknya  adalah  Panca- 
sila sebagaimana  terdapat  dalam  Pembuka- 
an  UUD  1945,  dan  bukan  yang  lainnya, 
yaitu:  dalam  kerangka  Pancasila  sebagai 
dasar  negara  sebagaimana  termuat  di  dalam 
konstitusi,  hukum  dasarnya  bangsa  Indone- 
sia. Dalam  kerangka  itu,  pola  Pancasila  me- 
rupakan  ideologi  nasional  bangsa  Indonesia, 
dan  menjadi  nilai-nilai  kultural  pandangan 
hidup  bangsa  Indonesia  yang  bersifat  mengi- 
kat  secara  mendasar,  secara  konstitusional 
dan  secara  hukum. 


Tiga  Sifat  Dasar  Pancasila 

Pancasila  terjadi  dalam  sejarah.  Karena- 
nya  untuk  dapat  memahami  apa  itu  Pancasi- 
la hamslah  kita  mulai  dengan  memahami  se- 
jarah Pancasila  itu.  Dari  sejarah  perkem-^ 
bangan  Pancasila,  dalam  hubungannya  de- 
ngan sejarah  bangsa  Indonesia  (yang  dapat 
disebut  sebagai  sejarah  Indonesia  modern) 
dari  awal  hingga  saat  ini  dan  di  masa  yang 
akan  datang  nanti,  maka  dapatlah  kita  me- 
nunjuk  adanya  tiga  sifat  dasar  dari  Panca- 
sila. 
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Sifat  yang  pertama  adalah  sebagai  dasar 
negara,  sebagaimana  termaktub  dalam 
Konstitusi  Proklamasi,  yaitu  Hukum  Dasar- 
nya  kehidupan  berbangsa,  bernegara  dan 
bermasyarakat.  Atas  dasar  sifat  ini  maka 
Pancasila  disebut  sebagai  sumber  dari  segala 
sumber  hukum  kita. 

Sifat  yang  kedua  adalah  sebagai  ideologi, 
yaitu  cara  berpikir  dan  cara  kerja  bangsa  In- 
donesia mengenai  perjuangannya,  dan  cara 
kerja  bangsa  Indonesia  untuk  mencapai  cita- 
cita  perjuangannya  itu. 

Sifat  yang  ketiga  adalah  sebagai  ajaran 
mengenai  nilai-nilai  budaya  yang  diangkat 
dari  pandangan  hidup  bangsa  Indonesia, 
yang  berakar  dari  sejarah  budaya  bangsa  In- 
donesia. 

Ketiga  sifat  tersebut  saling  terkait  satu 
dengan  yang  lain  dan  merupakan  paduan 
yang  manunggal  bulat. 

Pancasila  adalah  ideologi  nasional,  yang 
mengandung  nilai-nilai  budaya  bangsa  In- 
donesia dan  menjadi  dasar  negara  kita.  Pan- 
casila adalah  dasar  negara  yang  dibangun 
atas  dasar  ideologi  perjuangan  rakyat  Indo- 
nesia dan  atas  nilai-nilai  budaya  bangsa  In- 
donesia. Pancasila  adalah  nilai-nilai  budaya 
bangsa  Indonesia  yang  mewujud  di  dalam 
ideologi  nasional  dan  dasar  negara. 

Sebagai  Ideologi,  yaitu  cara  berpikir  dan 
cara  kerja  perjuangan,  Pancasila  perlu  dipa- 
hami  dengan  latar  belakang  sejarah  per- 
juangan bangsa  Indonesia. 

Sebagai  Dasar  Negara,  Pancasila  perlu 
dipahami  dengan  latar  belakang  Konstitusi 
Proklamasi  atau  Hukum  Dasar  kehidupan 
berbangsa,  bernegara  dan  bermasyarakat, 
yaitu  Pembukaan  dan  Batang  Tubuh  serta 
Penjelasan  UUD  1945. 


Sebagai  Nilai  Budaya,  Pancasila  perlu  di- 
pahami dengan  latar  belakang  sejarah  ma- 
syarakat  dan  kebudayaan  Indonesia  sebagai 
masyarakat  Nusantara. 

Dari  ketiga  sifat  dasar  itu  pula  terdapat 
jawaban  terhadap  pertanyaan:  mengapa 
Pancasila  harus  diimplementasikan.  Sebagai 
ideologi,  sebagai  dasar  negara  di  dalam 
konstitusi,  dan  sebagai  nilai  kultural,  Pan- 
casila mengandung  amanat  kategori-impera- 
tif.  Sebagai  ideologi,  Pancasila  membawa 
amanat  imperatif-ideologis.  Pancasila  ada- 
lah garis- perjuangan  bangsa.  Sebagai  dasar 
negara,  Pancasila  membawa  amanat  impera- 
tif-yuridis-konstitusional.  Sebagai  nilai  kul- 
tural, Pancasila  membawa  amanat  impera- 
tif-etis.  Sebagai  ideologi,  Pancasila  adalah 
sebuah  kategori  imperatif  bagi  kehidupan 
berbangsa.  Sebagai  dasar  negara,  Pancasila 
adalah  sebuah  kategori  imperatif  bagi  kehi- 
dupan bernegara.  Sebagai  nilai  kultural, 
Pancasila  adalah  sebuah  kategori  imperatif 
bagi  kehidupan  bermasyarakat.  Karena  itu 
Pancasila  adalah  asas  yang  imperatif  bagi 
kehidupan  berbangsa,  bernegara  dan  berma- 
syarakat. 


Dua  Jenis  Implementasi 

Adanya  heterogenitas  sumber  dan  hete- 
rogenitas  tafsir  maupun  uraian  mengenai 
Pancasila,  memerlukan  adanya  pembedaan 
yang  jelas  mengenai  adanya  dua  jenis  imple- 
mentasi Pancasila: 

Pertama:  Implementasi  yang  mempunyai  da- 
ya  mengikat  seluruh  rakyat  In- 
donesia secara  konstitusional  dan 
secara  hukum  (yuridis).  Ini  dapat 
disebut  implementasi  konstitusio- 
nal-kenegaraan. 
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Kedua  :  Implementasi  yang  tidak  mem- 
punyai  daya  mengikat  rakyat  In- 
donesia secara  konstitusional  dan 
secara  hukum.  Ini  dapat  dinama- 
kan  implementasi  kultural-kema- 
syarakatan. 

Untuk  mudahnya  mungkin  dapat  dikata- 
kan  bahwa  jenis  pertama  adalah  implemen- 
tasi kenegaraan- formal,  konstitusional,  jenis 
yang  kedua  adalah  yang  sifatnya  individual, 
kultural,  sosiologikal,  kemasyarakatan  dan 
non-formal. 

Sudah  barang  tentu  selalu  ada  interaksi 
antara  jenis  implementasi  pertama  dan  im- 
plementasi kedua.  Interaksi  ini  sifatnya 
dialektikal,  baik  dalam  bentuk  dialektika  ne- 
gatif  ataupun  dialektika  positif,  yang  dapat 
terwujud  di  dalam  konflik  ataupun  konsen- 
sus. 

Dalam  suasana  interaksi  seperti  itu  dapat 
terjadi  tiga  suasana  yang  mewarnai  imple- 
mentasi Pancasila  itu: 

1 .  Suasana  asosiatif  (tidak  ada  konflik,  kon- 
sensus,  partisipatif); 

2.  Suasana  opositif  (terjadi  konflik,  tidak 
ada  konsensus); 

3.  Suasana  juxtapositif  (tidak  menerima  te- 
tapi  juga  tidak  menolak  suasana  me- 
ngambang  -  indifferent,  acuh-tak-acuh). 

Hubungan  dialektika  antara  implemen- 
tasi yang  mempunyai  daya  mengikat  secara 
yuridis  konstitusiojnal  di  satu  pihak  dengan 
implementasi  yang  tidak  mempunyai  daya 
mengikat  secara  yuridis  konstitusional  ter- 
cermin  juga  di  dalam  hubungan  dialektikal 
antara  suprastruktur  politik  dan  infrastruk- 
tur  politik  nasional  kita. 

Hubungan  tersebut  meminta  kemampu- 
an  kita  untuk  memahami  perbedaan  dan 
jalinan  antara  apa  yang  disebut  bangsa, 


masyarakat,  pemerintah.  Hal-hal  ini  akan 
menjadi  penting  di  dalam  dinamikanya  im- 
plementasi aktual  dari  Pancasila  tersebut. 


Mekanisme  Implementasi  Konstitu- 
sional-Yuridis-Kenegaraan 

Jalur  konstitusional  yuridis  bei-awal  dari 
Proklamasi,  yang  kemudian  diikuti  oleh  ter- 
bentuknya  negara  dan  konstitusinya,  di 
mana  terdapat  dasar,  ideologi  dan  nilai-nilai 
kultural  yang  membentuknya.  Proklamasi 
dan  Konstitusi  merupakan  landasan  dasar 
dari  implementasi  Pancasila.  Artinya  ama- 
nat  Pancasila  dituangkan  menjadi  amanat 
imperatif  bangsa,  negara  dan  masyarakat 
Indonesia,  melalui  Proklamasi  dan  Konsti- 
tusi itu.  Di  dalam  konstitusi  itu  terdapat 
Pancasila  sebagai  amanat  ideologi  perjuang- 
an,  dasar  negara  serta  nilai-nilai  budaya  na- 
sional. Konstitusi  atau  UUD  1945  tidaklah 
sekedar  sebuah  dokumen  hukum  dasar  kene- 
garaan, akan  tetapi  juga  dokumen  perjuang- 
an  dan  dokumen  tata  nilai.  Dengan  perkata- 
an  lain  UUD  1945  bukanlah  sekedar  piagam 
hukum  dasar,  akan  tetapi  juga  piagam  ideo 
logi  dan  piagam  kebudayaan  bangsa  Indo- 
nesia. 

Kehidupan  berbangsa,  bernegara  dan 
bermasyarakat,  berdasarkan  Pancasila  dan 
UUD  1945  itulah  yang  kemudian  dikenal  se- 
bagai demokrasi  Pancasila  yang  meliputi: 
demokrasi  pohtik,  demokrasi  ekonomi  dan 
demokrasi  kultural  kemasyarakatan.  Pan- 
casila membawa  amanat  untuk  diwujudkan- 
nya  demokrasi  dalam  kehidupan  berbangsa, 
bernegara  dan  bermasyarakat.  Amanat 
itu  dilaksanakan  melalui  pembangunan  na- 
sional. Karenanya  pembangunan  nasional 
adalah  pengamalan  Pancasila.  Pembangun- 
an nasional  adalah  implementasi  Pancasila. 
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Pembangunan.  Nasional  Sebagai  Im- 
piementasi  Pancasila 

Pembangunan  nasional  selalu  merupa- 
kan  sebuah  pilihan  politik  dan  aktualisasi 
ideologi.  Karena  itu  pembangunan  nasional 
yang  kita  selenggarakan  sebagai  satu  bangsa 
ini  adalah  juga  pilihan  politik  nasional  kita 
dan  aktualisasi  ideologi  kita.  Karena  itu  te- 
patlah  apabila  pembangunan  nasional  kita 
kemudian  dinyatakan  sebagai  pengamalan 
Pancasila. 

Bahwa  pernyataan  mengenai  pemba- 
ngunan nasional  sebagai  pengamalan  Pan- 
casila itu  baru  terjadi  secara  eksplisit  pada 
tahun  1983,  hal  tersebut  menunjukkan  be- 
tapa  masalah  pembangunan  itu  beberapa 
waktu  yang  lampau  telah  menjadi  bahan 
pembahasan  dari  pendapat  yang  berbeda- 
beda.  Pada  tahun  1968,  ketika  pada  waktu 
itu  diharapkan  MPRS  dapat  menyiapkan  se- 
buah GBHN,  kita  masih  belum  dapat  mem- 
buat  sebuah  batasan  (definisi)  mengenai 
pembangunan  tersebut.  Ada  debat  dan  kon- 
troversi  mendasar  antara  berbagai  aliran 
mengenai  paham-pahamnya  tentang  pem- 
bangunan. Namun  perbedaan-perbedaan  itu 
kemudian  telah  diolah  secara  kreatif  sehing- 
ga  kita  pada  tahun  1974  dapat  membuat 
konsensus  mengenai  konsep  pembangunan: 
yang  landasan  idiilnya  adalah  Pancasila, 
landasan  konstitusionalnya  UUD  1945,  lan- 
dasan operasionalnya  GBHN,  dan  dime- 
ngerti  sebagai  pembangunan  manusia  Indo- 
nesia seutuhnya  dan  masyarakat  Indonesia 
seluruhnya.  Kita  perlu  ingat  bahwa  definisi 
pembangunan  ini  dibentuk  oleh  interaksi 
dialektikal  kontekstual  pada  waktu  itu.  De- 
finisi pembangunan  nasional  itu  adalah  defi- 
nisi politis-strategis.  Membangun  manusia 
Indonesia  seutuhnya  dan  masyarakat  Indo- 
nesia seluruhnya  sebagai  pilihan  politik  dan 
aktualisasi  ideologi  nasional  tentulah  tidak 


lain  kecuali  membangun  manusia  dan  ma- 
syarakat Indonesia  berdasarkan  Pancasila. 
Inilah  modal  dan  konsep  pembangunan 
yang  kita  anut. 

Pembangunan  nasional,  yang  berencana, 
bertahap,  berkesinambungan,  dilaksanakan 
berdasarkan  konstitusi,  demokratis  dan  ber- 
dasarkan hukum,  merupakan  paduan  besar 
dari  implementasi  Pancasila  pada  tingkat  ke- 
negaraan  dan  implementasi  Pancasila  pada 
tingkat  perorangan  dan  tingkat  kemasyara- 
katan.  Di  dalamnya  terdapat  wujud  imple- 
mentasi Pancasila  melalui  pembangunan 
ideologi,  pembangunan  politik,  pembangun- 
an ekonomi,  pembangunan  sosial  budaya 
dan  pembangunan  hukum,  untuk  memba- 
ngun Ungkungan  kehidupan  nasional. 

Dalam  memahami  pembangunan  na- 
sional sebagai  pengamalan  Pancasila  tentu 
saja  kita  dapat  mengikuti  sistematika 
GBHN.  Namun  demikian  sebagai  usaha 
analitikal  ada  manfaatnya  kita  melihat  bebe- 
rapa bidang  seperti  ideologi,  poUtik,  eko- 
nomi, sosial  budaya  serta  hukum  dan  aspek 
pertahanan-keamanannya.  Hal  ini  juga  lebih 
sesuai  dengan  acuan  di  depan  mengenai  tiga 
sifat  dasar  Pancasila  baik  sebagai  ideologi, 
dasar  negara  maupun  sebagai  nilai-nilai 
kultural. 


Pembangunan  Ideologi 

Ideologi  adalah  cara  berpikir  suatu  bang- 
sa ataupun  suatu  kelompok  mengenai  apa 
yang  ingin  diperjuangkan  (cita-cita)  dan 
juga  cara  kerja  mengenai  bagaimana  per- 
juangan  itu  dilaksanakan. 

Pancasila  sebagai  ideologi  nasional  ada- 
lah ideologi  perjuangan  bangsa  Indonesia. 
Di  dalam  Pancasila  itu  terkandung  muatan 
mengenai  apa  yang  ingin  kita  perjuangkan 
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sebagai  bangsa.  Di  dalam  Pancasila  itu 
terkandung  pula  amanat  mengenai  cara  kita 
melakukan  perjuangan  tersebut. 

Pemahaman  mengenai  Pancasila  sebagai 
ideologi  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pema- 
haman kita  mengenai  sejarah  perjuangan 
bangsa  Indonesia,  khususnya  sejak  babak 
sejarah  Indonesia  modern  yang  berawal  dari 
Kebangkitan  Nasional  pada  tahun  1908.  Ini 
berarti  bahwa  pemahaman  kita  mengenai 
Pancasila  sebagai  ideologi  atau  doktrin  per- 
juangan nasional,  memerlukan  pemahaman 
kita  tentang  wawasan  kebangsaan  Indone- 
sia. 

Pancasila  sebagai  ideologi  dibentuk  oleh 
kondisi  yang  kompleks,  dibentuk  oleh  inte- 
raksi  dialektikal  yang  majemuk.  Dari  situasi 
seperti  itulah  bangsa  kita  secara  kreatif  me- 
rumuskan  wawasan-wawasan  dasar  menge- 
nai perjuangan  itu.  Dengan  perkataan  lain 
salah  satu  masalah  mendasar  yang  dijawab 
oleh  Pancasila  adalah  apa  yang  lazim  dise- 
but  sebagai  problem  legitimasi  dan  problem 
struktural.  Kebangkitan  nasional  sebagai 
liberation  movement  -nya  rakyat  Indonesia 
untuk  mencapai  kemerdekaan  memang 
harus  mampu  menjawab  pertanyaan  ini:  In- 
donesia merdeka  itu  untuk  siapa?  Dan  ja- 
wabannya  adalah:  untuk  seluruh  rakyat  In- 
donesia yang  disatukan  dalam  satu  cita-cita 
perjuangan  kemerdekaan.  Indonesia  merde- 
ka itu  adalah  dari  seluruh  rakyat  Indonesia, 
oleh  seluruh  rakyat  Indonesia,  dan  untuk 
seluruh  rakyat  Indonesia,  yang  disatukan  se- 
bagai satu  bangsa  Indonesia,  tanpa  ada 
sekat-sekat  struktural  diskriminatif  di  da- 
lamnya. 

Pemahaman  mengenai  Pancasila  sebagai 
ideologi  (yaitu  doktrin  perjuangan  bangsa 
Indonesia)  memerlukan  pemahaman  menge- 
nai Wawasan  Kebangsaan  Indonesia.  Dalam 


wawasan  kebangsaan  itu  terkandung  antara 
lain  cita-cita  kemerdekaan,  cita-cita  kema- 
juan,  cita-cita  kesejahteraan,  cita-cita  persa- 
tuan,  cita-cita  kebersamaan,  cita-cita  de- 
mokrasi,  cita-cita  republik,  cita-cita  kerak- 
yatan.  Atas  dasar  pemahaman  ini  menjadi 
jelas  bahwa  Pancasila  mengandung  amanat 
tentang  demokrasi  dan  kemajuan. 

Wawasan  perjuangan  seperti  itulah  yang 
kemudian  mengantarkan  rakyat  Indonesia 
mencapai  kemerdekaannya.  Proklamasi  me- 
lahirkan  rakyat  Indonesia  menjadi  bangsa 
yang  satu,  merdeka,  berdaulat,  menum- 
bangkan  struktur  kolonial  menjadi  struktur 
nasional. 

Sifat-sifat  seperti  dikemukakan  di  atas, 
misalnya  saja  sifat  kerakyatan,  tetap  amat 
besar  artinya  untuk  masa  setelah  Proklama- 
si, yaitu  pada  masa  perang  kemerdekaan. 
Dari  dinamika  itulah  kita  dapat  melihat  be- 
tapa  Angkatan  Bersenjata  Republik  Indone- 
sia itu  lahir  dari  kandungan  perjuangan 
rakyat  Indonesia,  dan  karena  itu  mempu- 
nyai  wawasan  kebangsaan  yang  kuat  serta 
dengan  kemanunggalan  dengan  rakyat  yang 
mendasar.  Dalam  konteks  inilah  kita  dapat 
memandang  bahwa  segala  kekuatan-kekuat- 
an  perjuangan  bangsa  adalah  kekuatan- 
kekuatan  nasional,  kekuatan  kebangsaan, 
kekuatan  kerakyatan  Indonesia.  Dari  kan- 
dungan itu  pula  tidak  dikenal  ada  pembe- 
daan  dogmatik-diskriminatif  antara  ABRI 
dan  Sipil  sebagai  kekuatan  nasional. 

Memang  untuk  perjuangan  nasional 
akan  selalu  diperlukan  kekuatan-kekuatan 
nasional,  yaitu  kekuatan  yang  memahami, 
menghayati,  mempunyai  komitmen  menda- 
sar, dan  mempunyai  kemampuan  operatif 
untuk  mencapai  perjuangan  nasional  terse- 
but. Dan  membangun  kekuatan  nasional 
seperti  itu  adalah  salah  satu  esensi  dari  pem- 
bangunan  ideologi. 
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Pada  zaman  pembangunan  sekarang  pun 
amanat  Pancasila  sebagai  ideologi  tetaplah 
sama.  Pembangunan  nasional  adalah 
aktualisasi  ideologi,  dan  untuk  itu  diperlu- 
kan  pula  kekuatan-kekuatan  nasional  yang 
mampu  mengaktualkan  ideologi  nasional 
kita  tersebut  melalui  upaya  pembangunan. 

Berbicara  mengenai  Pancasila  sebagai 
ideologi  jelas  meminta  kita  untuk  mema- 
hami  makna  dari  wawasan  kejuangan  na- 
sional kita.  Wawasan  itu  antara  lain  adalah: 
berusaha  untuk  mencapai  yang  sebesar- 
besarnya  bagi  kejayaan  bangsa  dan  negara 
kita,  namun  demikian  tidak  mundur  apalagi 
berkhianat  bila  hams  menghadapi  situasi 
yang  sejelek-jeleknya.  Terkait  dengan  ini 
adalah  ajaran  tentang  Ketahanan  Nasional. 

Pembangunan  nasional  adalah  suatu  wu- 
jud  aktual  dari  perjuangan  bangsa  kita  un- 
tuk mencapai  cita-cita  nasional.  Dan  per- 
juangan itu  berjalan  terns.  Maka  pemba- 
ngunan nasional  itu  pun  harus  berjalan  terus 
pula.  Salah  satu  masalah  nyata  dewasa  ini 
dan  karenanya  mengamanatkan  tugas  na- 
sional saat  ini:  memikirkan  kesinambungan 
pembangunan  jangka  panjang  pertama  de- 
ngan pembangunan  nasional  jangka  panjang 
yang  kedua.  Pembangunan  di  masa  yang 
akan  datang  itu  pun  tetaplah  merupakan 
aktualisasi  ideologi,  yaitu  menunaikan  ama- 
nat Pancasila. 


Demokrasi  Politik 

Implementasi  Pancasila  yang  amat  pen- 
ting  tentu  saja  adalah  di  bidang  pembangun- 
an politik.  Pembangunan  politik  adalah 
pembangunan  yang  amat  penting,  namun 
demikian  juga  pembangunan  yang  amat  ru- 
mit. 


Pembangunan  politik  itu  mempunyai 
format  yang  mulai  mantap  sejak  Orde  Baru, 
sesudah  bangsa  kita  merasakan  berbagai  pe- 
ngalaman  sejak  dari  tahun  1945  hingga  ta- 
hun  1965,  baik  yang  manis  maupun  yang 
pahit. 

Orde  Baru,  yang  tekad  dasarnya  adalah 
melaksanakan  Pancasila  dan  UUD  1945  se- 
cara  murni  dan  konsekuen,  bertekad  pula 
menunaikan  amanat  Pancasila  dan  amanat 
Konstitusi  tersebut  secara  konsekuen  dalam 
bidang  politik,  yang  kemudian  kita  kenal 
dengan  ajaran  tentang  Demokrasi  Pancasila. 

Demokrasi  Pancasila  tidak  lain  adalah 
penataan  dan  pengembangan  kehidupan  ke- 
negaraan  dan  politik  berdasarkan  atas  Pan- 
casila dan  UUD  1945,  baik  yang  berkenaan 
dengan  struktur  politik  maupun  kultur  poli- 
tiknya. 

Secara  singkat  sekarang  ini  kita  dapat 
melihat  bagaimana  Demokrasi  Pancasila  ter- 
sebut telah  tumbuh  menjadi  suatu  sistem, 
suatu  tradisi,  suatu  kerangka  landasan,  yang 
memiliki  komponen-komponen  yang  makin 
jelas.  Yaitu  landasan  idiil,  landasan  konsti- 
tusional,  landasan  undang-undang,  supra- 
struktur  pohtik,  infrastruktur  politik,  mau- 
pun kultur  politik,  mekanisme  serta  siklus 
kalender  konstitusi,  mencakup  baik  politik 
dalam  negeri,  politik  luar  negeri,  dan  per- 
tahanan  keamanan  nasional.  Terwujudnya 
landasan  sistem  politik  nasional  tersebut  me- 
rupakan produk  dari  suatu  proses  yang  tidak 
sederhana,  bahkan  rumit,  kompleks.  Lan- 
dasan sistem  politik  nasional,  yang  diangkat 
dari  pengalaman  panjang  itu,  kiranya  dapat 
menjadi  bekal  guna  mengelola  dinamika  po- 
litik nasional  kita  dengan  berbagai  masalah 
dan  tantangannya  di  masa  yang  akan  da- 
tang. 
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Demokrasi  Ekonomi 

Pembangunan  bidang  ekonomi  merupa- 
kan  prioritas  dalam  pembangunan  nasional, 
walaupun  tanpa  mengesampingkan  pemba- 
ngunan bidang-bidang  lain.  Bahkan  diupa- 
yakan  terjadinya  keterkaitan  yang  saling 
menunjang  antara  yang  satu  dengan  yang 
lain.  Perlu  kiranya  diperhatikan  bahwa  pem- 
berian  prioritas  kepada  pembangunan  eko- 
nomi itu  pada  hakikatnya  adalah  suatu  ke- 
putusan  politik  nasional.  Dalam  pengertian 
ini  pembangunan  ekonomi  merupakan  pilih- 
an  politik  nasional. 

Pembangunan  bidang  ekonomi  juga 
harus  merupakan  aktualisasi  ideologi.  De- 
ngan demikian  pembangunan  ekonomi  ter- 
sebut  haruslah  merupakan  upaya  memenuhi 
amanat  Pancasila,  baik  sebagai  ideologi, 
sebagai  dasar  negara  dan  sebagai  nilai  kul- 
tural. 

Langsung  ataupun  tidak  langsung  se- 
buah  ideologi  dari  suatu  bangsa,  masyara- 
kat,  atau  negara,  akan  selalu  mempunyai 
implikasi  terhadap  bidang  ekonomi.  Dalam 
perkembangan  modern  hal  tersebut  menjadi 
makin  kentara.  Cita-cita  mengenai  masya- 
rakat,  negara  ataupun  kehidupan  berbangsa, 
selalu  mempunyai  dampak  terhadap  cita-cita 
ekonomi  dari  bangsa,  masyarakat  ataupun 
negara  itu,  dan  akan  mempunyai  kaitan  de- 
ngan sistem  sosialnya,  sistem  politiknya,  sis- 
tem  hukumnya.  Ideologi-ideologi  besar 
dunia  dewasa  ini  adalah  ideologi  yang  men- 
jadi semakin  sadar  terhadap  faktor  ekonomi 
itu. 

Perjuangan  bangsa  Indonesia  pun  amat 
menyadari  hal  ini.  Problem  legitimasi  dan 
struktural  tidaklah  semata-mata  problem 
politik,  akan  tetapi  juga  problem  ekonomi. 
Itu  sebabnya  di  samping  demokrasi  politik, 
maka  demokrasi  ekonomi  menjadi  salah 


satu  cita-cita  perjuangan  bangsa  Indonesia. 
Demokrasi  ekonomi  menjadi  bagian  dari 
cara  bangsa  kita  berpikir  mengenai  masya- 
rakat yang  dicita-citakan,  dan  bagaimana 
masyarakat  itu  diwujudkan. 

Demokrasi  ekonomi,  sebagaimana  de- 
mokrasi politik,  mengamanatkan  bahwa 
kedaulatan  ekonomi  itu  ada  di  tangan  rak- 
yat.  Ekonomi  nasional  kita  adalah  ekonomi 
dari  rakyat  Indonesia,  oleh  rakyat  Indonesia 
dan  untuk  rakyat  Indonesia.  Kedaulatan 
ekonomi  tidaklah  berada  di  tangan  pero- 
rangan,  kelompok  ataupun  golongan.  Ama- 
nat mengenai  demokrasi  ekonomi  itu  ter- 
tuang  antara  lain  dalam  Pasal  33  UUD  1945, 
walaupun  amanat  mengenai  pembangunan 
ekonomi  tidak  hanya  terpaku  kepada  ama- 
nat pasal  ini  saja.  Ada  pasal-pasal  lain  yang 
memuat  amanat  yang  harus  diperhatikan 
dalam  pembangunan  ekonomi  kita. 

Berbeda  dengan  ideologi  Marxis,  Sosialis 
ataupun  Kapitalis,  yang  menjadikan  faktor 
ekonomi  titik  analisis  dan  titik  gravitasinya, 
maka  Pancasila  sebagai  ideologi  perjuang- 
an, dan  juga  sebagai  nilai- nilai  kultural, 
tidak  menjadikan  ekonomi  sebagai  faktor 
gravitasi,  melainkan  sebagai  salah  satu  ba- 
gian dari  faktor  gravitasi  itu.  Ideologi  kita 
tidak  menganut  determinisme  ekonomi  seca- 
ra  dogmatik  struktural.  Pancasila  sebagai 
ideologi  dan  sebagai  nilai  kultural  mengama- 
natkan agar  pembangunan  ekonomi  na- 
sional itu  tidak  meninggalkan  sila-sila  Ketu- 
hanan  Yang  Maha  Esa,  Kemanusiaan  yang 
adil  dan  beradab,  Persatuan  Indonesia,  Ke- 
rakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebi- 
jaksanaan  dalam  permusyawaratan/perwa- 
kilan,  serta  Keadilan  Sosial  bagi  seluruh 
rakyat  Indonesia.  Pembangunan  ekonomi 
harus  diselenggarakan  secara  kultural. 

Di  dalam  pola  wawasan  Pancasila  yang 
mengamanatkan  demokrasi  ekonomi  itu,  ki- 
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ranya  amat  penting  bagi  kita  untuk  mem- 
buat  pembedaan  antara  sistem  ekonomi  se- 
bagai  konsep  ideologikal-kultural  dan  sistem 
ekonomi  sebagai  konsep  teknikai.  Politik 
ekonomi  tentu  saja  merupakan  upaya  bagai- 
mana  mengembangkan  ekonomi  teknikai  itu 
dalam  kerangka  wawasan  ekonomi  ideolo- 
gikal  kultural.  Kita  perlu  membedakan  eko- 
nomi sebagai  konsep  kebudayaan  dan  eko- 
nomi sebagai  konsep  peradaban,  dan  bagai- 
mana  memadukan  hubungan  antara  yang 
satu  dengan  yang  lain. 

Pembedaan   antara   ekonomi  sebagai 
konsep  ideologikal-kultural  di  satu  pihak  de- 
ngan ekonomi  sebagai  konsep  teknikai  di 
lain  pihak  saat  ini  menjadi  makin  aktual, 
seperti  misalnya  apa  yang  terjadi  di  Uni 
Soviet  dan  dalam  usaha  modernisasi  Cina. 
Banyak  orang  beranggapan  bahwa  dengan 
menerapkan  pola  kerja  sistem  ekonomi 
liberal-kapitalis,  maka  Soviet  telah  menga- 
dakan  perubahan  ideologi  dari  Komunisme 
ke  Kapitalisme.  Pandangan  seperti  ini  ku- 
rang  memahami  apa  arti  ideologi.  Ideologi 
sekedar  dipandang  sebagai  suatu  ajaran  atau 
doktrin  tertentu  yang  statis.  Ideologi  kurang 
dilihat  sebagai  cara  berpikir  mengenai  per- 
juangan  dan  bagaimana  melaksanakan  per- 
juangan  tersebut.  Ideologi  Rusia  sudah  ba- 
rang  tentu  pada  dasarnya  adalah  kepenting- 
an  negara  Rusia  itu  sendiri.  Dilihat  dari  segi 
ini  maka  yang  sesungguhnya  terjadi  bukan- 
lah  perubahan  ekonomi  sebagai  konsep 
ideologikal-politikal-kultural,  melainkan 
ekonomi  sebagai  konsep  teknikai.  Sudah 
tentu  dua  hal  tersebut  bukan  dua  dimensi 
yang  dapat  disekat-sekat.  Masalahnya  di  sini 
adalah  bagaimanakah  penguasaan  ekonomi 
teknikai  itu  merupakan  aktualisasi  ideologi 
nasional. 

Dalam  hubungan  dengan  demokrasi  eko- 
nomi, kiranya  kita  juga  dapat  dan  perlu  ber- 


bicara  mengenai  suprastruktur  dan  infra- 
struktur.  Implementasi  demokrasi  ekonomi 
di  tingkat  suprastruktur  adalah  implemen- 
tasi di  tataran  kebijaksanaan,  di  tataran  nor- 
matif-direktif.  Bukan  pada  tataran  pelaku, 
Departemen  Perdagangan  misalnya  atau 
Komisi  VI  DPR-RI  misalnya  bukanlah  insti- 
tusi  perdagangan  dan  industri.  Tataran  pela- 
ku politik  itu  terdapat  pada  infrastruktur 
demokrasi  ekonomi.  Dalam  tataran  infra- 
struktur ini  kita  dapatkan  tiga  pelaku  atau 
aktor  ekonomi  utama:  Badan  Usaha  Milik 
Negara,  Badan  Usaha  Swasta,  Badan  Usaha 
Koperasi.  Demokrasi  ekonomi  perlu  menga- 
tur  pula  hubungan  inter-suprastruktur  dan 
inter- infrastruktur,  dan  intra-suprastruktur 
serta  intra-infrastruktur  itu. 

Karena  dalam  GBHN  hanya  dinyatakan 
bahwa  demokrasi  ekonomi  kita  itu  tidak 
menganut  etatisme  ekonomi  di  satu  pihak 
dan  tidak  pula  menerapkan  sistem  freefight 
liberalism  di  lain  pihak,  maka  masih  banyak 
yang  mempertanyakan  ciri-ciri  positif  dari 
sistem  ekonomi  nasional  kita.  Sementara 
orang  mengatakan  bahwa  berbeda  dengan 
pembangunan  bidang  politik  nasional,  yang 
kerangka  landasannya  menjadi  makin  jelas, 
maka  dalam  pembangunan  ekonomi  ini  kita 
belum  melihat  wujud  yang  mantap  dari  ke- 
rangka landasan  Demokrasi  Pancasila. 

Terhadap  pandangan  terakhir  ini  kiranya 
kita  perlu  menyadari  bahwa  pembangunan 
ekonomi  modern  yang  dalam  arti  sesung- 
guhnya sebagai  bagian  dari  kehidupan  inter- 
nal kemasyarakatan  dan  kenegaraan,  itu  se- 
cara  sadar  dan  sistematik  baru  dimulai  pada 
tahun  1969,  walaupun  ekonomi  modern  se- 
bagai fenomen  sudah  masuk  ke  Indonesia 
beratus  tahun  yang  lalu  sebagai  bawaan  dari 
ekspansionisme  kolonialisme  modern.  Kita 
harus  meletakkan  dasar-dasar  tradisi  baru 
untuk  menjadi  bangsa,  masyarakat,  negara, 
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yang  secara  internal  memiliki  kemampuan 
menguasai  dan  mengembangkan  sistem  eko- 
nomi  (terutama  ekonomi  teknikal)  sebagai 
peradaban  modern,  bahkan  peradaban  glo- 
bal. Termasuk  di  sini  adalah  penguasaan 
manajemen,  teknologi  dan  sistem  moneter. 
Harapan  kita  berdasarkan  pengalaman  sela- 
ma  25  tahun  ini,  baik  yang  manis  maupun 
yang  pahit,  ialah  agar  kita  dapat  merakit  ser- 
ta  meramu  kerangka  landasan  ekonomi  na- 
sional  dalam  rangka  mewujudkan  demokra- 
si  ekonomi  sebagaimana  diamanatkan  oleh 
Pancasila. 

Kehidupan  Sosio-Budaya  Nasional 
yang  Demokratis 

Pembangunan  sosio-budaya  pada  haki- 
katnya  menyentuh  lalu  lintas  interaksi  dan 
komunikasi  aktual  yang  menyangkut  institu- 
si  kemasyarakatan  maupun  nilai-nilai  kul- 
tural.  Pengertian  sosio-budaya  memang  me- 
rupakan  suatu  pengertian  yang  kompleks 
dan  juga  dinamik,  akan  tetapi  yang  jelas  bi- 
dang  sosio-budaya  itu  mencakup  bidang  ke- 
masyarakatan dan  bidang  kebudayaan.  Ma- 
syarakat  dan  kebudayaan  itu  merupakan  hal 
yang  manunggal  saling  terkait.  Kalaupun 
sosiologi  misalnya  merupakan  disiplin  il- 
miah  mengenai  masyarakat,  maka  sosiologi 
itu  pun  berbicara  mengenai  nilai-nilai  dan 
norma.  Sebaliknya  anthropologi  budaya 
yang  berpusat  pada  nilai-nilai,  akan  pula 
menyentuh  masalah  kelompok  maupun  in- 
stitusi.  Kultur  itu  menjadi  aktual  dalam  wu- 
jud  struktur,  sebaliknya  struktur  itu  terjadi 
karena  dinamikanya  kultur. 

Pembangunan  sosial  budaya  ditinjau 
dari  segi  kemasyarakatan  akan  menyentuh 
masalah- masalah  sekitar  kelompok  masya- 
rakat (social  groupings),  baik  kelompok 
atas  dasar  tentorial,  keturunan  (gineakolo- 


gis),  nilai-nilai  budaya,  agama-agama  mau- 
pun tingkat  peradaban,  ekonomi  dan  status 
sosial.  Pembangunan  sosio-budaya  ditinjau 
dari  segi  kemasyarakatan  akan  menyentuh 
pula  masalah- masalah  sekitar  stratifikasi, 
dan  masalah  perubahan  ( social- change) , 
baik  yang  berupa  problem  mobilitas  vertikal 
maupun  mobilitas  horisontal,  internal  mau- 
pun eksternal. 

Pembangunan  sosio-budaya  ditinjau  dari 
segi  kebudayaan  akan  menyentuh  masalah- 
masalah  sekitar  nilai-nilai,  pandangan  hi- 
dup,  baik  mengenai  sumbernya  maupun  hu- 
bungan  antara  sistem  nilai  yang  satu  dengan 
nilai  yang  lain. 

Karena  problem  kultural  itu  tidak  jarang 
menyatu  dengan  problem  struktural  maka 
masalahnya  tidak  sekedar  menjadi  nilai-nilai 
an  sich,  melainkan  mengenai  hubungan  an- 
tara penganut  sistem  nilai  yang  satu  dengan 
yang  lainnya.  Dalam  hal  ini  dapat  terjadi 
pula  perebutan  legitimasi  sebagai  sumber 
sistem  nilai,  yang  lazim  bermuara  pada  poli- 
tik. 

Problem  yang  pertama-tama  timbul  se- 
suai  dengan  sifat  dasar  masyarakat  kita  ada- 
lah problem  pluralisme,  yang  sekarang  ini 
banyak  dibicarakan  orang,  bahkan  oleh  se- 
mentara  kalangan  ingin  dikembangkan  seba- 
gai ideologi  baru.  Dalam  pandangan  kita, 
pluralisme  tersebut  tidaklah  dilihat  sebagai 
kenyataan  yang  tersekat-sekat  secara  deter- 
ministik  struktural,  melainkan  bahwa  ada 
interdependensi  antara  satu  dengan  yang 
lain,  ada  interrelasi  antara  yang  satu  dengan 
yang  lain,  yang  memungkinkan  pula  mem- 
bangun  persatuan  dan  kesatuan  atas  dasar 
kemajemukan  sosial  yang  ada.  Maka  kita  ti- 
dak membangun  konsep  masyarakat  berda- 
sarkan "pluralisme"  semata-mata,  namun 
kita  tidak  pula  membangun  masyarakat  atas 
dasar  pola  "uniformisme-monolitikal."  Ki- 
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ta  membangun  konsep  Bhinneka  Tunggal 
Ika,  dan  pola  ini  adalah  yang  sesuai  dengan 
amanat  Pancasila  dan  Demokrasi. 

Aktualisasi  Pancasila  dalam  kehidupan 
kemasyarakatan  dan  kebudayaan  nasional 
itu  merupakan  muara  yang  ingin  kita  wujud- 
kan  dari  segala  usaha.  Kita  ingin  mewujud- 
kan  masyarakat  Pancasila,  dalam  arti  ma- 
syarakat  di  mana  terjadi  interaksi  dan  ko- 
munikasi  sosial  dan  kultural  dalam  suasana 
demokrasi  berdasarkan  Pancasila.  Di  ting- 
kat  ini  kita  mencita-citakan  Pancasila  me- 
wujud  di  dalam  way  of  life  nasional. 

Salah  satu  masalah  yang  masih  menjadi 
beban  dalam  usaha  mewujudkan  masyara- 
kat Pancasila  seperti  itu  adalah  problem  ke- 
hidupan beragama.  Beban  ini  sekarang  su- 
dah  menjadi  makin  ringan,  dan  insya  Allah 
akan  menjadi  semakin  lapang  sehingga  aga- 
ma-agama  di  dalam  masyarakat  dan  kebu- 
dayaan nasional  berdasarkan  Pancasila  itu 
tidak  terasa  sebagai  constraints  melainkan 
sebagai  asset.  Kita  tidak  perlu  terperangkap 
dalam  pengalaman  pahit  dan  menyesatkan 
yang  terjadi  di  berbagai  belahan  bumi  lain, 
seperti  misalnya  yang  terjadi  dalam  sejarah 
politik,  masyarakat,  negara  dan  kebudayaan 
Barat,  di  mana  terjadi  polarisasi  antara  de- 
terminisme  keagamaan  di  satu  pihak  dengan 
determinisme  non- keagamaan  di  lain  pihak. 
Agama  ingin  menjadi  sumber  legitimasi  dan 
kedaulatan  secara  mutlak.  Sebahknya  deter- 
minisme non-keagamaan  menolak  dan  kare- 
na  itu  mencari  sumber  legitimasi  lain.  Deter- 
minisme non-keagamaan  itu  telah  melahir- 
kan  sekularisme  yang  anti-agama  bahkan 
kemudian  anti-Tuhan,  dan  lahirlah  konsep- 
konsep  seperti  rasionalisme,  positivisme, 
materialisme,  determinisme  ekonomi,  kapi- 
talisme,  Marxisme,  sosialisme,  nasionalisme 
(di  Barat,  lain  halnya  dengan  di  Indonesia), 
strukturalisme,  anti-determinisme  dan  lain 


sebagainya.  Wawasan  Pancasila  sebagaima- 
na  dikembangkan  oleh  bangsa  Indonesia, 
adalah  sebuah  alternatif  terhadap  determi- 
nisme keagamaan  maupun  terhadap  sekula- 
risme. Hal  ini  menjadi  amat  penting  karena 
di  Indonesia  terdapat  kehidupan  beragama 
yang  majemuk.  Plurahsme  keagamaan  ti- 
daklah  bertentangan  dengan  konvergensi  di 
dalam  kebudayaan  dan  wawasan  kebangsa- 
an,  di  dalam  cita-cita  satu  nusa,  satu  bangsa, 
satu  bahasa,  satu  negara,  satu  masyarakat 
berdasarkan  Pancasila. 

Dalam  kehidupan  kemasyarakatan  dan 
kebudayaan  berdasarkan  Pancasila  itu  di- 
jauhkanlah  segala  bentuk  diskriminasi,  baik 
atas  dasar  kedaerahan,  kesukuan,  keturun- 
an,  kedudukan  sosial,  agama-agama  dan  so- 
sial ekonomi.  Dalam  demokrasi  sosio-buda- 
ya  ini  terjadilah  aktualisasi  sila  keUma  Pan- 
casila secara  lebih  khusus,  dan  hal  ini  amat 
erat  hubungannya  dengan  sistem  ekonomi 
yang  mendukungnya.  Demokrasi  ekonomi 
merupakan  aktualisasi  tata  nilai  maupun  in- 
stitusi  teknikal  yang  mendukung  terwujud- 
nya  demokrasi  sosial  kemasyarakatan  dan 
kebudayaan. 

Titik  pusat  dari  pembangunan  sosio- 
budaya  tidak  lain  adalah  faktor  manusia- 
nya.  Maka  itu  amanat  Pancasila  dalam  hal 
ini  berarti  usaha  membangun  manusia  Indo- 
nesia yang  menghayati  dan  mempunyai  ke- 
mampuan  untuk  mengaktualkan  Pancasila 
itu.  Dengan  perkataan  Iain,  pendidikan  me- 
rupakan fungsi  dan  wahana  yang  amat  men- 
dasar  artinya  dalam  pembangunan  kehidup- 
an masyarakat  dan  kebudayaan  yang  kita 
cita-citakan  itu.  Karenanya  Pancasila  me- 
ngamanatkan  adanya  satu  sistem  pendidikan 
nasional,  yang  alhamdullilah,  undang- 
undangnya  baru  saja  ditetapkan  beberapa 
bulan  yang  lalu,  dalam  wujud  UU  No.  2 
Tahun  1989  tentang  Sistem  Pendidikan  Na- 
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sional. 

Masyarakat  bergerak.  Kebudayaan  ber- 
kembang.  Zaman  berubah.  Ini  adalah  ke- 
nyataan  sejarah.  Demikian  pula  halnya  ma- 
syarakat kita.  Sementara  itu  masyarakat  dan 
kebudayaan  kita  juga  bukanlah  satu-satunya 
masyarakat  dan  kebudayaan  yang  ada  di 
dunia  ini.  Kita  merupakan  bagian  dunia  dan 
kita  berinteraksi  dan  berkomunikasi  pula 
dengan  bangsa-bangsa  dan  masyarakat  lain 
di  dunia  ini.  Bahkan  kecenderungan  dewasa 
ini  adalah  bahwa  kita  makin  terlibat  secara 
struktural  dengan  perkembangan  global  ter- 
sebut.  Dalam  hal  ini  kita  mengemban  dua 
tugas:  tugas  kontinuitas  (yaitu  menjaga  ke- 
sinambungan  sejarah  masyarakat,  negara, 
bangsa,  kebudayaan)  dan  tugas  konvergensi 
(yaitu  menjaga  keterkaitan  yang  sebaik- 
baiknya  dengan  perkembangan  global).  Pe- 
doman  untuk  melaksanakan  tugas  kultural 
ini  adalah  apa  yang  termuat  dalam  Pasal  32 
UUD  1945  serta  dengan  Penjelasannya. 


Pembangunan  Sistem  Hukum  Na- 
sional 

Walaupun  peranan  para  pemimpin  amat 
penting,  namun  kehidupan  masyarakat  ti- 
dak  dapat  semata-mata  tergantung  kepada 
peranan  para  pemuka  dan  pemimpin  secara 
perorangan.  Masyarakat,  bangsa  dan  negara 
karena  itu  membentuk  institusi,  menyeleng- 
garakan  sosialisasi  nilai,  membangun  sistem 
bersama.  Dalam  perkembangan  ini,  teruta- 
ma  sekali  berkaitan  dengan  cita-cita  dan 
amanat  Pancasila,  pembangunan  sistem  hu- 
kum menjadi  amat  penting.  Sistem  hukum 
itulah  yang  hams  menjadi  pengayom  mau- 
pun  penjaga  dinamikanya  kehidupan  ber- 
bangsa,  bernegara  dan  bermasyarakat,  ber- 
dasarkan  Pancasila. 


Proklamasi  17  Agustus  1945  telah  meru- 
bah  struktur  kolonial  menjadi  struktur  na- 
sional.  Masyarakat  Indonesia  menjadi  ma- 
syarakat baru. 

Ini  berarti  bahwa  masyarakat  Indonesia 
menjadi  suatu  masyarakat  hukum  baru 
(rechtsgemeenschap),  yaitu  masyarakatnya 
rakyat  Indonesia  yang  sudah  menjadi  satu 
bangsa  yang  merdeka  dan  berdaulat.  Ada- 
nya  masyarakat  hukum  baru  ini  dikukuhkan 
oleh  konstitusi  sebagai  hukum  dasarnya 
bangsa  Indonesia,  di  mana  Pancasila  meru- 
pakan dasarnya,  sehingga  Pancasila  juga 
adalah  sumber  dari  segala  sumber  hukum 
nasionai. 

Dengan  demikian  pembangunan  sistem 
hukum  nasionai  haruslah  beranjak  dari  Pan- 
casila sebagai  sumber  dari  segala  sumber  hu- 
kum dan  beranjak  pula  dari  UUD  1945  seba- 
gai hukum  dasar  nasionai  kita.  Berdasarkan 
Pancasila  dan  UUD  1945  itu  kita  menjabar- 
kan  amanat  pasal-pasal  (yang  dapat  dipan- 
dang  sebagai  postulat-postulat  hukum),  ke 
dalam  ketentuan-ketentuan  hukum,  yang 
menyangkut  pembentukan  hukum,  penerap- 
an  hukum,  penegakan  hukum,  pelayanan 
hukum  maupun  pendidikan  hukum. 

Berdasarkan  atas  Pancasila  dan  UUD 
1945,  sistem  hukum  nasionai  yang  kita  ba- 
ngun  itu  bukanlah  sistem  hukum  yang  tertu- 
tup,  karena  justru  dapat  berinteraksi  dan 
berkomunikasi  dengan  berbagai  sistem  hu- 
kum lain  yang  ada,  baik  di  dalam  masya- 
rakat kita  sendiri  maupun  di  luar  negeri  kita. 

Pembangunan  sistem  hukum  nasionai 
yang  merupakan  penjabaran  amanat  Panca- 
sila karena  itu  perlu  didasarkan  atas  wawa- 
san  kebangsaan,  atas  cita-cita  demokrasi 
dan  juga  cita-cita  modernisasi.  Dengan  jalan 
seperti  itu  maka  akan  dapatlah  dibangun  sis- 
tem hukum  nasionai  sebagai  realisasi  dari 
kebudayaan  Indonesia. 
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Membangun  Lingkungan  Pertahan- 
an  dan  Keamanan  Nasional 

Pembangunan  nasional  sebagai  imple- 
mentasi  Pancasila  adalah  usaha  mewujud- 
kan  kehidupan  berbangsa,  bernegara,  dan 
bermasyarakat  secara  aktual  dan  terns- me- 
nerus  sesuai  dengan  amanat  Pancasila,  baik 
sebagai  ideologi,  sebagai  dasar  negara  dan 
sumber  hukum  maupun  sebagai  nilai-nilai 
budaya.  Usaha  ini  berarti  berpikir  dan  be- 
kerja  terus-menerus  mewujudkan  lingkung- 
an kehidupan  nasional  kita. 

Implikasi  dari  usaha  dan  tugas  itu  ada- 
lah bahwa  bangsa  Indonesia  memerlukan 
kemampuan  untuk  dapat  membaca  gerak 
berubahnya  perkembangan  alam  dan  zaman 
secara  terus-menerus  in  the  light  of  ama- 
nat Pancasila.  Diperlukan  gerak  berubahnya 
kondisi-kondisi  Ungkungan,  baik  internal 
maupun  eksternal,  dengan  berbagai  faktor 
yang  berinteraksi  di  dalamnya,  untuk  kemu- 
dian  melihat  berbagai  kemungkinan  pilihan 
dan  akhirnya  untuk  membuat  suatu  pilihan 
nasional  mengenai  arah  dan  haluan  nasional 
yang  aktual,  baik  yang  menyangkut  sifat, 
isi,  bentuk  maupun  irama  gerak  kegiatan 
tersebut. 

Usaha  pembangunan  berarti  usaha  me- 
ngelola  tumbuh  dan  berkembangnya  inter- 
aksi  dari  berbagai  kekuatan,  baik  kekuatan 
daya  alam  maupun  kekuatan  daya  kultural, 
agar  selalu  dapat  memberikan  response  yang 
sifatnya  aktual,  relevan,  produktif  dan  efek- 
tif. 

Membangun  lingkungan  kehidupan  na- 
sional dalam  kerangka  medan  aktualisasi 
diri  bangsa  seperti  itu  tidak  lain  adalah  usa- 
ha membangun  ketahanan  nasional.  Batas 
minimal  ketahanan  nasional  itu  adalah  ke- 
kuatan untuk  bertahan.  Batas  maksimalnya 
adalah    kemungkinan  mengembangtum- 


buhkan  kekuatan- kekuatan  nasional  untuk 
mencapai  setinggi-tingginya  cita-cita  na- 
sional. 

Dalam  konteks  dan  perspektif  itu  maka 
sebagai  bagian  dari  tugas  menunaikan  ama- 
nat Pancasila,  perlulah  bangsa  Indonesia 
mempunyai  konsep  maupun  sistem  tentang 
pertahanan  keamanan.  Sistem  pertahanan 
keamanan  ini  harus  mempunyai  wawasan 
kebangsaan  dan  wawasan  kejuangan  bangsa 
dan  merupakan  sebuah  sistem  yang  tidak 
sekedar  bersifat  defensif,  akan  tetapi  juga 
bersifat  antisipatif. 

Walaupun  Hngkungan  hidup  nasional  itu 
dibentuk  oleh  interaksinya  kekuatan  daya 
alam  dan  daya  kultural,  namun  sistem  perta- 
hanan keamanan  nasional  pada  hakikatnya 
adalah  sistem  yang  tumpuannya  adalah  pada 
seluruh  rakyat  sebagai  kekuatan  nasional 
potensial.  Berarti  pada  potensi  kulturalnya. 

Karenanya  amanat  mengenai  bela  nega- 
ra, menunjuk  kepada  hak  dan  tanggung 
jawab  seluruh  rakyat,  walaupun  dalam  sis- 
tem aktualisasinya  bangsa  Indonesia  mem- 
punyai ABRI  sebagai  pengemban  inti  fung- 
sional  dari  tugas  pertahanan  dan  keamanan 
nasional  ini. 

Karena  itu  pula  maka  fungsi  mengemban 
amanat  mengenai  pertahanan  dan  keamanan 
tersebut  tidak  terbatas  kepada  fungsi  tempur 
semata  melainkan  juga  fungsi  sosial  politik. 
Dengan  perkataan  lain,  pertahanan  dan 
keamanan  adalah  fungsi  dalam  pembangun- 
an nasional  sebagai  pilihan  politik  nasional 
dan  sebagai  aktualisasi  ideologi,  yang  tidak 
lain  adalah  implementasi  amanat  Pancasila. 

Dalam  kerangka  pikir  ini  maka  segala 
kekuatan  nasional  perlu  mempunyai  satu 
konvergensi,  yaitu  berpangkal  atas  dan  ber- 
landasan  pada  Pancasila  sebagai  ideologi, 
sebagai  dasar  negara  dan  sebagai  nilai  kultu- 
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ral.  Dengan  kekuatan-kekuatan  nasional  se- 
perti  itulah  dapat  diwujudkan,  dijaga  serta 
dikembangkan  kehidupan  berbangsa,  berne- 
gara  dan  bermasyarakat  sebagai  suatu  ling- 
kungan  hidup,  kehidupan  dan  penghidupan 
nasional,  baik  secara  internal  maupun  dalam 
interaksi  secara  eksternal. 


Penutup 

Ditinjau  dari  sejarah  perjalanan  per- 
juangan  bangsa,  periode  sekarang  ini  meru- 
pakan  periode  yang  amat  penting,  namun 
juga  amat  kritikal.  Kita  berada  dalam  suatu 
masa  transisi,  dari  akhir  abad  XX  memasuki 
abad  XXI.  Kita  berada  dalam  masa  transisi 
dari  Pembangunan  Nasional  Jangka  Pan- 
jang  I  untuk  memasuki  Pembangunan  Na- 
sional Jangka  Panjang  II;  dan  periode  ini 
kebetulan  jatuh  bersamaan  dengan  saat  ter- 
jadinya  alih  generasi. 

Problem  transisi  adalah  problem  peru- 
bahan.  Dalam  situasi  seperti  itu  lazim  terda- 
pat  dua  kecenderungan:  yang  pertama  bei 
pegang  pada  pola  lama;  yang  kedua  ingin 
mengubah,  membuang  pola  lama.  Kedua  si- 
kap  seperti  itu  dengan  mudah  dapat  terpe- 
rangkap  ke  dalam  irrealisme.  Realisme  seja- 
rah dan  kehidupan  masyarakat  serta  kebu- 
dayaan  mengajarkan  bahwa  perubahan  ada- 
lah jalinan  antara  masa  kini  dan  masa  men- 
datang,  dan  manusia  mengemban  tugas  un- 
tuk dapat  membangun  jembatan  kohtinui- 
tas.  Dalam  segi  pemikiran  atau  konsep  per- 
juangan  periode  seperti  itu  juga  membawa 
permasalahan  antara  ortodoksi  dan  aktuali- 
sasi,  dan  tugas  manusia  adalah  membangun 
jembatan  yang  secara  kreatif  menjalin  an- 
tara ortodoksi  dengan  aktualisasi. 

Secara  politis  ideologis,  periode  transisi 
sebagai  periode  perubahan  tidak  jarang 


menjadi  saat  di  mana  berbagai  kekuatan  po- 
litik  dengan  berbagai  aspirasinya  melihat 
momentum  untuk  bergerak.  jMaka  periode 
seperti  itu  tidak  jarang  menjadi  periode  yang 
fluktuatif  dan  kompleks  sifatnya.  Kekuatan- 
kekuatan  politik  tersebut  dapat  bergerak  se- 
cara open  maupun  covered,  secara  direk 
maupun  indirek.  Maka  periode  seperti  ini, 
ditinjau  dari  amanat  ideologi  nasional,  me- 
merlukan  kewaspadaan  bersama  yang  lebih 
tinggi.  Kemungkinan  seperti  itu  dapat  terja- 
di,  karena  di  samping  "  watak  dasar  manusia 
yang  dapat  cenderung  menjadi  potensi 
konstruktif  dan  destruktif,"  proses  pem- 
bangunan nasional  telah  menghasilkan  peru- 
bahan-perubahan,  kemajuan-kemajuan  dan 
memacu  aspirasi.  Juga  dunia  internasional 
sedang  berada  dalam  pergeseran-pergeseran 
kekuatan  yang  tidak  mustahil  akan  berdam- 
pak  terhadap  situasi  nasional. 

Tidak  jarang  dalam  suasana  seperti  itu 
terjadi  berbagai  desakan  untuk  menggoyah- 
kan  sendi-sendi  lama  yang  sudah  berjalan. 
Tidaklah  mengherankan  apabila  pada  saat 
seperti  sekarang  ini  terdapat  arus  yang  me- 
nampilkan  pertanyaan-pertanyaan  men- 
dasar  mengenai  konsensus-konsensus  dasar 
nasional,  mengenai  Pancasila,  Demokrasi 
Pancasila,  UUD  1945,  dwifungsi  ABRI,  or- 
ganisasi  politik,  floating  mass,  peranan  pe- 
merintah,  peranan  masyarakat,  kebebasan 
pers,  dan  sebagainya.  Bahkan  ada  yang  me- 
nampilkan  ajakan  untuk  mencari  ideologi 
alternatif .  Ada  arus  yang  aspirasinya  adalah 
pembaruan  dalam  tingkat  instrumental,  ada 
arus  yang  aspirasinya  adalah  pembaruan  da- 
lam tingkat  yang  fundamental. 

Masalah  lain  yang  menjadi  bagian  dari 
perkembangan  khusus  ini  adalah  masalah 
suksesi  dan  posisi  kepresidenan,  satu  dan 
lain  hal  karena  dalam  sistem  kenegaraan  kita 
kedudukan  presiden  memang  amat  penting. 
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Tidak  perlu  diherankan  apabila  situasi  tran- 
sisi  ini  membangkitkan  berbagai  aspirasi 
baik  individu  maupun  kolektif  untuk  men- 
capai  posisi  kepresidenan  tersebut.  Demo- 
krasi  Pancasila  dan  masalah  suksesi  itu  ke- 
betulan  merupakan  dua  hal  yang  akhir-akhir 
ini  dibicarakan  dan  dijelaskan  oleh  presiden. 

Ditinjau  dari  segi  sistem  sebetulnya  pe- 
rangkat  untuk  membuat  masa  ini  menjadi 
masa  yang  tidak  bergejolak  sudali  tersedia. 
Ada  UUD  1945,  ada  Ketetapan-ketetapan 
MPR,  ada  undang-undang,  ada  tradisi. 

Dalam  siatuasi  seperti  itu  bangsa  kita 
dihadapkan  kepada  suatu  ujian  berat,  na- 
mun  bila  ujian  itu  dapat  diatasi,  bangsa  ini 
akan  menjadi  makin  kuat  dan  dewasa  seba- 
gai  bangsa  yang  bersatu,  merdeka,  berdaulat 
dan  maju.  Dengan  perkataan  lain  kita  diuji 
sejauh  mana  kita  sebagai  bangsa  dapat 
mengimplementasikan  Pancasila  dalam 
masa  seperti  itu. 

Ditinjau  dari  amanat  Pancasila,  maka  se- 
gala  sikap  yang  ada  harus  selalu  kita  kaji:  se- 
jauh mana  tidak  bertentangan  dengan  Pan- 
casila, sejauh  mana  tidak  bertentangan  de- 
ngan UUD  1945,  sejauh  mana  tidak  merusak 
persatuan  dan  kesatuan  bangsa. 

Apabila  salah  satu  amanat  Pancasila 
adalah  persatuan  dan  kesatuan,  maka  kira- 
nya  kita  perlu  sekali  mengusahakan  agar 


periode  transisi  termasuk  apa  yang  dinama- 
kan  suksesi  itu  merupakan  proses  transisi 
with  stability  dan  bukannya  transisi  with 
instability,  atau  sekurang-kurangnya  suatu 
transisi  with  a  minimum  of  instability.  Maka 
tugas  yang  diamanatkan  oleh  Pancasila  itu 
adalah  bagaimanakah  dapat  dipersiapkan 
dengan  sebaik-baiknya  proses  transisi  dalam 
suasana  stabilitas.  Dengan  perkataan  lain, 
kita  menghendaki  transisi  yang  berkebuda- 
yaan. 

Implementasi  Pancasila  dalam  tiga  sifat 
dasar  membawa  kita  kepada  tugas  untuk 
mengembangkan  secara  konsepsional  dan 
aktual  Pancasila  sebagai  konsep  negara, 
konsep  masyarakat,  konsep  kebangsaan, 
konsep  hukum,  konsep  politik,  konsep  eko- 
nomi,  konsep  budaya,  konsep  demokrasi. 
Tugas  tersebut  harus  dilaksanakan  secara 
kreatif,  kritikal,  berpijak  kepada  realisme 
dan  berwawasan  ke  depan.  Pancasila  terjadi 
karena  ada  masalah- masalah  dasar  yang  ha- 
rus dipecahkan.  Adanya  Pancasila  sekarang 
ini  pun  adalah  untuk  menjawab  masalah- 
masalah  dasar  yang  ada,  baik  saat  ini  mau- 
pun di  masa  yang  akan  datang  nanti.  De- 
ngan terus-menerus  berinteraksi  secara  kri- 
tikal dan  kreatif  dengan  berubah-bergerak- 
nya  lingkungan  alam  dan  zaman,  kita  akan 
menjadi  semakin  dewasa  dalam  memiliki, 
menghayati  dan  mengamalkan  Pancasila. 


Dinamika  Pembangunan 

Politik  Indonesia 
dan  Integrasi  Nasional* 


Sayidiman  SURYOHADIPROJO 


Pendahuluan 


MESKIPUN  pembangunan  nasio- 
nal  di  Indonesia  dititikberatkan 
pada  pembangunan  ekonomi,  na- 
mun  adalah  penting  untuk  tidak  mengabai- 
kan  pembangunan  politik.  Sebab  pem- 
bangunan ekonomi  secara  hakikat  amat 
tergantung  pada  faktor  manusia  yang  men- 
jalankannya,  dan  tidak  semata-mata  pada 
teori  ekonomi  yang  dipergunakan  untuk  me- 
nyukseskan  pembangunan  itu  atau  pada 
peraturan-peraturan  yang  dibuat  oleh  peme- 
rintah.  Tentu  teori  ekonomi  yang  menjadi 
landasan  penentuan  strategi  ekonomi  yang 
ditempuh  untuk  menyukseskan  pembangun- 
an tidak  dapat  diabaikan,  demikian  pula  po- 
litik ekonomi  yang  diletakkan  oleh  pemerin- 
tah  berupa  berbagai  peraturan  dan  keten- 
tuan.  Namun  itu  semua  tidak  akan  dapat 
menghasilkan  kesejahteraan  yang  kita  ingin- 

*BerasaI  dari  Prasaran  pada  Temu  Ilmiah  PP- 
PMKRI,  Jakarta,  10  Juni  1989,  dengan  beberapa  tam- 
bahan  dari  penuiisnya. 


kan,  kalau  rakyat  Indonesia  sendiri  tidak 
berada  dalam  kondisi  fisik  dan  mental  yang 
dengan  penuh  komitmen  dan  kesungguhan 
mengejar  tujuan  pembangunan.  (Lihat  hari- 
an  Kompas  tanggal26  Mei  1989:  Sayidiman 
Suryohadiprojo,  "Mengapa  Demokrasi 
Pancasila  Diperlukan" .) 

Oleh  sebab  itu,  meskipun  tidak  menjadi 
titik  berat,  pembangunan  politik  perlu  ki- 
ta lakukan  di  Indonesia.  Sekurang-kurang- 
nya  harus  ada  pembangunan  politik  sedemi- 
kian  rupa  sehingga  tidak  terjadi  pefkem- 
bangan  politik  dalam  masyarakat  yang 
dapat  merugikan  jalannya  pembangunan. 
Sebab  manusia  tidak  dapat  dilepaskan  dari 
politik,  sebagaimana  juga  tidak  dapat  dile- 
paskan dari  ekonomi.  Makin  manusia  me- 
ngalami  pendidikan,  maka  makin  ia  dapat 
menggunakan  pikirannya.  Dan  makin  ia 
menggunakan  pikirannya  makin  ia  mengem- 
bangkan  aspirasinya  atau  kehendaknya. 
Dan  karena  itu,  semakin  manusia  menga- 
lami  pendidikan  makin  ia  tidak  dapat  dile- 
paskan dari  politik.  Itu  tidak  berarti  bahwa 
ia  kemudian  menjadi  politikus  yang  menja- 
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lankan  politik  sebagai  profesinya  atau  terjun 
dalam  politik  praktis.  Tetapi  sekurang- 
kurangnya  ia  mengikuti  perkembangan  poli- 
tik dalam  masyarakatnya. 

Kalau  perkembangan  itu  sesuai  dengan 
keinginannya,  maka  ia  merasakan  kepuasan. 
Akan  tetapi  kalau  perkembangan  itu  tidak 
sesuai  dengan  keinginannya,  apalagi  kalau  ia 
rasakan  bahwa  perkembangan  itu  menim- 
bulkan  ancaman  kepada  hari  depannya, 
maka  ia  diliputi  oleh  ketidakpuasan  dan  ke- 
khawatiran.  Apabila  mayoritas  rakyat  bera- 
da  dalam  kondisi  kurang  puas  dan  khawatir 
tentang  masa  depannya,  maka  itu  tidak  men- 
dukung  pembangunan  ekonomi.  Sebab 
rakyat  yang  demikian  akan  kurang  mampu 
mengerahkan  tenaga  dan  pikirannya  untuk 
bekerja  dengan  baik  guna  meningkatkan  ke- 
sejahteraan.  Lebih  parah  lagi  kalau  tidak  di- 
rasakan  adanya  perubahan  yang  dapat 
menghilangkan  atau  mengurangi  ketidak- 
puasan itu.  Kondisi  mental  seperti  itu  dapat 
mengakibatkan  gejolak  yang  berupa  keka- 
cauan  dalam  masyarakat.  Sudah  jelas  bahwa 
hal  demikian  lebih- lebih  merugikan  pemba- 
ngunan ekonomi. 

Karena  itu  pembangunan  politik  perlu 
diadakan,  sekali  pun  bukan  menjadi  titik 
berafatau  tidak  mempunyai  prioritas  seting- 
gi  pembangunan  ekonomi.  Sebaliknya,  ma- 
lahan  kita  perlu  melakukan  pembangunan 
politik  yang  justru  mendukung  pembangun- 
an ekonomi.  Itu  dapat  terlaksana,  apabila 
pembangunan  politik  menimbulkan  kepuas- 
an dan  kegairahan  pada  mayoritas  rakyat  se- 
hingga  mereka  bersemangat  tinggi.  Itu  dapat 
terjadi  kalau  oleh  rakyat  dirasakan  bahwa 
perkembangan  dalam  masyarakat  sesuai  de- 
ngan aspirasinya  dan  keinginannya. 

Integrasi  Nasional  adalah  hal  yang  selalu 
penting  untuk  Indonesia.  Adalah  satu  ke- 
nyataan  bahwa  secara  geografis  Indonesia 


terdiri  atas  beribu-ribu  pulau  yang  meliputi 
wilayah  yang  luas  sekali.  Akibat  dari  kondisi 
geografis  itu  maka  rakyat  Indonesia  juga 
mempunyai  adat  istiadat  yang  beraneka- 
ragam,  meskipun  ada  unsur  persamaannya. 
Itu  mengakibatkan  adanya  pikiran  dan  pera- 
saan  yang  tidak  sama  bagi  rakyat  Indonesia, 
meskipun  ada  kesamaannya  pula.  Ini  semua 
kita  sadari  sejak  lama  dan  karena  itu  kita 
mempunyai  semboyan  Bhinneka  Tunggal 
Ika.  Kalau  terjadi  pembangunan  politik 
yang  kurang  tepat,  maka  ada  kemungkinan 
bahwa  tidak  dapat  dijaga  harmoni  atau  kese- 
larasan  antara  kebhinnekaan  rakyat  kita. 
Akibatnya  adalah  bahwa  tidak  tercipta  ke- 
tunggal-ikaan  yang  kita  perlukan.  Di  pihak 
lain  dapat  pula  terjadi  bahwa  terlalu  diu- 
tamakan  ketunggalikaan,  dan  kebhinne- 
kaan diabaikan.  Ini  pun  akan  merugikan, 
oleh  karena  kemudian  kurang  dapat  diha- 
rapkan  keikutsertaan  seluruh  rakyat.  Maka 
yang  dimaksudkan  dengan  integrasi  nasional 
adalah  satu  usaha  untuk  mewujudkan  har- 
moni atau  keselarasan  yang  baik  antara  ke- 
bhinnekaan dan  ketunggal-ikaan  bangsa  In- 
donesia. 

Pembangunan  politik  yang  demikian  itu 
dapat  mengharapkan  terwujudnya  kema- 
juan  dan  kesejahteraan  bangsa  Indonesia  de- 
ngan partisipasi  maksimal  dari  seluruh  ba- 
gian  wilayah  dan  seluruh  rakyat  Indonesia. 
Sesuai  dengan  tujuan  itu  maka  tulisan  ini 
akan  berusaha  untuk  mengemukakan  hal- 
hal  yang  bersangkutan  dengan  pembangun- 
an politik  yang  menghasilkan  integrasi  na- 
sional itu. 

Orientasi  Pembangunan  Politik  In- 
donesia 

Ketika  Orde  Baru  pada  tahun  1966  dimu- 
lai,  maka  segenap  pendukungnya  bertekad 
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untuk  melaksanakan  Pancasila  dan  UUD 
1945  secara  murni  dan  konsekuen.  Sikap  de- 
mikian  merupakan  reaksi  terhadap  keadaan 
sebelumnya.  Pada  tahun  1950  hingga  tahun 
1959  telah  berlaku  sistem  politik  berdasar- 
kan  demokrasi  parlementer  yang  liberal.  Da- 
lam  kurun  waktu  itu  pemerintahan  Indone- 
sia tidak  pernah  stabil  oleh  karena  kabinet 
pemerintahan  seringkali  berganti  sebagai 
akibat  dari  kegiatan  parlemen.  Sudah  jelas 
bahwa  sistem  politik  itu  tidak  sesuai  dengan 
UUD  1945  dan  demokrasi  Pancasila. 

Pada  tahun  1959  dengan  Dekrit  Presiden 
Indonesia  kembali  kepada  UUD  1945.  Akan 
tetapi  kemudian  sistem  politik  yang  diterap- 
kan  adalah  demokrasi  terpimpin  yang  juga 
jauh  sekaU  dari  Ketentuan  UUD  1945.  Sebab 
hakikatnya  demokrasi  terpimpin  adalah  satu 
sistem  politik  yang  menggunakan  nama  de- 
mokrasi, namun  dalam  kenyataan  kehendak 
rakyat  banyak  samasekali  tidak  dipertim- 
bangkan  atau  diperhatikan.  Sebab  Bung 
Karno  sebagai  Pemimpin  Besar  Revolusi  In- 
donesia berpendapat  bahwa  beliau  adalah 
penyambung  lidah  rakyat.  Jadi  apa  yang 
menjadi  pikiran  dan  kehendak  beliau  adalah 
pikiran  dan  kehendak  rakyat,  sehingga  di- 
anggap  tak  perlu  lagi  mempertimbangkan 
dan  memperhatikan  pikiran  dan  kehendak 
rakyat  yang  sebenarnya.  Hal  demikian  tentu 
saja  bertentangan  dengan  Pancasila  dan 
UUD  1945,  apalagi  setelah  Bung  Karno  me- 
ngumandangkan  NASAKOM  yang  merupa- 
kan tidak  saja  pemberian  tempat  utama  bagi 
pihak  komunis  dalam  kehidupan  politik  In- 
donesia di  samping  kaum  nasionalis  dan 
kaum  agama,  melainkan  malahan?  meme- 
gang  posisi  yang  dominan  dalam  kehidupan 
politik  Indonesia.  Ini  semua  bermuara  ke 
dalam  pemberontakan  Gestapu/PKI  sebagai 
langkah  pihak  komunis  untuk  sepenuhnya 
menguasai  pemerintahan  di  Indonesia.  Na- 
mun Pancasila  dengan  pendukungnya  masih 


cukup  kuat  untuk  mengatasi  gerak  PKI  itu 
dan  bahkan  dapat  menghancurkannya. 

Maka  Orde  Baru  yang  lahir  setelah  peng- 
hancuran  pemberontakan  Gestapu/PKI  ada- 
lah satu  tatanan  yang  bertujuan  mengemba- 
likan  Indonesia  kepada  UUD  1945  dan  Pan- 
casila secara  murni  dan  konsekuen.  Langkah 
demi  langkah  sisa-sisa  Orde  Lama  dihapus- 
kan  untuk  digantikan  dengan  tuntutan  UUD 
1945.  Kalau  tadinya  terdapat  jumlah  partai 
politik  yang  banyak  sehingga  merupakan 
hambatan  bagi  kemantapan  dunia  politik, 
maka  jumlah  itu  mula-mula  diturunkan 
menjadi  sembilan  partai  politik  dan  kemu- 
dian menjadi  dua  partai  politik  dan  satu  go- 
longan  koirya,  atau  total  tiga  organisasi  poli- 
tik saja.  Maksudnya  adalah  agar  berbagai 
aspirasi  pohtik  rakyat  dapat  ditampung  oleh 
tiga  orpol  itu  sehingga  dapat  diwujudkan  ke- 
hidupan pohtik  yang  lebih  mantap. 

Selain  itu  berbagai  kelembagaan  yang  di- 
tentukan  oleh  UUD  1945  diadakan  dan  di- 
beri  fungsi  sesuai  dengan  apa  yang  tercan- 
tum  dalam  UUD  1945.  Kalau  sebelum  Orde 
Baru  hanya  sekali  diadakan  Pemilihan 
Umum  di  Indonesia,  yaitu  pada  tahun  1955, 
maka  setelah  Orde  Baru  sejak  tahun  1971  te- 
lah diadakan  Pemilihan  Umum  secara  tera- 
tur,  yaitu  setiap  lima  tahun.  Kalau  sebelum 
Orde  Baru  yang  ada  hanyalah  MPR  Semen- 
tara  yang  anggotanya  semua  ditetapkan,  ma- 
ka sejak  Orde  Baru  setiap  lima  tahun  setelah 
pemilihan  umum  terbentuk  MPR.  Dan  MPR 
itu  menjalankan  fungsinya  yang  sebelum  itu 
belum  pernah  dilakukan,  yaitu  menetapkan 
Garis-garis  Besar  Haluan  Negara,  memilih 
Presiden  dan  Wakil  Presiden,  mendengar- 
kan  dan  mengambil  sikap  terhadap  laporan 
Presiden  periode  sebelumnya,  dan  membuat 
berbagai  ketetapan  yang  perlu  dilakukan 
oleh  MPR  sebagai  lembaga  tertinggi  negara. 
Demikian  pula  DPR  yang  betul-betul  diben- 
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tuk  dan  tidak  lagi  berupa  DPR  Gotong 
Royong  yang  anggotanya  ditetapkan.  Di 
samping  itu  juga  ditetapkan  lembaga  tinggi 
negara  yang  lain  sesuai  dengan  Ketentuan 
UUD  1945.  Demikian  pula  pada  tingkat 
daerah  tingkat  satu  dan  tingkat  dua  diben- 
tuk  DPRD  sesuai  dengan  ketentuan  undang- 
undang. 

Untuk  menjalankan  pemerintahan,  Pre- 
siden  yang  dipilih  oleh  MPR  setiap  lima 
tahun  menetapkan  menteri-menteri  sebagai 
pembantu  Presiden;  menteri-menteri  itu  ada 
yang  membawahi  departemen  dan  ada  pula 
yang  tidak.  Sebagai  pembantu  Presiden  me- 
reka  bertanggungjawab  kepada  Presiden 
dan  tidak  kepada  DPR,  sesuai  dengan 
Ketentuan  UUD  1945.  Pada  Tingkat  Daerah 
ditetapkan  Gubernur/Kepala  Daerah  oleh 
Presiden  dengan  mempertimbangkan  calon- 
calon  yang  dipilih  oleh  DPRD  yang  bersang- 
kutan.  Demikian  pula  Bupati/Kepala 
Daerah  Tingkat  II  ditetapkan  oleh  Menteri 
Dalam  Negeri  dengan  mempertimbangkan 
calon-calon  yang  diajukan  oleh  Gubernur 
dan  DPRD  yang  bersangkutan.  Boleh  dika- 
takan  bahwa  sejak  Orde  Baru  ada  usaha 
yang  jelas  dan  konsisten  untuk  memenuhi 
tuntutan  UUD  1945  dan  Pancasila. 

Untuk  lebih  memantapkan  kehidupan 
politik  dan  demokrasi  Pancasila  kemudian 
diusahakan  agar  Pancasila  diterima  dan  dia- 
kui  sebagai  satu-satunya  asas  dalam  kehi- 
dupan bernegara,  berbangsa  dan  bermasya- 
rakat  di  Indonesia.  Dengan  begitu  tidak  lagi 
ada  ideologi  lain  di  Indonesia  selain  Panca- 
sila. Dalam  kehidupan  politik  itu  berarti 
bahwa  ketiga  orpol  sama-sama  berpedoman 
kepada  Pancasila  sebagai  ideologi.  Yang 
membedakan  mereka  satu  sama  lain  adalah 
program  mereka  dalam  mewujudkan  tujuan 
nasional,  yaitu  terwujudnya  masyarakat 
yang  adil  dan  sejahtera  berdasarkan  Panca- 
sila. 


Dengan  pembangunan  poUtik  demikian 
telah  terbentuk  satu  kehidupan  politik  yang 
stabil  di  Indonesia.  Ini  jauh  berbeda  dengan 
kehidupan  politik  sebelumnya,  ketika  dalam 
periode  demokrasi  liberal  kehidupan  politik 
senantiasa  dalam  kekacauan  sebagai  akibat 
pertarungan  partai  politik  yang  besar  jum- 
lahnya  atau  ketika  dalam  periode  demokrasi 
terpimpin  kehidupan  politik  diliputi  suasana 
jorjoran  akibat  usaha  PKI  untuk  mencipta- 
kan  kondisi  revolusioner.  Kehidupan  politik 
yang  stabil  itu  perlu  ada  untuk  memungkin- 
kan  pembangunan  nasional  yang  perlu  dise- 
lenggarakan  bangsa  Indonesia  untuk  mengi- 
si  kemerdekaan  bangsa  yang  telah  diabaikan 
dalam  masa  demokrasi  Hberal  dan  demokra- 
si terpimpin. 

Akan  tetapi  kendati  segala  kebaikan  dan 
kemajuan  yang  telah  diciptakan  Orde  Baru 
namun  seperti  setiap  hal  tidak  ada  yang  sem- 
purna,  maka  juga  dalam  hal  pembangunan 
politik  itu  terdapat  kekurangan  dan  kele- 
mahan. 


Dinamika  dan  Implikasi  Pembangun- 
an di  Indonesia 

Dilihat  dari  keperluan  mewujudkan 
Bhinneka  Tunggal  Ika,  hal  mana  penting  se- 
kah  untuk  dapat  memanfaatkan  segenap  po- 
tensi  yang  terkandung  dalam  bumi  dan  pen- 
duduk  Indonesia,  maka  sebenarnya  perlu 
ada  politik  dalam  negeri  yang  menjamin  ter- 
wujudnya harmoni  atau  keselarasan  antara 
Pusat  dan  Daerah.  Namun  dalam  kenyataan 
Indonesia  sejak  dahulu  kala  selalu  berada 
dalam  satu  sistem  politik  yang  berorientasi 
kepada  sentralisasi. 

Ketika  masih  dalam  penjajahan  Belanda 
pihak  penjajah  yang  hanya  memerintah  de- 
ngan jumlah  orang  Belanda  yang  sedikit 
memang  harus  melakukan  sentralisme  untuk 
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menjamin  kekuasaan  mereka.  Ketika  kita 
mempersiapkan  kemerdekaan  para  Pen- 
diri  Republik  menyadari  bahwa  perlu  ada 
keselarasan  antara  Pusat  dan  Daerah.  Na- 
mun  kemudian  kenyataan  politik  memaksa 
para  pemimpin  Republik  untuk  menjalan- 
kan  sentralisme.  Itu  pertama  disebabkan  pi- 
hak  Belanda  yang  mau  kembali  menjajah  In- 
donesia datang  dengan  konsep  negara  fede- 
ral dengan  dibentuknya  negara- negara  di  se- 
tiap  daerah  Indonesia. 

Republik  Indonesia  teiah  ditetapkan  se- 
bagai  negara  kesatuan,  di  mana  dalam  kon- 
sep negara  kesatuan  itu  hendak  diwujudkan 
harmoni  antara  Daerah  dan  Pusat.  Namun 
karena  Belanda  datang  dengan  konsep  ne- 
gara federal,  maka  Republik  harus  mengha- 
dapinya  dengan  politik  sentraUsme.  Ketika 
pada  tahun  1950  kedaulatan  atas  wilayah  In- 
donesia sepenuhnya  berada  di  tangan  Repu- 
blik Indonesia  (setelah  selama  sekitar  6 
bulan  mengalami  Republik  Indonesia  Seri- 
kat),  maka  terjadi  masalah-masalah  kea- 
manan  dalam  negeri  sebagai  epilog  masa 
penjajahan.  Sebab  itu  pemerintah  Republik 
Indonesia  tetap  menjalankan  politik  yang 
sentralistis.  Selain  itu  mungkin  juga  ada  pe- 
ngaruh  dari  pemerintahan  yang  dijalankan 
oleh  Belanda  di  masa  penjajahan  terhadap 
aparat  pemerintahan  kita. 

Ketika  kita  kembali  kepada  UUD  1945 
pada  tahun  1959  dengan  demokrasi  terpim- 
pin,  maka  sentralisme  itu  justru  menjadi  le- 
bih  kuat  lagi,  Bahkan  sentralisme  itu  berpu- 
sat  pada  satu  orang,  yaitu  Pemimpin  Besar 
Revolusi  Bung  Karno.  Pada  waktu  Orde 
Baru  dimulai  dalam  Seminar  TNI-AD 
Kedua  pada  tahun  1966  telah  dicetuskan  be- 
berapa  pendapat  yang  berhubungan  dengan 
politik,  yaitu  perlunya  sistem  pemilihan  dis- 
trik  dan  adanya  desentralisasi  pemerintahan. 
Akan  tetapi  dalam  kenyataan  dua  hal  itu  be- 
lum  mendapat  perwujudan. 


Tentang  sistem  pemilihan  akan  dibicara- 
kan  tersendiri  nanti,  sedangkan  mengenai 
desentralisasi  terdapat  beberapa  faktor 
obyektif  yang  menghalangi.  Pertama  adalah 
keharusan  kita  mengadakan  pembersihan 
terhadap  seluruh  sisa-sisa  Gestapu/PKI.  Ka- 
rena dalam  masa  jayanya  PKI  telah  berhasil 
menyusup  di  mana- mana  di  seluruh  Indone- 
sia, maka  untuk  pembersihan  itu  diperlukan 
pengelolaan  yang  sentral.  Antara  lain  dalam 
bentuk  KOPKAMTIB,  tetapi  juga  dalam  pe- 
merintahan dalam  negeri.  Kedua  adalah  pe- 
nerimaan  negara  yang  meningkat  mendadak 
sebagai  akibat  kenaikan  harga  minyak  yang 
hebat,  sehingga  Pemerintah  Pusat  mengua- 
sai  sumber  daya  keuangan  yang  banyak. 
Oleh  sebab  kita  menjalankan  pembangunan 
nasional  yang  bertitik  berat  ekonomi,  maka 
kemudian  Pemerintah  Pusat  menjadi 
sumber  keuangan  utama  bagi  pembangunan. 
Hal  demikian  makin  memperkuat  sentralis- 
me dan  berakibat  bahwa  daerah  amat  besar 
ketergantungannya  pada  Pusat. 

Itu  semua  merupakan  sebab  mengapa  In- 
donesia belum  pernah  menjalankan  politik 
yang  merupakan  harmoni  antara  Pusat  dan 
Daerah.  Namun  hal  demikian,  apabila  ber- 
lanjut  terus,  akan  amat  merugikan  Indone- 
sia. Pertama  k.arena  Pemerintah  Pusat  tidak 
lagi  dalam  posisi  yang  sama  dalam  pengua- 
saan  keuangan.  Penerimaan  dari  migas 
sudah  amat  jauh  berkurang,  karena  harga 
migas  kembali  turun  dengan  amat  drastis. 
Selain  itu  harus  dilakukan  pembayaran  kem- 
bah  utang  luar  negeri  yang  angsurannya 
setiap  tahun,  termasuk  pembayaran  bunga, 
tidak  kurang  dari  12  trilyun  rupiah.  Jadi  tak 
mungkin  lagi  diharapkan  Pemerintah  Pusat 
sebagai  sumber  utama  pembangunan.  Kedua 
karena  bangsa-bangsa  di  sekeliling  In- 
donesia menjadi  makin  maju  kemampuan- 
nya.  Kalau  kita  sendiri  kurang  mampu  me- 
manfaatkan   potensi   alam   yang  ada  di 
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daerah-daerah,  maka  pasti  bangsa-bangsa 
itu  yang  akan  memanfaatkannya.  Itu  berarti 
bahwa  justru  kita  yang  dirugikan. 

Itu  berarti  bahwa  hams  ada  pemanfaat- 
an  lebih  besar  dari  daerah-daerah  untuk 
pembangunan  nasional  kita.  Sebab  itu  perlu 
ada  pembangunan  daerah  yang  lebih  terarah 
dan  itu  memerlukan  politik  yang  lebih  sesuai 
dengan  itu.  Hal  demikian  tak  mungkin  ter- 
capai  melalui  politik  yang  sentralistis. 

Hal  lain  dalam  pembangunan  politik 
yang  akan  berpengaruh  besar  kepada  ma- 
sa  depan  adalah  yang  bersangkutan  de- 
ngan peranan  dan  penyusunan  lembaga  le- 
gislatif.  Kiarena  hendak  melaksanakan 
Pancasila  dan  UUD  1945  secara  murni, 
maka  kita  hams  bemsaha  untuk  sungguh- 
sungguh  memahami  isi  UUD  1945  dan  ke- 
mudian  melaksanakannya  dengan  sebaik 
mungkin.  Pasal  1  UUD  1945  menegaskan 
bahwa  Negara  Indonesia  adalah  Negara  Ke- 
satuan  yang  berbentuk  Republik  dan  bahwa 
kedaulatan  ada  di  tangan  rakyat  dan  dilaku- 
kan  sepenuhnya  oleh  Majelis  Permusyawa- 
ratan  Rakyat.  Jelas  sekaU  selama  Orde 
Lama,  Ketentuan  Pokok  dari  UUD  1945  ti- 
dak  dilaksanakan,  karena  belum  pernah  ada 
pembentukan  MPR  sebagai  hasil  pemilihan 
umum.  Yang  ada  hanyalah  MPR  Sementara 
yang  anggotanya  semuanya  tidak  mempakan 
hasil  pemilihan  oleh  rakyat.  Karena  itu  keti- 
ka  Orde  Bam  mulai  membenahi  pelaksana- 
an  Pancasila  dan  UUD  1945  secara  murni, 
disadari  bahwa  yang  hams  segera  diusaha- 
kan  adalah  penyelenggaraan  pemilihan 
umum  untuk  dapat  membentuk  MPR,  DPR 
dan  DPRD. 

Dalam  Seminar  TNI-AD  Kedua  pada 
tahun  1966  dikemukakan  bahwa  sebaiknya 
diadakan  pemilihan  umum  dengan  menggu- 
nakan  sistem  distrik.  Artinya,  rakyat  lang- 
sung  memilih  orang-orang  yang  dipercayai- 
nya  untuk  duduk  menjadi  wakilnya  dalam 


MPR  dan  lembaga  legislatif  lainnya.  Akan 
tetapi  kemudian  dipertimbangkan  oleh  para 
tokoh  pimpinan,  bahwa  akan  kurang  me- 
nguntungkan  perkembangan  politik  In- 
donesia apabila  waktu  itu  digunakan  sistem 
distrik  yang  bersifat  langsung  itu.  Sebab  di- 
nilai  bahwa  pada  waktu  itu  pengamh  PKI 
belum  sepenuhnya  hilang  dari  masyarakat. 
Selain  itu  perasaan  primordial  dalam 
masyarakat  masih  amat  kuat.  Maka  kalau 
rakyat  secara  langsng  memilih  wakil-wakil- 
nya  dianggap  bahwa  kurang  memberikan 
hasil  yang  sebenarnya  untuk  kepentingan 
rakyat  sendiri.  Ada  kemungkinan  besar 
bahwa  wakil-wakil  dipilih  atas  dasar  emosi 
belaka  yang  waktu  itu  masih  amat  kuat 
dalam  sikap  rakyat  umumnya.  Maka  dipu- 
tuskan  untuk  tidak  memenuhi  kehendak 
Seminar  TNI-AD  Kedua  dan  akan  diguna- 
kan sistem  proporsional.  Dalam  sistem  pro- 
porsional  rakyat  tidak  memilih  secara  lang- 
sung wakil- wakilnya,  melainkan  menen- 
tukan  organisasi  politik  mana  yang  disukai- 
nya  untuk  mewakili  kepentingannya.  Kemu- 
dian orpol  itulah  yang  menetapkan  siapa 
yang  akan  duduk  dalam  MPR  dan  lembaga 
legislatif  atas  nama  orpol  itu. 

Kemudian  juga  timbul  pcrsoalan  menge- 
nai  anggota  ABRI,  yaitu  apakah  anggota 
ABRI  tumt  memilih  dan  dipilih  atau  tidak. 
Tampaknya  partai-partai  politik  kurang  se- 
tuju  kalau  anggota  ABRI  tumt  memilih, 
sebab  mereka  mengkhawatirkan  pengamh 
ABRI  di  daerah  setelah  Gestapu/PKI  kuat 
sekali  sehingga  mudah  sekali  mempengamhi 
para  pemilih  yang  lain.  Maka  dicapai  kon- 
sensus  secara  nasional  bahwa  anggota  ABRI 
tidak  tumt  memilih.  Akan  tetapi  sebagai 
kompensasi  karena  tidak  memilih  dan  dipi- 
lih, anggota  ABRI  akan  diberikan  kursi  di 
MPR  dan  lembaga  legislatif  lain  melalui  po- 
ngangkatan.  Juga  akan  ada  pengangkatan 
dari  wakil-wakil  golongan  untuk  duduk 
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dalam  MPR,  demikian  pula  wakil-wakil 
daerah.  Ini  merupakan  kelanjutan  dari 
praktek  yang  telah  dilakukan  dalam  masa 
Orde  Lama. 

Pada  waktu  permulaan  Orde  Baru  pe- 
ngaturan  seperti  ini  cukup  menimbulkan  ke- 
puasan  dalam  masyarakat.  Sebab  itu  sudah 
merupakan  satu  kemajuan  yang  besar  diban- 
dingkan  dengan  apa  yang  terjadi  selama 
Orde  Lama.  Tidak  lagi  hanya  ada  MPR 
Sementara  dan  DPR  Gotong  Royong  yang 
tidak  saja  anggotanya  tidak  ada  yang  dipilih 
rakyat,  melainkan  di  samping  itu  MPRS  di- 
tempatkan  di  bawah  Pemimpin  Besar  Revo- 
lusi.  Dengan  perkataan  lain:  samasekali 
tidak  ada  kedaulatan  di  tangan  rakyat.  Seba- 
liknya  dalam  Orde  Baru  mulai  ada  MPR  dan 
DPR  serta  DPRD  yang  sebagian  anggotanya 
adalah  hasil  pemilihan  rakyat,  meskipun  ti- 
dak secara  langsung.  Jadi  secara  obyektif 
satu  kemajuan  yang  berarti. 

Kalau  dalam  Pemilihan  Umum  Pertama 
yang  diselenggarakan  oleh  pemerintahan 
Orde  Baru  masih  ada  sembilan  kontestan, 
maka  itu  kemudian  dinilai  terlalu  banyak 
dan  kurang  menguntungkan  perkembangan 
dan  kemantapan  politik  di  Indonesia.  Maka 
kemudian  berhasil  diadakan  pengurangan 
jumlah  partai  politik,  sehingga  ketika  meng- 
hadapi  Pemilu  Ketiga  di  Indonesia  hanya 
ada  dua  partai  politik  dan  golkar,  atau  tiga 
kontestan  Pemilu  saja.  Perkembangan  itu 
pun  disambut  positif  oleh  masyarakat  pada 
umumnya,  meskipun  partai- partai  yang  di- 
hapuskan  atau  harus  melakukan  pengga- 
bungan  menunjukkan  sikap  kurang  puas. 
Akan  tetapi  masyarakat  yang  pandangannya 
mengarah  kepada  pembangunan  serta  tidak 
lupa  bagaimana  peranan  partai- partai  poli- 
tik dalam  periode  liberal  dan  dalam  masa 
Orde  Lama,  samasekali  tidak  memberikan 
simpati  kepada  sikap  partai  politik  yang 


kurang  menyukai  pengurangan  jumlah  par- 
tai. 

Dalam  pembangunan  nasional  tercipta 
kemajuan-kemajuan  yang  berarti.  Kehidup- 
an  rakyat  pada  umumnya  makin  baik  diban- 
dingkan  dengan  masa  Orde  Lama.  Lambat 
laun  hilang  dari  pandangan  mata,  rakyat 
yang  tidak  berbaju,  yang  harus  bersusah 
payah  untuk  memperoleh  beras  atau 
makanan  lainnya;  jalan-jalan  yang  tadinya 
sukar  ditempuh  kendaraan  karena 
berlobang-lobang  menjadi  makin  mulus. 
Hubungan  antara  kota  dan  daerah  makin 
lancar.  Pendeknya,  tercipta  kehidupan  yang 
jauh  lebih  baik  bagi  rakyat.  Akan  tetapi 
kemajuan  itu  sendiri  kemudian  juga  menim- 
bulkan kekurangpuasan,  karena  dirasakan 
bahwa  dalam  kemajuan  itu  ada  golongan 
yang  majunya  jauh  lebih  cepat  dari 
golongan  lain.  Dan  yang  majunya  jauh  lebih 
cepat  itu  jumlahnya  jauh  lebih  kecil 
daripada  yang  majunya  lambat.  Karena 
rakyat  sudah  mulai  terbiasa  dengan 
kehidupan  yang  maju,  maka  timbul  keku- 
rangpuasan mengapa  hal  yang  kurang  baik 
itu  tidak  dapat  dihentikan.  Mereka  berpikir, 
bukankah  Pancasila  dan  UUD  1945  meng- 
hendaki  kesejahteraan  untuk  bagian  terbesar 
rakyat  secara  merata? 

Selain  itu  kemajuan  ekonomi  juga  mem- 
bawa  ketidakpatutan  yang  lain,  yaitu  makin 
meluasnya  dan  membesarnya  korupsi  dan 
penyalahgunaan  wewenang.  Bukannya 
dalam  Orde  Lama  tidak  ada  korupsi,  sebab 
dulu  pun  ada  korupsi  dan  penyalahgunaan 
wewenang  yang  menjengkelkan  banyak 
orang.  Akan  tetapi  dalam  Orde  Baru  jumlah 
orang  yang  terlibat  dalam  korupsi  dan  pe- 
nyalahgunaan wewenang  jauh  lebih  besar. 
Dan  karena  penggunaan  uang  dalam  pemba- 
ngunan ekonomi  jauh  lebih  banyak  daripada 
di  masa  Orde  Lama,  maka  korupsi  kemu- 
dian juga  menyangkut  jumlah  jauh  lebih  be- 
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sar  daripada  di  Orde  Lama.  Ini  pada  umum- 
nya  menyangkut  orang  yang  bekerja  di  apa- 
rat  pemerintah  yang  memperoleh  kerjasama 
dengan  swasta  yang  berkepentingafn  dengan 
terjadinya  korupsi  itu.  Bagi  mereka  yang 
tetap  berpendapat  bahwa  korupsi  dan  pe- 
nyalahgunaan  wewenang  merusak  kehidup- 
an  negara  dan  bangsa  tentu  timbul  pikiran 
mengapa  hal  demikian  tidak  dapat  dihen- 
tikan.  Maka  timbul  pula  ketidakpuasan  da- 
lam  masyarakat  karena  itu. 

Dalam  hal  ini  harapan  masyarakat  ada- 
lah  terhadap  lembaga-lembaga  legislatif 
yang  dianggap  harus  dapat  melakukan  kon- 
trol  sosial  terhadap  pemerintah  serta  aparat- 
nya.  Namun  dalam  kenyataan  MPR  hanya 
bersidang  sekali  dalam  lima  tahun.  Dan 
dalam  sidang  itu  MPR  hanya  melibatkan 
diri  dengan  mendengarkan  pertanggungja- 
waban  Fresiden/Mandataris,  menyusun 
GBHN  untuk  lima  tahun  berikutnya,  mem- 
buat  ketetapan-ketetapan  yang  pokok  untuk 
kehidupan  bernegara,  termasuk  pula  kete- 
tapan  yang  menerima  pertanggungjawaban 
Presiden/Mandataris,  dan  kemudian  memi- 
Uh  Presiden  dan  Wakil  Presiden  untuk  masa 
lima  tahun  berikutnya.  Sidang  untuk  mela- 
kukan hal- hal  ini  sudah  makan  waktu  cukup 
lama,  meskipun  biasanya  diadakan  pemba- 
tasan  waktu  dalam  sidang-sidang  komisi. 
Karena  ada  pembatasan  keuangan,  maka  Si- 
dang MPR  tidak  dapat  dibuat  lebih  lama 
lagi  untuk  membicarakan  hal- hal  lain.  Juga 
tidak  pernah  diadakan  sidang  kedua  atau 
ketiga  selama  lima  tahun  itu.  Sebab  sidang 
kedua  dianggap  hanya  diperlukan  apabila 
mengadakan  sidang  khusus,  yaitu  kalau 
DPR  minta  diadakan  sidang  khusus  karena 
menilai  pelaksanaan  pekerjaan  Mandataris 
terlalu  berbeda  atau  bertentangan  dengan 
GBHN  dan  Ketetapan-ketetapan  MPR. 

Dengan  begitu  sebenarnya  kedaulatan 
rakyat  yang  menyangkut  kontrol  sosial  yang 


seharusnya  dilakukan  MPR  sebagai  lembaga 
tertinggi  negara  didelegasikan  kepada  DPR. 
Akan  tetapi  oleh  masyarakat  dirasakan  bah- 
wa DPR  kurang  bergiat  untuk  menyampai- 
kan  kehendak  dan  keinginan  masyarakat  ke- 
pada pemerintah  sebagai  eksekutif.  Oleh  se- 
bab itu  timbul  ketidakpuasan  yang  makin 
meningkat  dalam  masyarakat.  Hal  demikian 
dapat  merugikan  perkembangan  negara  dan 
bangsa  untuk  selanjutnya.  Sebab  kalau  keti- 
dakpuasan dalam  masyarakat  tumbuh  terns 
dapat  saja  terjadi  gejolak-gejolak  yang  da- 
pat berakibat  luas  terhadap  pembangunan 
nasional  yang  sedang  kita  lakukan.  Padahal 
kalau  pembangunan  nasional  kurang  dapat 
berjalan  baik  kita  akan  menghadapi  kele- 
mahan  yang  gawat  terhadap  lingkungan  kita 
yang  menjadi  makin  maju  dan  dinamis  seba- 
gai akibat  dari  perkembangan  yang  terjadi 
pada  bangsa-bangsa  di  wilayah  Asia-Pasifik. 

Sebetulnya  Orde  Bam  telah  mengadakan 
banyak  perubahan  bila  dibandingkan  de- 
ngan Orde  Lama,  termasuk  dalam  pemba- 
ngunan kelembagaan.  Yaitu,  ditegakkannya 
lembaga  legislatif  di  Pusat  dan  Daerah;  de- 
mikian pula  lembaga-lembaga  hukum  dan 
segala  sesuatu  yang  ditetapkan  oleh  UUD 
1945.  Akan  tetapi  masyarakat  yang  semula 
cukup  puas  ketika  membandingkari  usaha 
Orde  Baru  itu  dengan  apa  yang  dilakukan  di 
masa  Orde  Lama,  kemudian  menjadi  kurang 
puas  karena  lembaga-lembaga  itu  kurang 
berjalan   sebagaimana  diharapkannya. 
Meraang  harus  diakui  bahwa  hukum  belum 
berjalan  sebagaimana  mestinya,  juga  per- 
kembangan masyarakat  belum  sesuai  de- 
ngan apa  yang  tercantum  dalam  UUD  1945. 
Sebenarnya  apa  yang  menjadi  sebab  sehing- 
ga  lembaga-lembaga  itu  belum  berfungsi  se- 
bagaimana diharapkan  oleh  masyarakat? 

Di  sini  akan  dibatasi  uraian  untuk  men- 
jawab  pertanyaan  itu  pada  lembaga-lembaga 


DINAMIKA  PEMBANGUNAN  POLITIK 


41 


politik  saja,  oleh  karena  tulisan  ini  menyang- 
kut  persoalan  politik.  Pertanyaannya  ada- 
lah:  mengapa  lembaga  legislatif  tidak  dapat 
melakukan  kontrol  sosial  yang  efektif  se- 
hingga  pemerintah  diarahkan  untuk  melaku- 
kan hal-hal  yang  diinginkannya? 

Pertama,  itu  dipengaruhi  oleh  posisi 
DPR  terhadap  eksekutif  sebagaimana  dite- 
tapkan  oleh  UUD  1945.  Dalam  Penjelasan 
UUD  1945  dicantumkan  bahwa  Presiden  ti- 
dak bertanggungjawab  kepada  DPR,  ia  ha- 
nya  bertanggungjawab  kepada  MPR.  Kare- 
na Menteri  Negara  adalah  pembantu  Presi- 
den, maka  mereka  pun  tidak  bertanggung- 
jawab kepada  DPR.  Hanya  dikatakan  bah- 
wa Presiden  (dan  para  MenterO  harus  beker- 
jasama  dengan  DPR  dan  harus  memperhati- 
kan  dengan  sungguh-sungguh  suara  DPR. 
Itu  berarti  bahwa  dilihat  dari  sudut  yuridis 
formal  dan  konstitusional  DPR  tidak  dapat 
menentukan  apa  pun  kepada  eksekutif,  ke- 
cuali  kalau  eksekutif  bersedia  untuk  melaku- 
kannya.  Biasanya  dalam  pergaulan  manusia 
pihak  satu  memperhatikan  dengan  sungguh- 
sungguh  suara  pihak  lain,  apabila  pihak  satu 
menghargai  atau  memandang  tinggi  pihak 
kedua  itu.  Karena  dalam  konstelasi  politik 
Indonesia,  sebagaimana  telah  diuraikan  se- 
belumnya,  posisi  pemerintah  Pusat  amat 
kuat,  terlebih-lebih  dalam  Orde  Baru,  maka 
secara  nyata  pihak  eksekutif  kurang  meng- 
hargai suara  pihak  legislatif.  Sebagai  hal 
yang  umum  berlaku  di  negara  mana  saja 
bahwa  pihak  eksekutif  ingin  jalan  dengan 
hambatan  atau  rintangan  sesedikit  mungkin, 
termasuk  hambatan  dari  legislatif.  Di  In- 
donesia itu  diperkuat  oleh  bunyi  Penjelasan 
UUD  1945.  Andaikata  para  anggota  DPR 
mempunyai  citra  atau  wibawa  yang  kuat 
dalam  masyarakat,  mungkin  pihak  eksekutif 
masih  terdorong  untuk  memperhatikan  pen- 
dapat  DPR,  meskipun  secara  konstitusional 
tidak  ada  keharusan  untuk  itu.  Sebab  mere- 
ka berkepentingan  agar  pekerjaan  mereka 


dapat  berjalan  mulus.  Kalau  eksekutif  tidak 
menghiraukan  pendapat  DPR,  padahal  para 
anggota  DPR  mempunyai  wibawa  dan  pe- 
ngaruh  politik  yang  kuat  dalam  masyarakat, 
tidak  mustahil  masyarakat  akan  merintangi 
pekerjaan  para  menteri  sehingga  kurang 
berhasil.  Oleh  sebab  itu  dalam  hal  demikian 
eksekutif  mendapat  dorongan  politik  untuk 
selalu  mendengarkan  dan  memperhatikan 
dengan  sunguh-sungguh  suara  dan  pendapat 
anggota  DPR. 

Tetapi  anggota  DPR  bukanlah  orang- 
orang  dengan  wibawa  dan  pengaruh  yang 
terlalu  kuat  dalam  masyarakat.  Sebab  de- 
ngan sistem  proporsional  yang  kita  terapkan 
sejak  Pemilu  Kedua,  para  anggota  DPR  itu 
bukan  dipilih  langsung  oleh  rakyat  melain- 
kan  mereka  sebagian  diangkat  oleh  orpol 
(Golkar,  PDI  dan  PPP)  dan  sebagian  lagi  di- 
angkat oleh  pemerintah.  Selain  itu  semua  or- 
pol dalam  kenyataan  amat  dikuasai  oleh  pe- 
merintah dan  tidak  mempunyai  kemandirian 
yang  menjadi  syarat  adanya  kewibawaan 
dan  citra  politik  yang  berpengaruh.  Maka 
dalam  kenyataan  boleh  dikatakan  bahwa  ke- 
tergantungan  legislatif  terhadap  eksekutif 
besar  sekali.  Malahan  keanggotaan  dari  or- 
pol untuk  masuk  DPR  harus  ada  persetuju- 
an  Presiden.  Bagaimana  dapat  diharapkan 
eksekutif  memandang  tinggi  terhadap  wi- 
bawa dan  pengaruh  politik  para  anggota 
DPR,  kalau  ketergantungan  anggota  DPR 
begitu  tinggi  terhadap  pemerintah? 

Ditambah  lagi  bahwa  ada  semacam  ke- 
engganan  pada  anggota  DPR  untuk  mengri- 
tik  eksekutif  oleh  karena  ada  kekhawatiran 
di- recall  oleh  pimpinan  orpolnya.  Sebab  or- 
pol yang  secara  moril  maupun  materiil  begi- 
tu tergantung  pada  pemerintah  tidak  mau 
mengambil  risiko  dijauhi  oleh  pemerintah 
karena  sikap  para  anggota  DPR-nya.  Dan 
anggota  DPR  masih  banyak  yang  kehidup- 
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annya  amat  tergantung  pada  penghasilan 
yang  diterima  sebagai  anggota  DPR  itu  dan 
tidak  mau  kehilangan  penghasilan  itu. 

Faktor  lain  adalah  bahwa  legislatif  selalu 
ketinggalan  dalam  pengumpulan  informasi 
dibandingkan  dengan  eksekutif.  Menteri  se- 
bagai eksekutif  mempunyai  aparat  seluruh 
departemennya  untuk  mengolah  sesuatu,  se- 
dangkan  anggota  DPR  samasekali  tidak 
mempunyai  staf.  Jadi  meskipun  sesuai  UUD 
1945  DPR  dapat  pula  mengajukan  rancang- 
an  undang-undang  baru,  namun  dalam  ke- 
nyataan  itu  sukar  terjadi.  Dan  yang  selalu 
mempunyai  prakarsa  dalam  perundang- 
undangan  adalah  pihak  eksekutif. 

Walaupun  para  anggota  DPR  terdiri  dari 
orang  yang  kuat  wibawa  dan  pengaruh  poli- 
tiknya,  mereka  akan  tetap  dalam  posisi  de- 
fensif  terhadap  eksekutif  selama  mereka 
tidak  mempunyai  staf  yang  memadai  untuk 
membantu  mereka  dalam  pengumpulan  in- 
formasi dan  dalam  penyusunan  rancangan 
undang-undang. 

Itulah  kelemahan  yang  terjadi  dalam  per- 
kembangan  politik  di  samping  yang  bersang- 
kutan  dengan  hubungan  Pusat  dan  Daerah. 


Pembangunan  Politik  yang  Kita  Per- 
lukan 

Pembangunan  politik  harus  dapat  berpe- 
ran  untuk  menjadikan  pembangunan  na- 
sional  lebih  berhasil.  Dan  itu  terutama  ber- 
sangkutan  dengan  tumbuhnya  kemampuan 
bangsa  untuk  sejauh  mungkin  menimbulkan 
partisipasi  seluruh  kekuatan  dan  potensi 
bangsa,  baik  yang  berupa  faktor  manusia 
maupun  faktor  alam.  Itu  berarti  bahwa 
Demokrasi  Pancasila  harus  dapat  lebih  ter- 
wujud  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ter- 


muat  dalam  UUD  1945.  Karena  kita  ingin 
menciptakan  masyarakat  yang  adil  dan 
makmur  berdasarkan  Pancasila,  maka  pem- 
bangunan politik  harus  selalu  dalam  kerang- 
ka  Pancasila  dan  UUD  1945.  Itu  berarti 
bahwa  kita  harus  dapat  mengimplementasi- 
kan  Pancasila  dan  UUD  1945  dengan  sebaik 
mungkin,  lebih  baik  dari  apa  yang  telah  di- 
kerjakan  hingga  kini. 

Apa  yang  telah  dilakukan  hingga  kini 
tidak  salah.  Akan  tetapi  kalau  itu  diteruskan 
akan  menjadi  salah,  oleh  karena  kita  berada 
dalam  kerangka  waktu  dan  kondisi  yang  ber- 
beda  dari  masa  lampau.  Sebab  itu  perlu  ada 
penyesuaian  dan  perubahan  dalam  Pelaksa- 
naan  UUD  1945,  sebagaimana  juga  dulu  di- 
lakukan pada  tahun  1967. 

Satu  hal  positif  dari  20  tahun  yang  lam- 
pau yang  harus  terus  kita  jaga  dan  manfaat- 
kan  adalah  diterimanya  Pancasila  sebagai 
satu-satunya  asas  dalam  kehidupan  berne- 
gara,  berbangsa  dan  bermasyarakat.  Ini  ada- 
lah modal  yang  penting  sekali  untuk  masa 
depan. 

Yang  menjadi  kewajiban  kita  selanjut- 
nya  adalah  menciptakan  harmoni  antara  le- 
gislatif dan  eksekutif,  dengan  catatan  bahwa 
MPR  adalah  lembaga  tertinggi  negara  dan 
bahwa  eksekutif  tidak  bertanggungjawab 
kepada  DPR  dan  hanya  kepada  MPR.  Un- 
tuk menciptakan  harmoni  ini  dan  membuat 
agar  MPR  benar-benar  lembaga  tertinggi, 
maka  yang  menentukan  adalah  orang- orang 
yang  duduk  dalam  MPR  dan  DPR.  Kita 
harus  memperoleh  anggota-anggota  MPR 
dan  DPR  yang  benar-benar  patut  untuk 
duduk  dalam  lembaga  itu.  Dan  itu  baru  ter- 
jawab  apabila  semua  anggota  lembaga  itu 
adalah  warganegara  Indonesia  yang  dipilih 
oleh  rakyat  secara  langsung.  Itu  berarti 
bahwa  sistem  pemilihan  harus  beralih  dari 
ssitem  di  mana  rakyat  memilih  orpol  men- 
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jadi  sistem  di  mana  rakyat  memilih  wakil- 
wakilnya. 

Pada  tahun  1967  dikatakan  rakyat  Indo- 
nesia belum  matang  untuk  itu,  tetapi  seka- 
rang  bangsa  Indonesia  sudah  meningkat 
usianya  lebih  dari  20  tahun.  Dalam  dalam  20 
tahun  lebih  itu  sudah  jauh  lebih  banyak  yang 
mengalami  pendidikan  formal  dan  informal, 
memperoleh  pengalaman  aneka  ragam,  se- 
hingga  kondisi  mentalnya  tidak  lagi  sama 
dengan  tahun  1967.  Adalah  terlampau  me- 
mandang  rendah  rakyat  Indonesia,  kalau  di- 
katakan sekarang  masih  kurang  matang, 
pada  hal  tetangga  kita  bangsa  Malaysia  yang 
tidak  beda  dengan  kita  sudah  dari  dulu  me- 
milih wakil- wakilnya.  Dengan  adanya  sistem 
tersebut  juga  ada  dorongan  atau  tantangan 
bagi  para  orpol  untuk  menjadi  lebih  mandi- 
ri.  Sebab  kalau  tidak  mandiri  dan  lebih  kuat 
serta  mampu,  tidaklah  mustahil  bahwa 
rakyat  samasekali  tidak  memilih  seorang 
wakil  dari  orpol  itu.  Dengan  adanya  pemi- 
lihan  wakil  rakyat  itu,  maka  semua  anggota 
DPR  adalah  orang  yang  mewakili  rakyat. 
Kecuah  masalah  anggota  ABRI  yang  masih 
perlu  dipertimbangkan.  Sebaiknya  juga  ang- 
gota ABRI  turut  memilih  dan  dipilih.  Akan 
tetapi  kalau  rakyat  masih  menganggap  perlu 
untuk  mempertahankan  konsensus  nasional 
yang  menyatakan  anggota  ABRI  tidak  me- 
milih dan  dipilih  dan  sebagai  kompensasinya 
diangkat  oleh  pemerintah  untuk  menjadi 
anggota  DPR,  maka  kita  tidak  dapat  meno- 
lak  kehendak  rakyat  itu.  Akan  tetapi  dalam 
hal  demikian  hanya  anggota  ABRI  saja  yang 
masih  diangkat,  sedangkan  yang  non-ABRI 
harus  semua  dipilih. 

Kita  harus  dapat  menimbulkan  di  Indo- 
nesia satu  pandangan  bahwa  merupakan 
satu  kehormatan  dan  penghargaan  serta  ke- 
banggaan  untuk  menjadi  wakil  yang  dipilih 
rakyat.  Sekarang  orang  mempunyai  kebang- 


gaan  menjadi  pegawai  atau  pejabat  peme- 
rintah. Itu  merupakan  hal  yang  baik  oleh 
karena  akan  merangsangnya  untuk  menjadi 
pegawai  dan  pejabat  pemerintah  yang  baik. 
Akan  tetapi  karena  kita  telah  bertekad  un- 
tuk membangun  RepubUk  Indonesia  men- 
jadi satu  negara  demokrasi  sesuai  dengan 
Pancasila  dan  UUD  1945,  maka  kebanggaan 
menjadi  wakil  rakyat  yang  dipilih  secara 
langsung  adalah  lebih  fundamental.  Sebab 
itu  harus  kita  usahakan  agar  semua  anggota 
DPR  dan  DPRD  adalah  pilihan  rakyat  se- 
cara langsung. 

Untuk  keanggotaan  MPR  masih  hams 
ada  wakil  daerah  dan  wakil  golongan.  Itu 
pun  harus  terdiri  dari  orang- orang  yang  di- 
pilih dan  bukan  diangkat.  Sebaiknya  wakil 
daerah  dipilih  oleh  setiap  DPRD  dari  anggo- 
ta DPRD  yang  bersangkutan.  Karena  anggo- 
ta DPRD  adalah  wakil  rakyat  yang  sudah  di- 
pilih secara  langsung,  maka  dengan  begitu 
wakil  daerah  pun  hasil  pihhan  rakyat.  Wakil 
golongan  sebaiknya  dipihh  oleh  para  anggo- 
ta setiap  golongan  dari  mereka  yang  menjadi 
anggota  golongan  itu.  Masih  harus  ditetap- 
kan  apa  yang  kita  maksudkan  dengan  go- 
longan dan  golongan  mana  saja  yang  berhak 
mempunyai  wakil  dalam  MPR.  Karena  ang- 
gota  golongan  adalah  sebagian  dari  rakyat 
yang  aktif  dalam  golongan  bersangkutan, 
maka  wakil  mereka  yang  duduk  dalam  MPR 
pun  telah  dipilih  oleh  rakyat,  yaitu  rakyat 
yang  menjadi  anggota  golongan  bersangkut- 
an. 

Dengan  penyusunan  demikian,  maka 
anggota  MPR  dan  DPR  mempunyai  wibawa 
politik  yang  jauh  lebih  dapat  dipertanggung- 
jawabkan  daripada  kalau  hanya  diangkat, 
baik  diangkat  oleh  orpol  atau  oleh  pemerin- 
tah. Karena  itu  pihak  eksekutif  akan  lebih 
terdorong  untuk  memperhatikan  pendapat 
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dan  suara  mereka,  sebaliknya  akan  tidak  me- 
ngabaikan  mereka  karena  dapat  menimbul- 
kan  konsekuensi  politik  yang  berat.  Karena 
para  anggota  DPR  dan  DPRD  merupakan 
wakil  rakyat,  maka  mereka  akan  didorong 
untuk  senantiasa  menyuarakan  kehendak 
rakyat  yang  mereka  wakili.  Kalau  tidak  ma- 
ka tidak  mustahil  mereka  akan  di- recall  oleh 
daerah  pemilihan  mereka  atau  dalam  Pemilu 
berikutnya  tidak  akan  dipilih  lagi  oleh 
rakyat.  Dengan  dorongan  demikian  mereka 
harus  lebih  aktif  sebagai  anggota  legislatif. 

Selain  itu  dalam  tiap-tiap  fraksi  DPR 
dan  DPRD  harus  dibentuk  staf  yang  mem- 
bantu  para  anggota  DPR.  Kemungkinan  lain 
adalah  adanya  staf  yang  membantu  tiap 
komisi  DPR.  Dalam  hal  itu  staf  tersebut 
membantu  para  anggota  DPR  tanpa  meman- 
dang  keanggotaan  fraksi.  Masing-masing 
cara  ada  untung-ruginya.  Para  anggota  staf 
itu  akan  memperoleh  pengalaman  yang  baik 
sekah  yang  sekaligus  mematangkan  mereka 
untuk  nantinya  menjadi  politikus  yang  turut 
mencalonkan  diri  dalam  Pemilu.  Hal  demi- 
kian banyak  kita  lihat  di  AS.  Dengan  adanya 
staf  itu  dapat  diharapkan  bahwa  kegiatan 
dan  pendapat  para  anggota  DPR  akan  lebih 
efektif  dalam  menghadapi  eksekutif  dan 
setiap  pekerjaan  yang  lain. 

Maka  dengan  pengaturan  itu  dapat  diha- 
rapkan bahwa  akan  tercipta  harmoni  yang 
lebih  baik  antara  eksekutif  dan  legislatif  tan- 
pa  mengganggu  kehendak  UUD  1945,  yaitu 
bahwa  eksekutif  kuat  untuk  dapat  menjalan- 
kan  pemerintahan  yang  hanya  bertanggung- 
jawab  kepada  MPR.  Masih  perlu  pula  diper- 
timbangkan  aktivitas  MPR  yang  tidak  terba- 
tas  pada  sidang  sekali  dalam  lima  tahun.  Se- 
bab  sebagai  lembaga  tertinggi  negara  MPR 
dapat  lebih  dimanfaatkan  daripada  hanya 
untuk  persidangan  selama  sekitar  14  hari 


dalam  lima  tahun.  Khususnya  ini  menyang- 
kut  pembangunan  Bhinneka  Tunggal  Ika. 

Umumnya  di  negara- negara  lain  perwa- 
kilan  terdiri  dari  dua  kamar,  yaitu  satu 
kamar  yang  bersifat  DPR  yang  menghadapi 
problem  negara  sebagai  satu  kesatuan.  Se- 
dangkan  kamar  yang  lain  bersifat  Senat 
yang  menghadapi  negara  yang  terdiri  dari 
daerah- daerahnya.  Meskipun  di  Indonesia 
hanya  ada  satu  MPR  dan  satu  DPR,  mung- 
kin  sekali  karena  para  Pendiri  Republik  hen- 
dak  mempertahankan  secara  konsekuen 
negara  kesatuan,  namun  kita  melihat  bahwa 
di  MPR  ada  wakil  daerah.  Jadi  jelas  bahwa 
para  Pendiri  Republik  pun  menyadari  pen- 
tingnya  perwakilan  daerah  dalam  lembaga 
tertinggi. 

Oleh  sebab  itu  adalah  kurang  sesuai  de- 
ngan jiwa  Pancasila  dan  UUD  1945  kalau 
peranan  MPR  hanya  dibatasi  seperti  seka- 
rang  saja.  Oleh  sebab  itu  perlu  ada  lebih  dari 
satu  persidangan  dalam  lima  tahun  tanpa 
mengarah  kepada  sidang  khusus  yang  mem- 
punyai  makna  tersendiri.  Dalam  UUD  1945 
tidak  dilarang  MPR  bersidang  lebih  dari 
satu  kali,  oleh  karena  Pasal  2  hanya  menya- 
takan   bahwa   Majelis  Permusyawaratan 
Rakyat  bersidang  sedikitnya  sekali  dalam 
lima  tahun  di  Ibu  Kota  Negara.  Dan  sidang 
kedua  itu  sebaiknya  diarahkan  kepada  masa- 
lah  Bhinneka  Tunggal  Ika,  atau  hubungan 
Pusat  dengan  Daerah.   Karena  peranan 
daerah  menjadi  semakin  penting  dalam  pem- 
bangunan nasional,  maka  pengaturan  seper- 
ti itu  tidaklah  mengada-ada.  Keinginan  un- 
tuk integrasi  nasional  yang  mantap  justru 
memerlukan  pengaturan  demikian. 

Kalau  kita  patriot  Indonesia  sejati  tentu 
kita  ingin  melihat  kemajuan  di  seluruh  ba- 
gian  Indonesia.  Dan  tidak  hanya  kemajuan 
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Pulau  Jawa  atau  Sumatera  saja.  Justru  un- 
tuk  menciptakan  Indonesia  yang  maju,  kuat 
dan  sejahtera  diperlukan  kemajuan  seluruh 
bagian  Indonesia.  Untuk  keperluan  itu  perlu 
ada  politik  desentralisasi  yang  bijaksana  dan 
maju.  Politik  desentralisasi  yang  bijaksana 
adalah  politik  yang  memberikan  kesempatan 
dan  kemampuan  bagi  tiap  daerah  untuk  ma- 
ju dan  mandiri,  tetapi  selalu  dalam  kerangka 
kesatuan  Indonesia  sesuai  dengan  Wawasan 
Nusantara.  Politik  demikian  harus  berpang- 
kal  pada  pengembangan  sumber  daya  manu- 
sia  di  daerah- daerah.  Sebab  hanya  dengan 
kualitas  manusia  yang  memadai  dapat  dica- 
pai  kemajuan  dan  kemandirian  daerah  yang 
senantiasa  berada  dalam  kerangka  kesatuan 
Indonesia.  Tanpa  kualitas  manusia  yang  me- 
madai politik  desentralisasi  hanya  akan  me- 
rupakan  pemborosan  sumber  daya  dan  bah- 
kan  dapat  menimbulkan  kerawanan  bagi  In- 
donesia secara  keseluruhan  serta  daerah 
yang  bersangkutan.  Separatisme  adalah  sa- 
lah  satu  akibat  itu  yang  pada  akhirnya  meru- 
gikan  daerah  yang  bersangkutan  maupun  In- 
donesia sebagai  kesatuan. 

Penyelenggaraan  pengembangan  sumber 
daya  manusia  di  daerah  harus  berpangkal 
pada  pendidikan  dan  kepemimpinan.  Pendi- 
dikan  di  lingkungan  keluarga  dan  rumah 
tangga  merupakan  tempat  utama  untuk 
memperoleh  kualitas  manusia  yang  berwa- 
tak  dan  berkepribadian,  sedangkan  pendi- 
dikan sekolah  melengkapi  itu  dengan 
transfer  ilmu  pengetahuan  dan  informasi 
yang  menciptakan  kecakapan  kerja  dan 
pembinaan  profesi.  Kepemimpinan  menim- 
bulkan suasana  masyarakat  yang  kondusif 
untuk  perkembangan  daerah  dalam  perkem- 
bangan  nasional  dan  internasional.  Inilah 
yang  perlu  diutamakan  terlebih  dahulu 
dalam  politik  kita  untuk  menjamin  integrasi 
nasional. 


Segera  menonjol  di  situ  bagaimana  kita 
menetapkan  para  Gubernur  dan  Bupati  se- 
bagai Kepala  Daerah  Tingkat  Satu  dan 
Tingkat  Dua.  Sebab  kepemimpinan  mereka 
itu  yang  akan  mempunyai  pengaruh  besar 
kepada  penyelenggaraan  pengembangan 
sumber  daya  manusia  itu.  Pada  waktu  ini  le- 
bih  berperan  pihak  Pusat  dalam  penentuan 
pada  Kepala  Daerah  itu.  Misalnya,  Guber- 
nur ditentukan  oleh  Keputusan  Presiden  se- 
suai dengan  calon-calon  yang  diajukan 
DPRD  Tingkat  I  yang  bersangkutan,  se- 
dangkan Bupati  ditentukan  oleh  Menteri 
Dalam  Negeri.  Pengaturan  demikian  untuk 
menjamin  bahwa  para  Gubernur  dan  Bupati 
adalah  lebih  banyak  yang  diyakini  oleh 
Pusat  daripada  semata-mata  merupakan  pi- 
lihan  daerah  yang  bersangkutan. 

Selama  kita  masih  dalam  tahap  pengem- 
bangan sumber  daya  manusia  di  daerah  pe- 
ngaturan demikian  perlu  dipertahankan.  De- 
ngan begitu  dapat  lebih  dijamin,  bahwa  pro- 
ses penyelenggaraan  pengembangan  sumber 
daya  manusia  masih  selalu  dikontrol  oleh 
Pusat.  Kalau  tingkat  kemajuan  di  daerah 
sudah  menunjukkan  kemampuan  yang  lebih 
tinggi  mungkin  dapat  dipertimbangkan 
adanya  wewenang  lebih  luas  bagi  daerah. 
Proses  itu  menunjukkan  perlunya  kegiatan 
MPR  yang  lebih  banyak  dari  sekedar  bersi- 
dang  satu  kali  dalam  lima  tahun  dengan 
acara  yang  sekarang  sudah  menjadi  kebia- 
saan. 

Apabila  pembangunan  politik  demikian 
dapat  terwujudkan,  maka  dapatlah  diha- 
rapkan  adanya  stabilitas  nasional  yang  lebih 
dinamis  dengan  disertai  pemeliharaan  dan 
peningkatan  integrasi  nasional  yang  kese- 
muanya  mendekatkan  kita  kepada  pencapai- 
an  tujuan  nasional  tanpa  meninggalkan  rel 
Pancasila  dan  UUD  1945. 
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Penutup 

Sudah  amat  jelas  bahwa  pembangunan 
nasional  yang  berintikan  pembangunan  eko- 
nomi  tidak  mungkin  berhasil  baik  kalau  ti- 
dak  disertai  pula  oleh  pembangunan  politik. 
Dan  bahwa  pembangunan  politik  yang  telah 
dilakukan  oleh  Orde  Baru  cukup  baik  untuk 
masanya,  tetapi  sudah  tidak  lagi  memadai 
untuk  menghadapi  masa  kini  dan  masa  de- 
pan. 

Selain  itu  juga  amat  jelas  bahwa  pem- 
bangunan nasional  tidak  cukup  hanya  men- 
ciptakan  sekedar  kemajuan  saja.  Kemajuan 
yang  diciptakan  pembangunan  nasional 
hams  demikian  rupa  sehingga  sesuai  dengan 
kemajuan  dan  dinamika  yang  sedang  ber- 
kembang  di  wilayah  Asia-Pasifik  yang  men- 
jadi  lingkungan  hidup  bangsa  Indonesia. 
Kalau  tidak,  maka  timbul  bahaya  bahwa  In- 
donesia menjadi  sasaran  dari  berbagai  ke- 
giatan  bangsa- bangsa  yang  tinggal  di  keliling 
kita  yang  lebih  cakap  dan  lebih  mampu 
dalam  memanfaatkan  segenap  potensi  yang 
dikandung  alam  kita.  Oleh  sebab  itu  kema- 
juan dan  pembangunan  harus  meluas  ke  se- 
genap daerah  di  Indonesia  yang  mengan- 
dung  berbagai  potensi  yang  berharga.  Untuk 
itu  diperlukan  pembangunan  politik  yang 
menimbulkan  integrasi  nasional.  Suatu  poli- 
tik yang  menjamin  harmoni  antara  Pusat 


dan  Daerah. 

Sedangkan  pembangunan  politik  yang 
menjamin  dinamika  yang  stabil  atau  stabili- 
tas  yang  dinamis  untuk  keseluruhan  bangsa 
banyak  tergantung  dari  kemampuan  un- 
tuk mewujudkan  harmoni  antara  eksekutif 
dan  legislatif.  Memang  kita  perlukan  ekse- 
kutif yang  kuat  dan  mampu  menjalankan 
pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien  se- 
hingga langkah  demi  langkah  tercipta  setiap 
unsur  yang  membentuk  masyarakat  adil  dan 
makmur  berdasarkan  Pancasila.  Akan 
tetapi,  di  pihak  lain  juga  diperlukan  legisla- 
tif yang  berwibawa  dan  berpengaruh  dalam 
masyarakat,  sehingga  dengan  begitu  dapat 
dipelihara  kedaulatan  rakyat  sebagaimana 
dikehendaki  oleh  UUD  1945.  Dengan  demi- 
kian perjalanan  bangsa  Indonesia  ke  tujuan 
nasionalnya  akan  senantiasa  dijaga  agar  se- 
suai dengan  Pancasila  dan  UUD  1945,  sesuai 
dengan  kehendak  dan  aspirasi  rakyat  yang 
membentuk  bangsa  kita  ini. 

Inilah  tantangan  yang  kita  hadapi  untuk 
masa  depan  dalam  menyelenggarakan  pem- 
bangunan politik  guna  keberhasilan  pemba- 
ngunan nasional.  Kemampuan  kita  menga- 
tasi  tantangan  itu  dengan  memadai  akan 
menentukan  keberhasilan  melaksanakan 
tinggal  landas  dalam  pembangunan  nasio- 
nal. 


Pembangunan  Politik 
Sesudah  TahuiiMl^93 


SOEMITRO 


Pendahuluan 

INTERMEDIA  TE- range  Nuclear  Forces 
(INF)  Agreement  sebagai  hasil  pende- 
katan  Amerika  Serikat-Uni  Soviet  (AS- 
US) menyadarkan  orang  bahwa  dunia  me- 
masuki  era  baru  yaitu  Era  Pasca  Perang 
Dingin.  Dalam  proses  terbentuknya  era  baru 
tersebut  umat  manusia  dihadapkan  kepada 
tantangan  baru  guna  menata  kembali  pan- 
dangan  dan  persepsinya  dan  meninggalkan 
sikap  konservatif  dan  ortodoks  yang  dibe- 
lenggu  oleh  nilai-nilai  lama.  Perubahan  dan 
pembaruan  menjadi  isunya. 

Bangsa  Indonesia  pun  tidak  lepas  dari  pe- 
ngaruh  tersebut,  karena  dunia  semakin  kecil 
dan  saling  ketergantungan  antar  bangsa  se- 
makin besar  sebagai  akibat  kemajuan  pesat 
di  bidang  elektronika  dan  informatika.  Di 
pihak  lain  persaingan  antar  bangsa  menjadi 
semakin  ketat. 

Bangsa  Indonesia  akan  mengakhiri  era 
perintisan  (era  pembangunan  politik  dan  era 
awal  pembangunan  ekonomi)  yang  penuh 


trial  &  error.  Bangsa  Indonesia  juga  akan 
meninggalkan  kondisi  yang  dicipta  oleh  sua- 
sana  revolusi  (tanpa  menghancurkan  ciri-ciri 
positif  bangsa  di  tengah  revolusi)  dan  me- 
ninggalkan kultur  serta  struktur  sosial  yang 
diciptakan  oleh  konsep  nasakom  atau  komu- 
nisme.  Kondisi  tersebut  di  atas  penuh  de- 
ngan  ketegangan  dan  ketidakpastian  (inse- 
curity &  confusion). 

Menatap  abad  XXI  atau  mulai  tahun 
1993,  setiap  aspirasi  yang  menghendaki  pe- 
rubahan dan  pembaruan  harus  dilakukan  se- 
cara  berencana  (planmatig)  dan  terkendali 
(orderly  process  of  change)  kalau  tidak 
ingin  kembali  ke  situasi  penuh  ketegangan, 
membingungkan  dan  penuh  dengan  ketidak- 
pastian, bahkan  yang  paling  berbahaya  ada- 
lah  terjadinya  proses  disintegrasi. 

Penerapan  UUD  1945  di  Tengah- 
tengah  Tuntutan  Perubahan  dan 
Pembaruan 

Berbahagialah  bangsa  Indonesia  bahwa 
menghadapi  situasi  perubahan  dan  pemba- 
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ruan  tersebut,  kita  telah  memiliki  pegangan 
dan  dasar  yang  kuat  yaitu  Pancasila  dan 
UUD  1945. 

Hams  diakui  betapa  arif  dan  dalamnya 
wawasan  serta  farsightedness  para  pendiri 
Republik  Indonesia.  Mereka  secara  dini 
telah  menjaga  kekenyalan  UUD  1945.  Pada 
Bab  IV  Penjelasan  UUD  1945  dinyatakan: 
"Memang  sifat  aturan  yang  tertulis  itu  me- 
ngikat.  Oleh  karena  itu,  makin  'supel' 
(elastic)  sifatnya  aturan  itu  makin  baik. 
...  Yang  sangat  penting  dalam  pemerintahan 
dan  dalam  hidupnya  negara  ialah  semangat, 
semangat  para  penyelenggara  negara,  sema- 
ngat para  pemimpin  pemerintahan.  Sebalik- 
nya  meskipun  UUD  1945  itu  tidak  sempur- 
na,  akan  tetapi  jikalau  semangat  para  penye- 
lenggara pemerintah  baik,  UUD  1945  itu  ti- 
dak akan  merintangi  jalannya  negara.  Jadi 
yang  paHng  penting  adalah  semangat." 

Jelas  penerapan  UUD  1945  tidak  boleh 
kaku  dan  dogmatik.  Di  Bab  VII  tentang  Ke- 
kuasaan  Kepala  Negara  tidak  terbatas  dinya- 
takan: "Meskipun  Kepala  Negara  tidak  ber- 
tanggungjawab  kepada  Dewan  Perwakilan 
Rakyat,  ia  bukan  'diktator,'  artinya  ke- 
kuasaan  tidak  tak  terbatas.  ...  Kecuali  itu,  ia 
hams  memperhatikan  sungguh-sungguh 
suara  Dewan  Perwakilan  Rakyat.''  Tentang 
kedudukan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  di- 
nyatakan: "Kedudukan  Dewan  Perwakilan 
Rakyat  adalah  kuat.  ...  Kecuali  itu  anggota- 
anggota  DPR  semuanya  merangkap  men- 
jadi  anggota  MPR.  Oleh  karena  itu  DPR 
dapat  senantiasa  mengawasi  tindakan-tin- 
dakan  Presiden.  ..." 

Jiwa  penjelasan  tersebut  adalah:  perta- 
ma,  mencegah  proses  akumulasi  kekuasaan 
di  tangan  Presiden,  yang  dapat  menjurus  ke 
kekuasaan  mutlak  (absolute power),  dan  ke- 
dua  mempertegas  bahwa  anggota- anggota 
DPR  adalah  merangkap  anggota  lembaga 
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demokrasi  tertinggi  MPR,  di  mana  Presiden 
ialah  Penyelenggara  Pemerintah  Negara 
yang  tertinggi  di  bawah  MPR.  Memang 
DPR  tidak  dapat  menjatuhkan  seorang 
Mandataris/Presiden.  Ini  adalah  jaminan 
stabilitas  pemerintahan.  Tapi  pengawasan 
terhadap  seorang  Presiden  oleh  DPR  adalah 
wajar,  sehingga  pada  akhir  masa  jabatan 
permintaan  pertanggungjawaban  melalui 
MPR  hams  dilakukan. 

Selama  5  tahun  melalui  anggota  DPR 
(anggota  MPR)  telah  dimonitor  kesalahan- 
kesalahan  seorang  mandataris.  Kewajiban 
anggota  DPR/MPR  adalah  menemskan  ba- 
sil pemantauannya  kepada  induk  organisasi 
masing-masing,  sehingga  Sidang  MPR  hasil 
Pemilu  yang  bam,  dapat  melakukan  fungsi 
pengawasan  secara  lebih  sempurna.  Kalau  ti- 
dak demikian  maka  MPR  hasil  Pemilu  tidak 
mungkin  menilai  pertanggungjawaban  man- 
dataris dengan  sempurna. 

Di  pihak  lain  hams  dihindari  kebutuhan 
untuk  memanggil  Sidang  Istimewa  MPR  se- 
belum  masa  jabatan  seorang  mandataris  se- 
lesai.  Hal  tersebut  perlu.  Kalau  tidak,  stabi- 
litas pemerintahan  akan  terganggu  seperti 
zaman  pohtik  liberal  (tahun  1950-an)  hanya 
polanya  saja  yang  lain. 

.  Berdasar  hal-hal  tersebut  di  atas  ditam- 
bah  pengalaman  selama  lebih  dari  40  tahun 
merdeka  serta  fenomena  umum  di  negara- ne- 
gara berkembang,  maka  perlu  ada  ketentuan 
Undang-undang  Pelaksanaan  Pasal  7  UUD 
1945,  agar  masa  jabatan  seorang  Presiden/ 
Mandataris  dibatasi  sampai  sebanyak-ba- 
nyaknya  dua  kali,  sama  halnya  dengan  Gu- 
bernur  dan  Bupati/Kepala  Daerah  (2X5  ta- 
hun maksimal).  Kontinuitas  usaha  tidak  bo- 
leh digantungkan  pada  manusia,  tapi  pada 
sistem,  sesuai  UUD  1945,  bahwa  setiap  man- 
dataris harus  melaksanakan  pemerintahan 
berdasar  GBHN.  Selain  itu  pegangan  setiap 
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mandataris  adalah  Rencana  Strategi  Pemba- 
ngunan  Jangka  Panjang  yang  ada.  Perlu  di- 
catat,  GBHN  dan  Rencana  Strategi  Pemba- 
ngunan  tersebut  hams  dijaga  kekenyalannya 
guna  menghadapi  perubahan-perubahan  ce- 
pat  atau  perkembangan-perkembangan  ba- 
rn. Untuk  ini  perlu  dilembagakan  satu  meka- 
nisme  yang  didasari  Undang-undang.  Misal- 
nya  pembentukan  Badan  Pekerja  (yang  di- 
perluas)  dengan  kewenangan  tersebut. 

Khusus  mengenai  Pasal  6  UUD  1945  ayat 
2  hams  benar-benar  dipertahankan,  bahwa 
Presiden  dan  Wakil  Presiden  dipilih  oleh 
MPR  dengan  suarayang  terbanyak.  Budaya 
musyawarah  mufakat  tidak  tepat  diterapkan 
di  sini.  Memilih  seorang  pemimpin  pada  da- 
sarnya  adalah  manifestasi  kepercayaan.  Sa- 
ma  halnya  dengan  pemilihan  pengums  per- 
kumpulan  hams  dilakukan  secara  bebas  dan 
rahasia.  Kejujuran  dan  kebersihan  dalam 
kehidupan  politik  hams  mulai  dikembang- 
kan,  di  samping  itu  hams  dihindari  kese- 
nangan  bermanipulasi.  Penegakan  etika  da- 
lam berpolitik  hams  menjadi  budaya  politik 
bangsa. 

Calon  tidak  boleh  hanya  satu,  karena  ha- 
ms dihindari  pengaruh  kekuasaan  dan  pak- 
saan  kekuatan.  Kewenangan  utama  MPR 
tersebut  hams  dihargai  oleh  setiap  wargane- 
gara  dan  semua  kekuatan  sosial  politik. 

Mengenai  kedudukan  seorang  Menteri 
menumt  Penjelasan  Pasal  17  UUD  1945, 
memang  tidak  bertanggungjawab  kepada 
DPR,  yang  berarti  tidak  dapat  dijatuhkan 
oleh  DPR.  Di  pihak  lain  tujuan  kita  adalah 
membangun  budaya  dan  etika  politik  yang 
baik.  Seorang  Menteri  tidak  dapat  selalu  ber- 
lindung  di  belakang  wibawa  seorang  Presi- 
den apabila  berbuat  kesalahan  atau  kega- 
galan  yang  prinsipiil.  Praktek  semacam  ini 
selain  akan  mendorong  proses  akumulasi  ke- 
kuasaan yang  terpenting  juga  tidak  mendi- 
dik  para  Menteri  mengerti  tanggung  jawab. 


Sistem  pemerintahan  menumt  UUD  1945 
bukanlah  bertujuan  untuk  mendidik  para 
pejabat  menjadi  easy  going  dan  merasa  kuat 
tidak  tergoyahkan,  onschendbaar  atau  un- 
touchable. Karenanya  perlu  dijadikan  kon- 
sensus  agar  menjadi  etika  bahwa  seorang 
Menteri  yang  gagal  atau  membuat  kesalahan 
besar  dan  pruisipiil  mengajukan  pengundur- 
an  diri  atau  di-recall  oleh  induk  organisasi- 
nya.  Bila  tidak  ia  akan  kehilangan  wibawa- 
nya  dan  akan  menjadi  laughing  stock  di 
tengah  masyarakat  yang  pada  gilirannya 
akan  menumnkan  wibawa  Pemerintah.  Pe- 
ngunduran  diri  semacam  ini  juga  merupakan 
mata  rantai  kadervorming  yang  akan  mem- 
buka  kesempatan  bagi  kader  politik  lain 
agar  mendapat  pengalaman  dalam  pemerin- 
tahan. 

Juga  perlu  dibentuk  Clearing  House  un- 
tuk calon  menteri,  umpamanya  melalui  Ko- 
misi/Komite  Khusus  di  DPR  atau  dalam 
bentuk  lain. 

Mengenai  sistem  dan  prosedur  penyusun- 
an  Kabinet  hendaknya  dicipta  konvensi  di 
mana  4  faktor  dijadikan  dasar.  Pertama, 
bahwa  selumh  orsospol  telah  menerima  Pan- 
casila  sebagai  Asas  Tunggal.  Kaitan  mereka 
dengan  ideologi  primordial  telah  tidak  ada 
lagi  dan  medium  persaingan  adalah  pro- 
gram. 

Kedua,  bahwa  demokrasi  Pancasila  tidak 
mengenai  adanya  oposisi  sehingga  semua 
parpol  wajar  disertakan  dalam  Kabinet.  De- 
ngan demikian  mereka  diajak  ikut  bertang- 
gungjawab dan  "oposisi  terselubung"  dapat 
dihindari. 

Ketiga,  GBHN  mempakan  konsensus 
nasional  yang  harus  dijadikan  pedoman  ker- 
ja  setiap  kekuatan  sosial  politik.  Penyim- 
pangan  dari  GBHN  dapat  dianggap  tidak 
konstitusional.  Oleh  karenanya  pemmusan 
GBHN  harus  benar  sempurna  dan  semua  ke- 
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kuatan  sosial  politik  mutlak  hams  berparti- 
sipasi  (vertikal&  horisontal). 

Keempat,  adalah  komitmen  pada  konti- 
nuitas  pembangunan.  Karena  titik  beratnya 
adalah  kesejahteraan  bangsa  atau  ekonomi, 
maka  kehadiran  tim  teknokrat  di  dalam  su- 
sunan  Kabinet  merupakan  kebutuhan,  bah- 
kan  keharusan.  Yang  ideal  adalah  hadirnya 
teknokrat  yang  sudah  berpengalaman  dalam 
bidang  poHtik  (anggota  orsospol,  anggota 
DPR  dan  lain- lain),  sehingga  citra  dan  per- 
sepsinya  tidak  semata-mata  pure  teknokrat. 
Seorang  teknokrat  politikus  akan  selalu 
memperhatikan  dampak  sosial  politik  dari 
kebijakannya  dan  karenanya  dapat 
menghindari  timbulnya  kesenjangan  sosial 
yang  tidak  diperhitungkan.  Dengan  demi- 
kian  yang  dibangun  akhirnya  adalah  manu- 
sia  sebagai  bagian  dari  masyarakatnya.  Pro- 
ses atau  sistemnya  hendaknya  melalui  kon- 
sultasi  dan  hearing  dengan  semua  orsospol 
yang  diwakili  di  dalam  DPR  tanpa  menjurus 
ke  budaya  koehandel  zaman  pohtik  liberal. 
Alangkah  sempurnanya  kalau  setiap  orsos- 
pol memperhatikan  tulisan-tulisan  atau 
buah  pemikiran  (konsep)  perorangan  yang 
dikemukakan  dalam  media  massa,  seminar 
atau  forum  apa  pun.  Presiden  terpilih  diban- 
tu  tim  kecil  biasanya  mengadakan  wawan- 
cara  dengan  para  calon  menteri  guna  menge- 
tahui  kedalaman  pikiran  serta  insight  mere- 
ka  pada  permasalahan  strategik  dan  masalah 
jangka  pendek  yang  dihadapi  bangsa. 

Kepemimpinan  Kolektif 

Kabinet  yang  akan  datang  harus  merupa- 
kan tim  yang  homogen  dan  merupakan  ke- 
pemimpinan yang  kolektif,  terutama  dalam 
masa  transisi  dari  Generasi  '45  ke  generasi 
berikutnya.  Cara  kerja  tim  semacam  ini  ja- 
ngan  terlampau  mengandalkan  dan  meng- 
gantungkan  diri  kepada  kemampuan  pero- 


rangan, tapi  utamakan  dan  biasakan  bekerja 
secara  kolektif  terutama  dalam  proses  pe- 
ngambilan  keputusan  yang  penting-penting. 

Parpol  &  Ormas 

Sudah  waktunya  parpol  dijadikan  partai 
massa  yang  mempunyai  organisasi  sampai 
ke  tingkat  desa.  Dengan  diterimanya  Panca- 
sila  sebagai  asas  tunggal,  dan  hilangnya 
kaitan  parpol  dari  ideologi  primordial,  serta 
medium  persaingan  adalah  Program  Partai, 
ditambah  pengalaman  pahit  peristiwa  ber- 
darah  kup  gagal  PKI  tahun  1965,  maka 
tidak  ada  alasan  untuk  tidak  mengubah 
struktur  kepartaian  di  Indonesia. 

Menjelang  era  modernisasi  dan  akselera- 
si  pembangunan,  di  mana  tuntutan  transfor- 
masi  sosio  kultural  sangat  dibutuhkan, 
maka  partisipasi  rakyat  luas  perlu  digalak- 
kan,  dan  tidak  dapat  hanya  mengandalkan 
birokrasi(Korpri),  Golkar  dengan  organisasi 
profesinya  maupun  ABRI.  Parpol  harus  di- 
jadikan perpanjangan  tangan  dalam  kampa- 
nye  modernisasi.  Parpol  ikut  bertanggung- 
jawab  dalam  usaha  modernisasi  bangsa.  Ha- 
nya saja  praktek  dan  citra  demokrasi  harus 
benar-benar  menjadi  fokus  pendidikan  di 
semua  kekuatan  sosial  politik  maupun  lem- 
baga  negara. 

Kepekaan  dan  daya  tanggap  parpol  ter- 
hadap  masalah- masalah  kerakyatan  atau 
sosial  akan  meningkatkan  mutu  DPR/MPR. 
Apabila  dipelajari  periode  setelah  1965,  di 
mana  parpol  dijadikan  partai  kader  tampak 
kecenderungan  kuat  menonjolnya  kekuatan 
sosial  lain  yang  merupakan  wadah  floating 
mass  seperti  KNPI,  AMPI,  GMNI,  PII, 
HMI,  LSM  dan  Iain-Iain  terlepas  ikatannya 
dari  mana  pun  dan  bebas  menganut  "  poli- 
tik"-nya  sendiri.  Timbul  gejala,  kekuatan 
sosial  tersebut  cenderung  berperan  tidak  be- 
da  dengan  orsospol  hanya  saja  mereka  tidak 
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ada  wakilnya  di  dalam  Dewan  Perwakilan 
Rakyat.  Mereka  dapat  sangat  vokal  dan 
mampu  menggerakkan  massa  sesuai  dengan 
isu  yang  ada  pada  saat  tertentu.  Kalau  be- 
nar  pengamatan  ini,  maka  secara  tidak  disa- 
dari  kita  telah  kembali  ke  zaman  liberalisme 
(tahun  1950-an)  dikombinasikan  dengan 
pola  zaman  Nasakom  (gerakan  massa  dan 
pressures  from  below  ).  Karenanya  sudah 
waktunya  parpol  diubah  menjadi  partai 
massa  kembali  sehingga  komponen-kompo 
nen  tersebut  masuk  tanggung  jawab  parpol. 
Gerakan  yang  ada  sekarang  dari  LSM  dan 
lain- lain  dapat  dimengerti  dan  diterima,  ka- 
rena  orsospol  maupun  DPR  tidak  atau  ku- 
rang  peka  terhadap  masalah  kerakyatan.  Pe- 
nyebab  utama  dari  keadaan  tersebut  adalah 
proses  "  birokratisasi"  orsospol  dan  kurang 
mulusnya  kehidupan  demokrasi  di  dalam- 
nya.  Di  pihak  lain  perlu  diperhitungkan, 
bahwa  fungsi  setiap  LSM  kini  mengarah  un- 
tuk  dijadikan  bagian  (subfield)  dari  ilmu 
dan  sebagai  obyek  studi  tentang  perilaku 
sosial  (social  behavior). 

Berbicara  mengenai  penyehatan  de- 
mokrasi dalam  orsospol,  di  antaranya  perlu 
dihapus  dari  struktur  organisasi  apa  yang 
disebut  Pelindung,  Dewan  Pembina,  Dewan 
Penasihat  dan  sebagainya.  Organisasi  terse- 
but merupakan  penunjang  bagi  hidupnya 
kembali  neo-feodalisme  dalam  orsospol.  Se- 
lain  itu  pemilihan  pengurus  harus  dilakukan 
melalui  voting  secara  bebas  dan  rahasia. 
Persaingan  sehat  antar  kader  harus  dikem- 
bangkan.  Praktek  saling  mendiskreditkan, 
"ngrasani,"  "sikut-sikutan"  dan  praktek 
negatif  lainnya  harus  ditiadakan,  karena  me- 
langgar  norma  etik  kehidupan  politik  bangsa 
yang  akan  dibangun  bersama.  Demikian 
pula  ketergantungan  pada  kekuasaan  atau 
penggunaan  kekerasan  harus  dianggap  pe- 
langgaran  hukum  dan  campur  tangan 
pemerintah. 


Misi  pendidikan  politik  setiap  pengurus 
partai  umumnya  adalah  memapankan  jiwa 
demokrasi  Pancasila  atau  demokrasi  keke- 
luargaan  tanpa  menghilangkan  zakelijk- 
heid.  Rasa  saling  membutuhkan  walau  ber- 
beda  pendapat,  kemampuan  berdialog  de- 
ngan menggunakan  argumentasi  sehat  perlu 
dipupuk  dan  hilangnya  sifat-sifat  a  priori 
atau  pemaksaan  pendapat,  lebih-lebih  oleh 
seorang  pimpinan/atasan.  Membangun  mu- 
fakat  melalui  musyawarah  (consensus 
building)  dimulai  sedini  mungkin  dalam  se- 
tiap upaya  untuk  mencari  alternatif  pikiran 
atau  pemecahan  masalah. 

Khusus  mengenai  Golkar  sudah  waktu- 
nya untuk  mengadakan  transformasi  struk- 
tural  dan  menjadikan  dirinya  sebagai  parpol 
biasa.  Pada  hakekatnya  setiap  parpol  pun 
mempunyai  golongan  karya  atau  profesi. 
Perlu  pula  dipertanyakan  apakah  bukannya 
sudah  waktunya  untuk  meniadakan  kino/ 
ormas  atau  apapun  namanya  seperti  SOKSI, 
MKGR  dan  lain- lain  agar  benar-benar  ter- 
laksana  peleburan  penuh. 

Paling  lambat  dalam  10  tahun  yang  akan 
datang  Korpri  tidak  boleh  menjadi  onder- 
bouw  Golkar  atau  Parpol  mana  pun.  Orga- 
nisasi Korpri  harus  benar-benar  non-politik 
yang  dilarang  berafiliasi  dengan  orsospol 
manapun  tanpa  menghilangkan  hak  pilih 
para  anggotanya  dalam  Pemilu.  Melalui 
perubahan  ini  diharapkan  akan  terjadi  pe- 
nyehatan kehidupan  politik  terutama  dalam 
praktek  demokrasi. 

Kadervorming  dalam  orsospol  hen- 
daknya  lebih  teratur  dan  menganut  sistem 
yang  jelas.  Pada  dasarnya  proses  yang  dila- 
lui  pemimpin/kader  untuk  naik  ke  jenjang 
lebih  tinggi  adalah  melalui  "perebutan"  ke- 
percayaan  dari  lingkungannya  melalui  de- 
monstrasi  kemampuan,  prestasi  dan  integri- 
tas  kepemimpinan  yang  tangguh. 
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Perubahan  struktur  dan  budaya  politik 
"pembaruan"  dalam  kepartaian  harus  di- 
mulai  sedini  mungkin  menjelang  Sidang 
MPR  yang  akan  datang.  Kongres  orsospol 
seyogyanya  diadakan  segera  setelah  Sidang 
MPR  dengan  kurun  waktu  sama  dengan 
MPR  (5  tahun).  Pemilu  adalah  tugas  dari 
pengunis  lama,  karena  tujuan  "memenang- 
kan"  Pemilu  dibutuhkan  waktu  persiapan 
lama  (4  tahun).  Guna  melakukan  kontrol 
dan  penilaian  pertanggungjawaban  yang 
berarti  serta  jujur  dalam  setiap  Sidang  MPR 
terhadap  seorang  Mandataris/Presiden,  pro- 
blemanya  adalah,  semua  anggota  MPR  hasil 
Pemilu  yang  akan  melakukan  fungsi  terse- 
but  mungkin  samasekali  baru.  Dengan  demi- 
kian  para  anggota  MPR  yang  baru  tidak 
mengikuti  atau  tidak  tahu  secara  pasti  pres- 
tasi  serta  kegagalan  Mandataris  selama  masa 
lima  tahun  yang  lalu  yang  akan  dinilai  per- 
tanggungj  awabannya. 

Hal  ini  dapat  dihindari  apabila  kepengu- 
rusan  orsospol  mapan  dan  dapat  mengem- 
bangkan  wibawanya.  Pengurus  lamalah 
yang  mampu  menilai  apakah  seorang  Man- 
dataris berhasil  atau  gagal  sebagai  dasar  un- 
tuk  menentukan  apakah  dia  dapat  dipilih 
kembali  atau  tidak  untuk  masa  jabatan  ke- 
dua  yang  merupakan  masa  jabatan  terakhir. 

Konsep  Pemilu 

Akhir-akhir  ini  timbul  pemikiran  untuk 
mengubah  sistem  Pemilu  dari  sistem  propor- 
sional  menjadi  district  stelsel.  Reaksi  teru- 
tama  datang  dari  orsospol  bukan  Golkar, 
karena  harus  diakui  perkembangan  politik 
pasca  tahun  1965  atau  selama  Orde  Baru, 
Golkar  menikmati  mayoritas  mutlak  dalam 
DPR/MPR.  Perannya  dalam  kehidupan  po- 
litik setelah  selesai  masa  transisi  dominan 
sekali.  Khususnya  setelah  pemantapan 
semua  hasil  positif  Orde  Baru  selesai  seperti 


Pancasila  sebagai  asas  tunggal,  kehidupan 
konstitusional,  toleransi  dalam  kehidupan 
antar  agama,  hilangnya  sukuisme/daerahis- 
me  dan  Iain-lain,  maka  persaingan  harus 
lebih  bebas  dan  orsospol  benar-benar  dapat 
mencapai  kemenangan  dalam  Pemilu,  bila 
prestasi  (performance  &  achievements)  pada 
periode  sebelumnya  diakui  pemilih  dan  pro- 
gramnya  benar-benar  menarik.  Masa  5  sam- 
pai  10  tahun  yang  akan  datang  hendaknya 
dimanfaatkan  oleh  semua  orsospol  guna 
konsolidasi  ke  dalam  agar  selambat-lambat- 
nya  pada  Pemilu  tahun  2003  sudah  dapat  di- 
terapkan  Pemilu   berdasar  district  stelsel, 
sehingga  orang  yang  dipilih  benar-benar  di- 
kenal  dan  dipercayai  rakyat  dan  hilanglah 
sistem  daftar  yang  di  "drop"  dari  Pusat. 
Dan  setiap  wakil  yang  dipilih  harus  bertang- 
gungjawab  juga  pada  distrik  pemiHhnya. 

Pengembangan  Budaya  dan  Etika 
dalam  Kehidupan  Politik  Bangsa 

Setelah  berpengalaman  lebih  dari  40 
tahun  Bangsa  Indonesia  mestinya  sudah 
mampu  menentukan  secara  konsensus  the 
dont's  and  do's  atau  aturan  permainan  bagi 
kehidupan  politik  bangsa.  Adanya  Panitia 
bersama  yang  terdiri  dari  wakil- wakil  semua 
fraksi  DPR  guna  mendiskusikan  dan  meng- 
konsolidasikan  semua  pengalaman  tersebut 
akan  sangat  bermanfaat.  Hasil  Panitia  dapat 
dijadikan  bahan  pendidikan  politik  nasional 
oleh  semua  kekuatan  sosial  politik  maupun 
semua  lembaga  kenegaraan. 

Politik  yang   Mcndukung  Pemba- 
ngunan  Nasional 

Politik  apapun  yang  dikembangkan 
harus  menjamin  kontinuitas  pembangunan, 
meningkatkan  daya  saing  ekonomi  dan  poli- 
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tik  bangsa  di  fora  internasional,  peningkat- 
an  kesejahteraan  rakyat,  pemerataan  gerak 
pembangunan  di  semua  daerah  (bagian  ti- 
mur  Indonesia  khususnya,  luar  Jawa-Suma- 
tera  pada  umumnya),  keadilan  sosial,  peme- 
rataan pendapatan  serta  pengurangan  kesen- 
jangan  sosial  yang  ada;  pemberantasan  ko- 
nipsi,  "birokratisme,"  dan  feodalisme;  me- 
nyuburkan  kehidupan  demokrasi  (pengaku- 
an  terhadap  kelemahan  umum  negara  se- 
dang  berkembang)  dan  menjaga  keutuhan 
dan  persatuan  bangsa  sepanjang  masa. 

Politik  desentralisasi  dalam  manajemen 
pembangunan  sangat  penting  pada  waktu 
yang  akan  datang.  Desentralisasi  manaje- 
men akan  menciptakan  arus  modal  dan  ma- 
nusia  secara  sentrifugal  dari  Jawa  ke  luar 
Jawa.  Mendekatkan  modal  dan  manusia  ke 
sumber  daya  alam  di  daerah- daerah  akan 
mempercepat  proses  penciptaan  Indonesia 
sebagai  satu  keutuhan  ekonomi.  Pola  desen- 
tralisasi adalah  wahana  untuk  pemerataan. 
Dengan  policy  ini  terjamin  adanya  Pemerin- 
tah  Pusat  yang  bersih  dan  berwibawa,  kare- 
na  fungsi  Pusat  hanya  centralized  planning/ 
programming  and  control. 

Wawasan  Nusantara  mulai  tahun  1993 
hams  benar-benar  dapat  diterapkan  dan  di- 
awasi  sejak  tingkat  perencanaan  (planning 
stage)  sampai  ke  pelaksanaan.  Pertumbuh- 
an  penduduk  yang  mencapai  200  juta  pada 
akhir  abad  XX  akan  menjadi  pasar  dalam 
negeri  yang  produktif  kalau  penduduk  yang 
sebesar  itu  tersebar  merata  di  seluruh  Nusan- 
tara dari  Sabang  ke  Merauke  dan  konsen- 
trasi  penduduk  yang  besar  di  kawasan  hams 
dihindari  (Jawa,  Bah)  secara  vertikal  dan 
horisontal. 

Perhatian  perlu  pula  difokuskan  kepada 
kenyataan  bahwa  Indonesia  sebagai  satu  ke- 


utuhan politik  telah  tercapai,  tetapi  sebagai 
keutuhan  ekonomi  dan  budaya  masih  hams 
diperjuangkan  dengan  sungguh-sungguh. 

Politik  Pendidikan  Nasional 

Fakultas  ilmu  politik  seyogyanya  dipu- 
satkan  hanya  pada  beberapa  universitas  se- 
perti  UI,  Unpad,  Gama,  Unair,  Unhas  dan 
USU.  Dalam  jangka  waktu  minimal  satu 
atau  dua  generasi  policy  ini  perlu  guna  m&- 
mantapkan  budaya  dan  etika  politik  yang 
ideal  yang  menjamin  stabihtas  poHtik  nasio- 
nal dengan  kehidupan  demokrasi  yang  subur 
serta  menjamin  kontinuitas  pembangunan 
nasional. 


Bangsa  Indonesia  Ditengah-tengah 
Dunia  Baru 

Dengan  pengalaman  selama  lebih  dari  40 
tahun,  terutama  selama  era  Awal  Pemba- 
ngunan Ekonomi,  tidak  ada  alasan  bagi  In- 
donesia untuk  tidak  mampu  keluar  dengan 
konseivkonsep  segar  untuk  mengisi  Era 
Dunia  Bam  pasca  Era  Perang  Dingin.  Da- 
pur- dapur  atau  Think  Tank  perlu  dicipta- 
kan  guna  memmuskan  hal-hal  tersebut,  se- 
hingga  politik  luar  negeri  Indonesia  akan 
lebih  aktif  dan  terarah. 


Penutup 

Hendaknya  menjadi  tekad  bulat  bangsa 
Indonesia  bahwa  pada  akhir  Rencana  Stra- 
tegi  Pembangunan  Jangka  Panjang  II  Bang- 
sa Indonesia  hams  sudah  menjadi  bangsa 
yang  kuat  ekonomi  dan  politik  sehingg^ 
dapat  memberi  arti  pada  posisi  silangnya 
dan  pemilikan  atas  sumber  daya  yang  sangat 
luas. 


Arti  Partai  Politik 
Bagi  Pembangunan  Nasional 


HARDI 


PANDANGAN  masyarakat  mengenai 
arti  partai- partai  politik  dan  peranan 
para  pemimpinnya  selalu  berubali- 
ubah.  Seperti  dijelaskan  di  bawah,  arti  par- 
tai politik  dan  peranan  para  pemimpinnya 
dalam  pencetusan  gerakan  kebangsaan  dan 
dalam  memelopori  perjuangan  kemerdeka- 
an,  telah  tercatat  dalam  sejarah  sebagai  pe- 
ristiwa  heroik. 

Sebaliknya,  sekarang  ini  ada  suatu  gejala 
mengenai  timbulnya  dichotomi.  Artinya,  di 
samping  kita  memil;iki  pemerintah  yang 
kuat,  tetapi  kedudukan  partai- partai  politik 
adalah  lemah.  Masyarakat  menilai  Partai 
Persatuan  Pembangunan  dan  Partai  De- 
mokrasi  Indonesia  sebagai  kekuatan  sosial 
politik  kurang  mandiri.  Karena  tubuhnya  se- 
ring  dilanda  kericuhan  dan  karena  adanya 
campur  tangan  dari  kekuatan  ekstern,  maka 
kedua  partai  politik  itu  tidak  lagi  memiliki 
kemandirian  yang  diperlukan  dalam  pemba- 
ngunan nasional,  khususnya  dalam  pemba- 
ngunan politik. 

Mengingat  hal-hal  seperti  dijelaskan  di 
atas  dan  dalam  rangka  upaya  menyajikan 


bahan  masukan  yang  dapat  dimanfaatkan 
guna  meningkatkan  kualitas  partai- partai 
politik,  maka  tulisan  yang  berjudul  "Arti 
Partai  Politik  Bagi  Pembangunan  Nasional" 
ini  ditulis,  dengan  harapan  mudah-mudahan 
menjadi  bahan  bacaan  yang  bermanfaat 
bagi  para  pembaca  majalah  Analisis  CSIS. 

Arti  Partai  Politik  dalam  Zaman 
Penjajahan 

Kita  semua  menyadari  bahwa  kemerde- 
kaan  yang  dinikmati  bangsa  Indonesia  seka- 
rang ini  merupakan  buah  dari  perjuangan 
para  Perintis  Kemerdekaan  sejak  tahun 
1908.  Dengan  didirikannya  Budi  Utomo  pa- 
da  tanggal20  Mei  1908,  mereka-  untuk  per- 
tama  kalinya  ~  menanamkan  jiwa  nasional- 
isme  dan  semangat  patriotisme  serta  mence- 
tuskan  era  Kebangkitan  Nasional.  Perjuang- 
an Perintis  Kemerdekaan  dilanjutkan  oleh 
para  pemimpin  partai  politik,  balk  yang  ber- 
asaskan  agama  Islam  seperti  Sarekat  Islam 
(1911);  yang  beraliran  Marxisme  antara  lain 
Indische  Sociaal  Demokratische  Vereneging 
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(1914),  maupun  yang  berasaskan  Marhaenis- 
me/Nasionalisme  yaitu  Partai  Nasional  In- 
donesia (1927). 

Kemudian,  perjuangan  rakyat  membe- 
baskan  bangsa  Indonesia  dari  belenggu  pen- 
jajahan  diteruskan  oleh  para  pelaku  Sumpah 
Pemuda  (1928)  yang  menanamkan  jiwa  per- 
satuan  dan  kesatuan  bangsa.  Akhirnya,  de- 
ngan  dibekali  jiwa,  semangat  dan  nilai-nilai 
'45  para  pejuang  Angkatan  '45,  termasuk 
warga  partai  politik  yang  bersangkutan,  te- 
lah  berhasil  mengantarkan  rakyat  Indonesia 
ke  depan  pintu  gerbang  kemerdekaan  Indo- 
nesia, hingga  pada  tanggal  17  Agustus  1945 
lahirlah  Negara  Republik  Indonesia  yang 
merdeka,  bersatu,  berdaulat,  adil  dan  mak- 
mur. 

Perjuangan  para  tokoh  pergerakan  ke- 
bangsaan  dan  pergerakan  kemerdekaan,  ter- 
masuk para  pemimpin  partai- partai  politik 
pada  zaman  kolonial  yang  mewarnai  titian 
perjalanan  sejarah  bangsa  masa  lampau, 
merupakan  suatu  proses  yang  tidak  menge- 
nal  henti.  Perjuangan  itu  ialah  untuk  me- 
nyongsong  derap  kehidupan  bangsa  menuju 
ke  arah  terwujudnya  cita-cita  kemerdekaan 
yang  telah  dicanangkan  pada  Proklamasi 
Kemerdekaan  tanggal  17  Agustus  1945. 

Peranan  Partai  Politik  dalam  Zaman 
Kemerdekaan 

Dalam  alam  kemerdekaan,  terjadilah 
suatu  perubahan  besar  mengenai  sasaran 
yang  dituju  oleh  partai-partai  politik.  Jika 
dalam  alam  penjajahan  perjuangan  partai- 
partai  politik  difokuskan  untuk  melawan  pe- 
merintah  Hindia  Belanda  dalam  rangka 
menghapuskan  sistem  kapitalisme,  imperial- 
isme  dan  kolonialisme  dari  bumi  Indonesia, 
maka  dalam  alam  kemerdekaan  tenaga  dan 
pikiran  para  tokoh-tokoh  yang  memimpin 


partai-partai  politik  dicurahkan  untuk  me- 
nentukan  keserasian  jalannya  pemerintahan 
dengan  kehendak  rakyat.  Hal  itu  sesuai  de- 
ngan  pemikiran  Edmund  Burke,  yang  me- 
ngatakan  bahwa  partai  itu  adalah  suatu  or- 
ganisasi  politik  yang  dibentuk  oleh  orang- 
orang  yang  ~  dilandasi  oleh  idealisme  ~  hen- 
dak  memajukan  kepentingan  bersama  ber- 
dasarkan  suatu  asas  tertentu  dan  aspifasi 
yang  disetujui  oleh  warganya. 

Dalam  UUD  1945  tidak  terdapat  perka- 
taan  "partai  politik."  Namun,  Pasal28  me- 
nyebutkan  bahwa  kemerdekaan  berserikat 
dan  berkumpul,  mengeluarkan  pikiran  de- 
ngan lisan  dan  tulisan,  ditetapkan  dengan 
undang-undang.  Ketiga  hak  asasi  manusia 
yang  dijamin  oleh  Pasal  28  UUD  1945  ini 
merupakan  sebagian  dari  landasan  formal 
bagi  terwujudnya  kehidupan  demokratis  da- 
lam negara  Republik  Indonesia,  di  mana  ter- 
jamin  hak  hidup  partai-partai  politik  sebagai 
kekuatan  sosial  politik  untuk  menyalurkan 
aspirasi  masyarakat  dan  membela  kepenting- 
an rakyat. 

Mengingat  hal  tersebut  dan  mengingat 
landasan  teoritisnya,  seperti  dikemukakan 
oleh  Hans  Kelsen  (General  Theory  of  Law 
and  State,  hal.  295),  maka  kehadiran  partai 
politik  dalam  masyarakat  merupakan  esen- 
sialia  dari  demokrasi.  Sehubungan  dengan 
eksistensi  partai-partai  politik,  para  pengem- 
ban  ide  perlu  memperhatikan  amanat  Foun- 
ding Fathers  Republik  Indonesia^  yang  me- 
negaskan,  bahwa  Negara  dan  Pemerintah 
termasuk  ABRI  hendaknya  berdiri  di  atas 
semua  golongan  dan  tidak  hanya  menjadi 
pelindung  dari  golongan  yang  paling  besar 
atau  paling  kuat. 

Meskipun  landasan- landasan  formal  di- 
pahami,  gagasan  teoritis  diketahui  dan  setiap 

'Lihat  Panitia  Lima,  Uraian  Pancasila  (Jakarta: 
Mutiara,  1977). 
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pengemban  ide  perlu  mewujudkan  pikiran- 
pikiran  luhur  dari  Founding  Fathers  Repu- 
blik  Indonesia,  namun  --  dalam  praktek 
~  tampak  terjadinya  penyimpangan  tidak 
dapat  dicegah,  seperti  digambarkan  di  ba- 
wah  ini. 

Sebagai  konsekuensi  dari  sistem  de- 
mokrasi  parlementer  yang  dianut  oleh  UUD 
Sementara  tahun  1950,  yang  berlaku  hingga 
Dekrit  Presiden  tanggal  5  Juli  1959,  terjadi- 
lah  sistem  multi  partai,  yang  ~  dengan  sendi- 
rinya--  menimbulkan  ekses-ekses.  Misalnya, 
dengan  timbulnya  goiongan  oposisi  yang 
berhadap-hadapan  melawan  partai  pemerin- 
tah,  maka  sering  terjadi  pergantian  Kabinet 
sehingga  badan  eksekutif  pada  zaman  terse- 
but  berumur  paling  lama  dua  tahun.  Karena 
umur  Kabinet- kabinet  singkat,  maka  upaya 
pembangunan  nasional  menjadi  tersendat- 
sendat. 

Sementara  itu  sebagai  dampak  dari  jiwa 
liberalisme,  muncullah  pemimpin-pemimpin 
yang  cenderung  lebih  mengutamakan  ke- 
pentingan  kelompok  atau  goiongan.  Dalam 
situasi  yang  demikian  itulah,  maka  timbul 
pergolakan  seperti  DI/TII,  PRRI-Permesta 
yang  diprakarsai  oleh  sementara  tokoh- 
tokoh  politik  tertentu  yang  bekerjasama  de- 
ngan oknum-oknum  militer.  Dapatlah  dipa- 
hami  bahwa  tragedi-tragedi  nasional  ini  me- 
robek-robek  persatuan  dan  kesatuan  bangsa 
serta  mengancam  keselamatan  kehidupan 
bangsa  dan  negara  serta  mengganggu  ta- 
tanan  politik. 

Perkembangan  di  negara- negara  berkem- 
bang  yang  menganut  sistem  liberal  seperti 
Indonesia  dalam  kurun  waktu  tahun 
1950-1959  membawakan  pergeseran  nuansa. 
Agar  konstatasi  ini  menjadi  jelas,  sebaiknya 
masalahnya  kita  kaji  berdasarkan  pendapat 
Schumpeter  seorang  pemikir  politik  seperti 
dijelaskan  di  bawah  ini. 


Dalam  negara- negara  berkembang,  di 
mana  berlaku  sistem  demokrasi  parlementer 
yang  liberal,  ada  kecenderungan  bahwa 
rakyat  hanya  diperlukan  untuk  menjadi  pe- 
milih  dalam  pemilihan  umum.  Rakyat  yang 
berbondong-bondong  memberikan  suaranya 
lewat  kotak-kotak  suara,  nyatanya  tidak 
akan  menjadi  anggota  Badan  Eksekutif  un- 
tuk melaksanakan  pemerintahan.  Sebalik- 
nya,  mereka  menjadi  pelaku  dalam  "pesta 
demokrasi"  itu,  untuk  memilih  wakil-wakil- 
nya  yang  akan,duduk  dalam  badan- badan 
perwakilan  rakyat  atau  yang  akan  menga- 
lami  nasib  baik  untuk  duduk  dalam  kabinet. 

Jelasnya  dengan  berkembangnya  liberal- 
isme, peranan  partai  politik  dalam  pemba- 
ngunan nasional,  khususnya  pembangunan 
politik,  cenderung  menjadi  kabur.  Dengan 
lain  perkataan,  para  pemimpin  partai 
cenderung  kurang  menerapkan  prinsip-prin- 
sip  demokrasi  Pancasila  serta  norma- norma 
kehidupan  masyarakat.  Bahkan  mereka  se- 
ringkali  menyalahgunakan  partai  politik  uEh 
tuk  dijadikan  tempat  memperoleh  dukungan 
rakyat.  Sebaliknya,  kepentingan  rakyat  dilu- 
pakan,  aspirasi,  opini  dan  gagasan  yang  ber- 
asal  dari  masyarakat  diabaikan,  tersumbat 
atau  tidak  tersalurkan  secara  efektif  ke  fo- 
rum lembaga-lembaga  perwakilan  rakyat 
atau  kepada  Pemerintah. 

Akhirnya,  seorang  pemimpin  partai  po- 
litik ~  meskipun  mereka  duduk  dalam  lem- 
baga-lembaga demokrasi  mewakili  rakyat  ~ 
pada  hakikatnya  hanya  mementingkan  ke- 
pentingan pribadinya. 

Demikian  itulah  gambaran  mengenai  ges 
jala  penyimpangan  terhadap  prinsip  konsti- 
tusionalisme  dalam  sistem  politik  liberal, 
yang  pernah  memudarkan  arti  dan  peranan 
partai  politik  dalam  pembangunan  nasional. 

Lahirnya  Dekrit  Presiden  pada  tanggal  5 
Juli  1959  sebenarnya  merupakan  momentum 
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sejarah  yang  diharapkan  untuk  mengemba- 
likan  kehidupan  demokrasi  berdasarkan 
Pancasila.  Prof.  Usep  Ranawijaya  SH  seba- 
gai  mantan  Sekjen  Konstituante  menyata- 
kan,  bahwa  konsep  demokrasi  terpimpin  se- 
benarnya  dimaksud  tidak  hanya  sebagai  pe- 
nolakan  terhadap  paham  liberalisme  berda- 
sarkan UUD  Republik  Indonesia  tahun 
1950,  akan  tetapi  juga  terhadap  paham- pa- 
ham  politik  lainnya  seperti  sistem  politik 
otoriter,  oHgarchi,  fasisme,  komunisme 
dan  sebagainya.^  Untuk  memperkuat  penda- 
patnya  bahwa  maksud  semula  dari  demokra- 
si terpimpin  adalah  untuk  melaksanakan 
Pancasila  dan  UUD  1945,  ilmuwan  tersebut 
menunjuk  pada  amanat  Presiden  Soekarno 
kepada  Konstituante  pada  tanggal  22  April 
1959,  di  mana  dijelaskan  bahwa  demokrasi 
terpimpin  adalah  demokrasi  yang  dipimpin 
oleh  Pancasila  sebagai  guiding  principle.  Se- 
baHknya,  ada  pepatah  yang  mengatakan 
bahwa  you  cannot  escape  history. 

Jelasnya,  meskipun  Presiden  Soekarno 
sendiri  telah  berulang  kali  menegaskan 
bahwa  "demokrasi  terpimpin"  itu  adalah 
demokrasi  yang  dipimpin  oleh  guiding  prin- 
ciple yaitu  Pancasila,  namun  dalam  praktek 
terulang  kembali  penyimpangan  terhadap 
Pancasila  dan  UUD  1945.  Dengan  kenya- 
taan  ini  telah  dibuktikan  kebenaran  dari  pe- 
patah tersebut  di  atas,  yaitu  bahwa  proses  se- 
jarah yang  membawakan  penyimpangan 
terhadap  Pancasila  dan  UUD  1945  tidak  da- 
pat  dielakkan  oleh  bangsa  Indonesia,  terma- 
suk  Bung  Karno  sendiri. 

Adapun  faktor-faktor  yang  mendorong 
perkembangan  sejarah  politik  termaksud  da- 
pat  digambarkan  sebagai  berikut.  Dalam 
suatu  Sidang  MPRS  diambil  keputusan 
yang   menetapkan  Bung  Karno  sebagai 

^Lihat  Usep  Ranawijaya,  Hukum  Tatanegara  /n- 
cToney/a  (Jakarta:  Ghalia,  1983),  hal.  57. 


"Presiden  seumur  hidup"  disertai  titel  "Pe- 
mimpin  Besar  Revolusi."  Sebagai  dampak 
dari  sanjungan  yang  diperolehnya  dari  sege- 
nap  lapisan  masyarakat.  Bung  Karno  mengi- 
ra  bahwa  semua  tindakannya  dibenarkan 
oleh  rakyat,  termasuk  kebijaksanaannya 
yang  sebenarnya  bertentangan  dengan  prin- 
sip  demokrasi  Pancasila. 

Sebagai  konsekuensi  dari  titel  "Pemim- 
pin  Besar  Revolusi"  yang  diberikan  oleh 
MPRS,  Presiden  Republik  Indonesia  per- 
tama  itu  menetapkan  bahwa  lembaga-lem- 
baga  tinggi  negara,  partai-partai  politik  dan 
Pemerintah  merupakan  "alat  revolusi"  dan 
harus  tunduk  pada  komando  Presiden.  Ka- 
rena  partai-partai  politik  menganggap  diri- 
nya  juga  sebagai  "alat  revolusi,"  maka  para 
pemimpinnya  juga  harus  mematuhi  atau 
tunduk  pada  komando  Presiden/Pemimpin 
Besar  Revolusi,  meskipun  isi  komando  itu 
dinilai  berlawanan  dengan  prinsip-prinsip 
demokrasi  Pancasila. 

Adapun  timbulnya  loyalitas  mutlak  ter- 
hadap Pemimpin  Besar  Revolusi  itu  terdo- 
rong  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  antara  lain: 
timbulnya  budaya  politik  yang  diwujudkan 
dalam  sikap  "Asal  Bapak  Senang"  (ABS) 
dan  adanya  kekhawatiran  menerima  tuduh- 
an  atau  fitnahan  tertentu,  sehingga  dapat 
membawa  kecelakaan  bagi  manusia  yang 
bersangkutan. 

Dengan  memudarnya  sikap  keterbukaan, 
maka  perkembangan  politik  menjurus  ke  sis- 
tem otoriter.  Dapat  dipahami  praktek  kehi- 
dupan politik  yang  menjurus  ke  sistem  oto- 
riter menghambat  perwujudan  hak-hak  asasi 
dan  kebebasan  yang  tercantum  dalam  Pasal 
28  UUD  1945,  di  mana  para  pemimpin  par- 
tai-partai politik  juga  terdorong  untuk  me- 
ngabaikan  asas  dan  tujuan  partai  politik, 
yaitu  sebagai  organisasi  penyalur  aspirasi 
masyarakat  dan  lembaga  pembela  kepenting- 
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an  rakyat.  Hal-hal  itulah  yang  menyebabkan 
partai-partai  politik  tidak  dapat  berperan 
dalam  pembangunan  nasional,  khususnya 
dalam  pembangunan  politik. 

Di  samping  hal-hal  tersebut,  demokrasi 
terpimpin  yang  seharusnya  mendorong  pe- 
ngamalan  Pancasila  dan  UUD  1945  secara 
murni  dan  konsekuen,  juga  membawakan 
dampak  perpecahan  di  dalam  tubuh  semen- 
tara  partai  poHtik.  Konstatasi  itu  diungkap- 
kan  berdasarkan  kejadian-kejadian  tragis 
yang  dialami  oleh  warga  PNI-Front  Marhae- 
nis. 

Jelasnya,  perpecahan  itu  terjadi  setelah 
timbul  perbedaan  pendapat  tajam  antara 
satu  kelompok  yang  berhaluan  "radikal  re- , 
volusioner"  sesuai  dengan  garis  kebijaksa- 
naan  Pemimpin  Besar  Revolusi  dan  kelom- 
pok lainnya  yang  hendak  tetap  berpijak 
pada  asas  Marhaenisme  ajaran  Bung  Karno 
pada  tahun  1927.  Singkatnya,  gagasan  go- 
longan  "radikal  revolusioner"  yang  diten- 
tang  oleh  kelompok  Pancasilais  ialah  ga- 
gasan yang  berbunyi:  "Marhaenisme  adalah 
Marxisme  yang  diterapkan  sesuai  dengan  si- 
tuasi  dan  kondisi  masyarakat  Indonesia." 

Tragisnya,  kelompok  yang  memperta- 
hankan  asas  PNI  yaitu  Marhaenisme,  kare- 
na  dianggap  sejiwa  dengan  Pancasila,  kemu- 
dian  dinilai  sebagai  warga  partai  yang  di- 
hinggapi  oleh  penyakit  komunisto  phobia, 
dan  oleh  karenanya  dianggap  bersikap  anti 
Bung  Karno.  Bahkan,  pendapat  dan  penilai- 
an  dari  kelompok  yang  "radikal  revolusio- 
ner" itu  diikuti  suatu  tindakan  yang  gega- 
bah,  yaitu  melakukan  tindakan  pemecatan 
massal  terhadap  kawan  separtainya  yang 
hendak  menegakkan  kebenaran.  Perpecahan 
menjadi  lebih  parah,  setelah  tindakan  gega- 
bah  itu  dilawan  oleh  kelompok  Pancasilais 
dengan  cara  membentuk  DPP-PNI  tanding- 
an.  Jelaslah  kiranya  bahwa  perpecahan  da- 
lam tubuh  PNI-Front  Marhaenis,  sebagai 


ekses  dari  pelaksanaan  demokrasi  terpim- 
pin, membuat  partai  tersebut  tidak  dapat 
berperan  dalam  pembangunan  nasional  khu- 
susnya pembangunan  politik. 

Demikian  itulah  gambaran  mengenai  me- 
mudarnya  arti  partai-partai  politik  dan  pe- 
ranan  para  pemimpinnya  dalam  kurun 
waktu  yang  disebut  "Orde  Lama." 

Arti  Partai  Politik  di  Zaman  Orde 
Baru 

"Orde  Baru"  adalah  suatu  tatanan  pe- 
merintahan  yang  bertekad  untuk  menegak- 
kan dan  mengamalkan  Pancasila  dan  UUD 
1945  secara  murni  dan  konsekuen.  Para  pe- 
ngamat  politik  memahami  bahwa  garis  kebi- 
jaksanaan  baru  demikian,  yang  dibarengi 
dengan  semboyan:  "Politik,  No  dan  Ekono- 
mi.  Yes"  merupakan  reaksi  terhadap  garis 
kebijaksanaan  pemerintah  Orde  Lama,  yang 
membawakan  penyelewengan  terhadap  Pan- 
casila dan  UUD  1945  dan  mendorong  poten- 
si  PKI  menjadi  kuat,  sehingga  pada  tanggal 
30  September  1965  berani  menjalankan 
"kup"  yang  gagal,  peristiwa  mana  tercatat 
dalam  sejarah  sebagai  Peristiwa  G-30-S/ 
PKI. 

Sebaliknya,  mengingat  perkembangan 
kehidupan  partai-partai  politik  selama  dua 
dasawarsa  hingga  kini  dan  mengingat  pula 
dampak  dari  gelombang  pembaruan  serta 
tuntutan  mengenai  "keterbukaan"  yang  ter- 
dengar  dalam  masyarakat,  kita  perlu  memi- 
liki  keberanian  untuk  mawas  diri  dan  meng- 
kaji  secara  jujur  dan  obyektif  apakah  cita- 
cita  Orde  Baru  seperli  dikemukakan  di  atas 
sudah  terwujud  sepenuhnya  atau  belum. 

Pengkajian  itu  adalah  perlu  bahkan 
urgen,  mengingat  anjuran  dari  nenek  mo- 
yang  agar  kita  menarik  pelajaran  dari  pe- 
ngalaman  sejarah.  Di  samping  itu,  para  pe- 
ngemban  ide  perlu  melaksanakan  amanat 
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Presiden  Soeharto  pada  Pembukaan  Musya- 
warah  Nasional  Golkar  dan  pada  Peringatan 
Hari  Pers  Nasional  beberapa  waktu  yang 
lalu,  di  mana  dianjurkan  agar  kita  melaksa- 
nakan  pembaruan. 

Jelasnya,  intisari  gagasan  Presiden  ten- 
tang  pembaruan  adalah  sebagai  berikut: 

Pembaruan  meliputi  hal-hal  yang  bermanfaat,  yang 
selama  ini  kita  raih,  agar  serasi  dan  sepadan  dengan 
tujuan  kemajuan  zaman,  serta  pengembangan  hal 
baru  yang  berguna  dan  memang  dibutuhkan  dalam 
mengarungi  masa  depan. 

Mengingat  anjuran  Presiden  Soeharto 
tersebut  dan  dalam  rangka  menarik  pelajar- 
an  dari  pengalaman  sejarah,  maka  tibalah 
waktunya  bagi  semua  pengemban  ide,  khu- 
susnya  para  penyelenggara  negara,  termasuk 
pimpinan  ABRI,  untuk  berupaya  mencegah 
kelemahan  dan  kesalahan  yang  pernah  dila- 
kukan  dalam  zaman  Orde  Lama.  Jelasnya, 
kita  hams  benar-benar  melaksanakan  Pan- 
casila  dan  UUD  1945  secara  murni  dan  kon- 
sekuen. 

Dengan  menggunakan  isi  pidato  Kepala 
Negara  itu  sebagai  patokan,  pertanyaan 
yang  harus  kita  jawab  ialah:  "apakah  pem- 
bangunan  politik,  khususnya  perkembangan 
partai-partai  politik  selama  dua  dasawarsa 
ini  sudah  sesuai  dan  sepadan  dengan  kema- 
juan zaman  serta  sudah  membawakan  p^ 
ngembangan  hal  baru  yang  berguna  dan  me- 
mang dibutuhkan  dalam  mengarungi  masa 
depan?". 

Dalam  rangka  menjawab  pertanyaan  itu, 
pertama-tama  perlu  dikaji  praktek  pelaksa- 
naan  beberapa  undang-undang  bidang  pem- 
bangunan  politik  antara  lain: 

a.  UU  No.  1/1985  tentang  PemilihanUmum 

b.  UU  No.  3/1985  tentang  Parpol  dan  Gol- 
kar 

c.  UU  No.  8/1985  tentang  Organisasi  Ke- 
masyarakatan. 


Ketentuan  dalam  UU  No.  3/1975  juncto 
UU  No.  3/1985  menyebutkan  bahwa,  baik 
kedua  partai  politik,  yaitu  PPP  dan  PDI 
maupun  Golkar,  kesemuanya  merupakan 
kekuatan  sosial  politik  yang  sama  dan  sede- 
rajat.  Akan  tetapi,  jika  dinilai  secara  obyek- 
tif  pelaksanaan  dari  undang-undang  tersebut 
dalam  praktek,  maka  akan  tampak  ketim- 
pangan  mengenai  eksistensi  Golongan  Karya 
di  satu  pihak  dan  Partai  Persatuan  Pemba- 
ngunan  dan  Partai  Demokrasi  Indonesia  di 
lain  pihak. 

Ketimpangan  termaksud  menjadi  jelas,  ji- 
ka masalahnya  dikaji  berdasarkan  amanat 
Founding  Fathers  Republik  Indonesia  seper- 
ti  dijelaskan  di  atas.  Kongkritnya  Golkar, 
yang  dipimpin  oleh  pejabat-pejabat  Peme- 
rintah  atau  Perwira-perwira  ABRI  (purnawi- 
rawan),  memperoleh  bantuan,  dukungan 
dan  fasilitas  khusus  dari  Pemerintah  dan 
ABRI.  Kenyataan  itulah  yang  dinilai  oleh 
masyarakat  tidak  sesuai  dengan  amanat 
Founding  Fathers  Republik  Indonesia  dan 
bertentangan  dengan  prinsip  kebersamaan 
dan  keadilan. 

Sebagai  akibat  dari  ketimpangan  seperti 
dijelaskan  di  atas,  demikian  pula  jika  ditehti 
siapa-siapa  yang  bertindak  sebagai  juru 
kampanye  dalam  pemihhan  umum,  baik 
dari  Golkar  maupun  dari  PPP/PDI,  maka 
kita  akan  berkesimpulan  bahwa  prinsipv- 
prinsip  mengenai  pemilihan  umum  yaitu: 
"langsung,  umum,  bebas  dan  rahasia"  serta 
prinsip  pemilu  yang  "jujur  dan  adil"  tidak 
sepenuhnya  ditegakkan. 

Mengingat  maksud  dan  tujuan  tulisan 
ini,  Penulis  mengharapkan  pengertian  para 
penyelenggara  negara  terhadap  penilaian 
warga  masyarakat  (kecuali  warga  Korpri 
dan  Golkar),  bahwa  pelaksanaan  UU  ten- 
tang Parpol  dan  Golkar  serta  UU  yang 
mengatur  pemilihan  umum  yang  sekarang 
diterapkan  akan  tetap  mendorong  Golkar 
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untuk  menduduki  posisi  dominan  dalam  per- 
caturan  politik.  Akibatnya,  iaiah  bahwa  par- 
tai  politik  dan  peranan  para  pemimpinnya 
dalam  pembangunan  nasional  jangka  25 
tahun  mendatang  akan  tetap  minimum. 

Di  samping  hal-hal  tersebut,  maka  posisi 
dominan  Golkar  juga  disebabkan  pelaksana- 
an  UU  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan 
yang  menimbulkan  ketimpangan.  Jelasnya, 
masyarakat  melihat  sebagai  kenyataan 
bahwa  ada  sementara  organisasi  kemasyara- 
katan seperti:  Kosgoro,  MKGR,  Korpri, 
Pepabri  dan  lain  sebagainya  bernaung  di  ba- 
wah  panji-panji  Golkar.  Sebaliknya,  kedua 
partai  politik  ~  sesuai  dengan  ketentuan 
yang  berlaku  ~  tidak  lagi  memiliki  ormas- 
ormas  sebagai  onderbouw  dari  partai  yang 
bersangkutan. 

Permasalahan  tersebut  diungkapkan 
dalam  karangan  ini,  mengingat  bahwa  peles- 
tarian  posisi  dominan  dari  Golkar  untuk 
masa-masa  mendatang  dapat  menjurus  ke 
arah  sistem  politik  yang  "  monopolitik"  atau 
"otoriter,"  hal  mana  bertentangan  dengan 
Pancasila  dan  UUD  1945. 

Mengingat  penjelasan  seperti  dikemuka- 
kan  di  atas,  dapatlah  disimpulkan  bahwa 
ada  perbedaan  yang  menyolok  antara  bunyi 
ketentuan  dalam  tiga  undang-undang  yang 
mengatur  pembangunan  politik  dengan  pe- 
laksanaannya  dalam  praktek.  Penyimpang- 
an  terhadap  prinsip  Ronstitusionalisme  itu 
timbul  karena  adanya  kecurigaan  Pemerin- 
tah  Orde  Baru  terhadap  sikap  partai  politik, 
yang  -  pada  zaman  Orde  Lama  -  pernah 
memiliki  pengaruh  besar  dalam  masyarakat. 
Di  samping  itu,  ada  semacam  praduga 
bahwa  kedua  partai  politik  itu  akan  meng- 
hambat  garis  kebijaksanaan  Pemerintah  un- 
tuk menyukseskan  pembangunan  ekonomi. 

Mengingat  hal-hal  tersebut,  timbul  suatu 
perkiraan  bahwa  strategi  politik  yang  dite- 


rapkan  Pemerintah  lewat  beberapa  undang- 
undang  bidang  pembangunan  politik,  yang 
nota  bene  disetujui  oleh  pemimpin  partai- 
partai  politik  yang  duduk  dalam  DPR,  tam- 
paknya  memang  bertujuan  untuk  melestari- 
kan  posisi  dominan  Golkar,  agar  kekuatan 
sosial  politik  itu  tetap  merupakan  pen- 
dukung  utama  Pemerintah  yang  tidak  tergo- 
yahkan.  Untuk  mencapai  tujuan  tersebut, 
maka  akan  terus  diupayakan  supaya  Golkar 
tetap  unggul  dalam  pemilu-pemilu  yang 
akan  diselenggarakan  dalam  waktu-waktu 
mendatang.  Sehubungan  dengan  strategi  po- 
litik itulah,  maka  Pemerintah  dan  ABRI 
hingga  sekarang  tetap  memberikan  bantuan, 
dukungan  dan  fasilitas  kepada  Golkar. 

Mengingat  kuatnya  dukungan  yang  dibe- 
rikan  oleh  Pemerintah  dan  ABRI  kepada 
Golkar,  maka  diperkirakan  partai- partai  po- 
litik tidak  akan  mampu  bersaing  dengan 
Golkar  dan  tidak  akan  dapat  meniadakan 
keganjilan  tersebut  dengan  segala  dampak- 
nya  yang  dapat  menghambat  stabilitas  na- 
sional dan  derap  laju  pembangunan. 

Akhirnya,  perlu  dikemukakan  suatu  per- 
soalan  lain  yaitu  "massa  mengambang," 
mengingat  hal  itu  juga  merupakan  faktor 
yang  menyebabkan  arti  partai  politik  tetap 
kecil  dan  lemah  serta  tidak  dapat  mengim- 
bangi  posisi  Golkar  yang  dominan,  Penje- 
lasannya  adalah  sebagai  berikut. 

Rakyat  yang  bertempat  tinggal  di  desa 
dan  kecamatan  dan  yang  ditetapkan  sebagai 
floating  mass  atau  "massa  mengambang" 
-  berdasarkan  budaya  panutan  -  lebih 
banyak  akan  mengikuti  petunjuk  Pamong 
Praja,  yang  sekaligus  menjadi  pimpinan 
Korpri  sebagai  organisasi  yang  berafiliasi 
pada  Golkar.  Hal  ini  dengan  sendirinya  me- 
rupakan faktor  yang  akan  tetap  mencipta- 
kan  situasi  tidak  adanya  keseimbangan  an- 
tara posisi  dan  peranan  kedua  parpol  di  salu 
pihak  dan  Golkar  di  lain  pihak. 
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Jelaslah  kiranya  bahwa,  jika  keadaan 
yang  pincang  karena  tidak  dipatuhinya  prin- 
sip  keadilan  dan  kebersamaan  itu  berjalan 
terus,  maka  peranan  partai  politik  baik  da- 
lam  pembangunan  nasional  maupun  dalam 
pembangunan  politik  untuk  masa-masa 
mendatang  akan  tetap  minim  sekali, 

Mengingat  beberapa  faktor  yang  me- 
mungkinkan  posisi  dominan  Golkar  pada 
dasarnya  tidak  sesuai  dengan  Pancasila  dan 
UUD  1945,  maka  Penulis  menganjurkan 
agar  masalah-masalah  tersebut  sebaiknya  di- 
perhatikan  oleh  setiap  eksponen  Orde  Baru 
yang  bertekad  untuk  mewujudkan  ikrar  se- 
perti  dikemukakan  dalam  permulaan  ka- 
rangan  ini. 


Faktor-faktor  yang  Menyebabkan 
Lemahnya  Partai  Politik 

Di  bawah  ini  akan  dibahas  faktor-faktor 
yang  menyebabkan  partai  politik  kurang 
berperan  dalam  pembangunan  nasional, 
khususnya  dalam  upaya  pembaruan  politik. 
Kongkritnya,  selama  dua  dasawarsa  ini  da- 
lam perkembangan  politik  di  Indonesia, 
PPP  dan  PDI  tidak  berdaya  atau  kurang 
dapat  mewujudkan  gagasan-gagasan 
konseptual  dan  inovatif  dalam  mengatasi 
masalah-masalah  politik  yang  krusial,  se- 
hingga  tidak  dapat  berpartisipasi  dalam 
pembangunan  nasional  sesuai  dengan  ha- 
rapan  masyarakat. 

Adapun  faktor-faktor  yang  menyebab- 
kan partai  politik  menjadi  tidak  berkembang 
sesuai  dengan  arti  dan  fungsinya  dalam  de- 
mokrasi  Pancasila,  akan  dibahas  di  bawah 
ini. 


Faktor  Intern 

Sebagai  hasil  observasi,  dapat  dinyata- 
kan  bahwa  kelemahan  partai  politik  teniT 
tama  disebabkan  oleh  adanya  friksi  atau  ke- 
ricuhan  yang  sering  dialaminya.  Kericuhan 
yang  sering  melanda  sementara  partai  politik 
itu  antara  lain  disebabkan,  karena  tipe  pe- 
mimpin  partai  politik  zaman  sekarang  tidak 
memiliki  jiwa  kepemimpinan  dan  semangat 
perjuangan  seperti  disandang  oleh  pemimpin 
partai  politik  zaman  dahulu. 

Jelasnya,  masyarakat  menilai  sementara 
pemimpin  partai  sekarang  kurang  menun- 
jukkan  ketekunan  atau  kesediaan  berkorban 
dalam  niengabdi  pada  kepentingan  rakyat. 
Sebaliknya,  justru  ada  gejala  timbulnya  ri- 
valitas  yang  disebabkan  oleh  ambisi  untuk 
menduduki  kursi  yang  terhormat  dalam  ma- 
syarakat. Sebagai  akibatnya,  friksi  terjadi 
karena  perbedaan  kepentingan  pribadi,  di- 
tambah  dengan  adanya  campur  tangan  oleh 
kekuatan  ekstern. 

Karena  pemimpin  partai  politik  kurang 
mampu  menjalankan  fungsi  politiknya, 
maka  organisasi  itu  tidak  dapat  melaksana- 
kan  sosialisasi  politik,  partisipasi  politik, 
perekrutan  politik,  komunikasi  politik  dan 
artikulasi  kepentingan,  hal  mana  diperlukan 
bagi  partisipasi  masyarakat  dalam  pemba- 
ngunan nasional.  Mereka  juga  tidak  memi- 
liki pandangan  futurologis  dan  kurang  me- 
miliki pemikiran  konseptual  untuk  dijadikan 
bahan  pembuatan  kebijaksanaan  pada  ting- 
kat  eksekutif  atau  dalam  melaksanakan  tu- 
gasnya  di  DPR. 

Adapun  faktor-faktor  lain  yang  merupa- 
kan  kendala  bagi  tumbuhnya  partai  politik 
yang  kuat,  tegar  dan  mandiri,  ialah  karena 
kurangnya  kemampuan  organisatoris,  ku- 
rangnya  dana  dan  belum  tumbuhnya  jiwa 
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profesionalisme  dalam  bidang  kehidupan 
politik  modern. 

Faktor  Ekstern 

Salah  satu  faktor  yang  mengganggu  ke- 
tahanan  nasional  dan  yang  menyebabkan 
melemahnya  partai-partai  politik  ialah  ada- 
nya  infiltrasi  dari  kekuatan  yang  berasal  dari 
luar  negeri  dan  adanya  campur  tangan  yang 
dilakukan  oleh  pihak  penyelenggara  negara 
terhadap  kehidupan  partai-partai  politik. 

Dalam  rangka  meningkatkan  kewaspa- 
daan  nasional,  perlulah  diungkapkan  kem- 
bali  fakta-fakta  sejarah  yang  menunjukkan 
bahwa  beberapa  kekuatan  luar  negeri  per- 
nah  menjalankan  infiltrasi  terhadap  masya- 
rakat  Indonesia,  termasuk  terhadap  partai- 
partai  politik.  Misalnya,  dalam  peristiwa 
pemberontakan  PRRI-Permesta  beberapa 
tokoh  politik  dan  oknum-oknum  ABRI  ter- 
jebak,  keterlibatan  CIA  sangat  menyolok. 
Hal  itu  dibuktikan  dengan  adanya  dropping 
senjata  "bazooka"  di  Sumatera  Barat,  serta 
petualangan  Lawrence  Pope  yang  menem- 
baki  pasar-pasar  di  Maluku  pada  saat-saat 
terjadinya  peristiwa  PRRI-Permesta. 

Kemudian,  terjadinya  pemberontakan 
DI-TII  atau  kasus-kasus  tindak  pidana  sub- 
versi  di  Lampung  dan  daerah-daerah  lain, 
tampaknya  tidak  lepas  dari  kaitannya  de- 
ngan kaum  fundamentalis  dari  negara- 
negara  Islam  tertentu. 

Adapun  kekuatan  yang  sangat  jelas  beru- 
paya  menanamkan  pengaruhnya  di  Indone- 
sia adalah  kaum  komunis  internasional. 
Contohnya,  pada  zaman  penjajahan  gerak- 
an  komunis  internasional  telah  berhasil  me- 
mecah  belah  Partai  Sarekat  Islam.  Pada 
tahun  1948  -  sewaktu  bangsa  Indonesia  se- 
dang   menjalankan   perlawanan  terhadap 


NICA  ~  maka  PKI  sebagai  agen  gerakan 
komunis  internasional  telah  memberontak 
terhadap  Pemerintah  Republik  Indonesia. 
Bahkan  pada  akhir  bulan  September  1965, 
PKI  telah  menjalankan  kup  yang  terkenal 
dengan  Peristiwa  G-30-S/PKI. 

Singkatnya,  Peristiwa  G-SO-S/PKI  meru- 
pakan  tragedi  nasional,  di  mana  beberapa 
perwira  tertinggi  dan  perwira  menengah  lain- 
nya  terbunuh  secara  kejam  hingga  mereka 
wajar  memperoleh  gelar  Pahlawan  Revo- 
lusi.  Karenav  dalam  zaman  "proloog"  G-30- 
S/PKI,  kekuatan  komunis  itu  mengadakan 
infiltrasi  tidak  hanya  dalam  tubuh.ABRI 
dan  birokrasi  tetapi  juga  dalam  tubuh  se- 
mentara  partai  politik,  maka  "epilog"  G-30- 
S/PKI  membawakan  situasi  yang  rawan.  Je- 
lasnya,  keadaan  yang  demikian  itu  dianggap 
mengganggu  stabilitas  nasional;  padahal  sta- 
bilitas  nasional  itu  merupakan  prasyarat 
bagi  suksesnya  pembangunan  nasional. 

Masyarakat  menyadari  bahwa  ~  untuk 
memulihkan  stabilitas  nasional  ~  perlu  dite- 
rapkan  suatu  kebijaksanaan  yang  disebut 
security  approach.  Karena  ada  suatu  pradu- 
ga  bahwa  sementara  partai  politik  juga  ter- 
kena  infiltrasi  PKI,  maka  terjadilah  campur 
tangan  atau  intervensi  aparatur  Pemerintah 
terhadap  kehidupan  partai-partai  politik. 
Dilakukannya  campur  tangan  aparatur  Pe- 
merintah berlandaskan  security  approach 
terhadap  kekuatan  sosial  politik  itu  juga  di- 
dorong  oleh  timbulnya  friksi  yang  tajam  di 
kalangan  partai-partai  politik  yang  bersang- 
kutan. 

Adapun  latar  belakang  dari  timbulnya 
pertentangan  itu  adalah  sebagai  berikut.  Za- 
man peralihan  dari  masa  Orde  Lama  menuju 
masa  Orde  Baru  membawakan  pergeseran 
terhadap  nilai-nilai  Pancasila  dan  norma- 
norma  kehidupan  masyarakat,  sehingga  se- 
kaligus  juga  menimbulkan  dampak  negatif 
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terhadap  kehidupan  partai-partai  politik. 
Seperti  halnya  pada  waktu  transisi  dari  za- 
man  demokrasi  liberal  menurut  UUD  Se- 
mentara  tahun  1950  ke  zaman  demokrasi 
terpimpin,  terjadilah  perbedaan  pendapat. 
Ada  kelompok  dalam  partai  yang  mendu- 
kung  Orde  Baru  "tanpa  reserve"  dan  ada 
pula  kelompok  yang  bersikap  korektif  kon- 
struktif  terhadap  kebijaksanaan  yang  diten- 
tukan  oleh  Pemerintah. 

Tragisnya,  dalam  suasana  transisi  itu 
terulang  kembali  ekses-ekses  dalam  sikap 
dan  perilaku  dari  oknum-oknum  partai, 
yang  bersikap  "ABS."  Dengan  harapan 
bahwa  memberikan  "dukungan  tanpa  re- 
serve" terhadap  Pemerintah  Orde  Baru  akan 
memperoleh  peluang  untuk  menduduki  posi- 
si  yang  mapan,  maka  mereka  menuduh  ke- 
lompok yang  bersikap  korektif  konstruktif 
sebagai  manusia-manusia  yang  menentang 
Presiden  Soeharto  dan  Orde  Baru. 

Jelaslah  kiranya,  bahwa  pertentangan 
dalam  tubuh  partai  politik  yang  bersangkut- 
an  itu  dianggap  mengganggu  stabilitas  na- 
sional  yang  diperlukan  bagi  suksesnya  pem- 
bangunan.  Pertentangan  dalam  tubuh  partai 
pohtik  itulah  yang  mengundang  campur 
tangan  aparatur  Pemerintah  terhadap  kehi- 
dupan Partai  Nasional  Indonesia.  Adapun 
tujuannya  ialah  agar  partai  yang  bersang- 
kutan  itu  dipimpin  oleh  tokoh-tokoh  yang 
dianggap  loyal  terhadap  Pemerintah. 

Dengan  latar  belakang  campur  tangan 
kekuatan  ekstern  terhadap  kehidupan  kepar- 
taian  itulah  yang  membawa  dampak:  kurang 
adanya  peranan  partai-partai  politik  yang  se- 
harusnya  menegakkan  kemandirian  dan  ke- 
dewasaan  demi  suksesnya  pembangunan 
politik  dan  suksesnya  pembangunan  nasio- 
nal. 


Tantangan  dan  Jawaban 

Jika  kita  menyadari  luasnya  dan  sulitnya 
pembangunan  nasional  jangka  panjang 
tahap  kedua  yang  hams  dilaksanakan  berda- 
sarkan  GBHN  1988  melalui  Pelita  VI  dan  se- 
terusnya,  kita  juga  berkesimpulan  bahwa  tu- 
gas  yang  dihadapi  oleh  Pemerintah,  pemim- 
pin-pemimpin  masyarakat,  termasuk  pim- 
pinan  partai-partai  politik  adalah  tidak  ri- 
ngan.  Untuk  memperoleh  gambaran  menge- 
nai  luasnya  pembangunan  nasional,  kita  per- 
lu  ingat  bahwa  pembangunan  nasional  ada- 
lah suatu  proses  dinamik  yang  merupakan 
rangkaian  upaya  bangsa  Indonesia  dan  Pe- 
merintah untuk  mewujudkan  cita-cita  na- 
sional seperti  diamanatkan  oleh  Pembukaan 
UUD  1945.  Kita  juga  tidak  boleh  melupakan 
bahwa  tujuan  pembangunan  nasional  ialah 
untuk  meningkatkan  pertumbuhan  dan  me- 
ningkatkan  kemajuan  dalam  segala  bidang 
kehidupan  berbangsa,  bermasyarakat  dan 
bernegara. 

Perlu  ditambahkan  bahwa  misi  partai- 
partai  politik  secara  khusus  ialah  untuk  me- 
mantapkan  demokrasi  Pancasila,  menyem- 
purnakan  manajemen  nasional  atas  sumber 
daya  manusia  dan  sumber  daya  alam  serta 
untuk  menciptakan  tata  nilai.  Kesemuanya 
itu  adalah  dalam  rangka  membangun  masya- 
rakat adil  makmur  yang  berkeadilan  sosial. 

Lagipula,  dengan  memperhitungkan  ada- 
nya dampak  dari  faktor-faktor  baik  dari 
dalam  negeri,  seperti  meningkatnya  kesadar- 
an  politik  dan  tuntutan  akan  keterbukaan 
dan  pembaruan,  maupun  pengaruh  dari  per- 
caturan  politik  internasional,  dapat  diperki- 
rakan  bahwa  permasalahan  yang  akan  kita 
hadapi  cenderung  makin  kompleks;  spek- 
trumnya  makin  luas;  interrelasi  dan  interaksi 
antara  permasalahan  yang  satu  dengan  yang 
lain  makin  kuat  dan  batas  antara  permasa- 
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lahan  bidang  yang  satu  dengan  permasalah- 
an  yang  lain  semakin  kabur. 

Misalnya,  permasalahan  bidang  ekonomi 
tidak  dapat  diselesaikan  hanya  secara  teknis- 
ekonomis  belaka,  tetapi  perlu  dibarengi  de- 
ngan pendekatan  terhadap  tuntutan  masya- 
rakat  untuk  membenahi  ketimpangan  dalam 
bidang  politik,  perlunya  penerapan  nilai- 
nilai  luhur,  atau  sinkronisasi  peranan  ABRI 
dengan  upaya  memantapkan  demokrasi 
Pancasila.  Semuanya  itu  menunjukkan  be- 
ratnya  tantangan  yang  harus  dijawab  oleh 
penyelenggara  negara,  pimpinan  ABRI,  dan 
para  pemimpin  masyarakat,  termasuk  pe- 
ngurus  partai-partai  politik. 

Untuk  dapat  memberikan  response  yang 
tepat  terhadap  challenge  seperti  digambar- 
kan  di  atas,  maka  GBHN  menentukan  pula 
bahwa  sasaran  utama  dalam  pembangunan 
nasional  ialah  menciptakan  kualitas  manusia 
dan  menumbuhkan  quality  of  social  life. 
Adapun  untuk  menciptakan  quality  of 
social  life  diperlukan  dua  syarat  yaitu:  (a) 
kemampuan  untuk  mewujudkan  masyarakat 
di  mana  warganya  menikmati  kesamaan  hak 
dan  kewajiban  di  depan  hukum;  (b)  tersedia- 
nya  peluang  bagi  partisipasi  politik  masya- 
rakat dalam  proses  demok'ratisasi  sesuai  de- 
ngan tuntutan  zaman  dan  sesuai  dengan 
Pancasila  dan.UUD  1945  secara  murni  dan 
konsekuen. 

Demikian  itulah  gambaran  mengenai 
tantangan- tantangan  yang  memerlukan  ja- 
waban  yang  tepat.  Mengingat  bahwa  pengu- 
rus  partai-partai  politiklah  yang  harus  mem- 
berikan response  atas  challenge  termaksud, 
untuk  mengubah  nasib  partai-partai  politik, 
maka  timbullah  pertanyaan:  "apakah  pe- 
ngurusnya  akan  mampu  memberikan  ja- 
waban  yang  tepat  atas  tantangan  tersebut?". 

Berdasarkan  penilaian  yang  obyektif  ter- 


hadap situasi  dan  kondisi  parpol  sekarang, 
setiap  pengamat  politik  ~  dengan  rasa  pri- 
hatin  ~  akan  berkesimpulan  bahwa  ~  tam- 
paknya  ~  peranan  partai  politik  dalam  pem- 
bangunan nasional  adalah  minim  sekali. 

Perlunya  Pelaksanaan  Pembaruan 
Sedini  Mungkin 

Negara  Republik  Indonesia  ini  milik  kita 
semua,  yaitu  mereka  yang  duduk  dalam  pe- 
merintahan,  ABRI,  para  pengusaha,  semua 
kekuatan  sosial  politik  dan  rakyat  kecil.  Ber- 
dasarkan filsafah  hidup  ini  kita  semua  mem- 
punyai  kewajiban  membenahi  permasalahan 
yang  dipaparkan  dalam  tulisan  ini. 

Berpangkal  tolak  dari  gagasan  Presiden 
mengenai  pembaruan  seperti  dikutip  di  atas, 
maka  di  bawah  ini  akan  disajikan  beberapa 
butir  pemikiran  sebagai  bahan  masukan  da- 
lam upaya  meningkatkan  peranan  partai- 
partai  politik. 

1.  Sejarah  masa  lalu  yang  penuh  dengan  pe- 
ngalaman  mengandung  pelajaran  yang 
bernilai.  Oleh  karenanya,  kita  semua  hen- 
daknya  mampu  menarik  pelajaran  dari 
sejarah.  Sikap  yang  salah  tanpa  diikuti 
oleh  upaya  memperbaikinya,  akan  men- 
jadi  bumerang  yang  akan  mengakhiri 
masa  kejayaan  hari  ini,  dan  yang  tersisa 
hanyalah  penyesalan  yang  datangnya  se- 
lalu  terlambat.  Maka  hendaknya  kita  se- 
mua berani  mawas  diri.  Mungkin  saja 
belum  terlambat  dalam  meningkatkan 
peranan  partai-partai  politik,  apabila  ki- 
ta semua  memulai  dari  satu  titik  mawas 
diri. 

2.  Peranan  partai-partai  politik  akan  dapat 
ditingkatkan,  jika  Pemerintah  serta 
ABRI  -  secara  sungguh-sungguh  -  me- 
ngusahakan  agar  timbul  keseimbangan 
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mengenai  kedudukan  dan  peranan  dari 
Golkar  di  satu  pihak  dan  kedua  parpol 
di  pihak  lain;  sekaligus  dengan  mencipta- 
kan  keadilan  dan  kebersamaan  dalam 
perlakuan  terhadap  sesama  kekuatan  so- 
sial  politik. 

3.  Untuk  masa-masa  mendatang,  penerap- 
an  dwifungsi  ABRI  dan  fungsinya  seba- 
gai  stabilisator  dan  dinamisator  perlu  di- 
sesuaikan  dengan  upaya  memantapkan 
demokrasi  Pancasila,  mengingat  aspirasi 
masyarakat  dan  prinsip-prinsip  konsti- 
tusionalisme.  Sesuai  dengan  amanat 
Founding  Fathers  Republik  Indonesia 
seperti  disinggung  di  atas,  hendaknya  Ne- 
gara,  Pemerintah  termasuk  ABRI,  berdi- 
ri  di  atas  semua  golongan  dan  tidak  ha- 
nya  menjadi  pendukung  dari  golongan 
yang  paling  besar  atau  paling  kuat.  Peme- 
rintah dan  ABRI  hendaknya  lebih  mem- 
beri  peluang  kepada  rakyat  untuk  menik- 
mati  kebebasan  dan  hak-hak  asasi  warga- 
negara,  untuk  mendorong  masyarakat 
agar  menjadi  lebih  kreatif,  produktif  dan 
inovatif  dalam  rangka  meningkatkan  par- 
tisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan 
nasional. 

4.  Demi  memantapkan  arti  dan  fungsi  Su- 
pra Struktur  Politik  hendaknya  diusaha- 
kan  agar  hubungan  fungsional  antara 
Lembaga-lembaga  Tinggi  Negara  berja- 
lan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  Kon- 
stitusionalisme,  dengan  pengertian  bah- 
wa  semua  pihak  hams  menegakkan  dan 
mengamankan  Negara  Republik  Indone- 
sia sebagai  Negara  Pancasila,  berkedau- 
latan  rakyat  dan  Negara  Hukum. 

5.  Semua  pengemban  ide,  khususnya  para 
penyelenggara  negara  termasuk  ABRI 
dan  para  pemimpin  masyarakat,  perlu 
memberikan  contoh  dan  suri  teladan  da- 
lam hal  pengamalan  nilai-nilai  luhur  dari 
Pancasila  dan  UUD  1945,  khususnya  Ji- 


wa,  Semangat  dan  Nilai-nilai  Angkatan 
'45, .  untuk  menegakkan  citra  Strong, 
Clean,  and  Stable  Government. 

Penutup 

Masyarakat  pada  umumnya  menerima 
dan  menghargai  pelaksanaan  pembangunan 
nasional  oleh  Pemerintah  yang  menghasil- 
kan  stabilitas  nasional,  beberapa  proyek  in- 
dustri,  sarana  komunikasi  dan  transportasi, 
peningkatan  kesejahteraan  sosial  dan  lain  se- 
bagainya.  Sebaliknya,  kita  juga  tidak  boleh 
melupakan  bahwa  -  untuk  masa-masa  men- 
datang ~  masih  banyak  permasalahan  kru- 
sial  yang  perlu  diatasi,  baik  yang  merupakan 
permasalahan  baru  maupun  problema-pro- 
blema  nasional  yang  belum  teratasi  dalam 
pembangunan  selama  empat  Pelita. 

Mengingat  konstatasi  tersebut,  maka 
kurun  waktu  selama  Pelita  V  yang  menyong- 
song  datangnya  saat  tinggal  landas  merupa- 
kan masa  transisi.  Jelasnya,  dalam  periode 
ini  perlu  diletakkan  landasan  yang  kuat  bagi 
pelaksanaan  pembaruan  di  berbagai  bidang 
kehidupan  negara  dan  masyarakat,  usaha 
mana  perlu  pula  dibarengi  dengan  sikap  ke- 
terbukaan  oleh  semua  pihak.  Lagipula,  se- 
hubungan  dengan  proses  alih  generasi,  maka 
Angkatan  '45  yang  kini  berperan,  baik  di  bi- 
dang Suprastruktur  Politik  dan  Infra  Struk- 
tur Politik  maupun  di  sektor-sektor  lain,  ha- 
rus  siap  menyerahkan  tugas  dan  tanggung 
jawabnya  kepada  generasi  penerus. 

Berdasarkan  ramalan  dari  pakar-pakar 
yang  berpandangan  futurologis,  seperti  Al- 
vin  Toffler  dan  lain- lain,  para  pengamat  po- 
litik mengingatkan  bahwa  masyarakat  kita 
sebagai  negara  berkembang  mungkin  akan 
mengalami  kejutan,  jika  gelombang  zaman 
industri  ~  zaman  informatika  serta  gelom- 
bang pembaruan  -  tidak  ditanggapi  secara 
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wajar  oleh  tokoh-tokoh  yang  kini  mengen- 
dalikan  pemerintahan.  Jelasnya,  jika  perma- 
salahan  krusial  yang  dirinci  dalam  karangan 
ini  tidak  teratasi,  kita  khawatir  bahwa  -  pa- 
da  suatu  saat  --  keresahan  mungkin  akan  me- 
ningkat  sedemikian  rupa,  sehingga  akan 
membawa  kejutan  dalam  bentuk  gejolak  so- 
sial,  seperti  yang  terjadi  di  berbagai  negara. 

Perlu  dijelaskan  bahwa  tulisan  ini  di- 
maksudkan  sekedar  untuk  menyumbangkan 
urun  rembug  kepada  idee  dragers  (pengem- 
ban  ide)  baik  di  kalangan  Pemerintah, 
ABRI,  pakar-pakar  di  kalangan  birokrasi, 
dan  kekuatan  sosial  politik  untuk  direnung- 


kan.  Penulis  tidak  berpretensi  untuk  menga- 
takan  bahwa  gagasan  atau  pendapat  yang 
terkandung  dalam  tulisan  ini  adalah  berbo- 
bot.  Sebaliknya,  Penulis  hanya  mengingat- 
kan:  andaikata  masalah-masalah  krusial 
yang  dijelaskan  dalam  tulisan  ini  tidak  dia- 
tasi  secara  tuntas  dan  jika  dikemudian  hari 
timbul  gejolak  sosial,  maka  sejarah  akan 
mencatat  bahwa  yang  dinyatakan  bertang- 
gungjawab  mengenai  kejadian  dramatis  itu 
tentunya  para  penyelenggara  negara  yang 
--  antara  tahun  1989  sampai  permulaan  abad 
ke-21  -  memegang  tampuk  kepemimpinan, 
baik  dalam  Pemerintahan,  dalam  ABRI, 
maupun  dalam  kekuatan  sosial  politik. 


Problematik  Parpol  di  Indonesia: 

Kasus  PDI 


M  Riza  SIHBUDI 


Pendahuluan 


DIBANDINGKAN  tiga  pemilu  sebe- 
lumnya  pada  masa  Orde  Bam  (1971, 
1977,  dan  1982),  dalam  Pemilu  1987 
yang  baru  lalu  jumlah  suara  maupun  kursi 
DPR  yang  diraih  Partai  Demokrasi  Indone- 
sia (PDI)  mengalami  kenaikan  yang  cukup 
berarti.  Bahkan  jika  dibandingkan  dengan 
hasil  Pemilu  1982,  kenaikan  yang  dicapai 
PDI  dalam  Pemilu  1987  mengejutkan  ba- 
nyak  kalangan,  termasuk  di  kalangan  tokoh- 
tokoh  PDI  sendiri.  Bila  dalam  Pemilu  1982 
partai  ini  hanya  meraih  7,88%  suara  dan  24 
kursi  DPR,  maka  pada  Pemilu  1987  PDI 
berhasil  meraih  10,87%  suara  serta  40  kursi 
DPR.' 

Keberhasilan  PDI  tersebut  tidak  terlepas 
dari  sejumiah  faktor,  seperti  banyaknya  eks 
pendukung  PNI  yang  "pulang  kandang," 
adanya  dukungan  dari  generasi  muda,  sikap 
ABRI  yang  lebih  netral,  dan  lain  sebagainya. 

^Laporan  Pemilu  Tahap  II,  PPM-LIPI/Depdagri, 
hal.  253-254.  Juga  hasil-hasil  yang  diraih  PDI  dalam 
Pemiiu-pemilu  1971  dan  1977. 


Sebagai  satu  organisasi  politik  yang  dalam 
sejarahnya  tak  pernah  lepas  dari  masalah 
pertentangan  di  kalangan  pemimpinnya,  ke- 
berhasilan ini  tentu  saja  diharapkan  akan 
membawa  angin  segar  dalam  tubuh  PDI. 
Dalam  ruang  lingkup  (scope)  yang  lebih 
luas,  makin  kuatnya  PDI  juga  diharapkan 
akan  nienjadi  salah  satu  pemacu  guna  mem- 
percepat  proses  "demokratisasi"  di  negara 
kita. 

Namun,  bila  dilihat  dari  apa  yang  terjadi 
dalam  Kongres  PDI  III  (April  1986)  serta 
kasus  tiga  calon  anggota  DPR  dari  Fraksi 
PDI  yang  tidak  mau  tunduk  pada  peraturan 
DPP  (Dewan  Pimpinan  Pusat)  PDI,  maka 
partai  ini  sebenarnya  masih  memendam  po- 
tensi  konflik  yang  setiap  saat  bisa  muncul  ke 
permukaan.  Bila  ini  terjadi,  akan  membu- 
yarlah  kepercayaan  yang  telah  diberikan 
oleh  pendukung  PDI  selama  masa  Pemilu 
1987  yang  lalu. 

Potensi  konflik  hanya  salah  satu  masalah 
yang  dihadapi  partai  ini.  PDI  tampaknya 
masih  akan  dihadapkan  pada  sejumiah  ma- 
salah lain,  seperti  masalah  identitas  partai 
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(khususnya  sejak  diberlakukannya  Pancasila 
sebagai  satu-satunya  asas),  serta  hubungan 
partai  ini  dengan  ormas-ormas  dan  unsur- 
unsur  eks  pendukung  PDI. 

Tulisan  ini  akan  mencoba  mengkaji  per- 
masalahan  dan  problematika  yang  dihadapi 
PDI  serta  bagaimana  masa  depan  partai  ini, 
terutama  setelah  mereka  cukup  berhasil 
dalam  Pemilu  1987.  Data-data  yang  dipergu- 
nakan  selain  bahan-bahan  tertulis,  juga  di- 
lengkapi  dengan  penelitian  lapangan  dan 
wawancara  dengan  sejumlah  tokoh/pim- 
pinan  PDI,  ormas-ormas  dan  unsur-unsur 
eks  pendukung  PDI,  baik  di  tingkat  pusat 
maupun  daerah. 

Masalah  Konflik  Intern 

Sejak  terbentuknya,  10  Januari  1973, 
hingga  saat  ini,  PDI  belum  berhasil  menga- 
tasi  masalah  pertentangan  di  kalangan  elite 
kepemimpinannya.  Masalah  konflik  intern 
hampir  selalu  muncul  sebagai  "warna"  yang 
paling  menonjol  dalam  perjalanan  partai 
ini.^  Konflik  di  dalam  tubuh  PDI,  sebagai- 
mana  yang  terjadi  dalam  tubuh  PPP  (Partai 
Persatuan  Pembangunan),  tidak  hanya  men- 
cerminkan  konflik  antar-unsur.  Sebagai- 
mana  diketahui,  sebagian  besar  konflik  di 
dalam  tubuh  PDI  justru  melibatkan  tokoh- 
tokoh  yang  berasal  dari  unsur  yang  sama, 
yaitu  PNI  (Partai  Nasional  Indonesia). 

Hal  itu  menunjukkan  bahwa  konflik  di 
dalam  tubuh  PDI  mengandung  dua  dimensi, 
yaitu  dimensi  "konflik  warisan"  dan  dimen- 
si kepentingan  pribadi  (vested  interest).  Pa- 
da  dimensi  pertama  ("konflik  warisan"),  di 
mana  konflik  di  dalam  tubuh  PDI  "diba- 

^Editor.  29  Agustus  1987,  menyebut  PDI  sebagai 
partai  yang  gemar  "bertikai";  Lihat  juga  Manuel 
Kaisieppo,  "Dilema  Partai  Demokrasi  Indonesia:  Per- 
juangan  Mencari  Identitas,"  Prisma  12  (Desember 
1981),  hal.  68-83. 


wa"  oleh  eks  pendukung  PNI,  terdapat  dua 
kubu  yang  saling  berhadapan,  yaitu  kubu 
"garis  keras"  dan  kubu  "moderat"  atau 
bisa  juga  disebut  sebagai  kelompok  "kom- 
promis."  Dalam  setiap  konflik  yang  terjadi, 
kubu  "garis  keras"  selalu  tersingkir.  Seba- 
liknya  kubu  "moderat"  selalu  keluar  seba- 
gai "pemenang."  Contoh  yang  masih  ha- 
ngat  adalah  konflik  antara  kelompok  Sanu- 
si-Usep  ("garis  keras")  dan  kelompok 
Isnaeni-Sunawar  ("moderat")  pada  tahun 
1977,  yang  berakhir  dengan  tersingkirnya 
kelompok  Sanusi-Usep. 

Namun  yang  perlu  diingat,  kemenangan 
kubu  "moderat"  atas  kubu  "garis  keras," 
hampir  selalu  terjadi  berkat  campur  tangan 
birokrasi.^  Hal  ini  sejalan  dengan  garis  kebi- 
jaksanaan  pemerintah  yang  memang  berusa- 
ha  menampilkan  figur-figur  politik  yang  ti- 
dak terlalu  besar  komitmennya  pada  ideo- 
logi  lain  (selain  Pancasila).  Kubu  "garis 
keras"  pada  umumnya  didukung  tokoh- 
tokoh  PNI  yang  masih  kuat  komitmennya 
pada  ideologi  marhaenisme. 

Dalam  perkembangannya,  konflik  di  da- 
lam tubuh  PDI  juga  menampilkan  dimensi 
kepentingan  pribadi.  Hal  ini,  misalnya,  terli- 
hat  jelas  dalam  konflik  yang  mewarnai  PDI 
pada  saat  partai  ini  menyelenggarakan 
Kongresnya  yang  ketiga  (15-17  April  1986). 
Waktu  itu  Kongres  PDI  gagal  memilih  ketua 
baru  untuk  menggantikan  Sunawar  Soeko- 
wati  yang  meninggal  dunia  empat  bulan  se- 
belumnya.  Akibatnya,  pemerintah  ~  dalam 
hal  ini  Mendagri  -  "terpaksa"  turun  tangan. 

^Mengomentari  campur  tangan  birokrasi  dalam 
kasus  konflik  Sanusi-Usep  Vs.  Isnaeni-Sunawar,  Sanusi 
Hardjadinata  (eks  Ketua  Umum  PDI)  mengatakan, 
"Dulu  saya  sudah  bilang  kcpada  Pak  Harto  supaya 
pemerintali  terbuka,  seperti  saya  juga  selalu  berusaha^ 
terbuka.  Tapi  nyatanya  dalam  kasus  Isnaeni,  mereka 
tidak  terbuka."  Selanjutnya  lihat  Kompas,  29  Novem- 
ber 1978. 
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Kemudian  terbentuklah  DPP  PDI  di  bawah 
pimpinan  Ketua  Umum,  Soerjadi,  yang  "di- 
bidani"  Mendagri  Soepardjo  Rustam.  Pada- 
hal  nama  Soerjadi  selama  berlangsungnya 
kongres  tidak  diunggulkan.'*  Justru  yang  se- 
mula  dianggap  sebagai  "calon  kuat,"  yaitu 
Hardjantho  Sumodisastro  (salah  seorang 
Wakil  Ketua  DPR  periode  1982-1987),  ma- 
lah  tidak  terpilih. 

Sebenarnya  kericuhan  dalam  Kongres  III 
PDI  terkait  dengan  rentetan  konflik  (yang 
berdimensi  kepentingan  pribadi)  yang  terja- 
di  sebelumnya.  Konflik  tersebut  terjadi  an- 
tara  Sunawar  Soekowati  dan  Hardjantho 
yang  kemudian  masing-masing  membentuk 
"kubu."  Konflik  Sunawar-Hardjantho  ber- 
mula  dari  munculnya  pernyataan  Sunawar 
(dalam  salah  satu  pidatonya  di  tahun  1985) 
bahwa  negara  Indonesia  adalah  "negara 
sekuler."  Pernyataan  ini  menimbulkan  pro 
dan  kontra  baik  di  kalangan  PDI  sendiri 
maupun  di  kalangan  masyarakat  luas.  Sikap 
pro  dan  kontra  di  kalangan  PDI  kemudian 
dipertajam  dengan  munculnya  "masalah" 
Kongres  III.  Kubu  Hardjantho  mengingin- 
kan  diselenggarakannya  kongres  sebelum 
Pemilu  1987.  Namun  ini  ditolak  oleh  kubu 
Sunawar.  Menurut  Sunawar,  kongres  se- 
baiknya  diadakan  setelah  pemilu,  sebelum 
pemilu  cukup  diadakan  munas  (musyawarah 
nasional)  saja.^  Dari  sini  terhhat,  bahwa  Su- 
nawar di  satu  pihak,  dengan  menolak  kong- 
res, masih  tetap  ingin  mempertahankan  ja- 
batannya  sebagai  Ketua  Umum  DPP-PDI. 

^Beberapa  hari  menjelang  kongres,  Hardjantho  me- 
ngatakan  bahwa  Soerjadi  tidak  memenuhi  syarat  seba- 
gai calon  ketua.  Ucapan  senada  juga  dikeluarkan  oleh 
Ketua  Umum  DPD-PDI  DKI  Jakarta,  Ipik  Asmasubra- 
ta.  Menurut  Ipik,  kalau  Soerjadi  terpilih,  ini  tidak  lucu, 
sebab  hasil  dorongan  dari  luar.  Bahkan  menurut  sebuah 
sumber,  hanya  beberapa  hari  menjelang  kongres,  Soer- 
jadi baru  mengurus  kartu  anggota  PDI.  Lihat  Tempo, 
19  April  1986,  hal.  1M3. 


Di  lain  pihak,  ada  kesan  kuat  bahwa  Har- 
djantho berambisi  menggeser  Sunawar.  De- 
ngan munculnya  isyu  "negara  sekuler"  yang 
merugikan  nama  baik  Sunawar  (si  pencetus 
isyu),  Hardjantho  setidaknya  merasa  mem- 
punyai  kans  untuk  menggantikan  Sunawar 
dalam  suatu  kongres. 

Konflik  antara  kubu  Sunawar  dan  kubu 
Hardjantho  agak  mereda  setelah  meninggal- 
nya  Sunawar  (Januari  1986),  dan  ~  untuk  se- 
mentara  ~  kubu  Hardjantho  tampak  men- 
dapatkan  "angin,"  yaitu  dengan  diselengga- 
rakannya kongres  (bukan  munas  sebagaima- 
na  dikehendaki  kubu  Sunawar)  pada  bulan 
April  1986.  Namun  dalam  kenyataannya, 
Hardjantho  gagal  mewujudkan  ambisinya 
untuk  menjadi  Ketua  Umuni  DPP-PDI.  Hal 
ini  membuktikan  masih  kuatnya  pengaruh 
kubu  Sunawar.  Di  samping  itu,  terdapat  ke- 
cenderungan  yang  kuat  baik  di  kalangan  ge- 
nerasi  muda  PDI  maupun  di  kalangan  bi- 
rokrasi  untuk  menampilkan  tokoh  yang  be- 
bas  dari  "noda"  konflik  masa  lalu.  Dalam 
konteks  ini  barangkali  bisa  dipahami  menga- 
pa  Soerjadi  yang  akhirnya  "terpilih"  seba- 
gai Ketua  Umum  DPP-PDI  sebagai  "hasil" 
kongres  partai  ini  yang  ketiga.  Meskipun  se- 
cara  organik,  Soerjadi  tidak  pernah  duduk 
dalam  kepengurusan  PDI,  namun  ia  dikenal 
sebagai  seorang  aktivis  partai  yang  tidak 
pernah  terlibat  dalam  konflik  intern  yang 
terjadi  sebelumnya.^ 

Tampilnya  DPP-PDI  di  bawah  Soerjadi, 
yang  sebagian  besar  didukung  tokoh-tokoh 
generasi  muda,  tampak  menghembuskan 
angin  segar  dalam  tubuh  partai  ini.  Apalagi 
dengan  keberhasilan  PDI  dalam  Pemilu 
1987.  Tidak  mengherankan  bila  kemudian 
banyak  pujian  dan  sanjungan  di  aiamatkan 
ke  Soerjadi  dan  kawan-kawan. 

Akan  tetapi  tidak  berarti  konflik  intern 


^empo,   18  Januari  1986,  hal.  16. 


^Tempo,  19  April  1986,  hal.  12-13. 
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dalam  tubuh  PDI  telah  berakhir.  Tidak  sedi- 
kit  tokoh-tokoh  tua,  terutama  tokoh-tokoh 
eks  PNI,  dengan  alasan  yang  bervariasi,  ku- 
rang  begitu  senang  dengan  tampilnya  gene- 
rasi  Soerjadi.  Sebagian  disebabkan  karena 
faktor  kepentingan  pribadi.  Sebagian  lagi  di- 
sebabkan DPP- PDI  sekarang  dinilai  "terla- 
lu  dekat  dengan  penguasa,"  seperti  pernah 
oleh  eks  tokoh  PNI,  Manai  Sophian.^  Juga 
ada  tokoh  PDI  yang  kurang  senang  dengan 
manajemen  partai  yang  diterapkan  DPP  se- 
karang.^ Dan,  yang  tak  kalah  pentingnya, 
muncul  kesan  bahwa  "prinsip-prinsip  mu- 
syawarah"  belum  sepenuhnya  dijalankan 
oleh  DPP-PDI  di  bawah  Soerjadi.^ 

Hal-hal  di  atas  menjadi  salah  satu  faktor 
yang  menyebabkan  konflik  intern  di  dalam 
tubuh  PDI  masih  tetap  potensial,  yang  se- 
waktu-waktu  dapat  muncul  ke  permukaan. 
Sebagai  contoh,  munculnya  kasus  DPC 
(Dewan  Pimpinan  Cabang)  PDI  "tanding- 
an"  di  Bandung,  hanya  sekitar  setengah 
tahun  setelah  berakhirnya  Kongres  III.  Ka- 
sus ini  bermula  dari  tindakan  DPP-PDI 
yang  mengangkat  Dodo  Gandamihardja 
sebagai  Pjs.  Ketua  DPC-PDI  Kodya  Ban- 
dung, Agustus  1986.  Padahal  Ketua  DPC- 
PDI  Kodya  Bandung  waktu  itu,  Tarwia  Su- 
tendi,  belum  diberhentikan  atau  dipecat. 
Dalih  yang  dipakai  DPP  untuk  mengangkat 
Dodo  Gandamihardja,'  adalah  dalam  rangka 
reorganisasi  dan  restrukturisasi  PDI  Ban- 
dung. Tarwia  Sutendi  yang  menilai  tindakan 

'Wawancara  dengan  Manai  Sophian,  Jakarta,  27 
Juli  1987. 

^Hardjantho,  misalnya  menilai  DPP-PDI  seicarang 
mengeiola  partai  "bak  seorang  manajer  mengurus  eks- 
pedisi  muatan  kapal  laut,  padahal  mengurus  partai  lain 
dari  mengurus  barang."  Tempo,  17  Januari  1987,  hal. 
13-14. 

'Wawancara  dengan  Supomo  salah  seorang  pim- 
pinan Pemuda  Demokrat  Sumatera  Utara,  Medan,  7 
September  1987. 


DPP  itu  sebagai  sewenang-wenang,  berhasil 
menghimpun  sekitar  80  tokoh  PDI  Ban- 
dung. Pada  tanggal  1  Oktober  1986,  mereka 
(Tarwia  dan  kawan-kawan)  mengirimkan 
surat  protes  ke  alamat  DPP-PDI.  Isinya, 
mereka  menganggap  pengajuan  calon-calon 
anggota  DPR  dan  DPRD  (yang  diajukan 
DPD  Jawa  Barat  dan  DPC  Bandung)  seba- 
gai "dilakukan  tanpa  didasarkan  pada  asas 
musyawarah  dan  mufakat."'^  Tarwia  ke- 
mudian  dipecat  sebagai  anggota  partai  oleh 
DPP.  Namun,  enambelas  Komisariat  PDI 
yang  ada  di  Bandung  segera  menyatakan 
berdiri  di  belakang  Tarwia  dan  masih  me- 
ngakuinya  sebagai  Ketua  DPC  yang  sah.  Ka- 
sus ini  berakhir  dengan  Hijrahnya  26.328 
warga  PDI  (dipimpin  Tarwia  dan  kawan- 
kawan)  ke  Golkar. 

Contoh  lain  dari  masih  adanya  potensi 
konflik  di  tubuh  PDI,  adalah  "pembang- 
kangan"  tiga  anggota  DPR  Fraksi  PDI  ter- 
hadap  keputusan  DPP-PDI  No.  059/1986. 
Ini  merupakan  konflik  intern  pertama  yang 
"meletus"  setelah  Pemilu  1987.  SK  DPP- 
PDI  No.  059/1986  antara  lain  berisi:  masa 
tugas  anggota  DPR  F-PDI  dibatasi  hanya 
dua  kaU  (dua  periode)  saja.  Alasannya,  un- 
tuk memberi  kesempatan  kepada  generasi 
yang  lebih  muda.  Mereka  yang  telah  dua  kali 
menjalani  masa  tugas  (selama  10  tahun)  di 
DPR,  akan  ditarik  kembali  ke  partai.  De- 
ngan demikian,  diharapkan  partai  akan 
menjadi  kuat  karena  diasuh  orang-orang 
yang  berpengalaman. 

Akan  tetapi  pelaksanaan  SK  DPP-PDI 
No.  059/1986  ternyata  tidak  berjalan  de- 

^°Tempo,  29  November  1986,  hal.  13. 
"Ibid. 

'^Alasan  ini  dikemukakan  oleh  Nico  Daryanto  seba- 
gai Sekjen  DPP-PDI.  Lihat  Tempo,  20  September 
1986,  hal.  22-23. 
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ngan  mulus.  Tiga  di  antara  sejumlah  anggo 
ta  DPR  F-PDI  yang  terkena  SK  tersebut, 
tidak  bersedia  mengundurkan  diri.  Mereka 
adalah:  Kemas  Fachruddin  (Ketua  DPD- 
PDI  Sumatera  Selatan),  J.C.  Palaoensuka 
(Ketua  DPD-PDI  Kalimantan  Barat),  dan 
Achmad  Subagio  (tokoh  PDI  dari  Jawa  Te- 
ngah).^^  Fachruddin  dan  Subagio  berasal 
dari  unsur  PNI.  Sedangkan  Palaoensuka 
dari  Partai  Katolik.  Mereka  menganggap 
bahwa  secara  konstitusi  pencalonan  mereka 
sebagai  anggota  DPR  tetap  sah,  karena  me- 
reka dicalonkan  musyawarah  cabang  dan 
DPP-PDI.^"* 

Yang  menarik  dari  kasus  "pembang- 
kangan"  ini,  adalah:  pertama,  bahwa 
"pembangkangan"  dilakukan  oleh  mereka 
yang  tergolong  tokoh- tokoh  tua.  Dua  di  an- 
tara ketiganya  masih  memegang  jabatan  se- 
bagai Ketua  DPD,  dan  dua  di  antara  ketiga- 
nya berasal  dari  unsur  PNI.  Kedua,  adanya 
pengakuan  bahwa  mereka  tidak  diberitahu 
oleh  DPP-PDI,  bahwa  pencalonan  mereka 
hanya  sekedar  sebagai  vote  getter  (pengum- 
pul  suara)  saja.^^  Hal  ini  sekaligus  menun- 
jukkan  bahwa  dimensi  "konflik  warisan" 
dan  dimensi  kepentingan  pribadi  masih  tetap 
mewarnai  dalam  konflik  intern  PDI  yang 
"terbaru"  sekalipun.  Juga  memperkuat  si- 
nyalemen  bahwa  "prinsip-prinsip  musyawa- 
rah belum  sepenuhnya  dijalankan  oleh  DPP- 
PDI  di  bawah  Soerjadi."^^ 

Masalah  Identitas  Partai 

Sejak  diberlakukannya  Pancasila  sebagai 
satu-satunya  asas  bagi  setiap  organisasi  p6- 

^^Paryi  Masyarakat  550  (September  1987),  hal.  13- 

14. 

^*Tempo.  18  Juli  1987,  hal.  15-16. 
'^Ibid. 

"Lihat  uraian  scbelumnya. 


litik  dan  organisasi  kemasyarakatan,  maka 
di  Indonesia  tidak  lagi  dibenarkan  adanya 
ideologi  lain  kecuali  Pancasila,  Hal  ini  tam- 
paknya  tidak  menjadi  masalah  bagi  Golkar. 
Namun  tidak  demikian  halnya  bagi  kedua 
partai  politik  yang  lain,  yaitu  PDI  dan  PPP. 
Meski  ini  bukan  berarti  kedua  parpol  terse- 
but "ragu-ragu"  dalam  menerapkan  Panca- 
sila sebagai  ideologi  mereka. 

Pemilu  1987  adalah  pemilu  pertama  di 
mana  ketiga  organisasi  politik  peserta  pemi- 
lu telah  menganut  ideologi  yang  sama,  yaitu 
Pancasila.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaan- 
nya,  terutama  jika  dilihat  dari  tema-tema 
dan  suasana  kampanye,  kedua  orpol  (PDI 
dan  PPP)  masih  "dibayangi"  oleh  ideologi 
lama  mereka.  PPP,  misalnya,  walaupun  res- 
minya  telah  menanggalkan  ideologi  Islam 
mereka,  namun  partai  ini  masih  mengklaim 
sebagai  "partainya  orang-orang  Islam."  Hal 
yang  serupa  dialami  pula  oleh  PDI. 

Dalam  pemilu  yang  baru  lalu,  PDI  masih 
dibayangi  oleh  kebesaran  nama  bekas  Presi- 
den  Soekarno.  Bahkan  faktor  Bung  Karno 
menjadi  salah  satu  penentu  keberhasilan  se- 
tiap kampanye  yang  diadakan  PDI,  yang 
pada  gilirannya  dapat  menaikkan  perolehan 
suara  partai  ini.  Jika  PPP  tampaknya  masih 
akan  tetap  menggunakan  "Islam"  sebagai 
identitas  (bukan  ideologi)  partai,  mengingat 
basis  sosial  pendukung  partai  ini  memang 
terdiri  dari  orang-orang  Islam.  Maka  yang 
menjadi  pertanyaan  adalah  apakah  PDI 
juga  akan  tetap  memakai  Bung  Karno  seba- 
gai "identitas"  partai? 

Bila  dilihat  dari  aspek  homogenitas  basis 
sosial  pendukungnya,  bagi  PPP  penggunaan 
"Islam"  sebagai  identitas  partai  tampaknya 
relatif  tidak  begitu  menimbulkan  permasa- 
lahan.  Setidaknya  jika  dibandingkan  dengan 
penggunaan  Bung  Karno  sebagai  "iden- 
titas" partai  bagi  PDI. 
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Sebagaimana  diketahui,  PPP  merupakan 
hasil  fusi  dari  empat  parpol  yang  mempu- 
nyai  ideologi  atau  asas  yang  sama,  yaitu 
Islam.  Berbeda  dengan  PPP,  maka  PDI 
merupakan  hasil  fusi  dari  lima  parpol  de- 
ngan ideologi  atau  asas  yang  berlainan  satu 
sama  lain.  PNI,  misalnya,  menganut  faham 
marhaenisme-nasionalisme;  IPKI  berfaham 
nasionalisme;  Partai  Murba  menganut  ideo- 
logi sosialisme;  Parkindo  dan  Partai  Katolik 
menganut  faham  keagamaan  (Kristen  dan 
Katolik).  Setelah  kelima  partai  tersebut  ber- 
fusi  ke  dalam  PDI,  10  Januari  1973,  asas 
masing-masing  eks  unsur  "dilebur."  Secara 
yuridis- formal,   PDI   kemudian  mencoba 
merumuskan  "identitas"nya  sebagaimana 
tercantum  dalam  Anggaran  Dasarnya,  yaitu 
"berwatak  dan  bercirikan  Demokrasi  Indo- 
nesia, Kebangsaan  Indonesia,  dan  Keadilan 
Sosial."^'' 

Dalam  prakteknya,  bila  diamati  dari 
tingkah  laku  politik  PDI  selama  Pemilu 
1971,  1982,  dan  1987,  PDI  seakan-akan 
"mengambil-alih"  identitas  yang  dimiliki 
PNI.  Dari  segi  lambang  partai,  misalnya, 
PDI  menggunakan  gambar  kepala  banteng 
sebagaimana  yang  pernah  dipakai  oleh  PNI 
(meski  dalam  bentuk  yang  berbeda).  Begitu 
pula  dalam  hal  warna  (merah/hitam)  dan 
simbol-simbol  (Bung  Karno,  misalnya),  se- 
muanya  menimbulkan  kesan  bahwa  PDI 
adalah  "penjelmaan"  dari  PNI.  Ini  bisa  di- 
mengerti  mengingat  PNI  menjadi  unsur  do- 
minan  dalam  tubuh  PDI,  dan  dalam  sejarah 
atau  perjalanan  kehidupan  politik  di  Indo- 
nesia, PNI  pernah  tampil  sebagai  partai  ter- 
besar  (dalam  Pemilu  1955). 

Dari  satu  sisi,  "pengambil-alihan"  iden- 
titas PNI,  tampak  memberikan  keuntungan- 
keuntungan  sesaat  bagi  PDI.  Namun  dari 
sisi  lain,   khususnya  bagi  perkembangan 

^^Prisma  12  (Desember  1981),  hal.  68-83. 


masa  depan,  hal  ini  kurang  menguntungkan 
bagi  PDI. 

Bagi  eks  unsur-unsur  yang  lain,  terutama 
bagi  Parkindo  dan  Partai  Katolik  (unsur  ter- 
besar  kedua  dan  ketiga),  "pengambil-alih- 
an" identitas  PNI  oleh  PDI  dapat  membang- 
kitkan  semacam  perasaan  "iri  hati."  Pada 
tanggal  20  November  1981,  misalnya,  eks 
unsur  Partai  Katolik  dari  PDI  Madiun  me- 
nyatakan  keluar  dari  PDI,  dengan  alasan 
"merasakan  adanya  mayoritas  yang  domi- 

» 1 8 

nan  dan  merugikan  unsur  minoritas." 
Frans  Seda,  seorang  tokoh  pimpinan  eks 
Partai  Katolik,  pernah  mengemukakan  ga- 
gasan  mengenai  perlunya  perubahan  jumlah 
orpol  di  Indonesia,  yaitu  dari  tiga  menjadi 
lima:  satu  Golkar,  dua  partai  agama,  dan 
dua  partai  nasional.  Gagasan  tersebut  secara 
tidak  langsung  bisa  dianggap  sebagai  ke- 
inginan  partai-partai  Kristen  (Parkindo  dan 
Partai  Katolik)  untuk  membentuk  partai  ter- 
sendiri  yang  berdasarkan  asas  keagamaan. 

Meskipun  secara  nasional  PDI  berhasil 
menaikkan  perolehan  suaranya  dalam  Pemi- 
lu 1987  dibanding  tiga  pemilu  sebelumnya, 
namun  di  daerah-daerah  yang  tergolong  ba- 
sis terkuat  Parkindo  (yaitu  Maluku)  dan 
Partai  Katolik  (NTT)  suara  yang  diraih  PDI 
dalam  Pemilu  1987  masih  jauh  berada  di  ba- 
wah  yang  pernah  diraih  mereka  pada  Pemilu 
1971.  Jika  pada  Pemilu  1971,  di  Propinsi 
Maluku  partai-partai  yang  kemudian  terga- 
bung  dalam  PDI  berhasil  meraih  suara 
27,39"7o  dan  meraih  satu  kursi  DPR  pusat, 
mika  dalam  Pemilu  1987,  PDI  hanya  men- 
dapatkan  suara  5,24%  dan  tidak  berhasil 
meraih  satu  kursi  pun  untuk  DPR  pusat. 
Begitu  pula  di  Propinsi  NTT:  dari  35,38% 
suara  dan  empat  kursi  DPR  pusat  (Pemilu 
1971)  menjadi  3,94%  suara  dan  satu  kursi 

'8lbid.,  hal.  78. 
'9lbid.,  hal.  81. 
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DPR  pusat  (Pemilu  1987)/"  Ini  membukti- 
kan,  meskipun  PDI  cukup  berhasil  dalam 
mendapatkan  kembali  simpati  dari  para  pen- 
dukung  eks  PNI,  namun  PDI  belum  sepe- 
nuhnya  berhasil  meraih  simpati  dari  kalang- 
an  eks  pendukung  dua  partai  Kristen. 

Mencari  identitas  memang  bukan  masa- 
lah  yang  mudah.  Apalagi  bagi  sebuah  partai 
dengan  mendukung  yang  begitu  beragam  se- 
perti  PDI.  Sebagaimana  telah  disinggung, 
dalam  Pemilu  1987  PDI  telah  resmi  berasas- 
kan  Pancasila,  namun  partai  inii  masih  sa- 
ngat  "dibayangi"  oleh  nama  besar  Bung 
Karno.  Sehingga  kesan  bahwa  PDI  merupa- 
kan  "penjelmaan"  dari  PNI,  sulit  dihindar- 
kan,  Bagaimanapun  PNI  identik  dengan 
Bung  Karno,  dan  sebaliknya/^ 

Jika  di  masa  yang  akan  datang  PDI  ma- 
sih akan  tetap  mempertahankan  Bung  Karno 
sebagai  "  identitas"  nya,  maka  partai  ini 
akan  dihadapkan  pada  suasana  yang  dilema- 
tis  (selain  kemungkinan  menghadapi  hu- 
bungan  yang  sulit  dengan  pendukung  eks 
dua  partai  Kristen,  sebagaimana  telah  diu- 
raikan).  Di  satu  pihak,  PDI  akan  dicap  seba- 
gai "sisa-sisa  Orde  Lama,"  karena  Bung 
Karno  "identik"  dengan  Orde  Lama.  Di  pi- 
hak lain,  khususnya  oleh  para  Soekarnois, 
PDI  akan  dituduh  sebagai  "hanya  meman- 
faatkan  kharisma  Bung  Karno  untuk  kepen- 
tingan-kepentingan  politik  sesaat."^^ 
Karena  suatu  yang  mustahil  bagi  PDI  untuk 
sepenuhnya  melaksanakan  ajaran-ajaran 
Bung  Karno  (termasuk  marhaenisme)  yang 
dengan  sendirinya  akan  bertentangan 
dengan  UU  No.  3  dan  No.  8  Tahun  1985. 


^Lihat  Tabel-tabel  V.3;  V.4;  V.6;  V.6A  dalam  La- 
poran  Pemilu  Tahap  II. 

^'"Kami  Punya  Konsensus  Sendiri,"  wawancara 
dengan  Rachmawati  Soekarno,  Topik  W  (14  April 
1987),  hal.  54. 

22lbid. 


Dalam  kaitannya  dengan  masalah  iden- 
titas partai  ini,  agaknya  yang  paling  membe- 
rikan  peluang  bagi  PDI,  adalah  dengan  me- 
nonjolkan  dimensi  Persatuan  Indonesia  (sila 
ketiga)  sebagai  identitas  partai.  Karena  di- 
mensi ini  masih  mempunyai  kaitan  erat  de- 
ngan faham  nasionalisme,  namun  kecil  ke- 
mungkinannya  bagi  munculnya  kecurigaan 
dari  eks  unsur  dua  partai  Kristen.^^  Tentu 
saja  untuk  itu  PDI  harus  berani  melakukan 
terobosan-terobosan  yang  berarti.  Misalnya, 
dengan  tidak  lagi  mengkaitkan  identitas  par- 
tai dengan  banyaknya  massa  pendukung  da- 
lam pemilu  mendatang. 

Masalah  Kemandirian,  Demokrati- 
sasi,  dan  Rekrutisasi 

Walaupun  sistem  kepartaian  di  Indone- 
sia telah  disederhanakan,  dari  sepuluh  orpol 
(pada  Pemilu  1971)  menjadi  hanya  tiga  or- 
pol (sejak  1973  sampai  sekarang),  namun 
kualitas  kemandirian  orpol  yang  terkandung 
di  dalamnya  masih  relatif  rendah.^"*  Hal  ini 
disebabkan  dua  faktor  yang  saling  berkaitan 
satu  sama  lain:  faktor  intern  dan  faktor  eks- 
tern.  Dari  segi  faktor  intern,  karena  belum 
lancarnya  mekanisme  demokrasi  di  dalam 
tubuh  orpol.  Sedangkan  dari  segi  faktor  eks- 
tern,  karena  masih  kuatnya  campur  tangan 
birokrasi  dalam  kehidupan  kepartaian.  Aki- 
batnya,  meskipun  Indonesia  telah  merdeka 
42  tahun,  namun  parpol  belum  juga  dewasa. 

Jika  diamati  perjalanan  PDI  sejak  berdi- 
rinya  hingga  saat  ini,  maka  salah  satu  hal 
yang  menonjol  adalah  kegagalan  partai  ini 
dalam  menyelesaikan  masalah-masalahnya 

^^"Melepaskan  Keterkurungan  Ideologis,"  wawan- 
cara dengan  Dr.  Alfian,  Panji  Masyarakat  542  (1 1  Juni 
1987),  hal.  58-62. 

^"•Alfian,  "Problematik  dan  Prospek  Perkembangan 
Naional  Ditinjau  dari  Segi  Sosial  Politik,"  makalah 
utama  KIPNAS  IV. 
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sendiri.  Budaya  "restu  dari  atas"  selalu 
muncul  setiap  kali  terjadi  konflik  intern  di 
tubuh  PDI.  Tampiinya  generasi  muda  dalam 
jajaran  kepemimpinan  PDI  serta  keberhasil- 
an  mereka  dalam  Pemilu  1987,  ternyata  ti- 
dak  menjamin  peningkatan  kualitas  keman- 
dirian  partai  ini. 

Kasus  yang  masih  hangat,  yang  terjadi 
seusai  Pemilu  1987,  adalah  kegagalan  Soer- 
jadi  dan  kawan-kawan  dalam  menyelesaikan 
soal  "pembangkangan"  tiga  anggota  DPR 
F-PDI.  Masalah  itu  "diselesaikan"  setelah 
adanya  campur  tangan  dari  Menteri  Dalam 
Negeri,  Soepardjo  Rustam.  Ironisnya,  "pe- 
nyelesaian"  kasus  tersebut  justru  menimbul- 
kan  kesan  ketidaktegasan  DPP  Soerjadi  da- 
lam menerapkan  aturan  permainan  yang  me- 
reka buat  sendiri.  Karena  ketiga  anggota 
DPR  F-PDI  yang  terkena  SK  DPP-PDI  No. 
059/1986,  yang  seharusnya  tidak  berhak  lagi 
duduk  sebagai  anggota  DPR,  pada  akhirnya 
masih  tetap  menjadi  anggota  DPR  F-PDI. 
Kasus  lain  yang  menunjukkan  masih  rendah- 
nya  kualitas  kemandirian  PDI,  adalah  masa- 
lah pengisian  jabatan  Wakil  Ketua  DPR/ 
MPR  periode  1987-1992  dari  unsur  PDI  dan 
jabatan  Ketua  Fraksi  PDI  untuk  periode 
yang  sama.  Pihak  DPP  sudah  menetapkan 
Soerjadi  sebagai  calon  Wakil  Ketua  DPR/ 
MPR  dan  Fatimah  Ahmad  (seorang  fungsio- 
naris  DPP)  sebagai  calon  Ketua  F-PDI.  Na- 
mun  sejumlah  tokoh  tua  anggota  Fraksi  PDI 
yang  dimotori  Ahmad  Subagio,  Dudy  Singa- 
dilaga,  dan  Yusuf  Merukh  (ketiganya  dari 
eks  unsur  PNI)  mengajukan  calon  lain,  yaitu 
Subagio  sebagai  calon  Wakil  Ketua  DPR/ 
MPR  dan  Dudy  sebagai  calon  Ketua  F-PDI. 
Dengan  alasan  kedua  orang  tersebut  lebih 
memenuhi  kriteria  dibanding  calon-calon 

25padahal  Sekjcn  DPP-PDI  Nico  Daryanto  pernah 
mengatakan  bahwa  DPP-PDI  akan  melangkah  tcnis 
dengan  konsep-konscp  yang  sudah  digariskan,  dan 
akan  konsisten  mclaksanakannya.  Lihat  Tempo,  27 
September  1986,  hal.  12, 


yang  diajukan  DPP.  Untuk  lebih  "melicin- 
kan  jalan"  bagi  calon- calonnya,  DPP-PDI 
menghadap  DPP-Golkar.^^ 

Dari  kedua  kasus  di  atas  terlihat  jelas  be- 
tapa  PDI  pasca-Pemilu  1987  masih  memper- 
tahankan  pola  hubungan  yang  mencermin- 
kan  "ketergantungan  ke  atas."^^  Pqla  yang 
memang  sudah  "dianut"  partai  ini  semenjak 
berdirinya.  Ini  berarti  prinsip>-prinsip  de- 
mokrasi  masih  belum  berjalan  di  tubuh  par- 
tai yang  menggunakan  nama  demokrasi  itu. 
Padahal  dengan  tampiinya  generasi  Soeriadi 
semula  diharapkan  partai  ini  akan  mening- 
galkan  pola-pola  lama  mereka. 

Dari  segi  faktor  ekstern,  kuatnya  campur 
tangan  birokrasi  dalam  kehidupan  PDI,  ti- 
dak terlepas  dari  dua  hal.  Pertama,  berkait- 
an  dengan  kondisi  lingkungan  sistem  politik 
Indonesia  pada  umumnya  yang  masih  me- 
nonjolkan  dimensi  preventif.^^  Dan  kedua, 
adanya  kenyataan  bahwa  pemerintah  bertin- 
dak  selaku  pembina  parpol,  serta  besarnya 
ketergantungan  parpol  pada  dana  pemerin- 
tah.29 

Masalah  terakhir,  adalah  masalah  rekru- 
tasi.  Ini  berkaitan  dengan  masalah  kaderi- 
sasi.  Selama  ini,  PDI  bisa  dikatakan  tidak 
mempunyai  pola-pola  khusus  dalam  mence- 
tak  kader-kadernya.  kaderisasi  dan  rekrutasi 
yang  berlaku  di  PDI  berjalan  melalui  eks 
unsur-unsur  pendukungnya.''^  Kader-kader 
atau  calon-calon  pemimpin  PDI  diajukan 
oleh  unsur  atau  ormas-ormas  yang  semula 
merupakan  onderbouw  unsur-unsur  ber- 
sangkutan.  Sebagai  contoh,  Soerjadi  yang 

^^Editor.  3  Oktober  1987,  hal.  15-16. 

^'Kaisieppo,  Dilemma,  hal.  74. 

28Alfian,  Problematik,  hal.  3  dan  scterusnya. 

29Wawancara  dengan  Wakil  Ketua  F-PDI  DPRD 
Sumatera  Utara  L.M.  Sinaga  dan  Wakil  Bendahara 
Zulkini  Chan,  Medan,  7  September  1987. 

'"Kaisieppo,  Dilema,  hal.  71-74. 
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kini  memegang  jabatan  sebagai  Ketua 
Umum  DPP-PDI,  semula  adalah  seorang 
pemimpin  GMNI  (Gerakan  Mahasiswa  Na- 
sional  Indonesia)  yang  selama  ini  dikenal  se- 
bagai onderbouw  -nya  PNI.  Begitu  pula  se- 
bagian  besar  mereka  yang  duduk  di  DPP- 
PDI.  Ada  yang  berasal  dari  GPM  (Gerakan 
Pemuda  Marhaen)  yang  juga  berafiliasi 
pada  PNI;  ada  pula  yang  berasal  dari  GMKI 
(yang  berafiliasi  pad  Parkindo)  dan  PMKRI 
(Partai  Katolik). 

Yang  menjadi  pertanyaan,  setelah  diber- 
lakukannya  UU  No.  3  dan  No.  8  Tahun 
1985,  yang  antara  lain  menyebutkan  bahwa 
keanggotaan  orpol  berdasarkan  perorangan, 
apakah  pola-pola  kaderisasi  dan  rekrutasi 
sebagaimana  sekarang  masih  akan  diperta- 
hankan?  Dengan  adanya  UU  tersebut,  ber- 
arti  secara  yuridis  formal  PDI  tidak  lagi 
mempunyai  kaitan  dengan  ormas-ormas 
pendukungnya.  Meskipun  tidak  tertutup  ke- 
mungkinan  masih  diterapkannya  pola-pola 
lama,  namun  ada  kecenderungan  PDI  juga 
berusaha  memakai  pola-pola  bam.  Misal- 
nya,  sebagian  dari  fungsionaris  DPP-PDI 
sekarang  terdiri  dari  para  pekerja  profesio- 
nal  dan  atau  berlatar  belakang  akademis. 
Mereka  ini  sebelumnya  kurang  begitu  dike- 
nal di  gelanggang  politik  nasional.  Tidak 
mengherankan  bila  ada  sebuah  mass  media 
yang  menulis:  "pemimpin  baru  PDI  menge- 
sankan  sebuah  pendekatan  yang  terlalu  aka- 
demis dan  ideaUstis."^*  Dalam  rangka  kade- 
risasi dan  rekrutasi,  DPP-PDI  juga  berusaha 
lebih  mengfungsionalkan  departemen-depar- 
temen  kewanitaan  dan  kepemudaan.  Hal  ini 
dimaksudkan  sebagai  pengganti  kaderisasi 
dan  rekrutasi  melalui  ormas-ormas  eks  pen- 
dukungnya.^^ 


^^Tempo,  17  Januari  1987,  hal.  13-14. 
"Wawancara  dengan  Sinaga  dan  Zulkifli  Chan. 


Penutup 

Pemilu  1987  telah  memberikan  makna 
tersendiri  bagi  PDI.  Partai  ini  telah  mem- 
peroleh  hasil  yang  mengejutkan  banyak  ka- 
langan.  Padahal  PDI  tampil  dalam  arena  Pe- 
milu 1987  masih  dalam  suasana  konsohdasi. 
Oleh  karenanya  mereka  tampil  tanpa  target 
tertentu.  Tapi  justru  karena  itulah  mereka 
tidak  memiliki  beban  apa  pun,  yang  pada 
akhirnya  justru  membuahkan  hasil  yang  tak 
terduga  sebelumnya. 

Banyak  faktor  yang  menyebabkan  keber- 
hasilan  PDI  dalam  Pemilu  1987.  Salah  satu 
di  antaranya  adalah  naiknya  generasi  muda 
dalam  tampuk  kepemimpinan  partai  ini.  Me- 
reka (Soerjadi  dan  kawan-kawan)  dinilai  re- 
latif  "bersih"  dari  konflik-konflik  masa  si- 
lam.  Sehingga  banyak  harapan  tertumpu 
pada  mereka.  Apalagi  setelah  mereka  ter- 
bukti  mampu  meningkatkan  citra  PDI. 

Namun,  apa  yang  terjadi  kemudian  (se- 
telah Pemilu  1987)  justru  membuktikan  be- 
lum  berhasilnya  DPP  Soerjadi  dalam  me- 
ngatasi  masalah-masalah  yang  mendasar 
dan  kompleks  yang  menyelimuti  PDI  selama 
bertahun-tahun.  Konflik-konflik  intern, 
baik  yang  berdimensi  kepentingan  pribadi 
maupun  "konflik  warisan,"  kembali  mun- 
cul  ke  permukaan. 

Ketidakmampuan  DPP  Soerjadi  terlihat 
dari  pilihan  yang  mereka  ambil  dalam  me- 
nyelesaikan  konflik-konflik  intern.  Mereka 
lebih  mengandalkan  campur  tangan  birokra- 
si  guna  menyelesaikan  konflik-konflik  terse- 
but. Akibatnya,  "penyelesaian"  cenderung 
hanya  bersifat  sementara,  yang  berarti  kon- 
flik-konflik baru  setiap  saat  dapat  muncul 
kembali. 

Di  satu  sisi,  ketergantungah  pada  "restu 
dari  atas,"  menunjukkan  bahwa,  pertama. 
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sebagai  partai  politik,  PDI  masih  rendah 
kualitas  kemandiriannya.  Dan  kedua,  me- 
nunjukkan  masih  tersendatnya  proses  de- 
mokratisasi  dalam  tubuh  PDI.  Di  sisi  lain, 
besarnya  campur  tangan  birokrasi  dalam  ke- 
hidupan  PDI  pada  khususnya,  dan  kehidufK 
an  parpol  pada  umumnya,  tampaknya  men- 
jadi  sesuatu  yang  tak  bisa  dihindarkan  pada 
masa  sekarang.  Ini  berkaitan  dengan  situasi 
lingkungan  sistem  politik  Indonesia  secara 
keseluruhan  yang  masih  menonjolkan  di- 
mensi  preventif . 

Jika  di  masa  yang  akan  datang  PDI 
masih  tetap  mempertahankan  pola  hubung- 
an  yang  mencerminkan  "ketergantungan  ke 
atas,"  partai  ini  akan  terpenjara  oleh  masa, 
lalunya  sendiri.  Dan  bukan  suatu  yang  mus- 
tahil  bila  PDI  akan  kehilangan  kepercayaan 
dari  massa  pendukungnya  pada  pemilu  men- 
datang,  yang  pada  pemilu  lalu  sudah  sangat 
antusias  dalam  memberikan  dukungan 
mereka.  Bila  mereka  tidak  ingin  hal  itu  ter- 
jadi,  DPP-PDI  hams  berani  melakukan 
terobosan-terobosan  yang  bermakna,  khu- 
susnya dalam  meningkatkan  kualitas  keman- 
dirian  PDI. 

Keberanian  melakukan  terobosan-tero- 
bosan yang  bermakna,  juga  diperlukan 
DPP-PDI  untuk  menampilkan  identitas  par- 
tai, terutama  setelah  diberlakukannya  Pan- 
casila  sebagai  satu-satunya  asas  bagi  setiap 
orpol  dan  ormas.  Bila  PDI  masih  tetap  mem- 
pertahankan faktor  Bung  Karno  sebagai 
"identitas"  partai,  dengan  pertimbangan 
kekhawatiran  kehilangan  para  pendukung 
tradisionalnya,  maka  PDI  akan  dihadapkan 
pada  suasana  yang  dilematis.  Di  satu  pihak 


PDI  akan  tetap  dicap  sebagai  "sisa-sisa 
Orde  Lama."  Sedangkan  di  lain  pihak,  PDI 
akan  dituduh  sebagai  "penunggang  nama 
besar  Bung  Karno."  Karena  mereka  akan 
dinilai  sekedar  memanfaatkan  kharisma 
Bung  Karno  untuk  tujuan-tujuan  pohtik  se- 
saat.  Sementara  ajaran-ajaran  Soekarno 
yang  sesungguhnya  tidak  mungkin  mereka 
anut.  Untuk  itu,  jalan  yang  paling  memberi- 
kan peluang  bagi  PDI  adalah  dengan  me- 
ngembangkan  dimensi  Persatuan  Indonesia 
sebagai  identitas  partai. 

Dalam  hal  rekrutasi  dan  kaderisasi,  PDI 
tampaknya  akan  mengkombinasikan  antara 
pola-pola  lama  dan  pola-pola  baru.  Pola- 
pola  lama  adalah  dengan  melalui  eks  unsur- 
unsur  pendukung  PDI  dan  atau  melalui 
ormas- ormas  yang  pernah  menjadi  onder- 
bouw  mereka.  Sedangkan  pola-pola  baru 
adalah  dengan  memasukkan  para  pekerja 
profesional  dan  atau  mereka  yang  mempu- 
nyai  latar  belakang  pendidikan  akademis, 
meskipun  kurang  berpengalaman  dalam 
karier  politik,  sebagaimana  yang  tergambar 
dari  komposisi  DPP-PDI  sekarang.  PDI 
juga  berusaha  lebih  mengaktifkan  lembaga- 
lembaga  otonom  yang  ada  di  bawah  DPP, 
seperti  departemen  kepemudaan  dan  kewa- 
nitaan.  Masih  sulit  diperkirakan  bagaimana 
hasil  pola-pola  kaderisasi  dan  rekrutasi  yang 
dijalankan  DPP-PDI  sekarang.  Yang  jelas, 
tampilnya  mereka  yang  kurang  berpenga- 
laman di  bidang  politik  sebagai  pemegang 
pos-pos  penting  dalam  DPP,  kurang  me- 
nguntungkan  bagi  masa  depan  PDI.  Hal  ini 
mengingat  belum  terpecahkannya  masalah- 
masalah  yang  mendasar  dan  kompleks  di 
tubuh  PDI. 
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I.  KERJASAMA  EKONOMI  ASEAN 

A.  PERTEMUAN  MENTERI  EKONOMI  ASEAN 

Pertemuan  para  Menteri  Ekonomi  ASEAN  k:6-21 
berlangsung  di  Bandar  Seri  Begawan  tanggal  30  No- 
vember-] Desember  1989  untuk  membahas:  (1)  usulan 
Australia  tentang  pembentukan  kerjasama  ekonomi 
ncgara-negara  Asia-Pasifik  (APEQ  dan  menentukan 
langkah-langkah  selanjutnya;  (2)  upaya  meningkatkan 
hubungan  perdagangan  antar  anggota  ASEAN  dan 
mendorong  pemanfaatan  pengurangan  bea  masuk;  (3) 
masalah  Uruguay  Round  yang  sekarang  sedang  ber- 
laku,  yakni  perundingan  multilateral  (Angkatan  Ber- 
senjata,  29-11-1989). 

Sultan  Brunei  Darussalam,  Hassanah  Bolkiah,  me- 
ngatakan  dalam  pembukaan  pertemuan  itu  bahwa:  (1) 
ASEAN  perlu  menciptakan  suatu  era  baru  untuk  mem- 
perluas  kerjasama  antar  anggotanya,  khususnya  di  bi- 
dang  ekonomi;  (2)  inisiatif  baru  ke  arah  kerjasama  di 
bidang  perdagangan,  investasi  dan  bidang  lainnya  perlu 
dilanjutkan  agar  pertumbuhan  ekonomi  ASEAN  dapat 
berkembang  dengan  pesat;  (3)  kemampuan  ASEAN  un- 
tuk mencapai  posisi  yang  menonjol  di  dalam  masalah 
regional  dan  internasional  telah  mendapat  pujian  dari 
masyarakat  dunia;  (4)  ASEAN  diharapkan  dapat  me- 
mainkan  peranan  lebih  penting  dalam  forum  interna- 
sional, termasuk  bidang  ekonomi;  (5)  pertemuan  APEC 
di  Canberra  secara  tidak  langsung  telah  mengakui 
peranan  penting  ASEAN  dalam  kerjasama  ekonomi  re- 
gional, dan  karenanya  posisi  itu  hams  diperkuat  lagi  de- 
ngan meningkatkan  kerjasama  ekonomi;  (6)  negaranya 
tidak  terlepas  dari  tanggung  jawab  untuk  meningkatkan 
kerjasama  di  bidang  perdagangan  dan  investasi;  (7) 
Brunei  mengundang  para  investor  untuk  membantu 
pembangunan  ekonominya,  terutama  di  sektor  perin- 
dustrian  {Antara.  1-12-1989);  (8)  ASEAN  hendaknya 
menggalang  kerjasama  secara  menyeluruh  untuk  meng- 
hadapi  proteksi  perdagangan  dari  negara-negara  lain; 
(9)  partisipasi  ASEAN  dalam  pertemuan  APEC  di  Can- 
berra bertujuan  menegakkan  prinsip-prinsip  perdagang- 
an bebas  dan  jujur,  dalam  kerangka  semakin  ketatnya 
proteksionisme  perdagangan  dewasa  ini;  (10)  kelom- 
pok-kelompok  yang  terlibat  dalam  APEC  hendaknya 
tidak  membiarkan  diri  mereka  tumbuh  sebagai  suatu 
blok  negara  dagang  (Suara  Karya,  1-12-1989). 

Sementara  itu  Menteri  Perdagangan  Filipina  mcnga- 
takan  bahwa:  (1)  ASEAN  perlu  mengambil  langkah- 
langkah  yang  iebih  nyata  untuk  menghadapi  muncuinya 
blok-blok  perdagangan  di  kawasan  Eropa  dan  Amcrika 


Utara;  (2)  sebenarnya  ASEAN  harus  kuat  sebagai  orga- 
nisasi  kerjasama  di  bidang  ekonomi  daripada  bidang 
politik,  tetapi  kenyataannya  lemah  dalam  membuat 
langkah-langkah  yang  nyata  di  bidang  ekonomi;  (3) 
ASEAN  kuat  dan  berhasil  dalam  isyu-isyu  politik,  teta- 
pi sangat  lamban  mengambil  langkah-langkah  yang 
pasti  bagi  pertumbuhan  ekonomi  (Suara  Karya,  1-12- 
1989). 

Para  Menteri  Ekonomi  ASEAN  sepakat  untuk:  (1) 
memberi  kemudahan  satu  sama  lain  agar  perdagangan 
antar  ASEAN  meningkat  dan  makin  lancar;  (2)  mening- 
katkan berbagai  kerjasama  ekonomi  dan  menghilang- 
kan  berbagai  hambatan  yang  selama  ini  menjadi  ken- 
dala  dalam  kerjasama  itu;  (3)  memperbaiki  sistem  per- 
dagangan antar  ASEAN  dengan  cara  meningkatkan  in- 
vestasi melalui  proyek  usaha  patungan  oleh  pihak  swas- 
ta;  (4)  memperlancar  proyek  kerjasama  dengan  meng- 
hilangkan  segala  bentuk  birokrasi  yang  akan  menjadi 
penghalang;  (5)   menyatukan  pandangan,  terutama 
dalam  memperjuangkan  penghapusan  proteksionisme 
yang  sangat  merugikan  ekspor  ASEAN  pada  Pertemu- 
an Babak  Uruguay  bulan  Desember  1990;  (6)  mempela- 
jari  kembali  usul  pembentukan  Komisi  Komoditi  dan 
Komisi  Energi  dalam  Pertemuan  Menteri  Ekonomi 
ASEAN  k6-22  mendatang;  (7)  memperbaiki  lagi  kerja- 
samanya  dan  memperkuat  kemampuan  ekonomi  kawa- 
sannya  agar  mampu  menciptakan  bentuk  kerjasama 
baru;  (8)  menggiatkan  perdagangan  antar  ASEAN  de- 
ngan menambah  jumlah  jenis  barang  yang  dimasukkan 
dalam  PTA  setiap  tahunnya;  (9)  melaksanakan  pemba- 
ngunan proyek  jaringan  perhubungan  antar  ASEAN 
melalui  darat,  laut  dan  udara  secara  bertahap;  (10) 
mengkampanyekan  kunjungan  wisatawan  ASEAN  1992 
ke  Jepang,  Australia,  Jerman  Barat  dan  ASEAN  sen- 
diri;  (11)  menugaskan  para  pejabat  senior  ASEAN  un- 
tuk menyiapkan  gagasan  dan  pemikiran  baru  yang  akan 
dibahas  dalam  Pertemuan  Menteri  Ekonomi  ASEAN 
ke-22  yang  akan  diselenggarakan  di  Jakarta  bulan  Ok- 
tober  1990  (Merdeka,  4-12-1989). 

B.  PERTUMBUHAN  EKONOMI  ASEAN 

Dalam  wawancaranya  dengan  The  Straits  Times, 
Menteri  Keuangan  Singapura,  Dr.  Richard  Hu  menga- 
takan  bahwa:  (1)  rata- rata  tingkat  pertumbuhan  pere- 
konomian  Indonesia,  Filipina,  Malaysia  dan  Muangthai 
(ASEAN-4)  dengan  cepat  mengejar  Negara-negara  In- 
dustri  Baru  Asia  (NICs)  dan  kesenjangan  antar 
ASEAN-4  dengan  NICs  akan  ienyap  tahun  ini;  (2) 
Jepang  dan  NICs  merupakan  pcmain-pcmain  bintang 
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sampai  pertengahan  1980-an  dan  ASEAN-4  berkem- 
bang  dengan  cepat  dengan  rata- rata  pertumbuhan  8% 
di  belakang  NICs  pada  tahun  1986  dan  2%  pada  tahun 
1987;  (3)  bila  berbagai  investasi  akhir-akhir  ini  diterje- 
mahkan  ke  dalam  produksi  penuh,  maka  di  tahun- 
tahun  mendatang  ASEAN-4  akan  dilanda  investasi;  (4) 
dalam  dua  tahun  terakhir  ini  investasi  Jepang  ke 
ASEAN-4  meningkat  hampir  dua  kali  lipat  setiap  ta- 
hunnya,  dari  2,5%  tahun  1986  menjadi  4,2%  tahun 
1987;  (5)  investasi  AS  ke  NICs  pada  tahun  1987  naik  7Vo 
bila  dibandingkan  dengan  tahun  1986,  tetapi  investasi 
AS  ke  ASEAN-4  pada  periode  yang  sama  melonjak 
menjadi  65%;  (6)  komitmen  investasi  NICs  kepada 
ASEAN-4  pada  tahun  1987  melebihi  33%;  (7)  pertum- 
buhan perekonomian  ASEAN-4  saat  ini  semakin  me- 
nguntungkan  sektor  produksi  barang  jadi  dibandingkan 
dengan  sektor  pertambangan  dan  industri;  (8)  sum- 
bangan  bagi  kestabilan  ekonomi  mikro  ASEAN  diper- 
oleh  dari  tingkat  inflasi  yang  relatif  rendah  dan  tingkat 
defisit  fiskal  serta  keberhasilan  mengurangi  kekurangan 
keuangan  yang  sedang  berjalan;  (9)  keuntungan  kompa- 
ratif  dalam  produksi  barang  jadi  yang  padat  karya  terus 
mengalami  kemajuan  di  ASEAN-4  akan  mempercepat 
relokasi  industri- industri  yang  sama  dari  NICs  dan  Je- 
pang ke  Asia  Tenggara;  (10)  tingkat  simpanan  yang 
tinggi  di  NICs  kemungkinan  sekali  akan  terus  berlanjut 
dan  akan  melayani  investasi  yang  akan  terus  mengalir 
ke  tetangga  ASEAN-4;  (11)  tingkat  pertumbuhan  pere- 
konomian dan  mengaUrnya  investasi  menggambarkan 
perubahan  lingkungan  perekonomian  di  kawasan  Asia- 
Pasifik  dalam  tiga  tahun  terakhir  ini;  (12)  dalam  dekade 
mendatang  patron  investasi  asing  biasanya  memimpin 
patron  perdagangan  akan  mengubah  perekonomian  di 
Asia-Pasifik  dan  akan  membantu  perkembangan  saling 
menguntungkan  dalam  perekonomian  di  kawasan  ini 
( Suara  Pembaruan.  22- 1 1- 1989). 

C.  KERJASAMA  KEUANGAN  DAN  PERBANKAN 

Pembaruan  Sis  tern  Keuangan  di  ASEAN 

Pertemuan  para  Sarjana  Ekonomi  ASEAN  ber- 
iangsung  di  Manila  tanggal  18  November  1989,  yang  an- 
tara  lain  dihadiri  oieh  para  ahli  ekonomi  anggota 
ASEAN  termasuk  21  orang  delegasi  Indonesia  yang  di- 
pimpin  oleh  Ketua  Hubungan  Luar  Negeri  ISEI,  Prof. 
Hendra  Asmara,  untuk  membahas  masalah  pembaruan 
sistem  keuangan  di  negara-negara  ASEAN. 

Presiden  Filipina,  Qorazon  Aquino  mengatakan  da- 
lam pembukaan  pertemuan  itu  bahwa:  (1)  solidaritas 


dan  kekuatan  merupakan  tiang  utama  untuk  menegak- 
kan  kerjasama  ekonomi  ASEAN;  (2)  anggota  ASEAN 
secara  bersama  telah  mencapai  pertumbuhan  ekonomi 
yang  tinggi  sehingga  termasuk  sebagai  negara  dengan 
performance  yang  tinggi;  (3)  dedikasi  para  ahli  ekonomi 
ASEAN  yang  selama  ini  banyak  memberi  sumbangan 
pada  kemajuan  ekonomi  kawasan  yang  saling  mengun- 
tungkan hendaknya  diteruskan. 

Dr.  Amina  Tyabji  dari  National  University  of  Singa- 
pore mengatakan  bahwa;  (1)  beberapa  persamaan  usaha 
pembaruan  di  bidang  keuangan  dilakukan  negara-nega- 
ra ASEAN  antara  lain  untuk:  (a)  memobihsasikan  dana 
masyarakat  dan  menempatkan  secara  lebih  efisien  dan 
produktif;  (b)  menghilangkan  pengendalian  harga  yang 
dapat  mengekang  pertumbuhan  ekonomi  seperti  kurs 
mata  uang  dan  suku  bunga;  (c)  .mengurangi  hambatan 
masuknya  usaha  baru  dalam  bisnis  keuangan;  (cO  m©- 
numbuhkan  pasar  modal  guna  mengefisienkan  dana; 
(2)  deregulasi  keuangan  di  Indonesia  pada  dekade  70-an 
dilakukan  sebagai  salah  satu  bagian  dari  pembaruan 
luas  untuk  mengembangkan  ekonomi  non-migas;  (3)  se- 
jak  tahun  1983  hingga  sekarang  Indonesia  baru  melak- 
sanakan  deregulasi  substansial  yang  mengarah  pada 
pergeseran  dominasi  lima  bank  pemerintah,  peningkat- 
an  persaingan  bank  swasta,  kebebasan  menentukan 
suku  bunga  deposito  dan  kredit  serta  penggalakan  pasar 
modal;  (4)  deregulasi  di  Indonesia  tidak  memperlihat- 
kan  kegoncangan  moneter,  kecuali  dua  bank  jatuh.  Hal 
ini  dapat  terjadi  karena  diikuti  dengan  regulasi  yang 
lebih  bijaksana  agar  bank  memelihara  keseimbangan 
tertentu  antara  modal  sendiri  dan  pinjaman  serta  audit 
yang  lebih  ketat  dari  Bank  Indonesia;  (5)  deregulasi 
di  Malaysia  pada  dekade  70-an  dengan  mengem- 
bangkan kurs  mata  uang,  banyak  menimbulkan  kegon- 
cangan seperti  penipuan  dan  kemerosotan  nilai  asset 
perbankan;  (6)  deregulasi  tahun  1983  di  Malaysia  dia- 
rahkan  untuk  mengurangi  pengendalian  keluar  masuk- 
nya mata  uang  dunia  sehingga  menumbuhkan  pasar 
mata  uang  internasional  mengakibatkan  kredit  macet 
mencapai  20-25%  pada  tahun  1986.  Hal  ini  memaksa 
pemerintah  yang  pada  tahun  1987  menghapus  peraturan 
tingkat  suku  bunga;  (7)  pada  tahun  1989,  Malaysia  ter- 
paksa  memperkuat  pengendalian  bank  sentral,  mening- 
katkan  modal  minimum  bank  dan  membatasi  kredit 
yang  boleh  dihapuskan;  (8)  dekade  50-an  Filipina  ditan- 
dai  dengan  represi  terhadap  sektor  keuangan  yang  me- 
nimbulkan kegoncangan  sehingga  tidak  dapat  menum- 
buhkan pasar  modal;  (9)  deregulasi  yang  dilakukan  Fi- 
lipina pada  dekade  70-an  masih  bersifat  ad- hoc,  karena 
masih  menekankan  pada  spesialisasi  perkreditan;  (10) 
deregulasi  yang  benar  baru  dimulai  pada  dekade  80-an 
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dengan  paket  yang  lebih  kortiprehensif  yang  meliputi 
suku  bunga,  integrasi  sistem  keuangan,  syarat  modal 
yang  tinggi  dan  pengawasan  yang  intensif  terhadap 
bank.  Langkah  ini  berhasil  menarik  dana  masyarakat 
dalam  pengadaan  pinjaman  jangka  panjang;  (1 1)  sejak 
tahun  1960,  Singapura  melihat  sektor  keuangan  bukan 
sekedar  pendukung  pembangunan  ekonomi,  tetapi  se- 
bagai  kekuatan  tersendiri  yang  harus  ditumbuhkan;  (12) 
deregulasi  yang  sesungguhnya  di  Singapura  terjadi  pada 
tahun  1970-an  yang  berfokus  pada  harga  kurs  dan 
bunga  serta  keterbukaan  pada  bank  baru;  (13)  Singa- 
pura tidak  menghendaki  kebebasan  mutlak,  oleh  karena 
itu  operas!  bank  baru  yang  berorientasi  domestik  dila- 
rang,  tetapi  untuk  melayani  keuangan  dari  bisnis  lain 
negara  dibuka  selebar-lebarnya  dengan  tujuan  menja- 
dikan  Singapura  sebagai  salah  satu  pusat  keuangan 
dunia;  (4)  bank  pemerintah  di  Singapura  berhasil  me- 
melopori  persaingan  dalam  dunia  perbankan  dan  mena- 
rik paling  banyak  tabungan  masyarakat  swasta;  (15) 
Muangthai  merupakan  negara  yang  paling  sedikit  mela- 
kukan  deregulasi  dengan  mengendalikan  suku  bunga 
dan  meniadakan  izin  bank  baru,  namun  akhir-akhir  ini 
mulai  dilonggarkan;  (16)  meskipun  Bank  of  Thailand 
mendominasi  perbankan,  tetapi  mobilisasi  dana  dalam 
negeri  berjalan  lancar;  (17)  akhir-akhir  ini  pemerintah 
Muangthai  mulai  mendorong  tumbuhnya  pasar  modal 
untuk  menyediakan  pinjaman  jangka  panjang  (Suara 
Pembaruan,   18-11-1 989) . 


D.  KERJASAMA  PANGAN,   PERIKANAN  DAN 
KEHUTANAN 

/.  Strategi  Perikanan  ASEAN 

Dirjen  Perikanan  RI,  R.  Soeprapto  mengatakan 
pada  pers  di  Jakarta  tanggal  24  Oktober  1989  bahwa: 
(1)  pembentukan  Federasi  Perikanan  (AFF)  dalam  Si- 
dang  AFF  ke-1  di  Bangkok  merupakan  strategi  yang 
hendak  dicapai  ASEAN  di  bidang  perikanan;  (2)  Indo- 
nesia merupakan  salah  satu  negara  anggota  ASEAN 
yang  harus  memanfaatkan  keunggulan  komparatif  di 
bidang  perikanan  sehingga  dapat  memasok  (mensuplai) 
ikan  untuk  memenuhi  kebutuhan  dunia;  (3)  hasil  Sidang 
AFF  ke-1  dapat  mendorong  ASEAN  untuk  menghim- 
pun  kekuatan  ekonomi;  (4)  Indonesia  tidak  pernah  m©- 
longgarkan  Keppres  No.  39  Tahun  1980  tentang  larang- 
an  penangkapan  ikan  dengan  menggunakan  pukat  hari- 
mau  (Anlara,  24-10-1989). 
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2.  Pabrik  Perikanan  ASEAN 

Seminar  dan  Demonstrasi  Mesin  Serpih  Es  berlang- 
sung  di  Jakarta  tanggal  30  November  1989  untuk  mem- 
bahas  masalah  pengawetan  ikan  dengan  serpihan  es. 

Sekjen  Perikanan  ASEAN,  Woworuntu,  mengata- 
kan pada  seminar  itu  bahwa:  (1)  Indonesia  menghenda- 
ki agar  pabrik  perikanan  ASEAN  didirikan  di  Indone- 
sia, karena  selain  bahan  ikan  cukup  banyak,  juga  dapat 
menyerap  tenaga  kerja;  (2)  Presiden  Soeharto  telah  me- 
ngatakan kepada  Menteri  Pertanian  Ir.  Wardoyo  agar 
produksi  perikanan  Indonesia  yang  diekspor  ke  luar 
negeri  ditingkatkan  menjadi  barang  jadi;  (3)  Indonesia 
baru  mampu  mengekspor  setengah  dari  produksinya 
yang  sudah  diproses. 

Sementara  itu,  Kepala  Pusat  Penelitian  dan  Pe- 
ngembangan  Perikanan  Ir.  Sofyan  Ilyas  mengatakan: 
(1)  salah  satu  sebab  ekspor  perikanan  Indonesia  ke  AS 
ditolak  karena  dianggap  membahayakan  kesehatan;  (2) 
pengawetan  ikan  dengan  es  harus  hati-hati  karena  ikan 
yang  mengandung  lemak  tinggi  mempunyai  proses  pe- 
nurunan  mutu  yang  cepat;  (3)  untuk  menghindari  pem- 
busukan,  suhu  ruangan  penyimpanan  ikan  harus  nol 
atau  satu  derajat;  (4)  hingga  sekarang  belum  ada  stan- 
dar  penggunaan  es  dalam  pengawetan  produksi  peri- 
kanan yang  berhasil  baik. 

Dirjen  Perikanan  R.  Soeprapto  mengatakan  bahwa: 
(1)  peningkatan  penggunaan  es  yang  memadai  harus  se- 
jalan  dengan  peningkatan  produksi;  (2)  es  merupakan 
bahan  pembantu  yang  paling  pokok  untuk  memperta- 
hankan  mutu  hasil  perikanan;  (3)  peningkatan  produksi 
yang  bermutu  baik  merupakan  suatu  upaya  agar  pro- 
duksi ikan  dapat  memenuhi  standar  mutu  sesuai  dengan 
keinginan  konsumen  dalam  dan  luar  negeri  (Pelita,  1- 
12-1989). 

E.  KERJASAMA    INDUSTRI,    MINERAL  DAN 
ENERGI 

/.  Pembangunan  Pabrik  Garatn  Abu  ASEAN 

Dalam  rangka  kerjasama  patungan,  .Muangthai 
akan  mengusulkan  pembangunan  sebuah  usaha  patung- 
an untuk  memproduksi  garam  abu.  Proyek  ini  akan 
memerlukan  dana  investasi  US$250  juta,  dan  Muang- 
thai akan  memiiiki  13  saham  dari  US$18  juta,  sedang- 
kan  saham  lainnya  diperuntukkan  bagi  negara-negara 
anggota  ASEAN  lainnya  {Antara,  9-1 1-1989). 
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2.  Pertemuan  Dewan  Perminyakan  ASEAN 
(A  SCOPE) 

Konperensi  dan  Pameran  Dewan  Perminyakan 
ASEAN  (ASCOPE)  ke-15  berlangsung  di  Singapura 
tanggal  14-16  November  1989,  dihadiri  oleh  300  orang 
dari  26  negara  untuk  membahas  66  makalah (Angkatan 
Bersenjata,  17-11-1989).  ^ 

Menteri  Perdagangan  dan  Industri  Singapura,  Bri- 
gadir  Jenderal  Lee  Hsien  Loong,  mengatakan  pada 
pembukaan  pertemuan  itu  bahwa:  (1)  cadangan  minyak 
yang  terdapat  di  seluruh  negara  anggota  ASEAN  yang 
telah  terbukti  adalah  12.700  juta  barrel  atau  sekitar 
35%  dari  seluruh  cadangan  minyak  yang  terdapat  di  ka- 
wasan  Asia-Pasifik;  (2)  peranan  negara  produsen  mi- 
nyak anggota  ASEAN  di  pasaran  minyak  dunia  cukup 
besar  dan  kemampuan  produksi  mereka  saat  ini  men- 
capai  1,9  juta  barrel  per  hari,  sedangkan  kilangnya 
rhampu  mengolah  minyak  mentah  sebanyak  2,2  juta 
barrel;  (3)  cadangan  gas  alam  di  ASEAN  mencapai  150 
trilyun  kaki  kubik  atau  50%  dari  total  seluruh  cadangan 
gas  alam  yang  terdapat  di  wilayah  Asia-Pasifik;  (4) 
Indonesia  dan  Malaysia  merupakan  negara  produsen 
dan  pengekspor  minyak  mentah  dan  gas  alam  yang  cu- 
kup besar;  (5)  total  produksi  gas  alam  Indonesia  men- 
capai 1,7  trilyun  kaki  kubik  per  tahun  dan  54%  di  an- 
taranya  diolah  menjadi  gas  alam  cair  (LNG)  danJ.PG; 
(6)  Indonesia  merupakan  negara  pengekspor  LNG  ter- 
besar  di  dunia  dengan  kilang  pengolahan  yang  mampu 
mengolah  22,5  juta  ton  per  tahun  dan  20  juta  ton  di  an- 
taranya  diekspor;  (7)  tujuan  ekspor  LNG  Indonesia  ter- 
utama  ke  Jepang  (16  juta  ton),  Korea  Selatan  (2,1  juta 
ton)  dan  mulai  tahun  1990  ke  Taiwan  (1,5  juta  tori)' 
{Antara.  21-11-1989). 

Direktur  Utama  Perusahaan  Minyak  Nasionai  Ma- 
laysia, Tan  Sri  Datuk  Azian  Bin  Zainul  Abidin,  menga- 
takan bahwa:  (1)  cadangan  minyak  Malaysia  yang 
sudah  diketemukan  mencapai  sekitar  3,1  milyar  barrel 
dan  berdasarkan  tingkat  produksi  dewasa  ini  cadangan 
itu  mampu  memproduksi  selama  15  tahun;  (2)  cadangan 
gas  alam  negaranya  sekitar  53  trilyun  kaki  kubik  dan  se- 
jak  1985  telah  diekspor  ke  Jepang;  (3)  sejak  bulan  Juni 
1989,  Malaysia  telah  membangun  sistem  penyaluran  gas 
alam  melalui  pipa  sepanjang  730  kilometer  yang  diper" 
kirakan  selesai  pada  bulan  Oktober  1991;  (4)  jika  pro- 
yek  ini  selesai  maka  sebagian  besar  pembangkit  listrik  di 
Semenanjung  Malaysia  dapat  dialihkan  dari  energi 
BBM  ke  energi  gas  alam. 

Sementara  itu  Wakii  Menteri  Keuangan  Brunei  Da- 
russalam,  Dato  Seri  Laila  Jasa  Haji  Ahmad  Wally  Skin- 


ner, mengatakan  bahwa:  (1)  produksi  minyak  meniah 
negaranya  saat  ini  hanya  150. 0(X)  barrel  per  hari,  meski- 
pun  kemampuan  produksinya  jauh  di  atas  tingkat  pro- 
duksi itu;  (2)  pada  tahun  1979  Brunei  mampu  mempro- 
duksi sebanyak  261. (XX)  barrel  minyak,  tetapi  tingkat 
produksi  itu  dibatasi  dengan  alasan  untuk  konservasi 
energi  di  dalam  negeri;  (3)  ekspor  LNG  Brunei  ke  Je- 
pang hingga  tahun  1988  mencapai  250  juta  metrik  ton 
yang  merupakan  tindak  lanjut  kontrak  jual  beli  jangka 
panjang  selama  20  tahun  dan  akan  berakhir  pada  tahun 
1993. 

Ketua  Dewan  Direksi  Pengelola  Perminyakan 
Muangthai,  Dr.  Anat  Arbhabhirama,  mengatakan:  (1) 
total  kebutuhan  minyak  negaranya  sekitar  400. OCX) 
setara  barrel,  yang  120.000  setara  barrel  di  antaranya 
dipenuhi  sendiri,  baik  dari  minyak  mentah,  konden.sal 
maupun  gas  alam;  (2)  cadangan  gas  alam  Muangthai 
mencapai  2.300  juta  setara  barrel  minyak,  dan  2.100 
juta  setara  barrel  minyak  di  antaranya  merupakan  ca- 
dangan potensi;  (3)  Muangthai  sedang  memperbaiki 
dan  memperluas  kapasitas  kilang  minyaknya  agar  pada 
tahun  1994  mampu  mengolah  minyak  mentah  antara 
100.000  hingga  150.000  barrel  per  hari;  (4)  sejak  tahun 
1971  hingga  1988,  Muangthai  telah  melakukan  291  pe- 
ngeboran,  dan  baru  167  pengeboran  yang  telah  mengha- 
silkan  dan  memproduksi  minyak. 

Direktur  Utama  Perusahaan  Minyak  Nasionai  Fili- 
pina,  Manuel  A.  Estrella  mengatakan  bahwa  konsumsi 
energi  negaranya  saat  ini  mencapai  1 10  juta  barrel  atau 
sekitar  305.000  setara  barrel  minyak,  yang  37%  di  anta- 
ranya dipenuhi  sendiri  yang  sebagian  besar  di  antaranya 
berasal  dari  energi  panas  bumi  {Antara,  21-11-1989). 

Mereka  sepakat  untuk:  (1)  terus  meningkatkan  ker- 
jasama  perminyakan  antar  anggota  ASCOPE;  (2)  me- 
neruskan  pertukaran  informasi  dalam  beberapa  masa- 
lah  perminyakan  di  antaranya  untuk  saling  mengisi, 
jual  beli  dan  membantu,  baik  di  bidang  produksi  dan 
penjualan  minyak  mentah  maupun  hasil  produksi  ki- 
lang, serta  saling  mengirimkan  data  terakhir  mengenai 
kegiatan  produksi  dan  eksplorasi  migas  di  antara  negara 
anggota;  (3)  mempelajari  aspek  ekonomi  dan  teknik  ke- 
mungkinan  dibangunnya  pemasokan  gas  alam  melalui 
sistem  pipanisasi  di  wilayah  ASEAN;  (4)  mempelajari 
aspek  ekonomi  untuk  memaksimalkan  pengunaan  okta- 
ne  kendaraan  bermotor;  (5)  menyelenggarakan  kursus, 
latihan,  pertukaran  tenaga  ahli  dan  serangkaian  pene- 
litian  di  bidang  BBM,  minyak  pelumas  dan  mesin-mesin 
perminyakan;  (6)  menyelenggarakan  Pertemuan 
ASCOPE  ke-16  di  Indonesia  pada  bulan  November 
1990.  Di  samping  itu  juga  dicatat  kemajuan  kerjasama 
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di  bidang:  (1)  proyek  perminyakan  yang  pengembang- 
annya  telah  selaras  dengan  kemajuan  teknologi  per- 
minyakan, terutama  dalam  kerjasama  pencarian  pros- 
pek  sumber  daya  mineral  di  lepas  pantai;  (2)  pendidikan 
dan  latihan  bagi  tenaga  ahli  perminyakan,  baik  melalui 
seminar,  kursus  singkat  maupun  program  pertukaran 
tenaga  ahli;  (3)  proyek  kerjasama  pengembangan  indus- 
tri  cylinders  bahan  bakar  gas  (CNG);  (4)  prospek  pe- 
ngembangan pabrik  aromatik  di  wilayah  ASEAN;  (5) 
pengembangan  latihan  manajemen  keselamatan  dan 
lingkungan  hidup  (Angkatan  Bersenjata,  17-1 1-1989). 

F.  KERJASAMA  PERDAGANGAN  DAN  PARIWI- 
SATA 

/.  Masalah  Perdagangan  ASEAN 

Seusai  diterima  Presiden  Soeharto  di  Istana  Merde- 
ka  tanggal  28  November  1989,  Menteri  Perdagangan  ■ 
RI,  Arifin  Siregar,  mengatakan  bahwa:  (1)  nilai  ekspor 
Indonesia  ke  negara-negara  ASEAN  masih  kecil  (hanya 
sekitar  US$2  milyar)  bila  dibandingkan  dengan  nilai 
total  ekspor  Indonesia  (US$19  milyar/ tahun)  dan  hanya 
US$57  juta  yang  menikmati  PTA  (preferential  Trading 
Arrangement)  atau  pengurangan  bea  masuk  dalam  seta- 
hun;  (2)  perbaikan  hubungan  perdagangan  antara  nega- 
ra-negara ASEAN  belum  mencapai  apa  yang  diharap- 
kan;  (3)  masih  terdapat  perbedaan-perbedaan  antara 
negara-negara  ASEAN  mengenai  masalah  yang  diang- 
gap  penting;  (4)  dibandingkan  dengan  3  tahun  yang  lalu 
jumlah  barang  Indonesia  yang  dikenakan  pengurangan 
bea  masuk  barang-barang  ekspor  antar  negara-negara 
ASEAN  mengalami  kenaikan  senilai  US$9  juta,  tetapi 
jumlah  itu  sangat  kecil  bila  dibandingkan  dengan  nilai 
ekspor  Indonesia  ke  negara-negara  ASEAN;  (5)  Indone- 
sia hanya  menikmati  12.000  jenis  barang  yang  menda- 
pat  PTA,  tetapi  dari  jumlah  itu  banyak  yang  kurang 
berarti  bagi  Indonesia;  (6)  untuk  meningkatkan  hu- 
bungan perdagangan  antar  negara  ASEAN,  Indonesia 
menginginkan  peninjauan  kembali  jumlah  kandungan 
lokal  produk  setempat  yang  berkaitan  dengan  penentu- 
an  komoditi  yang  memperoieh  PTA;  (7)  Indonesia 
menginginkan  agar  ketentuan  komoditi  yang  memper- 
oieh PTA  dari  minimal  penggunaan  bahan  lokal  (local 
contents)    dapat  ditingkatkan  dari  30%  hingga  50% 
menjadi  40%  hingga  62%;  (8)  pada  tahap  pertama  di- 
beriakukannya  local  contents,   Singapura  lebih  banyak 
menikmati  keuntungan,  tetapi  sekarang  telah  dinikmati 
oleh  semua  negara  ASEAN;  (9)  Indonesia  akan  mena- 
warkan  kepada  Malaysia  dan  Singapura  agar  mengim- 


por  bahan  baku  kebutuhan  mereka  dari  Indonesia,  ka- 
rena  selama  ini  diimpor  dari  Eropa  (  Suara  Karya  29- 
11-1989). 


2.  Pertemuan  Para  Pejabat  Senior  Perdagangan 

Pertemuan  para  Pejabat  Senior  Perdagangan 
ASEAN  berlangsung  di  Yogyakarta  tanggal  5-6  Desem- 
ber  1989  untuk  membahas:  (1)  masalah  pengaturan  per- 
dagangan tekstil  dunia  berdasarkan  persetujuan  umum 
mengenai  tarif  dan  perdagangan  (GATT);  (2)  upaya 
memperbaiki  penilaian  komoditi  tekstil  di  pasar  dunia 
terutama  di  negara-negara  berkembang;  (3)  sikap  bersa- 
ma  untuk  menghadapi  Babak  Uruguay  (Jakarta  Post, 
15-12-1989). 

Hasil  pertemuan  antara  lain:  (1)  mereka  menyetujui 
usul  Muangthai  tentang  diberlakukannya  suatu  masa 
transisi  sebelum  memasuki  persetujuan  tekstil  yang 
baru  setelah  berlakunya  pengaturan  multi  serat  (MFA) 
selesai  tahun  1991.  Lama  masa  transisi  sebelum  mema- 
suki kembali  persetujuan  tekstil  dunia  seperti  MFA 
yang  berlaku  atas  dasar  Persetujuan  Tarif  Perdagangan 
atau  GATT  adalah  5-10  tahun;  (2)  mereka  sependapat 
bahwa  perubahan  mendadak  dalam  membebaskan  per- 
dagangan tekstil  akan  berdampak  negatif  terhadap  per- 
dagangan tekstil  dunia;  (3)  mereka  menyetujui  perda- 
gangan tekstil  dunia  agar  diatur  oleh  GATT  karena 
akan  memungkinkan  peningkatan  6%  per  tahun;  (4)  ne- 
gara pengekspor  agar  diperkenankan  melaksanakan  pe- 
ningkatan di  atas  10%  dalam  setiap  kuota  yang  tidak  di- 
pakai  dalam  tahun  depan;  (5)  negara  pengekspor  diijin- 
kan  melaksanakan  peminjaman  sampai  20%  sesudah 
tahun  kuota  yang  digunakan  khusus  dalam  setiap  ta- 
hun; (6)  hasil  yang  dibuat  dari  bahan  tekstil  tidak  dima- 
sukkan  dalam  sistem  kuota;  (7)  mereka  menunjuk  Indo- 
nesia sebagai  wakil  ASEAN  dalam  GATT  untuk  merun- 
dingkan  usul  ASEAN  dengan  kelompok  perunding 
tekstil  GATT  (  Merdeka,  13-12-1989). 

II.  KERJASAMA  NON-EKONOMI  ASEAN 

A.  KERJASAMA  KEBUDAYAAN  DAN  INFORMA- 
Sl 

/.  Pertemuan  Kelompok  Kerja  Media  Cetak  dan  Tradi- 
sionat 

Pertemuan  Kelompok  Kerja  Media  Cetak  dan  Tra- 
disional  (KKMCT)  ke-5  berlangsung  di  Yogyakarta 
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tanggal  13-15  November  1989  untuk:  (1)  merumuskan 
kemungkinan  bentuk  kerjasama  antar  media  cetak  atau 
penerbitan;  (2)  membahas  proyek  peningkatan  kemam- 
puan  jurnalistik  wartawan  ASEAN. 

Menteri  Penerangan  RI,  Harmoko,  mengatakan 
pada  pembukaan  pertemuan  itu  bahwa:  (1)  berbagai 
proyek  kerjasama  bidang  media  cetak  dan  tradisional 
ASEAN  diharapkan  segera  dikembangkan;  (2)  diperlu- 
kan  proyek- proyek  khusus  untuk  meningkatkan  ke- 
mampuan  wartawan  dan  penyatuan  langkah  untuk 
menghadapi  pers  asing  yang  beroperasi  di  ASEAN;  (3) 
fungsi  khusus  KKMCT  adalah  menerapkan  gagasan 
kerjasama  seperti  yang  tercantum  dalam  keputusan  Si- 
dang  para  Menteri  Penerangan  ASEAN  ke-1  bulan  Mei 
1989;  (4)  saling  membagi  pengalaman  mengenai  hal-hal 
yang  menyangkut  kepentingan  negara  anggota  ASEAN 
dengan  pandangan  untuk  saling  meningkatkan  liubung- 
an  saiing  menguntungkan  merupakan  langkah  yang 
baik;  (5)  peningkatan  kemampuan  wartawan  dapat  dila- 
kukan  dengan  mengembangkan  kesadaran  ASEAN  ber- 
dasarkan  keperluan  meningkatkan  dan  menjaga  kesta- 
bilan  politik,  pertumbuhan  ekonomi,  keadilan  sosial, 
kerjasama  dan  kebersamaan  yang  lebih  besar;  (6)  ke- 
lompok  kerja  perlu  mencari  cara  dan  perangkat  untuk 
melaksanakan  keputusan  para  Menteri  ASEAN  secara 
efektif;  (7)  Penghargaan  Tahunan  Jurnalisme  ASEAN 
diberikan  kepada  wartawan  yang  terpilih  di  antara 
enam  negara  anggota  ASEAN  yang  menghasilkan  karya 
terbaik  mengenai  gagasan  ASEAN  tentang  kesatuan 
dan  kebersamaan  ASEAN,  peningkatan  pertumbuhan 
ekonomi  serta  sumber  daya  manusia;  (8)  Asosiasi  Pe- 
nerbit  ASEAN  diharapkan  dapat  dibentuk  secepat 
mungkin  agar  media  cetak  dapat  mengurus  kebutuhan 
pokoknya;  (9)  Konfederasi  Wartawan  ASEAN  dapat 
mengambil  bagian  dalam  penerapan  keputusan  menge- 
nai pembentukan  Asosiasi  Penerbit  ASEAN;  (10) 
gagasan  pembentukan  Asosiasi  Penerbit  ASEAN  per- 
nah  dikemukakan  oleh  beberapa  penerbit  dari  negara 
ASEAN  pada  tahun  1980,  tetapi  sampai  sekarang  be- 
lum  dapat  terlaksana  {Kompas,  14-11-1989). 

Pertemuan  sepakat  untuk:  (1)  menyelenggarakan 
Pertemuan  KKCMT  ke^6  di  Indonesia  tahun  1990;  (2) 
mengadakan  lokakarya  dan  seminar  ke-4  yang  dihadiri 
oleh  wartawan- wartawan  kantor-kantor  berita  negara 
anggota  ASEAN  dan  organisasi  pers  yang  terkait;  (3) 
mengadakan  Program  Pertukaran  Wartawan  Negara 
Anggota  ASEAN  ke>-4;  (4)  memberikan  penghargaan 
kepada  karya  jurnalistik  terbaik  ASEAN;  (5)  mengada- 
kan program  pertukaran  para  pejabat  penerangan  ang- 
gota ASEAN;  (6)  menyelenggarakan  pertemuan  para 


pejabat  penerangan  negara  anggota  ASEAN  untuk  khu- 
sus membahas  pers  asing;  (7)  mengadakan  iatihan  untuk 
mengembangkan  media  cetak  dan  tradisional  di  negara 
anggota  ASEAN;  (8)  menyelenggarakan  Konperensi 
para  Pemimpin  Media  Cetak  ASEAN;  (9)  menyeleng- 
garakan program  Iatihan  wartawan  kantor  berita 
ASEAN;  (10)  mengadakan  penelitian  tentang  dampak 
pemberitaan  kantor  Berita  negara  anggota  ASEAN  di 
lingkungan  negara  sekitar  kawasan;  (11)  mengadakan 
lokakarya  para  wartawan  ASEAN  yang  membidangi 
pariwisata  (/Irt/ara,  16-11-1989). 

Dirjen  Pembinaan  Pers  dan  Grafika  (PPG)  Depar- 
temen  Penerangan  RI,  Janner  Sinaga,  mengatakan  ke- 
pada pers  di  Yogyakarta  tanggal  15  November  1989 
bahwa:  (1)  untuk  melaksanakan  hasil  pertemuan  itu  di- 
perlukan  dana  US$735  juta/tahun;  (2)  pembinaan 
terhadap  pers  asing  di  luar  ASEAN  diperlukan  agar 
warna  pemberitaannya  dapat  memahami  kepekaan 
nilai-nilai  budaya  dan  sosial  kemasyarakatan  bangsa 
ASEAN;  (3)  selama  ini  persepsi  pers  asing  di  negara- 
negara  anggota  ASEAN  terhadap  nilai-nilai  budaya  dan 
kemasyarakatan  tuan  rumah  kurang  tepat  sehingga  se- 
ring  menimbulkan  ganjalan  {Antara,  16-11-1989). 

2.  Pertemuan  Konfederasi  Wartawan  ASEAN 

Pertemuan  Konfederasi  Wartawan  ASEAN  (CAJ) 
ke-8  berlangsung  di  Singapura  tanggal  28  November-2 
Desember  1989  dihadiri  oleh  20  organisasi  internasional 
termasuk  mitra  CAJ  di  Jepang,  Eropa,  AS,  Kanada, 
Australia  dan  Hongkong  untuk  membahas:  (1)  masalah 
media  massa  di  Asia-Pasifik;  (2)  perkembangan  kerja- 
sama wartawan  dan  persuratkabaran  di  ASEAN. 

Menteri  Penerangan  dan  Komunikasi  Singapura, 
Dr.  Yeo  Ning  Hong,  mengatakan  pada  pembukaan 
pertemuan  itu  bahwa:  (1)  segenap  wartawan  ASEAN 
agar  mencari  bentuk  sistem  jurnalistik  yang  sesuai 
dengan  kemajuan  bangsa  dan  negara  ASEAN;  (2)  sis- 
tem jurnalistik  yang  dikenal  selama  ini,  baik  gaya  Barat 
maupun  gaya  komunis,  tampaknya  telah  tidak  sesuai 
dengan  kondisi  dan  keadaan  di  negara  ASEAN;  (3) 
gaya  dan  bentuk  demokrasi  yang  dijalankan  di  Jepang 
selama  ini  membuat  negara  itu  tidak  sekedar  mengha; 
silkan  dan  memperdagangkan  barang,  tetapi  juga  ber- 
hasil  memajukan  demokrasi  tanpa  meninggalkan  nilai- 
nilai  tradisi  yang  sudah  ada  untuk  turut  dikembangkan; 
(4)  bangsa-bangsa  Korea  Selatan,  Taiwan,  Hongkong 
dan  Singapura  sudah  maju,  sementara  Indonesia,  Ma- 
laysia dan  Muangthai  mulai  mencapai  tingkat  pertum- 
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buhan  yang  baik;  (5)  wartawan  ASEAN  dapat  mencip- 
takan  gaya  serta  sistem  persnya  sendiri  karena  selain 
para  leluhurnya  telah  mengetahui  seni  dan  budaya  yang 
tinggi  sebelum  masyarakat  Barat  mengetahuinya, 
faktor  nilai  dan  moral  bangsa  ASEAN  juga  telah  dapat 
ditegakkan  sebagai  tonggak  dari  masyarakat  yang  ku- 
kuh;  (6)  wartawan  ASEAN  akan  tetap  memegang  teguh 
sikap,  pandangan  dan  tanggung  jawabnya  atas  bangsa 
dan  negaranya.  Tanggung  jawab  atas  kemajuan  dapat 
dicapai  apabila  setiap  pribadi  wartawan  menyadari  ke- 
du$iukannya,  tidak  saja  sebagai  pribadi  tetapi  juga  me- 
nipakan  bagian  dari  anggota  masyarakatnya  {Antara, 
19-11-1989). 

Sementara  itu  Menteri  Penerangan  RI,  Harmoko, 
mengatakan  bahwa:  (1)  pers  dan  wartawan  ASEAN  agar 
bersama-sama  berperanan  menyatukan  aspirasi  masya- 
rakat; (2)  pers  dan  wartawan  ASEAN  harus  memantap- 
kan  fungsinya  untuk  meningkatkan  kecerdasan  masya- 
rakat dan  sekaligus  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat 
di  negara-negara  anggota  untuk  menghadapi  tantangan-' 
tantangan  di  masa  mendatang;  (3)  sistem  pers  yang  di- 
kembangkan  di  kawasan  ASEAN  adalah  sistem  keber- 
samaan,  dan  tidak  mengenal  pers  yang  semata-mata 
hanya  sebagai  penjaga  demokrasi;  (4)  sistem  pers 
ASEAN  merupakan  salah  satu  unsur  pendukung  pem- 
bangunan  yang  sangat  potensial  untuk  membawa  ma- 
syarakat ke  arah  kemajuan  dan  kesejahteraan;  (5)  prin- 
sip-prinsip  pers  ASEAN  adalah  untuk  menjaga  dan  me- 
melihara  stabilitas  politik,  pertumbuhan  ekonomi  yang 
tinggi,  keadilan  sosial,  hubungan  regional  dan  pengem- 
bangan  sumber  daya  manusia;  (6)  pers  ASEAN  agar 
memiliki  peranan  dan  tanggung  jawab  untuk  terus  me- 
ngembangkan  hubungan  positif  dan  meningkatkan  soli- 
daritas  di  antara  negara  anggotanya;  (7)  pers  ASEAN 
agar  terus  meningkatkan  kepekaan  untuk  menangani 
isu-isu  yang  dapat  mempengaruhi  solidaritas  ASEAN 
{Kompas,  1-12-1989). 

Seusai  pertemuan,  Menteri  Penerangan  RI,  Harmo- 
ko, mengadakan  kunjungan  kehormatan  kepada  Men- 
teri Komunikasi  dan  Penerangan  Singapura,  Dr.  Yeo 
Ning  Hong,  untuk  menandatangani  memorandum  of 
understanding  di  bidang  siaran  dan  penerangan  antara 
Indonesia  dan  Singapura  yang  memuat  kesepakatan  un- 
tuk: (1)  lebih  meningkatkan  kerjasama  di  bidang  pene^ 
rangan  dan  informasi  melalui  pertukaran  film  atau 
material  rekaman;  (2)  mengadakan  kunjungan  bag!  pe- 
tugas-petugas  dan  artis-artis  radio,  televisi  dan  film  ser- 
ta pejabat-pejabat  penerangan;  (3)  mengadakan  pro- 
gram latihan  di  bidang  radio,  televisi,  kewartawanan 
dan  media  cetak;  (4)  saling  tukar-menukar  laporan  pers 


dan  publikasi  liputan  kegiatan  pembangunan  di  negara 
masing-  masing  {Kompas,  1-12-1 989) . 

Pertemuan  itu  sepakat  agar  QAJ:  (1)  lebih  mening- 
katkan perannya  guna  mempererat  kerjasama  di  bidang 
pengembangan  profesi  wartawan;  (2)  turut  menyukses- 
kan  pembangunan,  kesejahteraan  dan  membina  stabili- 
tas keamanan  kawasan  ASEAN;  (3)  memiliki  bentuk 
dan  gaya  jurnalistik  yang  selaras  dan  sesuai  dengan  ke- 
dudukan  dan  peranan  wartawan  di  kawasan  ASEAN; 
(4)  tidak  mengikuti  gaya  dan  bentuk  pers  Barat;  (5)  me- 
nyadari bahwa  nilai  budaya  dan  tradisi  yang  hidup  di 
tengah  masyarakat  ASEAN  memberikan  peranan  yang 
berarti  dan  nilai  tambah  yang  memungkinkan  pers  di 
kawasan  ASEAN  dapat  menjalankan  fungsi  dan  peran- 
annya  dalam  masyarakat;  (6)  menerima  baik  laporan 
Ketua  Umum  masing-masing  anggota  tentang  segala 
sesuatu  yang  menyangkut  pers  dan  kewartawanan  di 
negara  masing-masing;  (7)  menerima  baik  laporan  Se- 
kretariat  Tetap  CAJ  di  Jakarta;  (8)  menerima  usul 
Ketua  PWI  Sugeng  Wijaya  tentang:  (a)  rencana  Loka- 
karya  "Kunjungan  ASEAN  1992"  guna  menyongsong 
HUT  ASEAN  ke-25;  (b)  mengadakan  seminar  dengan 
tema  "Penerbangan  ASEAN  dalam  Rangka  Mengha- 
dapi Perkembangan  dan  Pertumbuhan  Kawasan  Asia- 
Pasifik  1992";  (c)  rencana  peningkatan  ketrampilan 
wartawan;  (9)  tawaran  kerjasama  dari  Jepang,  Jerman 
Barat,  AS,  Kanada,  India  dan  Australia  untuk  mem- 
bantu  peningkatan  profesi  dan  keterampilan  wartawan, 
serta  kunjungan  peninjau  jurnalistik;  (10)  penunjukan 
Ivan  Lim  dari  Singapura  sebagai  Presiden  CAJ  periode 
1990-1991  dan  mengadakan  Pertemuan  CAJ  ke-9  di 
Bangkok  {Antara,  4-2-1989). 

Sekembahnya  dari  Singapura  Menteri  Penerangan 
RI,  Harmoko,  mengatakan  kepada  pers  di  Bandara 
Soekarno-Hatta  tanggal  2  Desember  1989  bahwa:  (1)  se- 
buah  penerbitan  bersama  ASEAN  perlu  dibentuk  untuk 
memperkukuh  dan  memperjuangkan  tujuan  pendirian 
CAJ  guna  mengembangkan  citra  ASEAN  di  mata  inter- 
nasional.  PM  Singapura  Lee  Kuan  Yew,  serta  masyara- 
kat Singapura  sangat  mendukung  gagasan  itu  dan 
negara-negara  anggota  ASEAN  lainnya  juga  akan  men- 
dukungnya;  (2)  pembentukan  penerbitan  ini  merupakan 
langkah  bersama  untuk  meniperkuat  perhimpunan 
ASEAN  yang  diharapkan  dapat  memberikan  keuntung- 
an  ekonomi  pula;  (3)  badan  ini  berguna  untuk  mengim- 
bangi  derasnya  arus  informasi  dari  pers  Barat  yang  di- 
sebabkan  oleh  kemajuan  teknoiogi  dan  isinya  yang  ti- 
dak seimbang,  hanya  melihat  kepentingan  mereka;  (4) 
penerbitan  itu  diharapkan  dilakukan  oleh  kaiangan 
swasta  dengan  menggunakan  wartawan  ASEAN  yang 
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terbaik  dan  menggunakan  bahasa  Inggris;  (5)  bentuk  isi 
penerbitan  boleh  mengritik  pemerintah,  tetapi  hams 
bersifat  konstruktif  dan  berpegang  pada  kode  etik  CAJ; 
(6)  kerjasama  komunikasi  dan  penerangan  ASEAN  ha- 
rus  ditingkatkan  untuk  menghadapi  tantangan-tantang- 
an  di  masa  mendatang  yang  semakin  berat;  (8)  penanda- 
tanganan  memorandum  of  understanding  di  bidang  p&- 
nerangan  antara  Indonesia  dan  Singapura  merupakan 
sejarah  yang  penting  karena  selain  baru  pertama  kali, 
juga  memberi  isi  dan  bobot  bagi  hubungan  kedua  ne- 
gara  di  masa  mendatang  (Kompas,  4-12-1989). 

Presiden  Soeharto  mengatakan  kepada  Menteri  Pe- 
nerangan Harmoko  di  Bina  Graha  tanggal  5  Desember 
1989  bahwa:  (1)  kerjasama  di  bidang  penerangan  perlu 
terus  dikembangkan  sehingga  memberikan  sumbangan 
untuk  memperkukuh  ketahanan  nasional  dan  regional; 
(2)  dengan  kerjasama  penerangar  ASEAN,  diharapkan 
tercipta  suatu  peningkatan  usaha  untuk  meningkatkan 
isi  dan  program  siaran  terutama  dalam  melestarikan  bu- 
daya  ASEAN  {Kompas,  6-12-1989). 

B.  KERJASAMA  KEAMANAN  ASEAN 

Sidang  ASEANAPOL  ke-9 

Sidang  para  Kepala  Kepolisian  Negara  ASEAN  ke-9 
berlangsung  di  Denpasar  tanggal  3-6  November  1989, 
dihadiri  oleh  32  orang  dari  seluruh  anggota  ASEAN  un- 
tuk membahas:  (1)  upaya  memerangi  berbagai  jenis  ke- 
jahatan  yang  menonjol  di  ASEAN  seperti  kejahatan 
ekonomi,  uang  palsu,  penyelundupan  narkotika,  sen- 
jata  api  dan  bahan  peledak;  (2)  perdagangan  bayi. 

Menteri  Pertahanan  Keamanan  L.B.  Moerdani  me- 
ngatakan pada  pembukaan  sidang  bahwa:  (1)  pada  ha- 
kikatnya  permasalahan-permasalahan  yang  dihadapi 
dalam  hubungan  ASEANAPOL  adalah  permasalahan 
keamanan,  tetapi  bukan  keamanan  dalam  pengertian 
pertahanan  keamanan  terhadap  ancaman  dari  luar  yang 
mengancam  kelangsungan  hidup  negara;  (2)  ASEANA- 
POL tidak  diartikan  sebagai  suatu  kerjasama  regional 
dalam  bidang  pertahanan  dan  keamanan  dalam  arti 
strategik  dan  militcr;  (3)  ASEANAPOL  bukan  merupa- 
kan suatu  lembaga  kerjasama  untuk  menuju  terciptanya 
suatu  pertahanan  dan  keamanan  atau  pakta  militer;  (4) 
pertemuan  diharapkan  memberikan  sumbangan  bagi 
peningkatan  saling  pengertian  di  antara  rakyat  ASEAN; 
(5)  ASEANAPOL  merupakan  refleksi  dan  manifestasi 
dari  meluasnya  serta  meningkatnya  intensitas  kerja- 
sama regional  dalam  rangka  ASEAN;  (6)  meningkatnya 


intensitas  kerjasama  ASEAN  semakin  mendorong  me- 
ningkatnya interaksi  dan  komunikasi  antar  negara 
ASEAN  dan  rakyat  ASEAN  dan  memberikan  sum- 
bangan yang  sangat  besar  bagi  peningkatan  kesadaran 
serta  sosialisasi  cita-cita  yang  pada  gilirannya  akan 
memupuk  persatuan  dan  solidaritas  ASEAN;  (7) 
ASEANAPOL  penting  untuk  mengatasi  permasalahan- 
permasalahan  yang  timbul,  seperti  kemungkinan  kegiat- 
an  penyelundupan,  pelintas  batas  secara  gelap,  perda- 
gangan obat  terlarang  dan  kegiatan  melanggar  hukum 
lainnya,  termasuk  dalam  segala  bentuk  dan  tingkatan 
(A  ngkatan  Berseryata,  3-11-1 989) . 

Seusai  menutup  Pertemuan  ASEANAPOL  ke-9, 
Kapolri  Jenderal  Polisi  Drs.  Moch.  Sanoesi  mengatakan 
kepada  pers  bahwa:  (1)  kasus  perdagangan  bayi  yang 
merupakan  tindakan  tidak  manusiawi  kini  mulai  me- 
nunjukkan  perkembangan  yang  meningkat;  (2)  Kepoli- 
sian RI  dan  Serawak  baru-baru  ini  berhasil  mengung- 
kapkan  kasus  perdagangan  bayi;  (3)  banyak  faktor  yang 
melatarbelakangi  penyelundupan  dan  perdagangan 
bayi,  oleh  karena  itu  diperlukan  penelitian  yang  lebih 
mendalam  {Suara  Karya,  7- 1 1  - 1 989) . 

Mereka  sepakat  untuk:  (1)  memerangi  kejahatan 
ekonomi,  termasuk  kejahatan  perbankan  dan  uang  pal- 
su serta  meningkatkan  upaya  preventif  dan  represif  ter- 
hadap kejahatan  penyelundupan  narkotika  serta  penye- 
lundupan senjata  api  dan  bahan  peledak;  (2)  tukar- 
menukar  personil  guna  meningkatkan  kemampuan 
kepolisian  melalui  pendidikan  atau  program- program 
lain  yang  diadakan  bersama  di  negara- negara  ASEAN; 
(3)  mengadakan  pertukaran  daftar  penjahat  yang  diang- 
gap  berbahaya  atau  sangat  dimintakan  perhatiannya 
untuk  ditangkap;  (4)  saling  tukar-menukar  informasi 
nama-nama  pejabat  di  lingkungan  kepolisian  masing- 
masing  agar  dalam  situasi  yang  mendesak  dapat  segera 
dihubungi;  (5)  mengembangkan  solidaritas  antar  kepo- 
lisian anggota  ASEAN;  (6)  mengadakan  Sidang 
ASEANAPOL  ke-10  tahun  1990  di  Malaysia  (Angkat- 
an  Bersenjata,  7-11-1989). 

III.  ORGANISASI  NON-PEMERINTAHAN  (NGO) 

A.  PERTEMUAN  FASA  KE-15 

Pertemuan  FASA  ke-15  berlangsung  di  Jakarta 
tanggal  20-21  November  1989  untuk  membahas  proyek- 
proyek  yang  telah  dikerjakan  selama  ini  dan  serah 
terima  jabatan  Ketua  FASA  dari  Indonesia  kepada  M&r 
l&ysia  {Business  News,  22-11-1989). 
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Menteri  Perhubungan  RI,  Ir,  Azwar  Anas,  mengata- 
kan  pada  pembukaan  pertemuan  itu  bahwa:  (1)  mening- 
katnya  hubungan  ekonomi  antara  negara-negara 
ASEAN  akhir-akhir  ini  menuntut  perlunya  fasilitas 
angkutan  sesama  anggota  pelayaran  ASEAN;  (2)  FASA 
sangat  bermanfaat  bagi  ASEAN  dan  semakin  dirasakan 
keberadaannya  (Angkatan  Bersenjata,  21-11-1989). 

Seusai  pembukaan  pertemuan,  Ketua  FASA  Har- 
toto  Hardikusumo  menegaskan  kepada  pers  bahwa:  (1) 
anggota  FASA  masih  tetap  sepakat  untuk  melakukan 
kerjasama  untuk  menghadapi  peiayanan  negara-negara 
maju,  terutama  pasaran  tunggal  Eropa;  (2)  FASA  telah 
melakukan  berbagai  kegiatan  bersama  untuk  saling  me- 
manfaatkan  potensi  armada  atau  pengalaman  masing- 
masing  negara  anggota  ASEAN;  (3)  banyak  negara- 
negara  Asia-Pasifik  ingin  masuk  menjadi  anggota 
FASA;  (4)  kerjasama  FASA  yang  konkrit  ialah  tukar- 
menukar  informasi  dan  saling  membantu  dalam  pendi- 
dikan  dan  latihan  {Angkatan  Bersenjata,  21-11-1989). 

Pertemuan  sepakat:  (1)  agar  dana  pembangunan 
kapal-kapal  untuk  pelayaran  ASEAN  diangkat  dalam 
Pembicaraan  Tingkat  Menteri  Ekonomi  ASEAN  ke-19; 
(2)  untuk  lebih  memperhatikan  kepentingan  dan  pelak- 
sanaan  Pertemuan  para  Menteri  Ekonomi  ASEAN  ten- 
tang  pelayaran  dan  perkapalan;  (3)  untuk  mengaman- 
kan  angkutannya  masing-masing  secara  nasional  dalam 
kerangka  kerjasama  FASA  agar  tidak  selalu  dimakan 
oleh  armada  angkutan  internasional;  (4)  untuk  mem- 
buat  resolusi  kepada  pemerin.tah  AS  agar  tidak  mela- 
rang  kapal-kapal  berbendera  Panama  memasuki  pela- 
buhan  di  AS;  (5)  menunjuk  Arifin  dari  Asosiasi  Pela- 
yaran Malaysia  (MASA)  sebagai  Ketua  FASA  dan  Mi- 
quel  A.  Magsaysay  dari  Asosiasi  Pelayaran  Filipina 
(FSA)  sebagai  wakilnya,  sedangkan  Hartoto  dari  Indo- 
nesia (INSA)  sebagai  penasihat  {Angkatan  Bersenjata, , 
23-11-1989). 


B.  PERHIMPUNAN  HUKUM  ASEAN  (ALA) 

Pertemuan  ALA  ke-9  beriangsung  di  Denpasar  tang- 
gal  6-10  Desember  1989,  dihadiri  oleh  300  orang  dari 
anggota  ASEAN  untuk  membahas  masalah  lisensi,  hu- 
kum  internasional  dan  kerjasama  pendidikan  hukum 
serta  harmonisasi  pembangunan  hukum  ASEAN  (/Ang- 
katan Bersenjata,  18-11-1989). 

Ketika  menerima  Pengurus  Komite  Nasional  Indo- 
nesia dan  Komite  Organisasi  Perhimpunan  Hukum 
ASEAN  di  Istana  Wakil  Presiden,  Wapres  Sudharmono 


mengatakan  bahwa:  (1)  anggota  ASEAN  agar  mencari 
dan  mengembangkan  kesamaan  nilai  hukum  di  bidang 
perdagangan  serta  mencari  kekuatan  dengan  semangat 
ASEAN  untuk  menghadapi  negara-negara  saingan;  (2) 
ASEAN  hendaknya  tidak  terpecah-pecah  serta  meng- 
hindarkan  diri  dari  hal-hal  yang  bersifat  kompetitif,  ka- 
rena  pada  umumnya  negara-negara  ASEAN  menjual 
komoditi  yang  sama;  (3)  kesamaan  itu  agar  dijadikan 
pendorong  untuk  mendapatkan  kesatuan  pendapat 
dalam  rangka  melakukan  dialog  dengan  negara-negara 
maju;  (4)  harmonisasi  hukum  ASEAN  diperlukan  agar 
dapat  mengurangi  perbedaan  yang  menonjol  dan  sifat 
yang  kompetitif  {Antara,  16-11-1989). 

Ketua  KNI,  Purwoto  S.  Gandasubrata,  mengatakan 
kepada  pers  di  Jakarta  tanggal  16  November  1989 
bahwa:  (1)  masing-masing  negara  anggota  ASEAN 
mempunyai  sistem  hukum  yang  berbeda;  (2)  ALA  se- 
dang  berusaha  menciptakan  harmonisasi  pembangunan 
hukum  di  kawasan  ASEAN  agar  perbedaan  sistem  hu- 
kum yang  dianut  masing-masing  negara  anggota  tidak 
menjadi  penghambat  pembangunan  mereka;  (3)  selama 
ini  upaya  harmonisasi  ditekankan  pada  bidang-bidang 
yang  praktis  dan  banyak  menyangkut  bidang  ekonomi 
karena  sebagian  besar  negara  anggota  ASEAN  mempu- 
nyai hasil  komoditi  yang  hampir  serupa;  (4)  upaya  men- 
ciptakan harmonisasi  selama  ini  tidak  menghadapi  ma- 
salah karena  yang  dibahas  bukan  masalah  yang  sangat 
sensitif,  seperti  hukum  perkawinan  masing-masing  ne- 
gara, melainkan  masalah  perpajakan;  (5)  dalam  kerja- 
sama hukum  masing-masing  negara  dapat  mempelajari 
perkembangan  hukum  yang  ada  di  negara  lainnya  (/An- 
tara, 16-11-1989). 

Keputusan-keputusan  yang  dihasilkan  antara  lain: 
(1)  merekomendasikan  kepada  pemerintah  negara  ang- 
gota masing-masing  agar  mereka  membuatkan  peratur- 
an  pelaksanaan  putusan  pengadilan  asing  yang  dapat  di- 
eksekusi  di  tiap-tiap  negara  anggota  sesuai  asas  resipro- 
sitas;  (2)  sepakat  mendirikan  semacam  akademi  hukum 
perbandingan  ASEAN  sebagai  upaya  untuk  mempero- 
leh  pengetahuan  hukum  negara-negara  anggota 
ASEAN;  (3)  sepakat  melaksanakan  pemeriksaan  terha- 
dap  saksi  sualu  kasus  di  negara  di  mana  saksi  bertempat 
tinggal;  (4)  sepakat  menggunakan  sistem  kompulerisasi 
data  hukum  dan  saling  tukar  menukar  data  tentang  daf- 
tar  registrasi  hak  patent;  (5)  menghimbau  pemerintah 
masing-masing  negara  anggota  untuk  membuat  peratur- 
an  di  bidang  hukum  dagang  dan  ekonomi;  (6)  menun- 
juk Purwoto  S.  Gandasubrata  SH  dan  Prof.  Dr.  Komar 
Kantaatmadja  SH  sebagai  Presiden  dan  Sekjen  ALA 
yang  baru;  (7)  Pertemuan  ALA  ke-6  akan  diselenggara- 
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kan  di  Manila  tahun  1992  (Suara  Pembanian,  11-11- 
1989). 

C.  PERTEMUAN   INFORMAL   JAKSA  AGUNG 
ASEAN 

Pertemuan  Informal  para  Jaksa  Agung  ASEAN  ber- 
langsung  di  Denpasar,  tanggal  9  Desember  1989,  diha- 
diri  oleh  Jaksa  Agung  Muangthai  Prof.  Dr.  Komain 
Bhatarabiron,  Jaksa  Agung  Brunei  Danissalam,  Pengi- 
ran  Haji  Bahrin  Bin  Pengiran  Haji  Abbas,  Jaksa  Agung 
Malaysia,  Tan  Sri  Abu  Thalib  Bin  Othman,  Jaksa 
Agung  Singapura,  Tan  Boon  Teik,  Jaksa  Agung  Indo- 
nesia, Sukarton  Marmosudjono  selaku  tuan  rumah,  dan 
Jaksa  Agung  Filipina  berhalangan  hadir  karena  keada- 
an  negaranya  {Suara  Pembaruan,  12-11-1989). 

Seusai  pertemuan,  Jaksa  Agung,  Sukarton  Marmo- 
sudjono mengatakan  kepada  pers  bahwa:  (1)  pertemuan 
berniat  menggalang  dan  meningkatkan  kerjasama  di  bi- 
dang  hukum;  (2)  mereka  sepakat  agar  materi  kerjasama 
di  bidang  hukum  dituangkan  secara  lebih  konkrit  pada 
pertemuan  formal  para  Jaksa  Agung  ASEAN;  (3)  per- 
temuan menetapkan  agar  materi  kerjasama  lebih  dulu 
dibahas  oleh  para  pejabat  senior  kejaksaan  ASEAN 
pada  tahun  1990  di  Brunei  Darussalam;  (4)  mereka  se- 
pakat mengenai  perlunya  kerjasama  hukum,  meskipun 
sistem  hukum  antar  negara  ASEAN  berbeda,  serta  sa- 
ling  tukar  menukar  informasi  lewat  telepon  untuk  hal- 
hal  yang  dianggap  perlu;  (5)  mereka  merasakan  kesa- 
maan  untuk  memerangi  kejahatan  guna  menegakkan 
hukum  di  negara  masing-masing;  (6)  kemajuan  tekno- 
logi  dan  perekonomian  di  negara- negara  ASEAN  diper- 
kirakan  akan  pula  membawa  dampak  kejahatan,  seperti 
kejahatan  perdagangan  yang  memerlukan  kerjasama 
penegakan  hukum  untuk  mengatasinya;  (7)  pertemuan 
ini  dimaksudkan  untuk  mengantisipasi  kejahatan  yang 
bersifat  mitrmsionzX  (Suara  Pembaruan,  12-12-1989). 


D.  PERTEMUAN  ASOSIASI  PENILAI  ASEAN 

Pertemuan  para  Pengusaha  Jasa  Penilai  ASEAN 
(/{SEAN  Valuers  Association  atau  AVA)  k&-5  berlang- 
sung  di  Manila  tanggal  29  November-2  Desember  1980, 
diikuti  oleh  300  orang  dari  wakil-wakil  ASEAN  serta 
utusan-utusan  Kanada,  Jepang  dan  PBB  sebagai  penin- 
jau,  untuk  membahas  masalah:  (1)  pembentukan  Sekre- 
taris  Jenderal  permanen  AVA;  (2)  penerbitan  bulletin 
berkala  untuk  informasi  (Merdeka,  2-12-1989). 


Ketua  I  Asosiasi  Gabungan  Perusahaan  Penilai  In- 
donesia (GAPI),  Ir.  Doli  Diapari  Siregar,  mengatakan 
kepada  pers  di  Jakarta  tanggal  6  November  1989  bah- 
wa: (1)  delegasi  Indonesia  akan  berupaya  menggambar- 
kan  kemajuan  ekonomi  yang  telah  dicapai  untuk  mena- 
rik  investor  asing  agar  bersedia  menanamkan  modalnya 
di  Indonesia;  (2)  keberhasilan  Indonesia  mengantisipasi 
penurunan  pendapatan  dari  ekspor  non-migas  serta  ber- 
bagai  kebijaksanaan  deregulasi  pemerintah  akan  meru- 
pakan  daya  pikat  bagi  investor  asing  untuk  menanam- 
kan modalnya  di  sektor  properti  industri,  properti  resi- 
densi,  komersial  atau  non-urban;  (3)  kesempatan  beru- 
saha  di  bidang  perhotelan  sangat  besar  karena  sedang 
digalakkan  oleh  pemerintah  guna  mengejar  ketinggalan 
dari  Singapura  dan  Muangthai;  (4)  kini  tiba  saatnya 
bagi  pemerintah  untuk  membuat  suatu  undang-undang 
yang  mengatur  jasa  penilai;  (5)  belum  disertakannya 
jasa  penilai  dalam  proses  penentuan  suatu  perusahaan 
yang  akan  melakukan  go  public  melalui  pasar  modal 
akan  memunculkan  tanda  tanya  bagi  para  investor  pem- 
beli  saham  mengenai  berapa  besar  sebenarnya  nilai  ke- 
kayaan  dari  perusahaan  itu  (Merdeka,  7-11-1989). 

Ketua  Dewan  Pengarah  AVA  dari  Indonesia,  Dr. 
J.B.  Kristiadi,  mengatakan  kepada  pers  di  Manila  tang- 
gal 1  Desember  1989  bahwa:  (1)  Dewan  Pengarah  AVA 
masing-masing  negara  terdiri  dari  dua  unsur  pemerintah 
dan  dua  dari  swasta.  Dewan  Pengarah  dari  Indonesia 
terdiri  atas  Direktur  Pembinaan  Anggaran  Lain-lain 
dan  Kekayaan  Negara,  Dr.  J.B.  Kristiadi  selaku  Ketua 
Umum  MAPPI  dan  Jusuf  Anwar  dari  Bapepam,  se- 
dangkan  dari  swasta  adalah  Piet  Haryono  dan  Anton; 
(2)  Dewan  Penigarah  AVA  secara  aklamasi  menerima 
usul  Indonesia  mengenai:  (a)  pembentukan  Sekretaris 
Jenderal  permanen;  (b)  penerbitan  bulletin  berkala  un- 
tuk bahan  informasi  para  investor  yang  ingin  menanam- 
kan modalnya  di  kawasan  ASEAN;  (c)  laporan  berkala 
AVA  pada  ASEAN  agar  pemerintah  masing-masing 
negara  anggota  memberikan  perhatian  terhadap  profesi 
penilai  yang  terdapat  di  negaranya;  (4)  pembentukan 
Sekjen  AVA  semula  ditentang  oleh  beberapa  peserta 
karena  harus  mengubah  Anggaran  Dasar  AVA,  akhir- 
nya  disepakati  untuk  perubahan  Anggaran  Dasar  yang 
akan  diselesaikan  sebelum  Pertemuan  AVA  ke-6;  (5) 
untuk  membentuk  Sekjen  permanen,  Indonesia  dan 
Muangthai  telah  menyumbang  dana  masing-masing 
US$1,000  dan  Singapura  US$500;  (6)  pengadaan  infor- 
masi AVA  akan  memudahkan  para  investor  mengetahui 
bagaimana  memperoleh  tanah  di  suatu  negara  dan  pe- 
nentuan harganya. 

Sekretaris  Menteri  Keuangan  Filipina,  Vicente,  me- 
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ngatakan  bahwa:  (1)  kerjasama  antar  profesi  penilai  di 
ASEAN  dapat  ditingkatkan  agar  bermanfaat  bagi  pem- 
bangunan  di  masing-masing  negara  anggota;  (2)  kebu- 
tuhan  jasa  penilai  di  ASEAN  telah  cukup  mendesak 
mengingat  keadaan  perekonomiannya  yang  terus  ber- 
kembang;  (3)  peranan  jasa  penilai  di  ASEAN  dalam 
masalah  pertanahan  sangat  mendukung  program  pe- 
ngembangan  kota;  (4)  jasa  penilai  di  Filipina  tidak  da- 
pat  dipisahkan  dari  pemerintah  maupun  pengusaha  real 
estate. 

Sementara  itu  delegasi  Indonesia,  Piet  Haryono, 
mengatakan  bahwa:  (1)  profesi  penilai  di  Indonesia  be- 
lum  banyak  dikenal,  dan  kehadiran  Indonesia  dalam 
pertemuan  ini  sangat  penting  untuk  mempertinggi  kua- 
litas  profesi  penilai;  (2)  Indonesia  saat  ini  sedang  meng- 
galakkan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB),  karenanya 
dalam  penilaian  tanah  dapat  membandingkan  dengan 
negara-negara  anggota  ASEAN  lainnya  yang  telah  lama 
memanfaatkan  jasa  penilai;  (3)  profesi  penilai  tidak  saja 
dapat  dimanfaatkan  dalam  penilaian  tanah,  tetapi  juga' 
menilai  perusahaan-perusahaan  yang  akan  go  public, 
apakah  layak  atau  tidak  dan  berapa  nilai  saham  yang 
wajar;  (4)  jasa  penilai  banyak  membantu  untuk  menye- 
hatkan  dan  mengamankan  kekayaan  negara;  (5)  profesi 
penilai  dapat  membantu  suatu  perusahaan  yang  ingin 
memperluas  investasinya  untuk  menilai  berapa  investasi 
yang  dibutuhkan  dan  berapa  kredit  yang  dapat  diman- 
faatkan dari  bank;  (6)  bank  dapat  memperoleh  manfaat 
dari  penilai  karena  mengetahui  secara  pasti  berapa 
agunan  untuk  mengamankan  kredit  yang  akan  diberi- 
kan  guna  memperluas  investasi.  Hal  ini  sangat  berguna 
bagi  bank  terutama  bank  milik  pemerintah  sehingga  ke- 
kayaan negara  dapat  diamankan  (f4erdeka,  2-12-1989). 

Pertemuan  sepakat  untuk:  (1)  menerapkan  sistem 
penilaian  yang  seragam  sehingga  memiliki  standar  yang 
sama;  (2)  mendirikan  Sekretariat  Jenderal  AVA  perma- 
nen  yang  berkedudukan  di  Kuala  lumpur,  karena  Ma- 
laysia lebih   berpengalaman  dibandingkan  dengan 
negara  anggota  ASEAN  lainnya;  (3)  mendirikan  Kantor 
Sekjen  AVA  dengan  masing-masing  anggota  menyum- 
bang  US$1 .000,  kecuali  Singapura  US$500;  (4)  mendiri- 
kan pusat-pusat  pendidikan  penilai  di  masing-masing 
negara  anggota  melalui  kerjasama  pemerintah,  swasta 
dan  kalangan  perguruan  tinggi  agar  profesi  penilai 
benar-benar  dapat  diandalkan;  (5)  menunjuk  Dirjen 
Penilaian  dari  Malaysia,  Ravindra  Daas  dan  H.  Nawa- 
wi,  masing-masing  sebagai  Presiden  AVA  dan  Sekjen 
AVA,  sedangkan  Piet  Haryono  dari  Indonesia  terpilih 
sebagai  Ketua  Umum;  (6)  menyelenggarakan  Pertemu- 
an AVA  ke-6  di  Kuala  Lumpur  tahun  1990  QAerdeka, 
4-12-1989). 


Penasihat  Masyarakat  Profesi  Penilai  Indonesia, 
Jusuf  Anwar,  mengatakan  kepada  pers  tanggal  3  De- 
sember  1989  bahwa:  (1)  beberapa  faktor  yang  membuat 
profesi  penilai  di  Indonesia  berpeluang  cukup  baik  ada- 
lah:  (a)  meningkatnya  arus  penanaman  modal  dari  ne- 
gara-negara industri  ke  negara-negara  ASEAN;  (b)  me- 
ningkatnya kegiatan  pasar  modal  di  Indonesia  akhir- 
akhir  ini;  (2)  tenaga  penilai  yang  profesional  hanya 
dapat  dihasilkan  melalui  pendidikan  formal,  untuk  itu 
GAPPI  sedang  menyiapkan  suatu  pendidikan  tingkat 
sarjana  dan  sarjana  muda;  (3)  profesi  penilai  hams 
mampu  meningkatkan  citra  yng  baik  dengan  memben- 
tuk  kode  etik  sebagai  aturan  main  yang  hams  ditaati; 
(4)  keikutsertaan  Indonesia  dalam  Pertemuan  AVA 
ke-5  untuk  menimba  pengalaman  dan  saling  tukar  in- 
formasi  mengenai  jasa  penilai  antar  ASEAN  (^erdeka. 
5-12-1989). 

E.  PENANGGULANGAN  BENCANA  ALAM 

Para  Ahli  Penanggulangan  Bencana  Alam  ASEAN 
mengadakan  pertemuan  di  Manila  tanggal  13-15  Des- 
sember  1989  untuk:  (1)  mengkaji  seberapa  jauh  kecen- 
demngan  bencana  alam  di  negara-negara  ASEAN;  (2) 
mencari  penemuan  bam  atau  cara  penanggulangan  dan 
persiapan  guna  menghadapi  bencana  alam;  (3)  saling 
tukar  menukar  pengalaman  dalam  penanganan  bencana 
alam  yang  telah  terjadi;  (4)  saling  membantu  jika  se- 
buah  negara  terkena  bencana  alam  dengan  bantuan 
teknik  dan  fisik  (Merdeka,  12-12-1989). 


IV.  HUBUNGAN  ASEAN  DENGAN  MITRA  DIA- 
LOG 

A.  HUBUNGAN  ASEAN- JEPANG 
7.  Kerjasama  Energi 

Pada  awal  bulan  Januari  1990,  Kementerian  Perda- 
gangan  Internasional  dan  Industri  (MITI)  dan  Badan 
Sumber  Daya  Alam  Jepang  akan  mcngirim  misi  energi 
ke  negara-negara  ASEAN  untuk  mempromosikan  pe- 
ngembangan  dan  penggunaan  sumber-sumber  energi 
bebas  polusi.  Tujuan  pengiriman  adalah  untuk  mem- 
bantu negara-negara  ASEAN  yang  mengalami  perkem- 
bangan  industri  yang  memerlukan  banyak  energi.  Di- 
perkirakan  bahwa  pada  tahun  2000  kebutuhan  tenaga 
listrik  naik  2,4  kali  dari  tingkat  sekarang.  Bantuan  tek- 
nologi  penghematan  energi  juga  akan  dibicarakan  (4n- 
tara.  4-12-1989). 
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2.  Kerjasama  Kebudayaan 

Konsul  Muda  Jepang,  Katsuthosi  Miyakawa,  me- 
ngatakan  di  Medan  tanggal  22  Desember  1989,  bahwa: 
(1)  pada  tanggal  10  Januari  1990  sebuah  organisasi  ke- 
budayaan Jepang  akan  membuka  Pusat  Kebudayaan 
ASEAN  di  Tokyo;  (2)  gagasan  pembentukan  pusat  ke- 
budayaan ini  diajukan  kepada  pemerintah  Jepang  oleh 
sebuah  misi  budaya  tingkat  tinggi  negara-negara 
ASEAN  November  1987;  (3)  fungsi  utama  pusat  kebu- 
dayaan itu  adalah  untuk  memperlancar  masuknya  ke- 
budayaan negara-negara  Asia;  (4)  pusat  kebudayaan  itu 
akan  menyediakan  infonnasi  tentang  kebudayaan 
negara-negara  ASEAN  dan  diharapkan  menjadi  titik 
temu  para  seniman  ASEAN  (Antara.  23-12-1989). 

3.  Seminar  "Dampak  Pembentukan  Pasar  Bam  Eropa 
Terhadap  Peran  Ekonomi  Jepang  diAsia  Tenggara" 

Dalam  seminar  sehari  dengan  judul  "Dampak  Pem- 
bentukan Pasar  Baru  Eropa  terhadap  Peran  Ekonomi 
Jepang  di  Asia  Tenggara"  yang  diselenggarakan  oleh 
Centre  for  Japanese  Studies  di  Gedung  Unas  Jakarta, 
tanggal  21  Desember  1989,  Hem  Utomo  Kuntjoro- 
Jakti,  Ph.D.  mengatakan  bahwa:  (1)  perubahan-peru- 
bahan  yang  terjadi  di  negara-negara  Eropa  Timur  dan 
rencana  pembentukan  pasar  tunggal  Eropa  merupakan 
fenomena-fenomena  awal  dari  perubahan  global  dunia 
yang  menjurus  ke  arah  banyak  kutub  dan  relativisasi 
banyak  hal  di  bidang  ekonomi;  (2)  Jepang,  ASEAN  dan 
negara  di  luar  Eropa  akan  menghadapi  tantangan  berat, 
karena  perubahan  ke  banyak  kutub  itu  dibarengi 
dengan  trend  terbentuknya  kubu  ekonomi  regional  se- 
perti  Pasar  Eropa  1992  nanti. 

Bob  Widyahartono  memperkirakan  akan  terbentuk- 
nya beberapa  sistem  ekonomi  regional  yang  terdiri  dari 
Jepang,  Pasar  Eropa  yang  diperluas,  Group  AS, 
Kanada  dan  Meksiko,  COMECON,  serta  RRC.  Semua 
sistem  regional  akan  bergerak  menuju  sistem  pasar  be- 
bas  dan  terlepas  dari  ikatan-ikatan  ideologis.  Dengan 
sistem  sentralisasi  tertutup  seperti  sekarang  ini,  RRC  ti- 
dak  mungkin  bertahan  menghadapi  sistem  terbuka  yang 
melanda  Eropa  Timur.  Akibat  terbentuknya  sistem  eko- 
nomi tersebut,  peran  ASEAN  akan  semakin  menguat 
dan  keberhasilan  ASEAN  cukup  membuat  Jepang  per- 
caya  diri  untuk  menghadapi  pasar  bersama  Eropa.  Di 
samping  itu  dia  juga  menjelaskan  komparasi  tentang 
pertumbuhan  ekonomi  beberapa  negara,  seperti 
ASEAN  4,2%,  Jepang  4%,  Eropa  Barat  1,5%,  semen- 


tara  pertumbuhan  dunia  rata-rata  sekitar  2%  {Pelita, 
22-12-1989). 

B.  HUBUNGAN  ASEAN-MEE 

European  Community  (EC)  Commission  bekerjasa- 
ma  dengan  Komite  Gabungan  Penanaman  Modal  EC- 
Indonesia  menyelenggarakan  lokakarya  di  Jakarta 
tanggal  23-24  November  1989  tentang  penanaman  mo- 
dal di  sektor-sektor  industri  tertentu,  untuk  mengem- 
bangkan  dan  memperkuat  hubungan  ekonomi  antara 
negara-negara  yang  tergabung  dalam  European  Com- 
munity dan  ASEAN. 

Emmanuel  Merch  dari  The  Commission  of  the 
European  Communities  mengatakan  bahwa:  (1)  loka- 
karya didasarkan  pada  proposal- proposal  proyek  ter- 
tentu yang  diajukan  oleh  perusahaan-perusahaan  dan 
rencana  penanaman  modal  di  negara  yang  dituju;  (2) 
peserta  terbatas  hanya  bagi  perusahaan  di  Eropa  dan 
ASEAN  yang  menunjukkan  minat  untuk  bekerja  sama 
dan  bertujuan  mewujudkan  kerjasama  penanaman 
modal  industri  di  negara-negara  ASEAN. 

Kerjasama  antara  Eropa  dan  ASEAN  diwujudkan 
dalam  bentuk:  (1)  penanaman  modal  untuk  usaha  ber- 
sama; (2)  perijinan  teknologi;  (3)  perluasan  fasilitas 
prod\iksi  untuk  persaingan  yang  lebih  efektif;  (4)  penga- 
daan  sasaran-sasaran  ekspor  baru;  (5)  penyusunan 
bentuk-bentuk  pemasaran  yang  baru  serta  bentuk- 
bentuk  lain  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  hukum  dan 
maksud  tujuan  dari  perusahaan  tersebut. 

John  Leech  Ketua  Rural  Investment  Overseas  Ltd. 
(RIO)  dari  Inggris  mengatakan  bahwa:  (1)  Lokakarya 
akan  menjadi  wahana  kerjasama  negara-negara 
ASEAN  dan  Eropa;  (2)  para  ahli  akan  hadir  untuk 
membantu  memberikan  informasi-informasi  tentang 
insentif-insentif  EC  dan  ASEAN,  sistem  perundang- 
undangan  dan  pajak,  serta  saran-saran  dari  pihak-pihak 
yang  terlibat  dalam  usaha  bersama;  (3)  EC  akan  mem- 
berikan bantuan  biaya  penelitian  dan  modal;  (4)  ada  pe- 
luang  memperoleh  kemudahan-kemudahan  di  pasaran 
ASEAN  melalui  preferensi  tarif  yang  layak  {Business 
News,  13-11-1989). 

C.  HUBUNGAN  ASEAN-KANADA 

Pertemuan  Komite  Kerjasama  atau  Joint  Commit- 
tee Corporation  (JCQ  ke-6  ASEAN-Kanada  berlang- 
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sung  di  Bandar  Seri  Begawan  Brunei,  tanggal  21-22 
November  1989,  dihadiri  oleh  51  pejabat  dan  24  pengu- 
saha,  mengenai  perluasan  kerjasama  ekonomi  untuk: 

(1)  menyusun  rencana  kerjasama  di  masa  mendatang; 

(2)  meninjau  kemajuan  proyek-proyek  yang  sedang  ber- 
jalan  yang  melibatkan  Kanada  dan  ASEAN;  (3)  meren- 
canakan  peningkatan  kerjasama  perdagangan,  industri 
dan  pembangunan. 

Pejabat  pada  Kemlu  Brunei,  Yusof  Abdul  Hamid, 
mengatakan  pada  pembukaan  sidang  itu  bahwa  para 
pengusaha  Kanada  sepatutnya  memanfaatkan  iklim 
usaha  maju  di  wilayah  ASEAN  untuk  meningkatkan 
perdagangan  kedua  belah  pihak  (.4  rttora,  22-11-1989). 

D.  HUBUNGAN  ASEAN-ASIA  PASIFIK 

Pertemuan  Kerjasama  Ekonomi  Asia- Pasifik  (APEC) 

Pertemuan  Kerjasama  Ekonomi  Asia-Pasifik 
(APEQ  berlangsung  di  Canberra  tanggal  6-7  November 
1989),  dihadiri  oleh  300  orang  yang  mewakili  12  negara 
ASEAN,  AS,  Kanada,  Selandia  Baru,  Korea  Selatan, 
Jepang  dan  Australia  untuk  membahas  pertumbuhan 
dan  kerjasama  ekonomi  di  kawasan  Asia-Pasifik. 

Menteri  Luar  Negeri  RI,  Ali  Alatas,  selaku  Ketua 
Paiiitia  Tetap  ASEAN  mengatakan  pada  pembukaan 
pertemuan  itu  bahwa:  (1)  negara- negara  di  Asia-Pasifik 
agar  bertindak  hati-hati  dan  tidak  tergesa-gesa  untuk 
membentuk  sebuah  forum  kerjasama  ekonomi  Asia- 
Pasifik  serta  jangan  mengambil  keputusan  berupa  kebi- 
jaksanaan-kebijaksanaan  yang  sifatnya  mengikat  selu- 
ruh  negara  peserta.  Forum  jangan  sampai  mengarah 
kepada  pengesahan  kebijaksanaan  yang  wajib  dilaksa- 
nakan  oleh  setiap  negara  peserta;  (2)  ASEAN  bersedia 
membaur  dalam  proses  konsultasi  yang  konstruktif  un- 
tuk mempersiapkan  era  baru  kerjasama  ekonomi  Asia- 
Pasifik  dengan  berlandaskan  kepada  saling  ketergan- 
tungan,  kesamaan  kesempatan  dan  keuntungan;  (3) 
negara-negara  di  Asia-Pasifik  perlu  mendaiami  ke- 
mungkinan  pengembangan  modalitas  yang  efektif  bag! 
kerjasama  ekonomi. 

Menteri  Perdagangan  Thailand,  Dr.  Subin  Pinka- 
yan,  sebagai  Ketua  Forum  Menteri  Ekonomi  ASEAN 
mengatakan  bahwa:  (1)  setiap  upaya  pengembangan 
kerjasama  jangan  sampai  mengganggu  identitas  dan 
kohesi  ASEAN;  (2)  kerjasama  yang  ingin  ditingkatkan 
harus  terpusat  pada  masalah-masaiah  ekonomi  {Anta- 
ra,  6-11-1989). 


Dalam  pertemuan  itu  terdapat  beberapa  perbedaan 
pandangan  seperti  antara  ASEAN  dan  Jepang.  ASEAN 
belum  setuju  dan  menganggap  belum  perlu  mengikut- 
kan  Cina,  Taiwan  dan  Hongkong  dalam  forum  kerja- 
sama ekonomi  Asia-Pasifik  itu.  Sedangkan  Jepang  yang 
diikuti  oleh  Australia  ingin  memasukkan  ketiga  negara 
itu  ke  dalam  konsultasi  dan  diskusi  mengenai  pening- 
katan ekonomi  di  Asia-Pasifik  {Antara,  6-11-1989). 

Menteri  Industri  dan  Perdagangan  Jepang,  Hikaru 
Matsunaga,  mengatakan  bahwa:  (1)  pola  pembangunan 
ekonomi  harus  berubah  dari  situasi  ketergantungan 
pasar  AS  ke  situasi  ketergantungan  antar  negara  ka- 
wasan; (2)  Jepang  bersedia  mendorong  upaya  pening- 
katan ke  arah  diversifikasi  pasar  dengan  memperbaiki 
akses  pasar  dan  peningkatan  bantuan  ekonomi;  (3)  ker- 
jasama hendaknya  dilakukan  secara  bertahap  agar  men- 
cerminkan  adanya  kepentingan  bersama;  (4)  peningkat- 
an penanaman  modal  dan  alih  teknologi  menjadi  perha- 
tian  itp&ng  {Antara,  7-11-1989). 

Antara  tanggal  6  November  1989  memberitakan  se- 
bagai berikut:  (1)  ASEAN  akan  menentang  setiap  usaha 
untuk  membahas  pembentukan  suatu  blok  ekonomi 
regional  versi  Asia-Pasifik;  (2)  keikutsertaan  ASEAN 
dalam  Pertemuan  Tingkat  Menteri  Kerjasama  Ekonomi 
Asia-Pasifik  (APEQ  di  Canberra  tanggal  6  November 
1989  bukan  berarti  bahwa  negara-negara  anggota 
ASEAN  mendukung  konsep  APEC;  (3)  ASEAN  me- 
nyadari  arti  pentingnya  mempererat  kerjasama  ekono- 
mi di  kalangan  negara-negara  Asia-Pasifik  mengingat 
kemampuan  wilayah  ini  terus  meningkat  dan  juga  seba- 
gai persiapan  menghadapi  rencana  penyatuan  pasar 
Eropa;  (4)  ASEAN  lebih  dulu  telah  dihinggapi  kekha- 
watiran  bahwa  susunan  suatu  blok  ekonomi  regional 
pasti  hanya  akan  menguntungkan  kepentingan  ekonomi 
negara-negara  maju  dan  mungkin  dapat  merusak  persa- 
tuan  dan  keutuhan  ASEAN;  (5)  ketidakhadiran  bebe- 
rapa Menteri  Luar  Negeri  dan  Perdagangan  negara  ang- 
gota ASEAN  pada  Pertemuan  Canberra  mencerminkan 
kecurigaan  ASEAN  mengenai  niat  nyata  negara-negara 
maju  yang  ikut  dalam  pertemuan  itu. 

Menlu  Jepang,  Taro  Nakayama,  mengatakan  di 
Canberra  tanggal  6  November  1989  bahwa:  (1)  kualitas 
pembangunan  sangat  tergantung  pada  kualitas  manu- 
sia;  (2)  untuk  peningkatan  kemampuan  perlu  mengikut- 
sertakan  kalangan  swasta,  dan  prioritas  lain  yang  perlu 
ditangani  adalah  mcngatasi  situasi  ekonomi  dan  men- 
ciptakan  iklim  yang  baik  untuk  pertumbuhan  sektor 
swasta. 
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Meskipun  tidak  tercapai  kesepakatan  tentang 
langkah-langkah  strategis  dan  mendasar  tentang  struk- 
tur  kerjasama  dan  mekanisme  pendukung  kelancaran 
kerjasama,  pertemuan  itu  setuju  untuk  meneruskan 
konsultasi. 

Mereka  juga  sepakat  untuk  memfokuskan  kerjasa- 
ma di  bidang  investasi,  peralihan  teknologi  dan  pe- 
ngembangan  sumber  daya  manusia.  Sedangkan  empat 
bidang  program  kerja  yang  disetujui  meliputi:  (1)  studi 
ekonomi  yang  menganalisa  dan  menelaah  kembali  pan- 
dangan  ekonomi  di  kawasan  Asia-Pasifik;  (2)  liberalisa- 
si  perdagangan;  (3)  investasi  peralihan  teknologi  dan 
pengembangan  sumber  daya  manusia;  (4)  kerjasama 
sektoral  dalam  bidang-bidang  turisme,  energi,  promosi 
perdagangan  dan  masalah  alam  lingkungan. 

Prinsipy-prinsip  dasar  yang  disetujui  dalam  pertemu- 
an itu  meliputi:  (1)  sasaran  untuk  mempertahankan  per- 
tumbuhan  dan  perkembangan  di  kawasan  Asia-Pasifik, 
yang  akan  dapat  memberikan  sumbangan  pada  ekono- 
mi dunia;  (2)  mengakui  perbedaan-perbedaan  yang  ada 
di  kawasan  Asia-Pasifik,  termasuk  perbedaan  sosial 
dan  ekonomi;  (3)  kerjasama  harus  mencakup  komitmen 
pada  dialog  terbuka  dan  konsensus  yang  menghormati 
pendapat  masing-masing;  (4)  kerjasama  harus  berdasar- 
kan  pertukaran  pandangan  yang  konsultatif  dan  non- 
formal;  (5)  APEC  harus  terfokus  pada  isyu-isyu  ekono- 
mi dan  untuk  menguatkan  sistem  perdagangan  multila- 
teral serta  tidak  boleh  membentuk  suatu  blok;  (6)  kerja- 
sama itu  harus  meningkatkan  keuntungan  dari  interde- 
pendensi,  baik  untuk  kawasan  maupun  dunia;  (7)  kerja- 
sama harus  complement  {Kompas,  i-\\-\9i9). 

Menlu  Ali  Alatas,  mengatakan  pada  jumpa  pers 
tanggal  7  November  1989  bahwa:  (1)  ASEAN  tidak  ber- 
maksud  memonopoli  dan  memaksakan  cara  hidupnya 
kepada  negara-negara  lain  di  kawasan  Asia-Pasifik;  (2) 
forum  kerjasama  regional  yang  sudah  ada  seperti  meka- 
nisme ASEAN-PMC,  perlu  dimanfaatkan;  (3)  ASEAN 
tidak  bermaksud  memperkecii  arti  kerjasama  ekonomi 
Asia-Pasifik  (/I rt/crrfl,  7-11-1989), 

Ketua  Pertemuan  iS4enlu  Gareth  Evans  mengatakan 
kepada  pers  bahwa:  (1)  para  Menteri  dari  ke-12  negara 
peserta  menganggap  terlalu  dini  untuk  memutuskan 
struktur  sebuah  forum  tingkat  menteri;  (2)  pertemuan 
selanjutnya  akan  diiangsungkan  di  Singapura  perte- 
ngahan  1990  pada  tingkat  konsultasi;  (3)  belum  ada  ke- 
sepakatan keikutsertaan  Cina,  Taiwan  dan  Hongkong; 
(4)  sumbangan  ASEAN  dan  mitra  diaiognya  tcrhadap 


perkembangan  kerjasama  ekonomi  Asia-Pasifik  meru- 
pakan  ha!  yang  penting;  (5)  perlu  adanya  peningkatan 
negosiasi-negosiasi  perdagangan  multilateral  (Antara, 
7-11-1989). 

Seusai  menghadap  Presiden  Soeharto  di  Bina 
Graha,  tanggal  14  November  1989,  Menteri  Perindus- 
trian  Hartarto  mengatakan  bahwa:  (1)  para  pengusaha 
Indonesia  agar  mempersiapkan  diri  untuk  menghadapi 
kerjasama  ekonomi  Asia-Pasifik;  (2)  peluang  bisnis 
bagi  pengusaha  Indonesia  terletak  pada  ekspor  non- 
migas;  (3)  para  pengusaha  Indonesia  agar  meningkat- 
kan mutu  produk  dan  aktif  mencari  mitra  usaha. 

Menlu  Ali  Alatas  mengatakan  bahwa:  (1)  secara  po- 
Utis  pertemuan  dinilai  cukup  berhasil;  (2)  meskipun 
telah  tercapai  pengertian  yang  jelas  mengenai  posisi 
ASEAN,  usul  ASEAN  mengenai  mekanisme  ASEAN- 
PMC  belum  diterima;  (3)  ASEAN  bersatu  sikap  dalam 
pertemuan  (/4 rt/flro,  14-11-1989). 


E.  HUBUNGAN  ASEAN-PBB 

Dalam  siaran  persnya  tanggal  3  November  1989, 
Kantor  Perwakilan  UNDP  di  Jakarta  menyatakan:  (1) 
Sekjen  Sekretariat  ASEAN,  Rusli  Noor  atas  nama 
ASEAN  dan  Kepala  Perwakilan  UNDP  di  Indonesia, 
Galal  M.  Magdi,  menandatangani  dokumen  ASEAN- 
UNDP  tentang  proyek  kerjasama  teknik  untuk  mendu- 
kung  upaya  penegakan  hukum  guna  memerangi  perda- 
gangan gelap  dan  penyalahgunaan  narkotika;  (2)  untuk 
itu  UNDP  memberi  bantuan  dana  US$2(X).000  (Anta- 
ra. 3-11-1989). 


F.  HUBUNGAN  ASEAN-AMERIKA  LATIN 

Pada  tanggal  14  Desember  1989,  juru  bicara  peme- 
rintah  Thailand,  Suvit  Yodmani,  mengatakan  bahwa: 
(1)  Thailand  dan  Meksiko  sepakat  bahwa  ASEAN  dan 
Kelompok  Tujuh  Negara  Amerika  Latin  perlu  memper- 
banyak  komunikasi;  (2)  kerjasama  ekonomi,  perda- 
gangan, penanaman  modal,  pariwisata  dan  penerbang- 
an  perlu  ditingkatkan;  (3)  perlu  diselenggarakan  Perte- 
muan para  Menlu  ASEAN  dan  Kelompok  Tujuh  Ne- 
gara Amerika  Latin;  (4)  Thailand  dan  Meksiko  sepakat 
mengadakan  pertukaran  teknologi  petrokimia;  (5)  pem- 
bukaan  Kedutaan  Besar  Meksiko  di  Thailand  merupa- 
kan  langkah  peningkatan  kerjasama  di  bidang  eknomi 
dan  kebudayaan  (/l«/ora,  16-12-1989). 
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V.  USAHA  ASEAN  MEMBANTU  MENYELESAI- 
KAN  KONFLIK  KAMBOJA 

A.  RENCANA  PERTEMUAN  PERDAMAIAN 
•  KAMBOJA 

Dalam  rangka  membuka  kembali  perundingan  per- 
damaian  Kamboja,  PM  Chatichai  Choonhavan  menga- 
takan  di  Bangkok  tanggal  1  November  1989  bahwa:  (1) 
empat  faksi  Kamboja  yang  bertikai,  agar  mengadakan 
pembicaraan  informal  untuk  membahas  pembentukan 
mekanisme  pengawasan  internasional  guna  memeriksa 
penarikan  pasukan  Vietnam  dan  mengawasi  penyelesai- 
an  politik  di  Kamboja;  (2)  pertemuan  informal  itu  hen- 
daknya  menitikberatkan  pada  pemeriksaan  pasukan, 
penghentian  bantuan  militer  dari  pihak  luar  dan  pene- 
tapan  gencatan  senjata,  serta  pembagian  kekuasaan 
dalam  pemerintahan  sementara. 

Himbauan  PM  Chatichai  Choonhavan  ini  didukung 
oleh  Menlu  Vietnam,  Nguyen  Co  Thach,  meskipun  ada 
beberapa  pendapat  yang  menentangnya  karena  perte- 
muan itu  dianggapnya  dapat  menyelesaikan  masalah 
secara  menyeluruh  (/l«rara,  1-11-1989). 

Menlu  Ali  Alatas  mengatakan  pada  pertemuannya 
dengan  Kelompok  Kerja  PWI  Pusat  Bidang  Luar  Nege- 
ri  di  Jakarta  1  November  1989  bahwa:  (1)  rencana  perte- 
muan informal  tentang  Kamboja  bukan  merupakan  ke- 
lanjutan  dari  JIM,  oleh  sebab  itu  tidak  dapat  disebut 
JIM  III;  (2)  penamaan  JIM  III  untuk  pertemuan  infor- 
mal dapat  menimbulkan  anggapan  bahwa  pertemuan 
itu  dilakukan  dalam  kerangka  dua  JIM  sebelumnya, 
sehingga  dapat  dinilai  sebagai  kemunduran;  (3)  dia  dan 
Menlu  Roland  Dumas  selaku  Ketua  ICK  bersedia  untuk 
membantu  usaha  mengadakan  konsultasi  dengan  peser- 
ta  konperensi  dalam  jangka  waktu  enam  bulan  untuk 
menentukan  waktu  dimulainya  kembali  konperensi  di 
Paris;  (4)  pihak- pihak  yang  bersengketa  agar  segera 
kembali  ke  meja  perundingan  {Kompas,  2-11-1989). 

Dutabesar  Vietnam  untuk  Muangthai  (Thailand),  Le 
Mai,  mengatakan  di  Bangkok  tanggal  7  November  1989 
bahwa:  (1)  Pertemuan  Jakarta  itu  agar  diselenggarakan 
pada  bulan  Desember  1989;  (2)  Vietnam  mendukung 
kebijaksanaan  Thailand  untuk  mengubah  medan  per- 
tempuran  menjadi  lokasi  pasar  {Kompas,  9-11-1989); 
t  (3)  Phnom  Penh  siap  membahas  masalah  mekanisme 
pengawasan  internasional,  gencatan  senjata  dan  penga- 
wasan pemilu,  tetapi  menolak  pembentukan  pemerin- 
tahan sementara  yang  mengikutsertakan  ketiga  faksi 
perlawanan  Kamboja,  termasuk  Khmer  Merah;  (4)  jika 


dalam  Pertemuan  Jakarta  dicapai  persetujuan,  Phnom 
Penh  bersedia  mempertimbangkan  keikutsertaan 
Khmer  Merah  {Suara  Karya.  11-11-1989). 

Menlu  Ali  Alatas  mengatakan  di  Jakarta  tanggal  14 
November  1989  bahwa:  (1)  dua  pemimpin  kelompok 
yang  tergabung  dalam  Pemerintahan  Koalisi  Perlawan- 
an Kamboja  (CGDK),  Pangeran  Sihanouk,  yang  dalam 
hal  ini  diwakili  oleh  Pangeran  Norodom  Ranaridh  dan 
Son  San,  Vietnam  dan  PM  Kamboja  dukungan  Viet- 
nam, Hun  Sen,  akan  hadir  dalam  Pertemuan  Jakarta 
{Antara.  16-11-1989). 

Pada  tanggal  16  November  1989,  juru  bicara  Ke- 
menterian  Luar  Negeri  Vietnam,  Ho  The  Lan,  mengu- 
sulkan  agar  negara  peserta  pertemuan  dibatasi  jumlah- 
nya  {Angkatan  Bersenjata,  18-11-1989). 

Menlu  Ali  Alatas,  mengatakan  di  Jakarta  tanggal  23 
November  1989  bahwa:  (1)  pertemuan  tidak  akan  meng- 
gunakan  pendekatan  parsial;  (2)  pembatasan  jumlah 
peserta  pertemuan  informal  dimaksudkan  untuk  men- 
jaga  proses  negosiasi  yang  sejak  Konperensi  Paris  sam- 
pai  sekarang  belum  berhasil  mencapai  penyelesaian  me- 
nyeluruh  {A  ntara,  23- 1 1  - 1 989) . 

Juru  bicara  militer  Thailand,  Letjen  Narudol  Dej- 
pradiyuth,  mengatakan  di  Aranyaprathet  29  November 
1989  bahwa:  (1)  empat  kelompok  perlawanan  Kamboja 
setuju  untuk  menghadiri  pertemuan  informal;  (2)  pada 
tanggal  7  November  1989  ketiga  pemimpin  faksi  perla- 
wanan Kamboja  mengirim  surat  kepada  Menlu  Ali 
Alatas,  yang  menyatakan  kesediaannya  untuk  mengha- 
diri babak  perundingan  baru  di  Jakarta  dengan  bebe- 
rapa syarat  {Antara,  30-11-1989). 

Sementara  itu  Presiden  Perancis,  Francois  Mitte^ 
rang,  mengatakan  di  Paris  1  Desember  1989  bahwa:  (1) 
untuk  menghentikan  kerusuhan  di  Kamboja  harus  ada 
penyelesaian  secara  menyeluruh;  (2)  keputusan  harus 
dikembalikan  pada  penduduk  setempat  tentang  keingin- 
an  mereka  atas  masa  depannya;  (3)  Perancis  selama  ini 
telah  berjiiang  keras  untuk  melakukan  pendekatan  ke- 
pada kelompok- kelompok  yang  bersengketa  ifAerdeka, 
2-12-1989). 

B.  USAHA  ASEAN  LEWAT  PBB 

Dutabesar  RI  untuk  PBB,  NanaS.  Sutresna,  menga- 
takan di  New  York  tanggal  15  November  1989  bahwa: 
(1)  kckhawatiran  akan  kembalinya  Khmer  Merah  tidak 
bcralasan  samasekali.  Dalam  pcmilu  yang  bcbas  dan  ju- 
jur  rakyat  Kamboja  dapat  menentukan  apa  yang  ingin 
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mereka  lakukan  atas  Khmer  Merah;  (2)  semua  faksi 
Kamboja  perlu  diikutsertakan  dalam  suatu  pemerintah- 
an  transisi  (Antara,  16-11-1989).  Pada  hari  berikutnya 
dia  mengatakan  bahwa:  (1)  semua  pihak  agar  mening- 
katkan  segala  usaha  untuk  mencapai  penyelesaian  poli- 
tik  di  Kamboja;  (2)  konflik  dan  pertempuran  yang 
terus-menerus  di  Kamboja  membawa  ancaman  serius 
bagi  perdamaian  dan  stabilitas  Asia  Tenggara;  (3)  Kam- 
boja merupakan  negara  yang  hak-hak  rakyatnya  belum 
diakui  untuk  menentukan  masa  depannya  sendiri 
{Kompas,  17-11-1989). 

Majelis  Umum  PBB,  tanggal  16  November  1989, 
menyerukan  penyelesaian  politik  menyeluruh  bagi  ma- 
salah  Kamboja  dengan  diterimanya  rancangan  resolusi 
yang  diprakarsai  oleh  ASEAN  dan  73  negara  lainnya, 
dengan  124  negara  mendukung,  17  menentang  dan  12 
abstain. 


Resolusi  itu  memberi  jaminan  kepada  rakyat  Kam- 
boja untuk  menentukan  sendiri  masa  depannya,  dan 
jaminan  internasional  bagi  pemulihan  kemerdekaan, 
kedaulatan  dan  kenetralan  serta  sifat  non-blok  Kambo- 
ja. Dengan  resolusi  itu  PBB  akan  menekankan  setiap 
penyelesaian  menyeluruh  bagi  masalah  Kamboja,  yang 
meiicakup  unsur-unsur  sebagai  berikut:  (1)  penarikan 
mundur  semua  pasukan  asing,  di  bawah  pengawasan 
dan  pengendalian  PBB;  (2)  pembentukan  pemerintahan 
sementara;  (3)  rekonsiliasi  nasional  di  bawah  Pangeran 
Sihanouk;  (4)  tidak  berkuasanya  kembali  Khmer 
Merah;  (5)  dipulihkan  dan  dipertahankannya  kemerde- 
kaan, kedaulatan,  keutuhan  wilayah  serta  status  Kam- 
boja yang  netral  dan  non-blok;  (6)  hak  rakyat  Kamboja 
untuk  menentukan  nasibnya  sendiri;  (7)  komitmen  dari 
semua  negara  untuk  tidak  melakukan  campur  tangan 
dan  investasi  di  dalam  urusan  dalam  negeri  Kamboja 
{Antara,  17-11-1989). 
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